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RINGKASAN 

 

Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU melalui UU No 6/2023 memberikan dampak 
kepada perkembangan desain hubungan Pusat dan Daerah, aspek-aspek hukum dan 

kelembagaan perlu disiapkan guna menghadapi implementasi UU Cipta Kerja. Konteksnya 

yakni terkait dengan visi Indonesia 2045 sebagai salah satu dari lima besar kekuatan 
ekonomi dunia. Tantangan eksternal dan internal, seperti pelemahan perekonomian global, 

dinamika geopolitik, dan perkembangan teknologi, menciptakan ketidakpastian. PDB per 

kapita Indonesia perlu tumbuh lebih cepat dari tren saat ini untuk mencapai target pada 
tahun 2045. Dengan berlakunya UU No 6/2023, perlu dilakukan pengkajian terfokus pada 

perubahan, evaluasi, dan kesiapan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

mencakup berbagai aspek seperti ekosistem investasi, ketenagakerjaan, kemudahan 

berusaha, koperasi, riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi 
pemerintah pusat, dan administrasi pemerintahan. Konfigurasi ini dianggap sebagai 

jembatan untuk menciptakan kepatuhan, ketaatan, dan ketertiban dalam membangun 

ruang adaptasi dan kesiapan di daerah. 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: perkembangan konfigurasi hubungan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diundangkannya UU No 6/2023; serta 

bagaimana evaluasi dan pola kesiapan bagi adaptasi terhadap hubungan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah setelah diundangkannya UU No 6/2023. Tujuan Penelitian ini yakni 

untuk mengkaji, mengidentifikasi, dan menganalisis perkembangan konfigurasi hubungan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta mengkaji dan menawarkan evaluasi dan pola 
kesiapan bagi adaptasi terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah 

diundangkannya UU N0 6/2023. 

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute-
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan 

(comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan konfigurasi hubungan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diundangkannya UU No 6/2023 memperlihatkan 

adanya karakteristik resentralisasi dalam bingkai hubungan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota). Kondisi itu bisa dilihat 
dari hasil analisis per sektoral yaitu sektor peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan 

berusaha; sektor ketenagakerjaan; sektor kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan 

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; sektor kemudahan berusaha; sektor 
dukungan riset dan inovasi; sektor bidang pengadaan tanah; sektor kawasan ekonomi, 

investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional; dan sektor 

administrasi pemerintahan. Evaluasi dan kesiapan untuk adaptasi terhadap hubungan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diberlakukannya UU No 6/2023 menyoroti 

beberapa aspek. Pertama, dalam hal kewenangan, jika Daerah tidak mampu melaksanakan 

urusan pemerintah, Pusat memiliki kewenangan untuk mengambil alih. Kedua, regulasi 
pasca-undang-undang tersebut menciptakan peraturan turunan yang berpengaruh pada 

tingkat daerah melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ketiga, aspek 

kelembagaan, terutama lembaga OSS yang terintegrasi, masih menimbulkan masalah sosial 

dan konflik. Keempat, perubahan konsep dan nomenklatur perizinan menjadi persetujuan 

memerlukan adaptasi operasional agar sesuai dengan ketentuan hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Republik Indonesia 

sudah sedemikian kukuh dan mantap dalam bingkai bentuk negara1 

kesatuan daripada pilihan bentuk negara yang lain. Sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yakni: "Negara Indonesia 

adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Bahkan dalam Pasal 37 

ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Khusus mengenai 

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan 

perubahan".2 

Dalam perspektif teori, F. Isjwara menyatakan bahwa negara kesatuan 

(unitary state) merupakan bentuk negara di mana wewenang legislatif 

tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional-pusat. Menurutnya, 

negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika 

dibandingkan dengan federasi atau konfederasi, sebab dalam negara 

kesatuan terdapat persatuan (union) dan kesatuan (unity)3. Implikasi dari 

bentuk negara kesatuan adalah adanya Pemerintahan Daerah yang 

dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. 

Dalam perspektif sejarah, pemerintahan lokal/daerah yang kita kenal 

sekarang ini berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada 

abad ke 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat 

dasar secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada 

awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas 

swakelola dari sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi 

                                                     
1Menurut Grabowsky, bentuk negara berkaitan dengan dasar-dasar negara, susunan, 

dan tertib suatu negara berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan 
kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara. Dalam F. Isjwara, 1992, 

Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Binacipta, Hlm. 184. Sedangkan menurut Bagir Manan, 

bentuk negara menyangkut kerangka bagian luar organisasi negara yang dibedakan antara 
bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal. Bagir Manan, 2003, Lembaga 
Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 1 

2Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945 
3Sirajuddin, Dkk, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, 

Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Malang: Setara 

Press, hlm. 3 
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nama municipal (kota), country (kabupaten), commune/gementee (desa). 

Mungkin fenomena tersebut mirip dengan satuan komunitas asli penduduk 

Indonesia yang disebut dengan desa (Jawa), nagari (Sumatra Barat), huna 

(Sumatera Utara), marga (Sumatera Selatan), gampong (Aceh), kampung 

(Kalimantan Timur), dan lain-lain.  

Satuan komunitas tersebut merupakan entitas kolektif yang didasarkan 

pada hubungan saling mengenal dan saling membantu dalam ikatan 

genealogis maupun teritorial. Satuan komunitas ini membentuk kesatuan 

masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komunal.4 Dalam praktik, 

desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Namun dalam makna, 

keduanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan 

yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan 

pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. 

Rondinelli dan Cheema5 memberikan pengertian desentralisasi sebagai "...the 

transfer of planning, decision making or administrative authority from the 

central government to its field organizations, local administrative units, semi- 

autonomous and parastatal organizations"6 

Senada dengan pendapat tersebut di atas, Joeniarto7 menyebutkan asas 

desentralisasi sebagai asas yang bermaksud memberikan wewenang dari 

                                                     
4Sinyo H. Sarudajang, 2002, Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar 

Harapan; Lihat Juga J. Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah,Jakarta: Rineka Cipta, 

Hlm. 9. 
5Dikutip oleh Sinyo H. Sarundajang, Ibid, Hlm. 47. 
6Rondinelli dan Cheema juga membagi desentralisasi kedalam 4 (empat) bentuk, yakni: 

(1) Deconcentration (Dekonsentrasi) yaitu penyerahan yang terbatas pada pekerjaan dari 

pemerintah pusat ke kantor perwakilan di lapangan. Bentuk ini tidak memberikan 

kewenangan untuk merencanakan (to plan), mengambil keputusan (to decide), maupun 
melaksanakan (to manage) di tingkat lokal. Walaupun ada argumen bahwa pelayanan yang 

diberikan dilakukan di daerah dan langsung menyentuh masyarakat lokal; (2) Delegation 

(Delegasi) yaitu penyerahan wewenang untuk membuat rencana dan mengambil keputusan 
tentang tugas-tugas yang spesifik kepada suatu organisasi seperti perusahaan negara atau 

otoritas perencanaan dan pembangunan suatu area atau daerah. Dalam lingkup 

pembangunan regional, otorita eksport processing zone adalah salah satu contoh bentuk 

desentralisasi ini; (3) Devolution (Devolusi), yakni transfer kewenangan dan tanggung-jawab 
kepada pemerintah daerah termasuk kekuasaan untuk merencanakan dan menjalankan 

proyek-proyek dan program-program pembangunan serta tidak ketinggalan kontrol di 

bidang keuangan. Inilah yang sering dikatakan sebagai desentralisasi murni (real 
decentralization) yang diharapkan pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) dapat 

menjalankannya: (4) Transfer tanggung jawab perencanaan dan administrasi pemerintahan 

kepada non-governmental institusi. Ini dapat diartikan de-birokrasi (membolehkan 

keputusan-keputusan dibuat di lembaga tersebut), dan privatisasi (menyerahkan tanggung-
jawab untuk memproduksi barang dan jasa ke organisasi-organisasi/perusahaan swasta). 

7Joeniarto, 1992, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 15 
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pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus 

urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. Sementara 

Otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Kata pertama berarti “sendiri” 

sedangkan kata kedua berarti “perintah” sehingga otonomi bermakna 

memerintah sendiri. Karena desentralisasi senantiasa berkaitan dengan 

status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan mengenai 

desentralisasi dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi. Esensi 

desentralisasi adalah proses pengotonomian, yakni proses penyerahan 

kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan 

mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. 

Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu 

mata uang (both sides of one coin). 

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam sistem negara 

kesatuan ini melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi 

adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) 

pada pemerintahan pusat. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden 

dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan 

pemerintahannya pada tangan presiden dan para menteri, tidak dibagi 

kepada pejabat-pejabatnya di daerah dan/atau pada daerah otonom maka 

disebut sentralisasi. 

Keberadaan pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. 

Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu “de” yang berarti lepas dan 

“centrum” yang artinya pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat. Dengan 

demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat 

awal de berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak 

putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat. Dari sini 

bisa ditarik garis besar bahwa esensi desentralisasi adalah "memecahkan 

masalah setempat, dengan cara setempat, dan oleh orang setempat". Melalui 

desentralisasi, lebih banyak rakyat baik secara langsung maupun melalui 

wakilnya di parlemen yang terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan 

dan evaluasi kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Sehingga 
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tentu saja desentralisasi akan mendukung proses demokratisasi.8 Beberapa 

kebaikan otonomi menurut Rondinelli & Chemma adalah:  

a. mengatasi keterbatasan dana dan sesuai dengan kepentingan masyarakat 

setempat;  

b. mengurangi sifat prosedural dan berbelit-belit dari dari birokrasi;  

c. merumuskan kebijakan publik dengan realistik;  

d. memberikan layanan yang lebih baik dan tepat kepada daerah-daerah 

terpencil;  

e. melibatkan masyarakat luas dalam pemerintahan dan lainnya.9 

Dari sisi ekonomi, seringkali dikemukakan bahwa pentingnya 

penerapan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa untuk publik. Selain 

itu, tujuan ekonomi lainnya dari desentralisasi, sebagaimana diusung oleh 

Jurgen Ruland, adalah akan melahirkan otonomi daerah yang sangat 

diperlukan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang 

pada akhirnya akan menunjang pembangunan sosial ekonomi.10 

Sementara dari sisi politis, desentralisasi bertujuan antara lain untuk 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara 

pemerintah dan masyarakat, dan untuk mempertahankan integrasi nasional. 

                                                     
8 Walaupun pelbagai kebaikan dapat hadir melalui kebijakan otonomi, namun 

beberapa implikasi negatif selalu ada. Misalnya penyalahgunaan kewenangan oleh elit lokal 

(local strongmen/great men), menyebarnya kasus KKN, perampokan kekayaan daerah baik 
berupa uang cash maupun dalam bentuk sumber daya alam dan lainnya. Lihat Leo Agustino, 

2011, Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era 
Sentralisasi, Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 34 

9 Pendapat selengkapnya Dari Rondinelli dan Chemma bisa dibaca dalam Syaukani 

HR, Afan Gaffar & Ryass Rasyid, 2003, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan PUSKAP. Di Indonesia, istilah good governance 

diterjemahkan dengan tata pemerintahan yang baik. Istilah good governance pertama kali 
dipopulerkan oleh lembaga penyandang dana internasional seperti World Bank, UNDP, dan 

IMF dalam rangka menjaga dan menjamin keberlanjutan dana bantuan yang diberikan 

negara-negara sasaran bantuan. Pada dasarnya badan internasional ini berpandangan 
bahwa setiap bantuan internasional di negara-negara berbagai belahan dunia, terutama di 

negara-negara berkembang sulit berhasil tanpa adanya good governance di negara sasaran 

tersebut. Karena itu, good governance kemudian menjadi isu sentral dalam hubungan 

lembaga-lembaga multilateral tersebut dengan negara sasaran. Selengkapnya lihat Tim ICCE 
UIN Jakarta, 2003, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi HAM san Masyarakat Madani, 
Jakarta, UIN Jakarta dan Prenada Media, hlm. 77; Sadu Wasistiono, 2004, Desentralisasi, 

Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance" Dalam Syamsuddin Haris Dkk (Editor), 

Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press, hlm. 11 
10Syarif Hidayat, 2007, Too Much Too Soon (Edisi Dua Bahasa), Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hlm. 238-239 
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Pada titik inilah Ylvisaker menyebutkan bahwa sedikitnya ada tiga aspek 

utama yang berkaitan dengan desentralisasi-demokrasi, yaitu: kebebasan, 

persamaan hak, dan kesejahteraan.11 

Penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betul 

terrealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bahkan di 

negara-negara maju prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dipadukan dengan dynamic governance.12 Dengan merujuk pada 

kondisi tersebut, konfigurasi hubungan pusat-daerah yang mencerminkan 

desain otonomi/desentralisasi sudah menjadi nafas panjang sejak awal 

kemerdekaan. Pengaturan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pra-

amandemen terlalu sederhana, di mana hanya diatur dalam satu Pasal saja. 

Sehingga pembuat Undang-Undang organik memegang semacam mandat 

blanko yang akan diisi sesuai dengan konfigurasi politik yang dominan.13 

                                                     
11Di Indonesia istilah good governance diterjemahkan dengan tata pemerintahan yang 

baik. istilah good governance pertama kali dipopulerkan oleh lembaga penyandang dana' 

internasional seperti World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin 
keberlanjutan dana bantuan yang diberikan negara negara sasaran bantuan. Pada dasarnya 

badan badan internasional ini berpandangan bahwa setiap bantuan internasional di negara-

negara berbagai belahan dunia, terutama di negara negara berkembang sulit berhasil tanpa 
adanya good governance di negara sasaran tersebut. Karena itu, good governance kemudian 

menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga multilateral tersebut dengan negara 

sasaran. Selengkapnya lihat Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, Pendidikan Kewarganegaraan: 
Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta: UIN Jakarta dan Prenada Media, hlm. 77; 

Sadu Wasistiono, 2004, Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, 

dalam Syamsuddin Haris Dkk (Editor), 2004,  Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: 

LIPI Press, hlm. 11 
12 Dynamic Governance merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Prof. Neo Boon 

Siong, akademisi dari Nanyang Technological University (NTU). Dynamic governance 
capabilities terdiri dari 3 unsur: (1) Thinking Ahead Yaitu kemampuan untuk menangkap 

pertanda awal tentang arah perkembangan situasi kedepan yang dapat memengaruhi 
peranan dan keberadaan suatu negara, kemampuan untuk menentukan visi dan misi yang 

tepat; (2) Thinking Again yaitu kemampuan untuk menata dan mengevaluasi kebijakan yang 

sedang berlaku agar lebih baik dari kinerjanya; dan (3) Thinking Across yaitu kemampuan 
melakukan tolok banding (Benchmarking) dan keterbukaan untuk melintas batas agar dapat 

belajar dari pengalaman orang lain supaya dapat memperkenalkan ide dan konsep baru 

kedalam lembaga yang dipimpinnya. Ajaran dalam filosofi jawa mengajarkan hal serupa. 

"Mulat sarira hangrasa wani dan bisa rúmangsa”, yang berarti berani bertindak dan mawas 
diri serta mampu memahami situasi serta dinamika yang terjadi. Beberapa daerah telah 

mampu memadukan good governance dengan dynamic governance, misalnya Kota Surabaya 

di bawah Trismaharini. Uraian selengkapnya lihat Azhar Kasim, Dkk, 2015, Merekonstruksi 
Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 

13Bhenjamin Hoessein, Dkk, 2005, Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, hlm. 15 
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Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945, tepatnya pada 

Perubahan Kedua, Pasal 18 yang semula hanya terdiri dari satu ayat saja 

berubah menjadi tujuh ayat plus 18A dan 18B yang masing-masing terdiri 

dari dua ayat. Paling tidak ada tujuh prinsip penting yang digariskan oleh 

Pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen, yakni: 

a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2);  

b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5);  

c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (pasal 18A ayat 1);  

d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2); 

e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat 

Khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat 1);  

f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum 

(Pasal 18 ayat 3); 

g. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras 

dan adil (Pasal 18 A ayat 2).14 

Mencermati berbagai ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 pasca 

amandemen maka Republik Indonesia tetap bisa dikatakan sebagai negara 

kesatuan yang mengadopsi unsur-unsur federal. Kondisi ini sebagaimana 

dalam perjalanannya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.  

Dalam perkembangannya desain hubungan pusat dan daerah 

sebagaimana telah diuraikan akan berdampak pasca penetapan UU Cipta 

Kerja. Pasca penetapan Perpu tersebut menjadi UU No 6/2023 tentu dimensi 

                                                     
14Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi 

Hukum FH UII Yogyakarta, hlm. 4, Ramlan Surbakti, 2002, Reformasi Politik: Gagasan 
Negara Kesatuan dan Federal, dalam Ikrar Nusa Bakti dan Riza Sihbudi (Editor), Kontroversi 
Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan, Bandung: Mizan, hlm. 

58-63 
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hukum nasional menghadapi babak baru manakala pasca MK menyatakan 

penetapan Perpu Cipta Kerja konstitusional melalui Putusan Nomor 54/PUU-

XXI/2023. Dalam Putusan tersebut dapat dipahami bahwa permohonan oleh 

pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.15 MK menilai 

proses pembentukan UU Cipta Kerja secara formil tidak bertentangan dengan 

UUD 1945 sehingga UU Cipta Kerja tetap mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.  

Tentu saja saat merespon hal tersebut terbayang akan perdebatan dari 

berbagai kalangan yang memandang bahwa secara procedural due process of 

law dan substantive due process of law penetapan Perpu Cipta Kerja 

dipandang sebagai suatu pranata hukum yang inkonstitusional akan tetapi 

segenggam kekuasaan jauh lebih superioritas dan mendapatkan ruang 

justifikasi peradilan bahwa perumusan dan proses nya telah memenuhi 

kaidah dan/atau prinsip-prinsip konstitusi. Menarik untuk mencermati 

pandangan yang dikemukakan oleh Eddy O.S Hiariej yang mengutip 

pendapat sang begawan ilmu hukum progresif Satjipto Rahardjo bahwa 

dalam dimensi hukum modern kita akan melihat kenyataan bahwa dalam 

aspek penegakan hukum (law enforcement) tidak selamanya dalam 

berhukum pihak yang benar akan menang dan yang salah akan kalah karena 

hukum itu merupakan seni berinterpretasi (the art of the interpretation). 

Meskipun Putusan hakim dipandang tidak bisa memenuhi rasa keadilan dan 

rancu dalam pertimbangannya tetap saja Putusan tersebut final dan 

mengikat dan menuntut i’tikad baik oleh siapa saja untuk mematuhi dan 

mentaatinya. 

Sehubungan dengan kondisi diatas maka terhadap keberlakuan UU 

Cipta Kerja tentu membutuhkan piranti kesiapan hukum dan 

kelembagaannya. Mengingat marwah dari ketentuan tersebut diletakkan 

pada satu semangat menyongsong Visi Indonesia 2045, Indonesia 

berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan 

menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

                                                     
15Ria Casmi Arrsa, 2023, Segudang Ilmu Melawan Segenggam Kekuasaan, Refleksi 

Putusan MK Atas UU Cipta Kerja, https://kanal24.co.id, diakses pada 12 Oktober 2023. 

https://kanal24.co.id/
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(RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 

2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang 

tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) 

persen.16 

Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada 

tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari Middle Income Trap 

(MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 

(lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 

(lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju 

dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, 

dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Namun demikian pada kondisi 

saat ini, bangsa Indonesia justeru menghadapi tantangan-tantangan yang 

besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan 

eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah 

mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik di berbagai 

belahan dunia, serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi 

Industri Keempat yang merubah lanskap ekonomi global merupakan sumber 

ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian global. 

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak 

yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka 

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus berupaya 

untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan 

konsumsi pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi. Berikut 

disajikan profiling terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-

2024. 

                                                     
16Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020, Naskah 

Akademik RUU Cipta Kerja, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

Republik Indonesia, 
https://ekon.go.id/source/info_sektoral/naskah%20akademis%20ruu%20tentang%20cipt

a%20kerja.pdf diakses pada 12 Oktober 2023. 

https://ekon.go.id/Source/Info_Sektoral/Naskah%20akademis%20ruu%20tentang%20cipta%20kerja.Pdf
https://ekon.go.id/Source/Info_Sektoral/Naskah%20akademis%20ruu%20tentang%20cipta%20kerja.Pdf
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Gambar 1.  

Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 

 

Sumber: Naskah Akademik RUU Cipta Kerja 

Berdasarkan gambar di atas maka, pertumbuhan ekonomi yang saat ini 

tengah mengalami perlambatan dan hanya mencapai angka di kisaran 5 

(lima) persen dinilai belum cukup dalam menghindari ancaman MIT. 

Indonesia sendiri masih menjadi negara Upper Middle Income pada tahun 

2019 dengan Gross National Income (GNI) per kapita USD 6.010. Berpijak 

pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 sebagai basis langkah 

pencapaian, pendapatan (PDB) per kapita secara nominal Rp56,- juta per 

tahun, nilai PDB nominal Rp 14.837,4 Triliun dan tingkat kemiskinan 9,66 

(sembilan koma enam puluh enam) persen. Sementara itu PDB per kapita 

2018 secara riil tercatat Rp 39,4 juta per tahun dan pertumbuhan ekonomi 

secara riil dalam satu dekade terakhir 5,4 (lima koma empat) persen. Jika 

Indonesia bertumbuh dengan tren pertumbuhan. Seperti sekarang, maka 

untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp 39,4 juta menjadi Rp 78,8 

juta per tahun memerlukan waktu 13 (tiga belas) tahun. Jika tren ini 

berlangsung, target Indonesia untuk mencapai cita-cita ini di tahun 2045 

dengan pendapatan per kapita Rp 320,- juta per tahun belum dapat dicapai 

dalam waktu 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Padahal waktu yang tersisa dari 

sekarang hingga 2045 hanya 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu, 

Indonesia perlu bertumbuh jauh lebih cepat dari rerata 5.4 (lima koma 
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empat) persen per tahun. Dengan demikian, untuk mengubah tren 

pertumbuhan dari 5.4 (lima koma empat) persen ke arah 6 (enam) persen 

diperlukan usaha keras sehingga Indonesia dapat mencapai cita-citanya di 

tahun 2045. 

Sehubungan dengan uraian di atas maka, konfigurasi pasca penetapan 

Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sejak 30 Desember 

2022,17 sehingga perlu ditelaah seiring perkembangan dan kesiapan bagi 

pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beberapa muatan/substansi 

sebagai berikut: 

a. desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang peningkatan 

ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 

b. desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang 

ketenagakerjaan; 

c. desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kemudahan, 

pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan 

menengah; 

d. desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kemudahan 

berusaha; 

                                                     
17 Undang-Undang ini dibentuk dengan alasan kebijakan strategis untuk menciptakan 

dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan 

peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk dapat 

meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan 
konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, 

terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan 

dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi). Dikenal dengan 
fenomena stagflasi). Pada laporan The World Economic Outlook (WEO) Oktober tahun 2022, 

International Monetary Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 

3,2% pada tahun 2022 dari sebelumnya di angka 3,6% di weo pada April tahun 2022. Kondisi 
perekonomian dunia diproyeksikan akan memburuk di tahun 2023, turun pada level 2,7%, 

jauh di bawah angka 4,9% yang dilaporkan WEO pada Oktober tahun 2021. Revisi 

pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian 

Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika 
Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,0% di tahun 2023, dari ekspektasi 1,6% di 

tahun 2022 dan 5,7% di tahun 2021. Ekonomi zona Eropa Yang tumbuh sebesar 5,2% di 

tahun 2021 diprediksi akan turun pada level 3,1% tahun 2022 dan 0,5% di tahun 2023. 
Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 3,2% di tahun 2022 

dan 4,4% di tahun 2023, jauh di bawah 8,1% yang dilaporkan tahun lalu. 



 

11 

 

e. desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang dukungan 

riset dan inovasi; 

f. desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pengadaan 

tanah; 

g. desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kawasan 

ekonomi; dan 

h. desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang investasi 

pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. 

i. desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang administrasi 

pemerintahan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian 

yang memfokuskan pada bagaimana perubahan dan evaluasi serta kesiapan 

hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang yang pada akhirnya konfigurasi ini menjadi 

jembatan kepatuhan, ketaatan dan/atau ketertiban dalam membangun 

ruang adaptasi dan kesiapan di Daerah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan konfigurasi hubungan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang ? 

2. Bagaimana evaluasi dan pola kesiapan bagi adaptasi terhadap hubungan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diundangkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan disusunnya 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji, mengidentifikasi, dan menganalisis perkembangan 

konfigurasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

2. Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep evaluasi dan pola 

kesiapan bagi adaptasi terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas maka dalam penyusunan penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik dari aspek teoritis dan 

aspek aplikatif yang secara sistematis diuraikan sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penyusunan penelitian ini yaitu diharapkan dapat 

mengembangkan khazanah disiplin keilmuan dalam lapangan hukum tata 

negara, ilmu perundang-undangan, hukum pemerintahan daerah, dan 

kebijakan publik berkenaan dengan  penyelenggaraan, evaluasi dan pola 

kesiapan bagi adaptasi terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

Dengan demikian maka kesiapan dan pola hubungan antara Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah terhadap implementasi UU Cipta Kerja secara 

konsisten dapat menopang kualitas Pembangunan di Indonesia serta 

memperkuat posisi daya saing Nasional dan Daerah baik dari sektor 

regulasi, ekonomi, iklim investasi dan sumber daya manusia yang pada 

akhirnya menjamin tegaknya tujuan bernegara yaitu melindungi segenap 
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tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

memajukan kesejahteraan umum. 

b. Manfaat Aplikatif 

Berdasarkan manfaat teoritis di atas maka dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat secara aplikatif meliputi: 

a. Bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih bagi Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dalam menjalankan agenda pengkajian 

konstitusi dan sistem ketatanegaraan utamanya berkaitan dengan isu 

seputar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendalami materi 

kebijakan dan/atau regulasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Sehingga diperoleh poin-poin rekomendasi terhadap penataan sistem 

ketatanegaraan di Indonesia. 

b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih bagi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia sebagai badan kekuasaan legislatif yang memiliki 

peran penting untuk memonitoring serta jembatan aspirasi masyarakat 

yang ada di Daerah. kerangka evaluasi dan pola kesiapan bagi adaptasi 

terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sangat 

penting untuk dilakukan guna memastikan keberhasilan Pembangunan 

dan penguatan daya saing baik di tingkat nasional dan daerah. 

c. Bagi Presiden 

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi Presiden Republik 

Indonesia sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang melaksanakan 

UU No 6 Tahun 2023. Sehingga dengan penetapan Undang-Undang 
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tersebut semangat menyongsong Visi Indonesia 2045, dimana bangsa 

Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi 

dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040 

benar-benar terwujud melalui upaya untuk membangun kerangka 

evaluasi dan pola kesiapan bagi adaptasi terhadap hubungan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang. 

d. Bagi Mahkamah Konstitusi 

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia yang secara legal formal pasca penetapan 

Perpu tersebut menjadi UU No 6/2023 tentu dimensi hukum nasional 

menghadapi babak baru manakala pasca MK menyatakan penetapan 

Perpu Cipta Kerja konstitusional melalui Putusan Nomor 54/PUU-

XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menilai proses pembentukan UU Cipta 

Kerja secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga UU 

Cipta Kerja tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan 

demikian upaya untuk membangun kerangka evaluasi dan pola 

kesiapan bagi adaptasi terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang dipandang sebagai suatu ikhtiar untuk menopang procedural 

due process of law dan substantive due process of law terhadap 

implementasi UU Cipta Kerja. 

e. Bagi Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

Pemerintahan Daerah baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam 

konteks merumuskan desain kerangka evaluasi dan pola kesiapan bagi 

adaptasi terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
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Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan 

kesiapan baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan kultur 

hukum yang ada menjamin agar terdapat akselerasi dalam perumusan 

kebijakan dan/atau regulasi turunan dan/atau mandat dari ketentuan 

UU Cipta Kerja. 

f. Bagi Perguruan Tinggi 

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih bagi perguruan 

tinggi dalam rangka memperkaya dan memperdalam khasanah 

keilmuan dan merespon berbagai isu strategis ketatanegaraan berkaitan 

dengan  desain kerangka evaluasi dan pola kesiapan bagi adaptasi 

terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang 

disinergikan dengan program penelitian strategis di tingkat perguruan 

tinggi. 

g. Bagi Media, Ormas dan LSM 

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsi bagi media, ormas 

dan LSM sebagai sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan 

pemikiran tentang desain kerangka evaluasi dan pola kesiapan bagi 

adaptasi terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Responsivitas masyarakat dipandang penting untuk memperkuat posisi 

partisipasi bermakna (meaningful participation) pasca penetapan UU 

Cipta Kerja.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

Kerangka teoritik dalam penelitian ini disusun dengan memperhatikan 

stratifikasi teori yang relevan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan 

yang dihadapi dalam upaya mencari jawaban atas perkembangan konfigurasi 

hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang sekaligus evaluasi dan pola kesiapan bagi 

adaptasi terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  

Sehubungan dengan hal itu merujuk pada pandangan Cooper & 

Schindler18 berpendapat bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, 

dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga bisa digunakan 

untuk meramalkan fenomena. Secara umum, teori memiliki tiga fungsi yaitu 

explanation (menjelaskan), prediction (meramalkan), dan control 

(pengendalian). Explanation theory memiliki fungsi untuk menjelaskan 

variabel yang akan diteliti. Prediction theory memiliki fungsi untuk 

memprediksikan serat merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen 

penelitian. Selanjutnya Control theory digunakan untuk memberikan saran 

serta pemecah masalah yang ada di data penelitian.  

Penggunaaan kerangka pemikiran dalam penelitian ini diklasifikasikan 

dalam Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory. Kedudukan Grand 

Theory (GT) merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. 

Disebut makro karena teori-teori ini berada pada level makro. Lebih lanjut 

Middle Theory (MT) merupakan teori yang berada pada level mezo/menengah 

dimana fokus kajiannya makro dan mikro. Sedangkan Applied Theory (AT) 

merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan. Berikut 

disajikan penggunaan teori dalam penelitian ini: 

 

                                                     
18Katadata.co.id, Mencermati 3 Fungsi Teori Dalam Penelitian, 

https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-

penelitian diakses pada 28 November 2023. 

https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639988d6aa158/mencermati-3-fungsi-teori-dalam-penelitian
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Skema 1. 

Desain Implementasi Teori dalam Penelitian 

 
 

 Berdasarkan skema di atas, berikut disajikan deskripsi kerangka 

teoritis sebagai berikut: 

2.1 Teori dan Konsep Negara Kesatuan 

Negara merupakan kesatuan organisasi masyarakat yang menempati 

suatu wilayah tertentu yang berada di bawah suatu pemerintahan yang 

berdaulat. Pengertian terkait dengan negara terus mengalami dinamika 

seiring perkembangan peradaban manusia. Meskipun terdapat beberapa 

pengertian terkait negara yang telah diberikan oleh para ahli, namun pada 

dasarnya suatu negara dapat dilihat dari 4 (empat) unsur yang mendasari 

pembentukannya yaitu adanya rakyat, pemerintah, wilayah dan pengakuan 

secara de facto maupun de jure.  

Jika dilihat berdasarkan bentuknya, di era modern saat ini, bentuk 

negara dibedakan menjadi 2 (dua) yakni negara federal (federal state) dan 

negara kesatuan (unitary state). Kedua bentuk negara tersebut memiliki 

perbedaan mendasar dari segi susunan penduduk, wilayah, kekuasaan dan 

pemerintahan. Negara federal merupakan negara yang terdiri dari beberapa 

 

 
Grand Theory (GT)= 

Teori Negara Kesatuan 

 
Applied Theory (AT)= 
Konsep Omnibus Law   

Applied Theory (AT)= 
Konsep Cipta Kerja 

 
Midddle Theory 

(MT)= Teori 
Kedaulatan Rakyat 

 
Middle Theory (MT)= 
Teori Negara Hukum 

 
 Middle Theory (MT)= 

Teori Otoda (Hub 
Pusat-Daerah) 

 
Middle Theory (MT)= 

Teori Negara 
Kesejahteraan 
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negara bagian yang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing negara bagian 

tersebut memiliki kekuasaan yang melekat. Sedangkan negara kesatuan 

merupakan negara tunggal yang dikendalikan oleh satu pemerintahan yang 

berlaku secara nasional. Di dalam negara kesatuan dapat diakui adanya 

pemerintahan sub nasional yang kekuasaannya dibatasi dan ditentukan oleh 

undang-undang. Berbeda halnya dengan konsep negara federal, dalam 

negara kesatuan hubungan antara pemerintahan nasional dan subnasional 

tersebut adalah hubungan yang bersifat subordinatif. 

Gambar 2.  

Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Federal Berdasarkan Sumber 

Kekuasaan 

 

 

Ciri mutlak yang dimiliki oleh negara kesatuan adalah bahwa supremasi 

sepenuhnya berada pada pemerintahan pusat sebagai satu-satunya organ 

yang berdaulat (centralized). Selanjutnya pemerintah pusat melalui 

peraturan yang dibentuknya melakukan pemencaran organ dan kewenangan 

berdasarkan wilayah daerah (areal division of powers) yang kemudian dikenal 

dengan konsep dekonsentrasi dan desentralisasi.19 

Negara kesatuan merupakan negara yang tunggal dan mandiri yang 

diciptakan berdasarkan konsensus rakyat dan konstitusi. Oleh karena itu, 

kekuatan politis negara kesatuan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah 

pusat. Namun demikian dengan kekuasaan politisnya tersebut, pemerintah 

pusat dapat mentransfer kewenangannya kepada pemerintah daerah yang 

                                                     
19Sri Nur Hari Susanto, 2019, Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara 

Kesatuan, Administrative Law And Governance Journal, Vol. 2, No. 4, hlm. 632. 
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merupakan lembaga subordinasi dari pemerintah pusat. Dengan hak dasar 

yang dimilikinya, pemerintah pusat berwenang untuk menambah, 

mengurangi, dan bahkan mencabut kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah.  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebenarnya terdapat 

hubungan yang erat antara bentuk negara kesatuan dengan konsep 

desentralisasi. Konsekuensi logis dari adanya prinsip desentralisasi dalam 

negara kesatuan adalah semakin luasnya kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya masing-

masing secara otonom. Namun demikian, agar bentuk negara kesatuan tidak 

semakin tereduksi esensinya, pemerintah pusat tetap diberikan kewenangan 

untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan di daerah dengan 

melakukan supervisi, pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.20 

Negara kesatuan merupakan negara yang bercirikan hanya terdiri atas 

satu negara. Konsep negara kesatuan adalah suatu gagasan negara yang 

tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan yang mempunyai 

kedaulatan. Bentuk negara kesatuan menjamin adanya kedaulatan tunggal 

yang hanya dimiliki pemerintah pusat. Menurut C.F. Strong, hakikat negara 

kesatuan adalah kekuasaan pemerintah pusat yang tidak terbagi karena 

konstitusi negara kesatuan hanya mengakui adanya badan pembuat 

undang-undang pusat.21 Konsekuensi logis dari gagasan negara kesatuan 

adalah pemerintah pusat memiliki kewenangan dominan dalam mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan sehingga dapat berpotensi 

mengenyampingkan hak-hak masyarakat di daerah sebagai satu kesatuan 

negara dengan masyarakat yang majemuk. 

Negara kesatuan memberikan kekuasaan yang penuh dan tidak terbatas 

kepada pemerintah pusat untuk mengelola seluruh sumber daya negara 

sehingga seringkali pemerintah pusat mengalami kelebihan tugas dan 

                                                     
20Ibid., hlm. 635. 
21CF Strong, 2011, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Bandung: Penerbit Nusa Media, 

hlm. 115. 
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kewenangan.22 Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu 

kepala negara, dan satu dewan perwakilan rakyat yang dapat memaksakan 

peraturan untuk dijalankan oleh seluruh alat perlengkapan negara dan 

warga negara dalam satu wilayah negara tersebut. 

Dalam negara kesatuan telah inheren dengan sistem sentralisasi 

dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh 

pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan saja 

segala apa yang telah diinstruksikan oleh pusat itu.23 Dengan cara kerja yang 

sangat sentralistis tersebut bukan tidak mungkin negara yang menganut 

falsafah unitarisme mengalami pergolakan daerah karena pemerintah pusat 

menyamaratakan aspirasi yang berkembang di daerah. Oleh karena itu 

dalam negara kesatuan dikembangkan dengan sebuah sistem desentralisasi, 

yaitu kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri yang kemudian melahirkan atau 

dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu merupakan suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, 

berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. 

Penyebab dari perkembangan tersebut adalah karena paham 

kedaulatan rakyat yang terus berkembang dan mengikuti dinamika terlebih 

untuk sebuah negara yang majemuk dan berwilayah luas tentu perlu 

penyesuaian terhadap penataan sistem organisasi negara agar 

pendistribusian sumber daya negara dapat berlangsung secara efektif serta 

dapat menekan pergolakan yang timbul dari daerah. Pemerintah pusat 

berwenang untuk melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Walaupun pemerintah daerah memperoleh kewenangan otonom untuk 

mengurus urusan pemerintahannya sendiri melalui asas desentralisasi. 

Namun pemerintah daerah tidaklah berkedudukan sederajat dengan 

pemerintah pusat. Seluruh kebijakan yang dihasilkan dari proses politik di 

                                                     
22Rira Nuradhawati, 2019, Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia, 

Jurnal Academia Praja, Vol. 2, No. 01, hlm. 156. 
23Ibid, hlm. 155. 



 

21 

 

daerah tidak boleh berseberangan dengan kebijakan pusat. Peraturan yang 

disahkan di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Peraturan yang bertentangan dapat diuji dan dibatalkan oleh pemerintah 

pusat. 

Indonesia menganut konsep negara kesatuan sebagaimana telah 

ditegaskan dalam naskah UUD NRI 1945, dimana Pasal 1 Ayat (1) berbunyi 

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Yang 

berarti kekuasaan pemerintah pusat dipegang oleh Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut, kekuasaan pemerintah pusat memegang 

urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari urusan politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama, yaitu urusan 

yang menjadi kewenangan pemerintah pusat secara penuh tanpa dibagi 

dengan pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengurus urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut urusan 

pemerintahan konkuren diartikan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 

Urusan pemerintahan konkuren yang dilimpahkan ke daerah itulah yang 

menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 

 

2.2 Teori dan Konsep Kedaulatan Rakyat 

Lahirnya teori kedaulatan rakyat terjadi ketika revolusi di Perancis yang 

menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha untuk 

menghancurkan kekuasaan mutlak tersebut. Selain itu, lahirnya teori ini 

menjadi sejarah kekuasaan pada panggung politik. Secara segi konsep 

kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, seperti yang 

dikatakan oleh Jack H. Nagel ada dua hal penting dalam kedaulatan yaitu 

lingkup (scope of power) dan jangkauan kekuasaan (domain of power).24 

                                                     
24Miriam Budiardjo, 1986, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: 

Sinar Harapan, hlm. 14 
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Maksud dari lingkup kedaulatan mengenai kekuasaan tertinggi meliputi 

proses pengambilan keputusan baik secara legislatif maupun eksekutif. 

Sedangkan, maksud secara jangkauan kedaulatan (domain of sovereignty) 

melalui analisis relasional antara sovereign dan subject,25 terkait siapa 

pemegang kekuasaan tertinggi dan siapa yang menjadi subjek yang dapat 

dijangkau oleh kekuasaan yang bersifat tinggi.  

Selanjutnya, dari segi kedua yaitu sasaran untuk menguasai 

kedaulatan, bentuk penguasaan terbagi menjadi dua hal yaitu menguasai 

orang dan menguasai kekayaan. Kedua objek kekuasaan inilah yang menjadi 

dasar Montesquieu untuk memisahkan konsep imperium, merupakan konsep 

mengenai rule over individuals by the prince dengan dominium, yang 

merupakan konsep mengenai rule over things by the individuals. Perbedaan 

makna tersebut baik orang (individuals) maupun kekayaan (things) secara 

teoritis sama-sama tentang kekuasan.26 Sehingga berdasarkan pandangan 

tersebut, lahirnya teori kedaulatan rakyat yang merupakan antitesis 

terhadap kedaulatan raja, kedaulatan negara ataupun gagasan tentang 

kekuasaan lainnya yang memungkinkan ada keterkaitan dengan rakyat.  

Konsep kedaulatan rakyat juga berakar pada doktrin Romawi yaitu lex 

regia, yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat (populus). 

Kedaulatan rakyat dapat dipahami dalam beberapa pengertian: 

a) Rakyat diartikan sebagai “seluruh rakyat”, dalam suatu wilayah negara; 

b) Rakyat dapat ditafsirkan sebagai suatu “bangsa” (the nation, das Volk);  

c) Korporatis, maksudnya “rakyat” juga meliputi penguasa;  

d) Kedaulatan terletak pada suatu dewan pemilihan (the electorate);  

e) Kekuasaan rakyat diwakilkan dalam suatu majelis. 

Tidak hanya itu saja, kedaulatan rakyat memiliki konsep fundamental 

pada salah satu teori politik yang memiliki dampak besar dalam sistem 

demokrasi. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa kekuasaan politik 

seharusnya berasal dari dan dikelola oleh rakyat, yang merupakan warga 

negara atau pemilih dalam suatu negara. Kedaulatan Rakyat, dalam 

pandangan Jimly Asshidiqie merupakan bagian dari Kedaulatan Negara, 

                                                     
25H.L.A Hart, 1979, The Concept of Law, London : The Clarendon Press, hlm. 49-76.  
26Ibid., Miriam Budiarjo, hlm. 69-73. 
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yang mana, menurut Jimly, Kedaulatan Negara terdiri dari beberapa hal, 

yakni Teori kedaulatan Tuhan; Teori kedaulatan raja; Teori kedaulatan 

negara; Teori kedaulatan rakyat; Teori kedaulatan hukum.27 

Meninjau secara filosofis pengertian dari teori kedaulatan rakyat adalah 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada ditangan rakyat, dengan 

demikian rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara. 

Munculnya teori ini berangkat dari fakta yang terjadi secara mutlak yakni 

kekuasaan penguasa tunggal suatu negara yang memiliki kecenderungan 

untuk memimpin dengan sekehendak hatinya tanpa batas waktu. Sehingga, 

teori kedaulatan rakyat ini hadir sebagai penyeimbang kekuasaan tunggal 

pemimpin negara.  

Konsep kedaulatan rakyat pertama kali dikemukakan oleh filsuf Jean-

Jacques Rousseau dalam karyanya yang terkenal, The Social Contract 

(Kontrak Sosial). Rousseau berpendapat bahwa rakyat memiliki hak untuk 

mengatur dan memerintah diri mereka sendiri. Pendapat ini kemudian sering 

dikenal dengan istilah Teori Kontrak Sosial atau Teori Perjanjian Masyarakat, 

karena, pada dasarnya pengertian kedaulatan rakyat sangat berhubungan 

erat dengan perjanjian Masyarakat dalam pembentukan asal mula negara, 

Dimana negara terbentuk karena adanya perjanjian dalam Masyarakat, atau 

dalam istilah lain disebut dengan istilah kontrak sosial. Selain Rousseau, ada 

beberapa ahli lain yang juga mempelajari terkait dengan kontrak sosial ini, 

antara lain Thomas Hobbes dan John Locke. 

Menurut pandangan Rousseau, negara dibentuk atas dasar kehendak 

rakyat melalui kontrak sosial, yang mana dalam kontrak tersebut masing-

masing orang secara sadar dan bebas membuat kesepakatan untuk 

mendirikan negara sesuai dengan cita-cita dan kepentingan masing-

masing.28 Lebih lanjut Rousseau menyatakan, cita-cita dan tujuan rakyat 

inilah yang dituangkan ke dalam kontrak sosial yang berbentuk konstitusi 

                                                     
27Jimly Asshidiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan 

Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 11. 
28Sutoyo, Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, makalah disampaikan pada saat FGD yang diselenggarakan oleh 
lembaga pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila Universitas 

Negeri Malang, 3 Mei 2016. 
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atau Undang-Undang Dasar yang harus ditaati oleh pemerintah maupun 

Masyarakat. 

Kedaulatan rakyat di Indonesia ini juga sejalan dengan pernyataan dari 

Abraham Lincoln dalam pidatonya di acara peresmian pemakaman nasional 

Gettysburg mengatakan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. Pemikiran dari Abraham Lincoln ini kemudian menjadi 

menyebar diberbagai negara dan menurut Amos J. Peaslee 90% negara di 

dunia dengan tegas mencantumkan teori kedaulatan rakyat dalam 

konstitusinya.29 Secara yuridis, Indonesia sendiri menganut teori kedaulatan 

rakyat yang tertuang pada Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

(selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pasal 1 ayat (2) berbunyi bahwa; 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar” 

Berdasarkan pasal tersebut, mengartikan bahwa Kedaulatan Negara 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-

undangan.30 Sejalan dengan pemikiran dari Aristoteles yang menyatakan 

bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan 

konstitusi dan berkedaulatan hukum, ia menyatakan bahwa;31 

“Constitutional rule in a state is closely connected, also 

with the requestion whether is better to be rulled by the 
best men or thebest law,since a goverrment in accordinace 

with law,accordingly the supremacy of law is accepted by 
Aristoteles as mark of good state and not merely as an 

unfortunate neceesity.” 

Artinya, bahwa aturan konstutitusional dalam suatu Negara berkaitan 

secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur 

oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama 

pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima 

oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata 

sebagai keperluan yang tidak layak.  

                                                     
29Jimly Asshiddiqie, 2009, Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus 

Ekokrasi, Bunga Rampai, Saduran Dari Buku Green Constitution, Jakarta: Rajawali Grafindo 

Persada, hlm. 18-19. 
30Soehino, 1991, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Kedua, hlm. 149. 
31George Sabine, 1995, A History Of Political Theory, London : George G.Harrap & 

Co.Ltd, hlm.9. 
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Beralih pada pandangan John Locke yang beranggapan bahwa, sebuah 

negara terbentuk karena adanya pactum unionis pactum unionis yang 

merupakan perjanjian antar individu untuk membentuk negara, yang 

kemudian melahirkan pactum subjectionis yang merupakan perjanjian antara 

rakyat dengan pemerintah32, sehingga secara prinsip kedaulatan rakyat 

memuat prinsip demokrasi yang berfungsi sebagai pemegang kedaulatan 

negara dan pemerintah sebagai alat yang ditentukan oleh rakyat untuk 

mengelola negara. 

John Locke juga menambahkan bahwa untuk mencegah penguasa agar 

tidak memiliki kekuasaa mutlak, maka perlu dilakukan pembagian 

kekuasaan seperti kekuasaan legislative, eksekutif, dan federative. Terkait 

dengan hal tersebut, pendapat berbeda namun senada, dikemukakan oleh 

Mountesquieu33, dia menyampaikan teori yang dikenal dengan Trias Politica, 

dengan memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian, yakni eksekutif, 

kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, Legislatif, adalah 

kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang, dan yudikatif, 

kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. 

Menurut Jean Bodin, kedaulatan memiliki empat sifat pokok, yakni34: 

a. Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara berdiri; 

b. Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih 

tinggi; 

c. Bulat/tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya 

kekuasaan tertinggi; 

d. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab 

apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap. 

Menilik pemikiran dari Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa 

rakyatlah yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam mengatur, 

merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan di suatu negara tersebut. Tidak hanya 

itu saja, semua kegiatan dilakukan dan diperuntukkan segala 

                                                     
32Ibid. 
33Ibid. 
34Ibid. 
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kemanfaatannya yang didapat untuk bisa berfungsinya kegiatan bernegara. 

Sehingga, upaya mewujudkan tujuan bernegara harus menjunjung nilai 

kerakyatan yang dihadirkan dengan semangat persatuan (kekeluargaan) 

terlebih dahulu, agar pemerintah yang memegang kekuasaan diharapkan 

dapat mewujudkan keadilan sosial. Kerakyatan yang diwujudkan dalam 

demokrasi politik menjadi prasyarat bagi “demokrasi sosial” yang bersifat 

kekeluargaan.35 

 
2.3 Teori dan Konsep Negara Hukum 

Perkembangan teoritik negara hukum tidak terlepas dari dimensi 

demokrasi konstitusional (Constitutional Democracy) sendiri yang merupakan 

perkembangan pemikiran modern dalam system pemerintahan demokratis 

yang berlandaskan pada ide negara hukum (rule of law), yakni prinsip 

pemisahan kekuasaan (separation of power), serta perlindungan terhadap 

hak asasi manusia (the protection of fundamental rights). Terdapat 2 (dua) hal 

mendasar dari adanya system “constitutional review”36, yaitu :  

a. menjamin berfungsinya system demokrasi dalam hubungan peran atau 

“interplay” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

constitutional democracy bermaksud untuk mencegah dominasi kekuasaan 

dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan. 

b. untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan 

kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental 

yang dijamin oleh konstitusi. 

Dalam dimensi negara hukum telah ditetapkan oleh UUD NRI 1945 

dapat dilihat pula sebagai upaya sinkronisasi hubungan kelembagaan negara 

dan institusi-institusi lainnya berdasarkan prinsip supremasi hukum 

sehingga tidak semata-mata hubungan kelembagaan yang ada didasarkan 

pada hubungan yang bersifat politik semata, yang berimbas pada dominasi 

suatu Lembaga, ataupun dapat pula terjadi pertentagan antar lembaga dan 

institusi yang ada, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

                                                     
35 Yudi Latif, 2016, Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas 

Pancasila), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 478. 
36Jimly Asshiddiqie, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, 

Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 28,29, 64-66, 109 dan 109, Op.Cit, hlm. 10-11. 
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pertentangan dalam budaya demokrasi Indonesia. Pengaturan kehidupan 

politik kenegaraan secara umum juga telah berkembang sebagai bentuk “the 

constitutionalization of democratic politics”.37 Hal tersebut bertujuan semata-

mata untuk mewujudkan supremasi dan kepastian hukum dan 

perkembangan demokrasi itu sendiri berdasarkan konsep negara hukum 

yang demokratis (democratische reshtsstaat).   

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam 

penjelasan UUD 1945, bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas 

hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(machtsstaat),” yang selanjutnya diangkat dalam Pasal 1 ayat (3) pada 

perubahan ketiga UUD 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah negara 

hukum.” Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa, baik 

pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan agar roda 

pemerintahan dijalankan menurut hukum. Tidak saja formil hukum, 

melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah 

rasa keadilan dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.38 

Konsep Negara Hukum mengartikan pemerintahan yang selalu 

dilandasi oleh sebuah aturan hukum yakni sebuah prinsip bahwa hukum 

adalah otoritas tertinggi. Sehingga, seluruh warga negara harus tunduk 

kepada hukum dan perlindungan hukum merupakan hak bagi seluruh 

warga negara. Filsuf Yunani, Cicero, dengan kalimatnya yakni ubi societas 

ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum merupakan 

suatu adagium yang sangat jelas menggambarkan bahwa corak masyarakat 

yang terus berkembang baik dalam setiap lapisannya maupun dilihat dari 

kemajuan zaman, tentu akan selalu ada hukum disana.  Kemudian, apabila 

ditilik dari perspektif historis, Plato dan Aristoteles sebagai filsuf Yunani 

Kuno mengatakan bahwa sebuah negara hukum adalah negara yang 

diperintah oleh negara yang adil, dengan berpijak pada cita-cita manusia 

yakni: 

                                                     
37Richard H. Pildes, 2004, The Constitutionalization Of Democratic Politics, Harvard Law 

Review, Vol. 118, No. 1, hlm 2-3, 10. 
38Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali 

Pers, hlm-267. 
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a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (idée der warhead); 

b. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idée der zodelijkheid); 

c. Cita-cita untuk mengejar keindahan (idee der schonheid); dan 

d. Cita-cita untuk mengejar keadilan (idée der gorechtigheid).39   

Immanuel Kant berpendapat bahwa negara hukum memiliki arti yang 

sempit, yakni negara hanyalah sebagai pelindungan atas hak-hak 

individual. Hal ini kemudian berkaitan dengan kekuasaan negara yang 

dapat diartikan secara pasif, yang bertugas untuk memelihara ketertiban 

dan keamanan masyarakat.40 Marjane Termorshizen berpendapat bahwa 

pengertian negara hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:  

a. Negara Hukum dalam arti sempit (Rule of Law in the narrow sense), 

adalah negara yang berprinsip bahwa penyelenggaraan 

pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang; 

b. Negara Hukum dalam arti luas (Rule of Law in the broad sense), adalah 

suatu negara yang memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dalam dimensi hukum yang adil, dan menitikberatkan pada elemen 

konstitusi dan judicial review.41 

Berbicara mengenai konsep rechtsstaat, konsep ini pada umumnya 

berkembang di negara-negara Eropa Kontinental. Sebagaimana tersurat 

dan tersirat dalam Penjelasan UUD NRI 1945, Indonesia dipengaruhi oleh 

konsepsi Eropa Kontinental tersebut mengingat adanya sejarah panjang 

mengenai berlakunya hukum kolonial Belanda di Indonesia.42 Lebih lanjut 

termaktub dalam Penjelasan UUD 1945, Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak atas dasar kekuasaan 

belaka (machtstaat). Immanuel Kant melahirkan pemikiran bahwa konsep 

rechtsstaat adalah negara penjaga malam yang tugasnya yakni menjamin 

keamanan dan ketertiban masyarakat (pemahaman ini kemudian disebut 

dengan negara hukum liberal). Negara diartikan bahwa tidak hanya sebagai 

                                                     
39Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media, hlm. 

131 
40Ramli, Muhammad Afzal, Gede Tusan Ardika, 2019, Studi Kritis Terhadap Ragam 

Konsep Negara Hukum, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, hlm. 138 
41I Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono, Sudarsono, 2015, Teori Konstitusi Dan Konsep 

Negara Hukum, Malang: Setara Press, hlm. 126 
42Ibid. 
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perlindungan atas hak dan kebebasan warga negaranya, tetapi juga 

menjaga tertib hukum serta mengurus kesejahteraan rakyatnya. Adapun 

rechtsstaat menurut seorang sarjana Jerman, Friedich Julius Stahl, 

memiliki unsur-unsur sebagaimana berikut:  

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

b. Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politica; 

c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang; dan 

d. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas untuk menangani 

kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah.43 

Senada dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa 

Indonesia adalah negara Hukum, rumusan pasal tersebut mengandung arti 

bahwa:   

1. Hukum sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara (the rule 

of law, and not of man); 

2. Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi; 

3. Adanya sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan menurut sistem 

konstitusional yang diatur dalam UUD; 

4. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia dalam UUD; 

5. Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin 

persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan 

bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh 

pihak yang berkuasa.44 

Berbicara mengenai konsep lainnya dari Negara Hukum dan 

Rechtstaat, Inggris mengenal konsep negara hukum yang kemudian disebut 

dengan Rule of Law. Konsep ini berkembang di negara-negara anglo saxon 

dengan menggunakan konsep rule of law oleh Albert Venn Dicey pada tahun 

1885. Dalam memahami konsep rule of law, terdapat 3 (tiga) unsur utama 

yang ada dalam negara hukum, yaitu: 

a. Supremasi hukum (supremacy of law); 

b. Persamaan di hadapan hukum (equality before the law); dan 

                                                     
43Op.Cit., hlm. 140 
44Jimly Asshidiqqie, 2017, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, hlm. 68 
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c. Konstitusi yang didasarkan pada hak-hak individu (constitution based on 

individual rights).  

Negara hukum yang dianut oleh Indonesia diwarnai dengan campuran 

antara konsep rechtsstaat dan rule of law. Namun, Phillipus M. Hadjon 

berpendapat bahwa negara hukum yang dianut Indonesia memiliki 

perbedaan baik dengan rechsstaat maupun rule of law. Rechtsstaat 

menitikberatkan pada wetmatigheid yang kemudian menjadi 

rechtsmatigehe, sedangkan rule of law mengutamakan prinsip equality 

before the law, sementara negara hukum Indonesia adalah kehendak atas 

keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan 

asas kerukunan.45  Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua konsep 

antara rechtsstaat dengan rule of law memang memiliki beberapa 

perbedaan, tetapi sejatinya kedua konsep tersebut berprinsip pada negara 

yang didasarkan pada hukum. Konsepsi tersebut-lah yang kemudian 

dijadikan sebagai acuan dalam membentuk suatu negara yang didasarkan 

pada hukum di masa kini. Selain itu, dalam pelaksanaan hukum tentu 

diperlukan adanya kekuasaan.46 Hukum berperan dalam menentukan 

batas kekuasaan, dengan artian bahwa kekuasaan merupakan suatu fungsi 

dari masyarakat yang teratur.47  

Pembatasan kekuasaan Negara dengan penyelenggara Negara 

diterapkan melalui adanya pembagian kekuasaan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Montesquieu, pembagian kekuasaan negara dibagi atas 

tiga macam kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, 

dan kekuasaan yudikatif. Pendapat lain dikemukakan oleh Sunaryati 

Hartono, seorang ahli hukum dari Indonesia, bahwa ketiga macam 

kekuasaan tersebut ditambah dengan unsur negara yang 

bertanggungjawab, yakni pemegang kekuasaan dalam hal menjalankan 

kewenangannya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 

                                                     
45Eduardus Marius Bo, 2019, Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat, Malang: 

Setara Press, hlm. 297 
46Jeddah Dawi Patamatta, Andi Jumardi, 2020, Konsep Negara Hukum Di Indonesia 

Dalam Perspektif Piagam Madinah, Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam, Vol. 3, 

No. 1, hlm. 71 
47Mochtaar Kusumaatmaja, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, 
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serta dapat mempertanggungjawabkan tugasnya.48 Pembagian kekuasaan 

ini guna menghindari kecenderungan kesewenang-wenangan yang dalam 

hal ini seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “power tends to 

corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Oleh karenanya, perlu 

adanya pembagian kekuasaan dengan tujuan adanya checks and balances, 

baik pembagian kekuasaan secara vertikal maupun pemisahan secara 

horizontal. 

“As the state system solidified in ensuing centuries, what originally was 

an abstract vision of the state monopoly over law became an implicitly held 

understanding shared by many theorists and the public in advanced capitalist 

societies. Max Weber’s ideal type of the modern bureaucratic state, which he 

formulated in the early twentieth century, captures this understanding, as 

encapsulated in this passage by William Novak: 

(1) A rationalized and generalized legal and administrative order amenable to 

legislative change; (2) a bureaucratic apparatus of officers conducting official 

business with reference to an impersonal order of administrative regulations; 

(3) the power to bind—to rule and regulate—all persons (national citizens) and 

all actions within the state’s official jurisdiction via its laws; and (4) the 

legitimate authority to use force, violence, and coercion within the prescribed 

territory as prescribed by the duly constituted government. Unification, 

centralization, rationalization, organization, administration, and 

bureaucratization have become the hallmarks of fully developed, essentially 

modern states. State law is unified, hierarchically organized, comprehensive, 

monopolistic, and supreme over all other orders within society. This is the 

monistic law state.”49 

Ketika sistem negara semakin kokoh pada abad-abad berikutnya, apa 

yang awalnya adalah sebuah Visi abstrak mengenai monopoli negara atas 

hukum menjadi pemahaman yang secara implisit dimiliki oleh banyak ahli 

teori dan masyarakat di negara-negara kapitalis maju. Tipe ideal negara 

                                                     
48PTUN Jakarta, 2009, Negara Hukum dan Demokrasi, https://ptun-jakarta.go.id/wp-

content/uploads/file/berita/daftar_artikel/negara%20hukum%20dan%20demokrasi.pdf  

diakses pada 13 November 2023. 
49Brian Z Tamanaha, 2021, Legal Pluralism Explained (History, Theory, Consequences), 

USA: Oxford University Press, hlm. 6 
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birokrasi modern menurut Max Weber, yang yang dirumuskannya pada 

awal abad kedua puluh, menangkap pemahaman ini, sebagai dirangkum 

dalam bagian ini oleh William Novak: (1) Tatanan hukum dan administratif 

yang dirasionalisasi dan digeneralisasikan dapat diterima terhadap 

perubahan legislatif; (2) Aparatur birokrasi melaksanakan tugas bisnis 

resmi dengan mengacu pada tatanan administratif yang bersifat impersonal 

peraturan; (3) kekuasaan untuk mengikat—untuk mengatur dan 

mengatur—semua orang (warga negara) dan semua tindakan dalam 

yurisdiksi resmi negara melalui wewenangnya. hukum; dan (4) kewenangan 

yang sah untuk menggunakan kekerasan, kekerasan, dan pemaksaan 

dalam wilayah yang ditentukan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah 

yang dibentuk. Unifikasi, sentralisasi, rasionalisasi, organisasi, 

administrasi, dan birokratisasi menjadi ciri sepenuhnya negara maju, pada 

dasarnya modern. Hukum negara bersifat terpadu, terorganisir secara 

hierarkis, komprehensif, monopolistik, dan tertinggi di atas semua tatanan 

lain dalam masyarakat. Ini adalah monistik negara hukum. 

 

2.4 Teori dan Konsep Otonomi Daerah (Hubungan Pusat dan Daerah) 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan ketentuan UUD 

NRI 1945, memiliki dampak pada kebijakan politik hukum yang diambil oleh 

pemerintah terhadap pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan otonomi kepada daerah agar dapat mengelola urusan 

pemerintahannya sendiri, sesuai dengan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Fokusnya adalah mempercepat pencapaian kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi 

masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Semua ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan, dan karakteristik khusus daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).50 

Istilah "otonomi" berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu "autos" 

yang berarti sendiri, dan "nomos" yang berarti undang-undang. Secara 

                                                     
50Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 
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sederhana, otonomi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat 

peraturan sendiri (zelfwetgeving). Namun, dalam perkembangannya, konsep 

otonomi kini mencakup ide pemerintahan sendiri (zelfbestuur). Lebih lanjut, 

konsep otonomi merujuk pada sistem yang melibatkan pembagian 

wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.51 

Selanjutnya, Ni’matul Huda menjelaskan bahwa otonomi daerah 

diartikan sebagai pemberian wewenang kepada daerah melalui pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Ini 

juga mencakup keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah 

berdasarkan prinsip/asas desentralisasi. Dalam konteks ini, penting untuk 

mencatat bahwa implementasi otonomi daerah harus transparan dan sesuai 

dengan tujuan nasional, tanpa konflik kepentingan. Pelaksanaannya juga 

harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal. Selain itu, penyelenggaraan 

otonomi daerah harus mendukung kerjasama antar-daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah disparitas regional. 52 

Tidak kalah pentingnya, otonomi daerah harus memastikan keselarasan 

hubungan antar-daerah, membangun kolaborasi yang positif untuk 

meningkatkan kesejahteraan, dan menghindari ketidaksetaraan antar-

daerah. Selain itu, otonomi daerah juga harus menjaga keseimbangan 

hubungan antar-daerah dengan pemerintah pusat. Ini berarti harus dapat 

menjaga integritas wilayah negara dan mendukung keberlanjutan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mencapai tujuan nasional.53 

Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan 

merupakan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita keadilan, 

demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang 

berpusat pada kepentingan rakyat tidak akan dapat terwujud apabila, pada 

saat yang sama, proses demokratisasi tidak berlangsung. Dengan kata lain, 

otonomi daerah yang dapat mengurangi konflik antara Pusat dan Daerah, 

                                                     
51Ni’matul Huda, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung : Penerbit Nusa Media, 

hlm. 83-84 
52Ibid. 
53Ibid. 
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sekaligus menjamin pencapaian cita-cita keadilan, demokrasi, dan 

kesejahteraan bagi masyarakat lokal, hanya dapat terjadi dalam konteks 

yang lebih besar dari demokratisasi kehidupan bangsa, termasuk dalam 

aspek politik, hukum, dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa otonomi daerah 

harus diintegrasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 

demokratisasi dalam kehidupan bangsa, termasuk restrukturisasi lembaga 

perwakilan dan sistem pemilihan untuk eksekutif dan legislatif, penegakan 

hukum, dan pemberdayaan masyarakat lokal. 

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas 

otonomi daerah yang terdiri dari:  

1) Asas Desentralisasi 

Ahli hukum pemerintahan daerah berbeda pendapat terkait pengertian 

desentralisasi. Menurut RDH Koesoemahatmadja, desentralisasi adalah 

penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. 

Desentralisasi merupakan staatkundige decentralisatie, yaitu desentralisasi 

politik. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari 

pemerintah kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan 

tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.54 Bentuk konkret dari 

desentralisasi adalah daerah otonom yang memiliki kekuasaan dalam 

mengatur rumah tangga melalui lembaga-lembaga politik lokal. Penerapan 

asas desentralisasi di Indonesia dilakukan melalui pemerintahan eksekutif 

lokal yang biasa disebut sebagai kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, dan 

Walikota serta parlemen lokal yang biasa disebut sebagai Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua lembaga 

tersebut mengatur dan mengelola kepentingan politik warga daerah sehari-

hari dengan mengesahkan produk hukum yang bersifat regeling di tingkat 

daerah. 

2) Asas Dekonsentrasi 

Asas dekonsentrasi merupakan bentuk lain dari penerapan otonomi 

daerah. Dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggung jawab administratif 

hanya di dalam badan pemerintahan pusat. Menurut Henry Maddick, 

                                                     
54Joeniarto dalam Ni’matul Huda, 2007, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa 

Media, hlm. 65 
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dekonsentrasi merupakan “the delegation of authority adequate for the 

discharge of specified functions to staff of a central department who are 

situated outside the headquarters.” Parson mendefinisikan dekonstrasi 

sebagai “the sharing of power between members of the same ruling group 

having authority respectively in different areas of the state”. 

Berbeda dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi lebih bersifat 

administratif daripada politik. Asas dekonsentrasi menggambarkan bentuk 

pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat 

pemerintah pusat yang ada di daerah.55 Perbedaan dekonsentrasi dengan 

desentralisasi ini dapat dipertegas dalam studi Hukum Administrasi yang 

membedakan sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan yang 

terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. van Wijk/Willem Konijnbelt 

memberikan pengertian atas ketiga cara memperoleh kewenangan 

pemerintahan sebagai berikut:56 

a. Atribusi: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een 

bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 

pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.) 

b. Delegasi: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan 

een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya). 

c. Mandat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen 

door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). 

Berdasarkan pengertian diatas, delegasi selalu didahului oleh atribusi 

karena terdapat Badan atau Jabatan Tata Usaha yang memiliki suatu 

kewenangan asli. Badan atau Jabatan Tata Usaha tersebutlah yang 

kemudian melimpahkan wewenang tersebut kepada Badan atau Jabatan 

Tata Usaha lain. Badan yang dilimpahkan atasnya suatu wewenang 

bertanggung jawab secara penuh atas segala keputusan yang timbul dari 

kewenangan yang diberikan tersebut. Dalam struktur negara kesatuan, 

                                                     
55Ibid. 
56H.D. Van Wijk/Willem Konijnbelt dalam Ridwan Hr, 2016, Hukum Administrasi 

Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 102 
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pemerintahan daerah mendapatkan otonomi seluas-luasnya dalam 

mengurusi kegiatan rumah tangganya sendiri dari pemerintah pusat. 

Seluruh urusan pemerintahan pada awalnya merupakan tanggung jawab 

penuh pemerintah pusat. Namun dengan asas desentralisasi, pemerintahan 

daerah dapat mengurusi urusan tertentu di bidang pemerintahan dan 

bertanggung jawab secara mandiri tanpa atas nama pemerintah pusat. 

Dengan demikian asas desentralisasi merupakan nama lain dari delegasi 

dalam lapangan hukum administrasi. Begitu juga asas dekonsentrasi yang 

lebih bersifat hubungan antara atasan dan bawahan. Pejabat atasan 

memberikan instruksi kepada pejabat bawahannya untuk melakukan 

tindakan pemerintahan tertentu namun dengan atas nama pejabat 

atasannya. Dengan demikian dekonsentrasi merupakan nama lain dari 

mandat dalam lapangan hukum administrasi. 

3) Asas Tugas Pembantuan 

Tugas Pembantuan merupakan tugas-tugas untuk turut serta dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah 

daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, 

dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. 

Pada hakekatnya suatu tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan 

yang diberi tugas, akan tetapi tetap merupakan urusan pusat atau 

pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah di bawahnya 

sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan 

turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan bersangkutan. Tugas 

pembantuan tidak diberikan kepada pejabat di daerah, melainkan kepada 

pemerintah daerah, karena bukanlah suatu dekonsentrasi, tetapi bukan pula 

suatu desentralisasi.57 

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, terdapat 

perbedaan pengertiannya. Wewenang yang dalam bahasa hukum tidak sama 

dengan kekuasaan (macht). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan 

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 

oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian 

                                                     
57Rahyunir Rauf, 2018, Perkembangan Asas Tugas Pembantuan, Jurnal Wedana, Vol. 

IV, No. 1, hlm. 461 
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tertentu saja dari kewenangan. Sehingga di dalam kewenangan terdapat 

wewenang-wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan 

kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (rechten 

en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah hak mengandung 

pengertian kekuasaan untuk mengatur kekuasaan sendiri (selfregelen) dan 

mengelola sendiri (selfbesturen). Sedangkan kewajiban mempunyai dua 

pengertian yakni horizontal dan vertikal. Kekuasaan secara horizontal berarti 

kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. 

Wewenang dalam pengertian vertikal adalah beberapa kekuasaan untuk 

menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara 

secara keseluruhan. 

Dalam corak negara hukum yang berbentuk kesatuan, kekuasaan asli 

terletak pada pemerintah pusat yang kemudian diidstribusikan kepada 

pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemerintah 

daerah memiliki posisi daya tawar yang lemah karena daerah dapat dikontrol 

sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Hal ini tentu berbeda dengan 

negara hukum yang berbentuk federal, yang mana kekuasaan asli ada di 

negara bagian (daerah). Negara-negara tersebut bersatu dan bersepakat 

untuk membentuk suatu pemerintah federal yang kewenangan 

memerintahnya didapat dari negara bagian. Dengan penyerahan tersebut 

kekuasaan negara bagian menyi- sakan kekuasaan internal (internal 

sovereignty) seperti kerucut terpotong. Akan tetapi yang diserahkan itu 

sangat sedikit walaupun sangat mendasar (external sovereignty). 

Dalam perspektif teoritis, terdapat tiga pola hubungan pemerintah pusat 

dan daerah.  Pertama, model otonomi relatif. Model ini memberikan 

kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengurusi rumah 

tangganya sendiri sambil menghormati eksistensi pemerintah pusat sebagai 

satu kesatuan dalam realitas negara bangsa. Model hubungan ini 

menekankan pada kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam 

rangka kerja kekuasaan dan kewajiban yang ditentukan. Sistem pembagian 

urusan pemerintahan dalam model ini dibagi dengan pemerintah pusat atau 

yang berbeda dengan urusan pemerintah pusat. Model ini dapat dilihat 

dalam asas desentralisasi yang menekankan pada kebebasan politik melalui 
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persetujuan antara kepala daerah dengan DPRD. Kedua, model agensi. Model 

ini memperlihatkan unsur pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai desain 

yang telah ditetapkan pusat. Model ini diperlihatkan dalam fungsi 

pemerintah daerah sebagai tugas pembantuan pemerintah pusat dalam 

urusan pemerintahan tertentu. Ketiga, model interaksi. Model ini 

menggambarkan interaksi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dalam 

pola-pola relasi yang komplek. Kedua pihak saling mempengaruhi. Dalam 

proses politik keduanya saling berhubungan satu sama lain melalui mandat 

rangkap dengan isu-isu yang mereka diskusikan. Para pejabat kedua pihak 

terlibat dalam diskusi diantara mereka mengenai proyek-proyek dan 

rencana-rencana yang dibuat. Karena itu sulit menentukan batas-batas 

pertanggungjawabannya. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi 

daerah dengan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, 

diperlukan batasan yang jelas untuk menunjukkan batas antara kekuasaan 

atau kewenangan, serta urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Prinsip pembagian kekuasaan atau urusan dalam Negara Kesatuan 

dapat diuraikan sebagai berikut:58 Pertama, Kekuasaan atau kewenangan 

pada dasarnya adalah milik pemerintah pusat, daerah diberi kewenangan 

atau hak mengelola dan menyelenggarakan sebagian kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan atau diserahkan. Kedua, Pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah tetap mempunyai garis komando dan hubungan 

hierarkis. Hubungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak untuk 

mengintervensi dan mendikte pemerintah daerah dalam berbagai hal. Ketiga, 

Kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan atau diserahkan kepada daerah 

dalam kondisi tertentu, dimana daerah tidak mampu menjalankan tugas 

dengan baik, maka kewenangan atau urusan yang dilimpahkan atau 

diserahkan tersebut dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat sebagai 

pemilik kekuasaan atau kewenangan tersebut. 

                                                     
58Tim BPHN, 2010, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan 

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
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Dalam negara kesatuan, jika dilihat dari perspektif pembagian 

kewenangan atau urusan, terdapat dua kewenangan pemerintah, yaitu yang 

tersentralisasi dan yang didesentralisasikan. Pemerintah Pusat berperan 

sebagai pusat kekuasaan dengan legitimasi yang kuat. Meskipun daerah 

dapat mengambil kebijakan berdasarkan prinsip desentralisasi, namun tetap 

harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Penerapan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan 

dilaksanakan untuk mewujudkan konsep persatuan dan kesatuan negara. 

Hubungan antara pusat dan daerah didasarkan pada pola koordinasi, 

pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun 

prinsip desentralisasi memberi daerah keleluasaan untuk mengelola 

sebagian kewenangan, namun tetap terjalin koordinasi yang erat antara 

pusat dan daerah. Pembinaan dilakukan oleh pusat kepada daerah, 

sementara pengawasan dan pelaporan menjadi mekanisme yang memastikan 

konsistensi dan akuntabilitas. Selain itu, pertanggungjawaban daerah 

kepada pusat menjadi bagian integral dalam menjaga hubungan yang 

seimbang antara pusat dan daerah. 

Asas desentralisasi, yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk 

mengelola urusan internalnya sendiri dengan batasan, adalah konsekuensi 

yang wajar dan mutlak dalam negara kesatuan. Ini sejalan dengan prinsip 

negara kesatuan yang tidak mengizinkan keberadaan entitas terpisah di 

dalamnya. Oleh karena itu, dalam implementasi otonomi daerah, asas 

desentralisasi tidak hanya diterapkan, tetapi juga disertai dengan asas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menciptakan hubungan saling 

ketergantungan antara pusat dan daerah yang melibatkan pembagian 

kewenangan dan mekanisme pengawasan.59 

Asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak hanya muncul sebagai 

hasil konsekuensi dari karakteristik negara kesatuan, tetapi juga karena 

tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan secara 

efektif dengan menggunakan prinsip desentralisasi secara murni. Dengan 

                                                     
59Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2017, Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas 

Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Res Publica, 
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demikian, penggunaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan menjadi suatu keharusan untuk mencapai keseimbangan yang 

baik antara kemandirian daerah dan koordinasi efektif dengan pemerintah 

pusat. 

Dalam pelaksanaan asas-asas tersebut, yakni desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, penting untuk menetapkan "batasan" 

agar tidak terjadi desentralisasi yang murni atau sentralisasi yang terlalu 

kuat. Perlu dipahami bahwa kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya 

menjadi hak milik pemerintah pusat, dan pemberian kewenangan kepada 

daerah terjadi melalui pelimpahan atau penyerahan. Hal ini berimplikasi 

pada posisi Pemerintah Pusat sebagai garis komando tertinggi di atas 

pemerintah daerah, namun tanpa maksud untuk campur tangan atau 

memberikan petunjuk secara detail pada pemerintah daerah dalam segala 

hal. Jika daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dengan baik, 

maka kewenangan atau urusan yang sebelumnya dilimpahkan atau 

diserahkan dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat sebagai pemilik 

kekuasaan atau kewenangan tersebut. Dengan demikian, pengaturan 

batasan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara 

otonomi daerah dan pemeliharaan kewenangan pusat. 

 

2.5 Teori dan Konsep Negara Kesejahteraan 

Istilah negara kesejahteraan pertama kali diperkenalkan pada tahun 

1941 untuk mewujudkan keseimbangan antara kekuatan negara dan 

kebebasan individu.60 Konsep negara kesejahteraan merupakan anti tesis 

terhadap femonena di mana negara hanya mengutamakan kepentingan 

individu. Negara menempatkan kaum bangsawan pada posisi teratas dan 

rakyat berada di posisi yang terabaikan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya 

ketimpangan kelas dan ketidakadilan dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, 

muncul suatu gagasan yang di mana negara bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan rakyatnya. Negara kesejahteraan lahir karena urgensi untuk 

                                                     
60Ariza Fuadi, 2015, Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan 
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menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan 

(negara).  

Secara sederhana, negara kesejahteraan merupakan suatu konsep yang 

di mana terdapat keterlibatan negara dalam menyediakan lapangan 

pekerjaan bagi rakyatnya. Ketika rakyat mendapatkan pekerjaan maka 

mereka akan mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Konsep negara kesejahteraan ini dianggap dapat 

memberantas atau paling tidak meminimalisir kemiskinan sebab negara 

menyediakan pekerjaan secara penuh sehingga memberikan kesejahteraan 

bagi rakyatnya. Tidak hanya pekerjaan, negara juga memberi bantuan 

berupa tunjangan sosial (social secutiry benefits), tunjangan pensiun atau 

hari tua, tunjangan sakit atau subsidi dalam menggunakan fasilitas 

kesehatan, biaya pendidikan, dan masih banyak lagi. 

Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan 

adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi 

untuk mensejahterkan seluruh rakyat dalam negara.61 Pendapat krenenburg 

salah satunya didasari oleh kepentingan ekonomi pada abad ke 19, dimana 

bisnis, perdagangan dan pertanian hanya dikuasai oleh segelintir orang, 

yaitu kaum bangsawan sehingga terjadi kesenjangaan ekonomi. Dengan 

demikinan dalam konsep negara kesehateraan negara dituntut hadir dalam 

bidang ekonomi dan nanti juga dituntut untuk hadir dalam semua sendi 

kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari konsep 

negara kesejahteraan yaitu untuk mensejahterkan rakyat, melalui peran 

serta langsung dalam kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat.62 Dalam 

konsep negara kesejahteraan, negara memiliki peranan yang sangat penting 

untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya, bahkan masyarakat 

secara umum dapat memperoleh kesejahteraan atau tidak tergantung dari 

peranan negara dalam mewujudkan kesejahteraan. 

Sebenarnya terdapat kontribusi dari pihak lain selain negara dalam 

konteks mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kontribusi tersebut salah 
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satunya dapat berasal dari para pengusaha atau masyarakat yang memiliki 

kapital. Pada praktiknya, kontribusi mereka dapat berupa pembayaran pajak 

ataupun CSR (corporate social responsibility) yang jumlahnya sekitar 2% 

sampai 3% dari keuntungan perusahaan dalam setahun.  Meskipun 

demikian, bantuan dari mereka jumlahnya masih terbatas sehingga tidak 

dapat bergantung sepenuhnya kepada hal tersebut. Negara harus senantiasa 

melaksanakan kewajiban sosialnya yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi 

rakyatnya.  

Terdapat beberapa variasi negara kesejahteraan.63 Perbedaan variasi ini 

disebabkan oleh perbedaaan ideologi yang dianut oleh masing-masing 

negara. Pertama, model institusional (universal/The Scandinavian Welfare 

State). Model ini menganggap bahwa kesejahteraan merupakan hak seluruh 

warga negara. Kedua, model koorporasi (Bismarck). Model ini hampir mirip 

dengan model institusional tetapi dalam model ini pemberi jaminan nasional 

hanya berasal dari tiga pihak yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh. 

Ketiga, model residual. Model ini menerapkan pelayanan yang sifatnya 

selektif, misalnya bantuan hanya diberikan kepada kelompok yang kurang 

beruntung. Keempat, model minimal. Negara yang menerapkan model ini 

menganggarkan anggaran yang kecil untuk belanja sosial.  

Adapun ciri-ciri dari negara kesejahteraan secara umum adalah sebagai 

berikut:  

a. pemisahan kekuasaan untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak 

yang mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (power tends to 

corrupt, power absloultly corrupt absolutly).  

b. Negara dapat berperan aktif dalam penyelegaraan kepentingan rakyatnya 

yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya.  

c. negara kesejateraan mementingkan keadilan sosial dan bukan 

persamaan formil.  

d. Adanya kecenderungan peranan hukum publik semakin penting dan 

semakin mendesak, hal ini dikarenakan semakin luas peranan negara 

dalam bidang kehidupan. 

                                                     
63V. Hadiyono, 2020, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan 

Tantangannya, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Vol. 1, No. 1, hlm. 26 
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e. sebagai konsekuensi dari hal-hal dikemukaan di atas. Maka dalam 

konsep negara kesejahteraan hak milik tidak dianggap lagi sebagai hak 

mutlak, akan tetapi dipandang sebagai fungsi sosial, ini berati terdapat 

batas-batas dalam kebebasaan penggunaan.  

Ciri-ciri inilah yang harus dimiliki oleh suatu negara yang mengunakan 

konsep negara kesejahteraan termasuk negara Indonesia. Sebagaimana 

konsekuensi pembukaan alinea ke 4 UUD NRI 1945 yang merupakan 

kesepakatan luhur (modus vivendi) para pendiri bangsa Indonesia bahwa 

salah satu cita hukum negara Indonesia (rechtside) adalah memajukan 

kesejahteraan sosial Memajukan kesejahteraan umum sangat erat kaitanya 

dengan konsep negra kesejahteraan. Selanjutnya untuk mengkonkritasi hal 

tersebut maka dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatakan bahwa 

segala sumber daya alam yang berada diwilayah negara Indonesia adalah 

milik negara Indonesia dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat indonesia. Hal inilah yang membuktikan bahwa negara Indonesia 

menganut konsep negara kesejahteraan karena segala potensi sumber daya 

alam negara Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Model negara kesejahteraan menurut UUD NRI 1945 mengandung 

beberapa tujuan sebagai berikut:64 

1. mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk 

kepentingan publik. 

2. menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. 

3. mengurangi kemiskinan. 

4. menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi 

masyarakat miskin. 

5. menyediakan subsidi untuk layanan sosial bagi disadvantage people. 

6. memberikan proteksi sosial bagi setiap warga negara. 

Konsep Negara Kesejahteraan ini kemudian bersinggungan dengan 

Konstitusi Indonesia sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, 

bahwa Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap 

penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Amanat 
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kemakmuran rakyat pun dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945, bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai ole negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". 

Kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam harus 

mampu memberikan manfaat yang mak-simal bagi seluruh rakyat Indonesia 

yang merupakan bagian terpenting dari penguasaan sumber daya alam. 

Namun demikian, kesejahteraan tersebut bukan berarti bahwa sumber daya 

alam harus sedemikian rupa dieksploitasi dan meng-hasilkan secara 

ekonomi, tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu 

tersebut harus pula memberikan manfaat untuk jangka panjang atas ke-

beradaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak 

hanya intergenerasi namun juga manfaat antargenerasi. 

Manfaat ekonomi diupayakan untuk pula sejalan dengan aspek sosial 

dan lingkungan melalui upaya konservasi sumber daya alam.65 Prinsip 

keadilan antargenerasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi 

sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu:  

a. conservation of option, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih 

kuantitas keanekaragaman sumber daya alam,  

b. conservation of quality, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; dan  

c. conservation of acces, menjamin generasi mendatang minimal memilik. 

akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.66 

Kemakmuran rakyat dalam dimensi filsafat dilihat dalam perspektif 

pemikiran Jeremy Bentham dalam filsafat utilitarianisme. Pengusahaan 

sumber daya alam intergenerasi maupun antargenerasi, dapat dilihat melalui 

pemikiran Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai utilitarisme. 

Pemikiran tentang utilitarisme ini lazim digunakan dalam menganalisis 

kemanfaatan melalui kacamata filsafat. Utilitarisme disebut pula suatu 

teleologis (dari kata Yunani telos = tujuan), sebab menurut teori ini kualitas 

                                                     
65Ahmad Redi, 2014, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Jakarta: 

Sinar Grafika, hlm. 39 
66Ahmad Redi, 2013, Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan Untuk 

Kemakmuran Rakyat, Bekasi: Penerbit Gramata Publishing, hlm. 19 
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etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan.67 

Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-

apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.68 Bentham 

bependapat:69 

"Nature has placed mankind under the governance of two sovereign 

masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought 

to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the 

standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, 

are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all 

we think: every effort we can make to throw off our subjection, will serve but 

to demonstrate and confirm it. In words a man may pretend to abjure their 

empire: but in reality he will remain. Subject to it all the while. The principle 

of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that 

system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of 

reason and of law. Systems which attempt to question it, deal in sounds 

instead of sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.” 

Berdasarkan pernyataan Bentham tersebut, alam telah menempatkan 

umat manusia di bawah kendali dua penguasaan, rasa sakit (pain) dan rasa 

senang (pleasure). Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya 

manusia lakukan, dan menentukan apa yang akan manusia lakukan. 

Standar benar dan salah di satu sisi, maupun sebab akibat pada sisi lain, 

melekat erat pada dua kekuasaan itu. 

Terkait dengan prinsip utilitas ini, Bentham mendasarkan keseluruhan 

filsa-fatnya pada dua prinsip, yaitu prinsip asosiasi (association principle) dan 

prinsip kebahagiaan terbesar (greatest-happiness principle).70 Prinsip asosiasi 

                                                     
67Abrar Saleng, 2007, Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan 

Serta Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Para Pihak), Jurnal 

Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 2, hlm. 5 
68K Bertens, 2000, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya: 21), Yogyakarta: 

Kanisius, hlm. 67 
69Jeremy Bentham, 2000, An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation, 

Kitchener: Ba-Toche Books, hlm. 15 
70Bertrand Russel, 2004, Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya Dengan Kondisi Sosial-

Politik Zaman Hingga Sekarang, Terjemahan Sigit Jatmiko, Et.Al Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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berakar pada psikologi tentang adanya refleks yang dikondisikan.71 Dalam 

konteks ini, Bentham in menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan 

sebagai stimulus untuk mengondisikan ide-ide tentang kebaikan.72 

Sedangkan prinsip kedua, yaitu prinsip tentang kebahagiaan terbesar. 

Kesenangan (pleasure) diartikan sebagai: "the enjoyble feeling we 

experience when a state of derivation is replaced by fulfillment.” Kesenangan 

dimaksud, disinonimkan ole Bentham dengan kebahagiaan (happiness), 

suatu istilah yang direduksi oleh John Stuart Mill.73 Oleh sebab itu, hukum 

yang baik di mata Bentham adalah hukum yang bisa mendatangkan 

kesenangan, "semakin banyak kesenangan atau kebahagiaan yang 

didatangkan, makin berkualitas hukum itu74 Kesenangan atau kemanfaatan 

sebagaimana dimaksud di atas dapat diraih dengan ukuran akibat 

(konsekuensi). Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang bisa 

memberikan akibat yang paling bermanfaat atau menimbulkan kebahagiaan 

terbesar untuk jumlah orang terbesar (the greatest happines of the greatest 

number)." Kebahagiaan tersebut muncul tidak lepas dari fungsi hukum itu 

sendiri. Menurut Bentham, "All the functions of law may be referred to these 

four heads: to provide subsistence; to produce abudance; to favour equa-lity; 

and to maintain security".  

 

2.6 Kerangka Konseptual Cipta Kerja 

Membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja pastinya tidak akan 

terlepas dari Pro Kontra yang ada. Pro dan Kontra ini berlangsung sejak 

disusunnya undang-undang ini hingga dinamika yang terjadi pasca 

diundangkan menjadi suatu undang-undang. Sejarah singkat undang-

undang ini dimulai dengan munculnya isu RUU Cipta Kerja merupakan 

undang-undang inisiatif dari pemerintah, artinya pemerintah menyusun 

draft RUU ini untuk kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) untuk disahkan. Pemerintah telah menyampaikan bahwa penyusunan 

                                                     
71Shidarta, 2007, Utilitarianisme, Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 
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72Ibid., hlm. 19 
73Clarence Moris, 1959, The Great Legal Philosopers: Selected Readings In 

Jurisprudence, Philadelphia: University Of Pennsylvania Press, hlm. 267 
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RUU Cipta Kerja telah melewati proses yang panjang sejak 2019 dengan 

melakukan pembahasan sebanyak 64 (enam puluh empat) kali di dalam 

Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja. Penyusunan awal diinternal 

pemerintah dilakukan dengan melakukan pembahasan substansi pada 

Sidang Kabinet, Rapat Koordinasin dan Rapat Panitia antar 

Kementerian/Lembaga. Pembahasan yang dilakukan juga melihat 

stakeholder dan Masyarakat. Adapun pada tahapan akhir Kementerian 

Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian substansi dan legal 

drafting RUU Cipta Kerja. Setelah tahapan penyusunan awal selesai 

dilakukan kemudian disampaikan kepada Presiden pada rapat terbatas 

Presiden pada 15 Januari 2020.75 Dalam kurun waktu yang cukup singkat 

pada tanggal 22 Januari 202076, DPR menetapkan RUU Cipta Kerja masuk 

ke dalam prolegnas prioritas tahun 2020, kemudian tanggal 7 Februari 2020 

Presiden menyampaikan RUU Cipta Kerja kepada DPR untuk selanjutnya 

dilakukan pembahasan, konsultasi publik, dan membuat panitia kerja 

(panja). Berselang kurang lebih 8 (delapan) bulan, RUU Cipta Kerja disetujui 

pada pembicaraan tingkat II oleh DPR-RI untuk selanjutnya, RUU Cipta Kerja 

disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (UU CK) pada tanggal 2 November 2022.77 

Pasca diundangkan, UU CK semakin menuai pro dan kontra. 

Pemerintah sebagai inisiator dari UU CK menyatakan bahwa setidaknya 

terdapat 5 (lima) dampak positif dengan adanya UU CK, antara lain: a) 

penciptaan lapangan kerja; b) peningkatan kompetensi pencari kerja dan 

kesejahteraan pekerja; c) peningkatan produktivitas pekerja, yang 

berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; d) 

peningkatan investasi; e) pemberdayaan UMKM.78 Di sisi yang lain, 

                                                     
75IndonesiaBaik.id, Prosedur Dalam Penyusunan UU Cipta Kerja, 

https://indonesiabaik.id/infografis/prosedur-dalam-penyusunan-uu-cipta-kerja diakses 

pada 22 September 2023. 
76CNBC Indonesia, Sah! Omnibus Law 'Cilaka' Masuk Prolegnas 2020, 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200122165958-4-131978/sah-omnibus-law-

cilaka-masuk-prolegnas-2020 diakses 22 September 2023. 
77Ibid.  
78Bisnis.com, Didemo Pekerja, Pemerintah Gaungkan 5 Dampak Positif Ruu Cipta Kerja, 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20201002/9/1299797/didemo-pekerja-pemerintah-

gaungkan-5-dampak-positif-ruu-cipta-kerja diakses pada 22 September 2023. 
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penolakan juga terjadi oleh kelompok masyarakat salah satunya yang 

tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil yang memiliki 12 (dua belas) 

alasan menolak RUU Cipta Kerja, antara lain: a) RUU Cipta Kerja berpotensi 

melegitimasi investasi yang merusak lingkungan dan tidak mensejahterakan 

Masyarakat; b) Penyusunan RUU Cipta Kerja cacat prosedur; c) Satgas 

Omnibus Law yang dibentuk pemerintah bersifat eksklusif dan elitis; d) 

menarik kewenangan perizinan dari daerah ke pusat; e) celah korupsi semain 

lebar dan hak rakyat untuk menggugat terancam hilang; f) perampasan dan 

penghancuran ruang hidup rakyat atas nama kepentingan pembangunan 

dan ekonomi berpotensi semakin meningkat; g) mendorong percepatan krisis 

lingkungan hidup karena investasi yang masuk meningkatkan bencana 

ekologis, pencemaran dan perusakan lingkungan; h) membuka ruang 

perbudakan modern lewat fleksibilitas tenaga kerja dalam bentuk penetapan 

upah di bawah minimum, per jam, dan perluasan outsourcing; i) berpotensi 

mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan 

memburuknya kondisi kerja; j) RUU Cipta Kerja berpotensi mendorong 

orientasi pendidikan akan didorong untuk menciptakan tenaga kerja murah, 

antara lain melalui mekanisme pemagangan; k) memiskinkan petani, 

nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok 

minoritas keyakinan, gender dan seksual; l) kriminalisasi, represi, dan 

kekerasan negara terhadap rakyat akan terus berlangsung, tapi melalui RUU 

Cilaka pemerintah memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum untuk 

pengusaha.79 

Masyarakat menolak UU CK tidak hanya terjadi di ruang-ruang 

demonstrasi dengan turun ke jalan, atau melalui opini di dalam media masa 

dan media sosial. Aksi penolakan terhadap UU CK juga diwarnai dengan 

menempuh jalur konstitusional yaitu dengan melakukan judicial review atau 

pengujian konstitusional UU CK terhadap Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Setidaknya dalam rentang waktu 

2020 – 2021 terdapat sekitar kurang lebih 23 permohonan uji materi UU CK 

                                                     
79Hukum Online, 12 Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Ruu Cipta Lapangan Kerja, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/12-alasan-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-ruu-
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https://www.hukumonline.com/berita/a/12-alasan-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-ruu-cipta-lapangan-kerja-lt5e3474fe03a84/?page=3
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terhadap UUD NRI 1945.80 Adapun dari banyaknya permohonan tersebut 

terdapat satu putusan yang dikabulkan dan memberikan dampak terhadap 

dinamika atau politik hukum dari UU CK, yaitu Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020. Dimana di dalam putusan tersebut merupakan putusan MK 

yang didasarkan pada pengujian formil UU CK sehingga mahkamah 

konstitusi menyatakan bahwa UU CK bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak 

dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini 

diucapkan.81 Sehingga dalam ketentuan ini Pemerintah harus segera 

memperbaiki UU CK dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.  

Pada perkembangannya, ternyata UU CK tidak dilakukan suatu 

perubahan melalui DPR dan Presiden, namun pada tanggal 30 Desember 

2022 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). 

Berdasarkan materi muatan di dalam perppu tersebut khususnya pada bab 

ketentuan penutup, pemerintah melakukan pencabutan terhadap UU CK 

dan menyatakan tidak berlaku, namun peraturan pelaksana dari UU CK 

masih berlaku.82 Sehingga dengan adanya Perppu ini seolah Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 menjadi tidak berlaku kembali.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka suatu perppu 

harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut untuk mendapatkan 

persetujuan atau tidak persetujuan penetapan menjadi undang-undang oleh 

DPR. Pada tanggal 21 Maret 2023, Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi 

undang-undang, kemudian ditetapkan dan diundangkan pada 31 Maret 

2023 yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

 

                                                     
80Data Diolah Oleh Peneliti Melalui Website Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi,  
81Amar Putusan Atas Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mengenai Pengujian 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
82Pasal 184 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.  
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2.7 Kerangka Konseptual Omnibus Law 

Secara konseptual, omnibus law bukanlah hal baru dalam dunia 

hukum.  Omnibus law secara historis telah diterapkan di beberapa negara 

selain Indonesia.  Omnibus law sering digunakan di negara-negara yang 

memiliki sistem hukum common law.  Mirip dengan Amerika, Belgia dan 

Inggris, mereka mengusulkan untuk memperbaiki permasalahan  konflik dan 

tumpang tindihnya norma/peraturan hukum. menurut  Glen  S.  Krutz  dan 

Hitcing dalam Ahmad  Ulil  Aedi ,  menyatakan bahwa metode omnibus  telah 

dipraktekkan dalam penyusunan peraturan sejak tahun 1970 dan 

rinciannya: “omnibus legislation has “proliferated” since the 1970s ”.  

Omnibus law umumnya digunakan sebagai suatu instrumen kebijakan 

untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan disuatu 

negara, khususnya masalah regulasi yang  terlalu  banyak  (hyper  regulated) 

dan  saling  tumpang  tindih  (overlapping). Konsep ini sering dianggap 

sebagai “jalan cepat” dalam  mengurai dan membenahi regulasi yang 

bermasalah,  dikarenakan esensi dari omnibus law adalah  suatu  undang-

undang  yang ditujukan  untuk  menyasar  tema  atau  materi  besar  disuatu  

negara,  dimana substansinya adalah untuk merevisi dan/atau mencabut 

beberapa   peraturan perundang-undangan sekaligus atau dikenal sebagai 

konsep hukum omnibus law menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah 

regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-

undang sekaligus. 

Omnibus law sendiri secara etimologi berasa dari bahasa latin omnis 

yang artinya bagi semua  atau  banyak.  Dan  kata omnis ini jika  berpacu  

pada Black  Law  Dictionary  9 th Edition Bryan A. Garner, memiliki pengertian 

sebagai sesuatu yang berhubungan dengan banyak  materi  atau  isu  

sekaligus, atau  bisa  juga  sebagai  sesuatu  yang  memiliki  banyak tujuan. 

Bila disandingkan dengan frasa law, maka omnibus law berarti suatu hukum 

yang berkorelasi  dengan  banyak  materi  dan  tujuan. Menurut Barbara  

Sinclair, omnibus  law ialah suatu mekanisme pembentukan regulasi yang 

penyelesainnya memakan waktu lama dikarenakan bahasannya yang 

kompleks. Sedangkan menurut Audrey O. Brian, omnibus law merupakan  
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sebuah  rancangan  undang-undang  yang  meliputi  lebih  dari  satu konsen  

yang  setelahnya  dilebur  kedalam  sebuah  undang-undang. 

Omnibus law merupakan suatu metode Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yang mengatur dan mencakup semua hal mengenai 

berbagai jenis tema, materi muatan, subjek Peraturan Perundang-undangan. 

Omnibus law berasal dari bahasa latin Omnibus yang artinya untuk semua 

atau banyak, sedangkan law artinya hukum, maka Omnibus law dapat 

didefinisikan menjadi hukum untuk semua, Omnibus law yang bermakna one 

for everything memungkinkan satu Undang-undang mengatur berbagai 

pembahasan sehingga lebih sederhana. Omnibus law menurut Bivitri Savitri 

adalah dapat diartikan sebagai sebuah Undang-undang yang dibuat untuk 

menyasar isu besar yang ada disuatu negara. Selain menyasar isu besar, 

tujuanya juga untuk mencabut dan mengubah beberapa Undang-undang.83 

Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan model omnibus 

law telah dimulai sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada saat itu, 

pemerintah kolonial Belanda menyelesaikan konflik norma, utamanya yang 

menyangkut penduduk bumiputra dengan aturan yang dibuat pemerintah 

kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pola politik hukum yang 

dikembangkan adalah menempatkan norma hukum yang ada saat itu seperti 

hukum adat, hukum Islam di bawah kodifikasi hukum kolonial Belanda. 

Model omnibus law yang dibentuk pada saat masa kolonialisasi Belanda 

dalam arah politik hukum yaitu untuk menopang kegiatan perdagangan 

VOC, artinya pada fase tersebut dapat dipahami bahwa Omnibus law 

senantiasa memiliki tema besar untuk kepentingan tertentu. Esensi omnibus 

law tidak berubah dari masa ke masa, yakni penyelesaian konflik norma 

dalam waktu cepat guna mencapai tujuan tertentu dengan membuat sebuah 

peraturan perundang-undangan yang memuat banyak substansi.84 

Omnibus law menjadi fokus Presiden dengan tujuan agar dapat 

menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. 

Harapannya dengan adanya Omnibus law tersebut dapat memberikan 

                                                     
83M Meima, 2021, Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja dan Implikasinya 

Terhadap Otonomi Daerah, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 4, hlm. 5 
84Ibid. 
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pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing 

berinvestasi di Indonesia.85 Jika sedikit menelisik, masuknya konsep 

Omnibus law ke Indonesia diorientasikan dalam rangka percepatan investasi 

dengan target mempermudah akses investor asing masuk ke Indonesia. Hal 

ini dibuktikan dengan arahan presiden RI Joko Widodo bahwa akan ada 3 

(tiga) undang-undang yang dibuat sebagai bentuk Omnibus law. Undang-

undang tersebut yakni perpajakan, cipta lapangan kerja dan pemberdayaan 

UMKM. Akan tetapi, konsep tersebut mengalami pergeseran yang cukup 

siginifikan, hal ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan hukum di Indonesia 

yang seringkali tumpang tindih dan terjadi disharmonisasi antar peraturan 

perundang-undangan satu dengan lainya. Disharmonisasi tersebut terjadi 

secara horizontal maupun vertikal.86 

Maria Farida Indrati menyebutkan omnibus law, adalah metode yang 

biasa digunakan di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum common 

law.87 Indonesia sebagai negara penganut faham sistem hukum civil law 

tampaknya tidak lagi menonjol disuarakan akhir-akhir ini. Pranata hukum 

yang semulanya lahir dalam sistem common law juga mulai diadopsi dalam 

sistem hukum Indonesia, seperti kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi 

tahun 2003, pranata wali amanat yang berasal dari pranata trust, hingga 

munculnya penggunaan metode Omnibus law dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Artinya, sistem hukum nasional tidak 

hanya menggunakan satu sistem hukum saja, melainkan telah bermetafor 

dengan mengambil kebaikan dari sistem hukum common law. Sehingga 

nampaknya sistem hukum Indonesia berada pada dua sisi kebaikan dari 

sistem hukum yang kemudian dijadikan menjadi satu sistem hukum 

campuran (hybrid or mixed jurisdiction).88 

                                                     
85Ibid. 
86Adi Kurniawan, 2022, Relevansi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap 

Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kerangka GATT-WTO. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan 

Pendidikan), Vol. 6, No. 1, hlm. 2204 
87Fajar Nurhardianto, 2015, Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. Jurnal Tapis: 

Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 11, No. 1, hlm. 37 
88Tomy Michael, 2020, Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law. Jurnal Ius 

Constituendum, Vol. 5, No. 1, hlm. 159 



 

53 

 

Pandangan Maria Farida dapat dijadikan titik pijakan bahwa pengunaan 

Omnibus law dalam negara-negara yang menganut sistem hukum civil law 

bukanlah sesuatu yang bersifat haram. Sebagaimana perkembangan saat ini, 

negara-negara common law telah mengadopsi mekanisme pengaturan suatu 

objek perbuatan, peristiwa maupun keadaan dalam suatu bentuk hukum 

tersendiri. Memberi makna terhadap sistem hukum nasional penting 

dilakukan agar menjadi pemetaan dalam melihat kedudukan Omnibus law 

sebagai sebuah metode yang dibawa oleh sistem hukum common law menuju 

civil law. Dengan beranjak pada narasi sebelumnya serta dikuatkan oleh 

pandangan Maria Farida menunjukan bahwa Omnibus law merupakan 

metode yang legal diberlakukan dan digunakan dalam pembentukan hukum. 

Secara praktik, Omnibus law telah digunakan dalam pembentukan hukum 

nasional, misalnya pembentukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum, yang menggabungkan tiga undang-undang 

kedalam satu undang-undang. 

Penggabungan tiga undang-undang ke dalam satu undang pemilu 

memberikan pesan bahwa keberadaan konsep Omnibus law telah diadopsi 

dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Sejalan dengan konsep 

negara atas hukum modern (verzorgingsstat).89 Hamid Attamimi 

menyebutkan bahwa untuk menghadapi perubahan dan perkembangan 

kebutuhan masyarakat yang semakin cepat sudah saatnya tidak 

mengarahkan pembentukan hukum pada kodifikasi, karena metode ini 

menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang.90  

Setiap hal yang diterapkan dalam setiap bidang pastilah memiliki 

sebuah tujuan. Seperti halnya dalam penerapan konsep omnibus law dalam 

pembentukan suatu regulasi. Adanya tujuan tersebut merupakan kelebihan 

tersendiri dari penerapan konsep omnibus law. Diantara tujuannya adalah 

sebagai berikut :91 

                                                     
89Nasarudin Mar, 2014, Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, 

Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. Walisongo: Jurnal Penelitian 

Sosial Keagamaan, Vol. 22, No. 1, hlm. 159 
90Hamid Attamimi, 2017, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal 

Hukum & Pembangunan, Vol. 15, hlm. 58 
91Firman Freaddy Busroh, 2017, Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan 

Permasalahan Regulasi Pertanahan. Arena Hukum, Vol. 10, No. 2, hlm. 247 
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1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif 

dan efisien ;  

2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di 

daerah untuk menunjang iklim investasi ;  

3. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif ;  

4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama ;  

5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah 

diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu ; dan 

6. Adanya jaminan kepastian huku dan perlindungan hukum bagi 

pengambil kebijakan. 

Pakar  Hukum  Tata  Negara  Prof.  Jimly  Asshiddiqie dalam  tulisannya  

memberikan pengertian terhadap omnibus law sebagai suatu peraturan yang 

menggapai sebagian atau keseluruhan materi peraturan lain, dimana antar 

peraturan ini  saling  berhubungan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  

langsung. Sedangkan menurut Fahri Bachmid, menerangkan omnibus law 

pada dunia teori hukum diartikan sebagai seperangkat konsepsi (produk  

hukum) yang dipraktikkan dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan 

banyak isu, materi, objek, subjek, dan regulasi pada masing-masing sektor  

berbeda,  untuk  kemudian  dijadikan  satu  produk  hukum  yang  bersifat  

holistik. Selain  itu,  definisi omnibus  law juga  dapat  ditemukan  di  dalam  

naskah  akademik UU Cipta Kerja,  yang  menjelaskan  bahwa pada intinya 

omnibus law adalah suatu proses penyusunan regulasi yang umum dijumpai 

atau diterapkan di negara-negara common law. Dimana mekanismenya 

disebut  sebagai omnibus  legislating dan  produk  yang  dihasilkan disebut 

omnibus bill. Secara Filosofis konsep omnimbus law ini merupakan sebuah  

peristiwa  besar  yang  tidak  dapat  diselesaikan dengan  aturan  yang  

bersifat  khusus  (lex  specialis).  Karena  itu,  omnibus  law  memiliki  tujuan 

konsolidasi antarnorma hukum yang diatur secara terpisah pada banyak 

peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan. 

Di dalam ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur 

mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini juga 

disebut sebagai Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
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Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa omnibus law 

merupakan sebuah metode yang harus ditetapkan didalam dokumen 

perencanaan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan 

perundang-undangan dengan metode omnibus law  selain memilki kelebihan,   

juga memiliki  kekurangan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, kekurangan 

penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law 

sebagai berikut: 

1. Keterbatasan pranata untuk pengambilan kebijakan. Pranata 

pendukung di Indonesia kuat sehingga seringkali pengambil kebijakan 

tidak memiliki fokus akan memulai dari mana. 

2. Kelemahan tahap pengembangan kebijakan. 

3. Mutu  produk  legislatif  belum  sepenuhnya  memuaskan  karena  tidak  

dimulai  dengan  visi yang jelas mengenai peran hukum dan bagaimana 

mengatasinya. 

4. Kelemahan proses legislasi 

5. Persoalan konsultasi antara departemen. 

6. Terkait dengan keterbatasan dalam prosedur penentuan anggaran. 

7. Keterbatasan public dalam rangka partisipasi 

Selain kekurangan tentu metode ini memiliki kelebihan yaitu : 

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat efektif, 

dan efisien;  

2. Menyeragamkan  kebijakan  pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  

maupun  di  daerah,  untuk menunjang iklim investasi. 

3. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif. 

4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama. 

5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi yang terkait, 

karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu. 

6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

pengambil kebijakan 

Menurut  Ahmad  Ulil  Aedi,  dan  kawan-kawan  (dkk),    pilihan  

transplantasi  hukum penerapan   omnibus   law   ke   dalam   sistem   hukum   

nasional,   diimplementasikan   melalui beberapa aspek, sebagai berikuti: 

1. Struktur hukum 
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Bentuk  transplantasi  hukum  omnibus  law  ke  dalam  hukum  

nasional  melalui  struktur hukum. Meski omnibus law di terapkan 

dalam sistem hukum nasional, namun tetap menjaga institusi hukum 

pembentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud 

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yang diubah dengan UU No.  15  Tahun  2019  tentang  

Perubahan  atas  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

2. Substansi hukum 

Omnibus law yang di terapkan dalam sistem hukum nasional, meliputi 

materi hukum yang berupa  aturan  dan  norma  yang  merupakan  

pola  perilaku  masyarakat  yang  berbasis  sistem hukum nasional 

dengan berbasis pada Pancasila. 

3. Budaya hukum  

Omnibus law yang diterapkan dalam sistem hukum nasional, 

merefleksikan kesatuan gejala-gejala hukum, terhadap pandangan 

akan nilai-nilai dan perilaku hukum di masyarakat dengan berbasis 

evaluasi hukum.  

4. Ide Dasar  

Ide  dasar  penerapan  omnibus  law,  dalam  sistem  hukum  nasional  

sebagai  terobosan kebijakan  penggunaan  metode  untuk  

pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang materinya   

merubah   beberapa   norma   yang   berada   pada   undang-undang   

yang   telah diundangkan,  dengan  satu  aturan  yang  disusun  

menggunakan  metode  omnibus  law  dapat mempercepat  reformasi  

hukum  dengan  basis  evaluasi  hukum  dan  penyesuaiandengan 

perkembangan zaman. 

5. Konsep  omnibus  law  nasional 

membagi  bidang-bidang  ekosistem  hukum  sebagai  contoh 

penerapan  metode  omnibus  law  UU  Cipta  Kerja  (materi  Muatannya  

mengatur  rumpun regulasi  yang  mengatur  terntang  ekosistem  

investasi)  dan  UU Perpajakan  untuk  Penguatan Perekonomian  

(materi  muatannya  mengatur  rumpun  regulasi  perpajakan  yang  
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mengatur kemudahan bagi investor dan memberikan kepastian hukum 

perpajakan yang aktraktif). 

6. Metode  

Dengan pola penyederhanaan regulasi pendekatan metode omnibus 

law, maka pendekatan transplantasi hukum dilakukan melalui 

harmonisasi dan penyelarasan dengan sistem hukum nasional degan 

metode omnibus law terbatas dan terbidang-bidangkan. 

7. Ajaran hukum 

Ajaran hukum yang termuat dalam UU yang dibentuk melalui 

metodeomnibus law memuat ajaran hukum (doctrine) pada masing-

masing bidang materi hukum. Hal ini dilakukan dengan pendekatan 

pembangunan hukum nasional melalui sistem negara hukum 

Pancasila. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 
4.1 Perubahan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  

Perkembangan hubungan pusat dan daerah berjalan pesat pasca 

penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada  mulanya  Pemerintah  

menetapkan  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Lapangan  Kerja  untuk  masuk   

dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 yang kemudian 

RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut berubah menjadi RUU Cipta Kerja 

dengan  bentuk omnibus law yang menggabungkan berbagai undang-undang  

menjadi satu. Naskah RUU tersebut telah disampaikan oleh Presiden kepada  

DPR pada 12 Februari 2020 untuk kemudian dibahas oleh Baleg DPR RI. 

Hasil dari pembahasan baleg sepakat forum menyetujui RUU Cipta 

Kerja dan  akan dibawa untuk dibahas pada rapat tingkat II yaitu pada 

sidang  paripurna DPR. Setelah dilakukan pembahasan, sidang paripurna 

menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 

2020 sebagai UU No. 11 Tahun 2020. Setelah UU Cipta Kerja disahkan dan 

diundangkan, ditemukan permasalahan baik secara materi maupun tata 

cara pembentukan undang-undang tersebut. Terjadi penolakan cukup masif 

dari berbagai kalangan terhadap undang-undang tersebut hingga banyak 

pihak yang mengajukan judicial review baik menguji materiil maupun formil 

ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya yaitu dalam perkara nomor 

91/PUU-XVIII/2020 yang terdaftar pada tanggal 27 Oktober 2020.  

Perkara tersebut diajukan oleh Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, 

Ali Sujito, Muhtar Said, Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat 

Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau melalui tim 

kuasa hukumnya. Setelah mengalami proses persidangan yang cukup 

panjang, pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat secara bersyarat untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam 

waktu dua tahun setelah putusan tersebut diucapkan. Jika tidak dilakukan 
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perbaikan, maka undang-undang tersebut akan berstatus inkonstitusional 

permanen dan harus dicabut. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

bukannya melakukan perbaikan, melainkan menetapkan suatu perppu 

dengan judul yang sama, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan telah ditetapkan 

menjadi undang-undang dengan UU No. 6 Tahun 2023.92 Alur lebih jelas 

terkait peraturan tentang Cipta Kerja sejak awal hingga kini dapat dilihat 

melalui bagan berikut:93 

Bagan 1. 

Alur Peraturan tentang Cipta Kerja

 

Sumber: Diolah Penulis 

Berdasarkan bagan di atas, Pemerintah melalui Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan Perppu Cipta 

Kerja dibuat untuk memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan kepada 

masyarakat  khususnya  bagi  pelaku  usaha  baik  besar  maupun  kecil   serta  para   

pekerja.  Perppu  tersebut  disusun  sebagai  antisipasi  kondisi  ekonomi  dan  politik  

global  yang  mana  dalam  sisi   ekonomi  terdapat  isu  adanya  resesi  dan  kenaikan  

inflasi,  serta  adanya  perang  antara  Rusia  dengan  Ukraina  dalam  sisi  politik  yang  

                                                     
92Sandy Sulistiono, 2023, Pembentukan Perppu Cipta Kerja dalam Perspektif Negara 

Hukum Demokrasi, Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1, No. 2, 

hlm. 254-255 
93Zamzabila Abdillah Syakur, 2023, Tanggung Jawab Presiden Dan Dpr Terkait 

Tindakan Constitutional Disobedience Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,  Malang: Program Sarjana Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 46 
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juga  mempengaruhi  politik  dan  ekonomi  dunia.  Selain  itu,  pemerintah  menilai  

adanya  Putusan  MK  No.  91/PUU-XVIII/2020  menjadikan  ketidakpastian  

hukum  dalam  bidang  investasi  sedangkan  pemerintah  telah  menargetkan  

jumlah  investasi  di   tahun  2023  sebesar  1.200  triliun  rupiah  sehingga  Perppu   

Cipta  Kerja   disusun  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  investor  maupun  

pelaku  usaha.94
  Airlangga  juga  menyampaikan  dalam  rapat  bersama  baleg  DPR  

RI  bahwa  telah  dilakukan   perbaikan  kesalahan  sebagaimana  diamanatkan  oleh  

Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  serta  meaningful  participation   dari   masyarakat  

juga  telah  ditingkatkan.95
  Di  kesempatan  lain,  Menteri  Koordinator  Bidang  

Politik,  Hukum,  dan  Keamanan,  Mahfud  MD,  menyatakan  penetapan  Perppu  

Cipta  Kerja  telah  sesuai  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  

menyatakan  UU  Cipta  Kerja  inkonstitusional  bersyarat. 

Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Brian Z 

Tamanaha, “Jhering and Holmes are transitional figures. They took the 

preexisting consensus perspective of law as a reflection of customs, morals, and 

collective social views in the direction of a conflict view of law as the product of 

struggle between contesting individuals and groups within society. Their 

theoretical accounts reflected the times, when pitched battles between 

conflicting interests were fought within legal arenas, and legislatures were 

busily enacting instrumental legislation to achieve social, economic, and 

political objectives.”96 

Menurut  Mahfud  MD,  perbaikan  yang  diminta  oleh  Mahkamah  Konstitusi  

dalam  putusannya  adalah  memperbaiki  UU  P3  dengan  menambahkan  

ketentuan  terkait  omnibus  law97
  di  dalamnya  sehingga  UU  Cipta  Kerja  yang  

menggunakan  bentuk  omnibus  law  menjadi  sesuai  dengan  tata  hukum  

                                                     
94Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022, Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta 

Kerja, https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/, diakses pada 14 

November 2023. 
95Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023, Badan 

Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Online), https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4923/badan-legislasi-dpr-ri-menyetujui-
ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang, diakses pada 14 Juni 2023. 

96Brian Z Tamanaha, 2017, A Realistic Theory Of Law, Cambridge University Press Is 

Part Of The University Of Cambridge, hlm 20-21 
97“The Explosion Of Hotly Contested Economic, Labor, And Social Welfare Legislation And 

The Growth Of The Administrative State Made Talk About Customs And Organic Growth Appear 
Outdated”. Ibid. Brian Z Tamanaha. 

https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/
https://www.ekon.go.id/Publikasi/Detail/4923/Badan-Legislasi-Dpr-Ri-Menyetujui-Ruu-Penetapan-Perpu-Cipta-Kerja-Menjadi-Undang-Undang
https://www.ekon.go.id/Publikasi/Detail/4923/Badan-Legislasi-Dpr-Ri-Menyetujui-Ruu-Penetapan-Perpu-Cipta-Kerja-Menjadi-Undang-Undang
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Indonesia.  Mahfud  juga  menyampaikan  perbaikan  UU  Cipta  Kerja   melalui  

perppu  tidak  menyalahi  prosedur  karena  dalam  tata  hukum  perpu   memiliki  

kedudukan  yang  sama   dengan  undang-undang.98
   Sehubungan dengan hal itu, 

dalam sistem hukum nasional manakala DPR mengesahkan perppu 

sebagaimana dimaksud menjadi undang-undang, maka memiliki kedudukan 

dan kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dilakukan identifikasi 

terhadap materi muatannya untuk memastikan konfigurasi hubungan pusat 

dan daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai berikut: 

 

4.1.1 Desain Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang 

Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha  

Desain utama hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam 

bidang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan berusaha 

sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang tentang Cipta Kerja pertama kali (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 sebelum kemudian mengalami dinamika dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang). Pengembangan ekosistem investasi yang lebih menarik dan berdaya 

saing, menjadikan perlunya dilakukan perubahan (reformasi regulasi) 

melalui Omnibus Law. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya ketentuan 

mengenai investasi dan perizinan yang diatur dalam berbagai Undang- 

Undang, antara lain:  

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;  

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;  

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan;  

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;  

                                                     
98Dian Erika Nugraheny, 2023, Penjelasan Lengkap Mahfud Md Soal Perppu Cipta Kerja 

Yang Tuai Pro-Kontra, 
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07254161/penjelasan-lengkap-mahfud-

md-soal-perppu-cipta-kerja-yang-tuai-pro-kontra diakses 14 November 2023. 

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07254161/penjelasan-lengkap-mahfud-md-soal-perppu-cipta-kerja-yang-tuai-pro-kontra
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07254161/penjelasan-lengkap-mahfud-md-soal-perppu-cipta-kerja-yang-tuai-pro-kontra
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6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;  

7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;  

8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;  

9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;  

10) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Industri 

Pertahanan; dan  

11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

Berbagai Undang-Undang sektor tersebut mengatur sendiri-sendiri 

ketentuan investasi dan perizinannya, sehingga tidak sinkron dan saling 

mengunci baik dari segi kewenangan, persyaratan, prosedur. 

Kementerian/Lembaga/Daerah dengan kewenangan dari Undang-Undang 

sektor menetapkan peraturan teknis yang lebih rigid tanpa memperhatikan 

sektor lain dan ekosistem investasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

ekosistem investasi yang lebih ramah investasi dan meningkatkan daya 

saing, diperlukan perubahan (mencabut atau mengganti) ketentuan yang 

terdapat dalam Undang-Undang sektor dan Undang-Undang yang berkaitan 

dengan administrasi pemerintahan dan penegakan hukum, yang mencakup 

bidang: Penataan Kewenangan, Persyaratan Investasi, Kegiatan Berusaha 

Berbasis Risiko, Pendukung Ekosistem, Pembinaan dan Pengawasan dan 

Sanksi. Perubahan Undang-Undang sektor dan Undang-Undang terkait 

lainnya dilakukan dengan Omnibus Law melalui Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.99 

Melalui penjelasan diatas, Desain perbaikan ekosistem investasi 

dengan menciptakan ekosistem investasi yang mendukung kemudahan 

berusaha melalui pengaturan:  

a. Penyederhanaan Perizinan Berusaha; 

b. Persyaratan Investasi; 

                                                     
99Sebagaimana disebutkan dalam Konsideran Menimbang, bahwa Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disahkan untuk 

mendukung cipta kerja diperlt kan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan 

dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan 
menengah, peningkatan ekosisten: investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, 

termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja 
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c. Ketenagakerjaan; 

d. Kemudahan Berusaha; 

e. Riset dan Inovasi; 

f. Pengadaan Lahan; dan 

g. Kawasan Ekonomi.  

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 

bahwa Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:  

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;  

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;  

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan  

d. penyederhanaan persyaratan investasi. 

Lebih lanjut, pendetailan masing-masing upaya Peningkatan ekosistem 

investasi dan kegiatan berusaha apabila ditelisik melalui Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang selaku “asbabun nuzul” dari desain hubungan 

Pusat-Daerah diantaranya adalah sebagai berikut:100 

a. Penyederhanaan Perizinan Berusaha (Klaster 1); 

1) Perizinan Lokasi:  

2) Perizinan Lingkungan  

3) Perizinan Bangunan Gedung (IMB dan SLF)  

4) Perizinan Sektor Pertanian  

5) Perizinan Sektor Kehutanan  

6) Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan  

7) Perizinan Sektor ESDM  

8) Perizinan Sektor Ketenaganukliran  

9) Perizinan Sektor Perindustrian  

10) Perizinan Sektor Perdagangan  

11) Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan  

12) Perizinan Sektor Pariwisata  

13) Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan  

                                                     
100Tim Penyusun, 2020, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta 

Kerja, hlm. 125 
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14) Perizinan Sektor Keagamaan  

15) Perizinan Sektor Transportasi  

16) Perizinan Sektor PUPR  

17) Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran  

18) Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan  

b. Persyaratan Investasi (Klaster 2);  

c. Ketenagakerjaan (Klaster 3);  

d. Kemudahan Berusaha (Klaster 5);  

e. Dukungan Riset dan Inovasi (Klaster 6);  

f. Pengadaan Lahan (Klaster 9);  

g. Kawasan Ekonomi (Klaster 11); 

1) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 

2) Kawasan Industri (KI); dan 

3) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). 

Melalui desain klasterisasi ini kemudian terdapat beberapa anotasi 

Regulasi yang dimaksudkan mendukung kebijakan Peningkatan Ekosistem 

Investasi dan Kegiatan Berusaha, terutama di Daerah, diantaranya:  

Tabel 1. 

Regulasi Terpengaruh dalam Rangka Peningkatan Ekosistem Investasi 

dan Kegiatan Berusaha 

No. Jenis Klaster Nama Regulasi 

Klaster Penyederhanaan 

1.  Penyederhanaan 

Perizinan :  

Izin Lokasi 

a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang;  

b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan; dan  
d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial. 

2.   a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

dan  
b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas Angkutan Jalan. 

3.  Penyederhanaan 

Perizinan :  

Izin Lingkungan 

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

dan  
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b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas Angkutan Jalan. 

4.  Penyederhanaan 

Perizinan:  
Perizinan Bangunan 

Gedung (Izin 

Mendirikan Bangunan 

(IMB) – kemudian 
menjadi PBG dan 

Sertifikat Layak Fungsi 

(SLF) 

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung; dan  
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Arsitek. 

Klaster Perizinan 

1.  Perizinan: Sektor 

Pertanian 

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan;  
b) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura;  

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang 
Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;  

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2014;  
e) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman; dan  

f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

2.  Perizinan: Sektor 

Kehutanan 

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan; dan  

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

3.  Perizinan: Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan;  
b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 

Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;  
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan; dan  

d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

4.  Perizinan: Sektor ESDM a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara;  

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi;  

c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang 

Panas Bumi; dan  
d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan. 

5.  Perizinan: Sektor 

Ketenaganukliran 

Perizinan Sektor Ketenaganukliran terdiri atas 1 (satu) 

Undang- Undang yaitu Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 

6.  Perizinan: Sektor 

Perindustrian 

Perizinan Sektor Perindustrian terdiri atas 1 (satu) 

Undang- Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Perindustrian. 
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7.  Perizinan: Sektor 

Perdagangan 

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan;  

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal; dan  

c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal. 

8.  Perizinan: Sektor 

Kesehatan, Obat, dan 
Makanan 

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan;  
b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan;  

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika;  

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika; dan  
e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit. 

9.  Perizinan: Sektor 

Pariwisata 

Perizinan Sektor Pariwisata terdiri atas 1 (satu) Undang- 

Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan. 

10.  Perizinan: Sektor 

Pendidikan 

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional;  
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi;  

c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang 
Perfilman;  

d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen;  
e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Kebidanan; dan  

f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Sistem Pendidikan Kedokteran. 

11.  Perizinan: Sektor 
Keagamaan 

Perizinan Sektor Keagamaan terdiri atas 1 (satu) 
Undang- Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah. 

12.  Perizinan: Sektor 

Transportasi 

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran;  

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan;  

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan  
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian. 

13.  Perizinan: Sektor 

Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 
(PUPR) 

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air;  

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa 
Konstruksi;  

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan  
d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun. 

14.  Perizinan: Sektor Pos, 

Telekomunikasi, dan 

Penyiaran 

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi;  

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran; dan  

c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang 

Pos. 

Klaster Investasi 
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15.  Klaster Investasi a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal;  

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Hortikultura;  

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan;  
d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2017;  
e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran;  

f) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang 
Pos;  

g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

Pers;  

h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan;  

i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran; 
j) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Industri Pertahanan;  

k) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi;  

l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan;  

m) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah; dan  

n) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 

Klaster Kemudahan Berusaha 

1.  Klaster Kemudahan 

Berusaha 

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Paten; 

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; 

d) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad 

Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang 

Gangguan (Hinder Ordonantie); 
e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas; 

f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 

g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

 

Dalam level yang lebih makro, Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

mengimplikasikan perubahan terhadap regulasi dalam bidang peningkatan 

ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi 4 undang-undang 
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yang terdampak bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah (provinsi, 

kabupaten/kota). Berikut disajikan analisis evaluasi dan kesiapan 

pemerintah daerah dalam bidang peningkatan ekosistem investasi dan 

kegiatan berusaha dalam kerangka matriks sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

Tabel 2. 

Dampak Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

No Undang-Undang Sebelum 

Perubahan 

Dampak Perubahan UU 

Cipta Kerja 

Analisis Dampak 

Perubahan 

1 Pasal 13 

 

(1) Pemerintah wajib 
menetapkan bidang 

usaha yang 

dicadangkan untuk 
usaha mikro, kecil, 

menengah, dan 

koperasi serta bidang 
usaha yang terbuka 

untuk usaha besar 

dengan syarat harus 

bekerja sama dengan 
usaha mikro, kecil, 

menengah, dan 

koperasi. 
(2) Pemerintah melakukan 

pembinaan dan 

pengembangan usaha 
mikro, kecil, 

menengah, dan 

koperasi melalui 
program kemitraan, 

peningkatan daya 

saing, pemberian 

dorongan inovasi dan 
perluasan pasar, serta 

penyebaran informasi 

yang seluas-luasnya. 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah 
sesuai dengan 

kewenangannya 

memberikan 
kemudahan, 

perlindungan, dan 

pemberdayaan bagi 
koperasi dan usaha 

mikro, kecil, dan 

menengah dalam 

pelaksanaan Penanaman 
Modal berdasarkan 

norma, standar, 

prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan 

Pemerintah Pusat. 

(2) Perlindungan dan 
pemberdayaan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa 
pembinaan dan 

pengembangan koperasi 

dan usaha mikro, kecil, 

dan menengah melalui: 
a. program kemitraan; 

b. pelatihan sumber 

daya manusia; 
c. peningkatan daya 

saing; 

d. pemberian dorongan 
inovasi dan 

perluasan pasar; 

e. akses pembiayaan; 
dan 

f. penyebaran 

informasi yang 

seluas-luasnya. 
(3) Program kemitraan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a 

Berdasarkan ketentuan 

tersebut dampak 

perubahan yang 
dihasilkan yaitu dalam 

aspek regulasi dan 

kewenangan. Bahwa 
pengembangan 

penanaman modal bagi 

usaha mikro, kecil, 
menengah, dan 

koperasi merupakan 

satu kesatuan baik 

ditingkat Pusat 
maupun Daerah. 

Penambahan program 

pembinaan dan 
pengembangan 

koperasi dan usaha 

mikro, kecil, dan 
menengah dalam 

Undang-Undang Cipta 

Kerja menambahkan 
pelatihan sumber daya 

manusia dan akses 

pembiayaan. 
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merupakan kemitraan 

sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang di 
bidang usaha mikro, 

kecil, dan menengah. 

 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Tabel 3.  

Dampak Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

No Undang-Undang Sebelum 

Perubahan 

Dampak Perubahan UU 

Cipta Kerja 

Analisis Dampak 

Perubahan 

1 Pasal 9 
 

(1) Penyelenggaraan penataan 

ruang dilaksanakan oleh 

seorang Menteri. 
(2) Tugas dan tanggung jawab 

Menteri dalam 

penyelenggaraan penataan 
ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

mencakup: 
a. Pengaturan, pembinaan, dan 

pengawasan penataan 

ruang. 
b. Pelaksanaan penataan 

ruang nasional; dan 

c. Koordinasi penyelenggaraan 

penataan ruang lintas 
sektor, lintas wilayah, dan 

lintas pemangku 

kepentingan. 

Pasal 9 
 

(1) Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tugas dan 
tanggung jawab 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Berdasarkan 
ketentuan tersebut 

dampak perubahan 

yang dihasilkan yaitu 

dalam aspek 
kewenangan. Bahwa 

sebelumnya 

dilaksanakan oleh 
seorang menteri, 

setelah pasca UU 

Cipta Kerja 
dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat 

2 Pasal 10 
 

(1) Wewenang pemerintah 

daerah provinsi dalam 

penyelenggaraan penataan 
ruang meliputi: 

a. pengaturan, pembinaan, 

dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah 

provinsi, dan 
kabupaten/ kota, serta 

terhadap pelaksanaan 

penataan ruang 
kawasan strategis 

provinsi dan 

kabupaten/ kota; 

b. pelaksanaan 
penataan ruang 

wilayah provinsi; 

c. pelaksanaan 
penataan ruang 

Pasal 10 
 

Wewenang Pemerintah 

Daerah provinsi 

dilaksanakan sesuai 
dengan norma, 

standar, prosedur, 

dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat 

dalam 
Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

meliputi ….. 

Berdasarkan 
ketentuan tersebut 

dampak perubahan 

yang dihasilkan yaitu 

dalam aspek  
Prosedur pelayanan 

dan  Perizinan, 

bahwa pasca UU 
Cipta Kerja 

dilaksanakan sesuai 

dengan norma, 
standar, prosedur, 

dan kriteria yang 

ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 

dalam 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 
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kawasan strategis 

provinsi; dan 

d. kerja sama penataan 
ruang antarprovinsi 

dan pemfasilf tasan 

kerjasama penataan 
ruang antar 

kabupaten/ kota. 

3 Pasal 11 

 

(1) Wewenang pemerintah 
daerah kabupaten/kota 

dalam penyelenggaraan 

penataan ruang meliputi: 
a. pengaturan, pembinaan, 

dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan 
penataan ruang wilayah 

kabupaten/ kota, serta 

terhadap pelaksanaan 

penataan ruang 
kawasan strategis 

kabupaten/ kota; 

b. pelaksanaan penataan 
ruang wilayah 

kabupaten/kota; 

c. pelaksanaan penataan 
ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota; dan 

d. kerjasama penataan 
ruang antar kabupaten/ 

kota. 

Pasal 11 

 

Wewenang Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota 

dilaksanakan sesuai 

dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dalam 
Penyelenggaraan 

Penataan Ruang meliputi: 

a. pengaturan, 

pembinaan, dan 
pengawasan 

terhadap 

Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

Wilayah 

kabupaten/kota; 
b. Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

Wilayah 
kabupaten/kota; dan 

c. kerja sama Penataan 

Ruang antar 

kabupaten/kota. 

Berdasarkan 

ketentuan tersebut 

dampak perubahan 
yang dihasilkan yaitu 

dalam aspek  

Prosedur pelayanan 
dan  Perizinan, 

bahwa pasca UU 

Cipta Kerja 
dilaksanakan sesuai 

dengan norma, 

standar, prosedur, 

dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat 

dalam 
Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

4 Pasal 18 
 

(1) Penetapan rancangan 

peraturan daerah provinsi 
tentang rencana tata ruang 

wilayah provinsi dan 

rencana rinci tata ruang 

terlebih dahulu harus 
mendapat persetujuan 

substansi dari Menteri. 

(2) Penetapan. rancangan 
peraturan daerah 

kabupaten/kota tentang 

rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota dan 

rencana rinci tata ruang 

terlebih dahulu harus 
mendapat persetujuan 

substansi dari Menteri 

setelah mendapatkan 

rekomendasi Gubernur. 

Pasal 18 
 

(1) Penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah 
provinsi atau 

kabupaten/kota dan 

rencana detail Tata 

Ruang terlebih dahulu 
harus mendapat 

persetujuan substansi 

dari Pemerintah 
Pusat. 

 

Berdasarkan 
ketentuan tersebut 

dampak perubahan 

yang dihasilkan yaitu 
dalam aspek  

Kewenangan, bahwa 

Pasca UU Cipta Kerja 

RTRW provinsi dan 
Kabupaten/kota 

harus mendapatkan 

persetujuan 
substansi dari 

Pemerintah Pusat. 

5 Pasal 23  
 

Tidak memuat 

Pasal 23 
 

(7) Peraturan daerah 

provinsi sebagaimana 

Berdasarkan 
ketentuan tersebut 

dampak perubahan 

yang dihasilkan yaitu 
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dimaksud pada ayat 

(6) wajib ditetapkan 

paling lama 2 (dua) 
bulan terhitung sejak 

mendapat persetujuan 

substansi dari 
Pemerintah Pusat. 

(8) Dalam hal peraturan 

daerah provinsi 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(7) belum ditetapkan, 
gubernur menetapkan 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah provinsi 

paling lama 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak 

mendapat persetujuan 

substansi dari 
Pemerintah Pusat. 

(9) Dalam hal Rencana 

Tata Ruang Wilayah 
provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(8) belum ditetapkan 
oleh gubernur, 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah provinsi 

ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 

paling lama 4 (empat) 

bulan terhitung sejak 
mendapat persetujuan 

substansi dari 

Pemerintah Pusat. 

dalam aspek  

Prosedur pelayanan 

dan  Perizinan, 
bahwa Pasca UU 

Cipta Kerja 

menambahkan 
beberapa pasal 

pelayanan dan 

perizinan yang belum 
diatur dalam UU 

sebelumnya. 

6.  Pasal 26 

 
Tidak memuat 

Pasal 26 

 
(8) Peraturan daerah 

kabupaten 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(7) wajib ditetapkan 

paling lama 2 (dua) 
bulan setelah 

mendapat persetujuan 

substansi dari 
Pemerintah Pusat. 

(9) Dalam hal peraturan 

daerah kabupaten 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(8) belum ditetapkan, 

bupati menetapkan 
Rencana Tata Ruang 

Wilayah kabupaten 

paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah 

mendapat persetujuan 

Berdasarkan 

ketentuan tersebut 
dampak perubahan 

yang dihasilkan yaitu 

dalam aspek  
Prosedur pelayanan 

dan  Perizinan, 

bahwa Pasca UU 
Cipta Kerja 

menambahkan 

beberapa pasal 
pelayanan dan 

perizinan yang belum 

diatur dalam UU 

sebelumnya. 
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substansi dari 

Pemerintah Pusat. 

(10) Dalam hal 
Rencana Tata Ruang 

Wilayah kabupaten 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(9) belum ditetapkan 

oleh bupati, Rencana 
Tata Ruang Wilayah 

kabupaten ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat 
paling lama 4 (empat) 

bulan setelah 

mendapat persetujuan 

substansi dari 
Pemerintah Pusat. 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Tabel 4.  

Dampak Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

No Undang-Undang Sebelum 

Perubahan 

Dampak Perubahan UU 

Cipta Kerja 

Analisis Dampak 

Perubahan 

1 Pasal 6 

(2) Fungsi bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah 

dan dicantumkan dalam 
izin mendirikan 

bangunan. 

(3) Perubahan fungsi 
bangunan gedung yang 

telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) harus 

mendapatkan persetujuan 

dan penetapan kembali 
oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 6 

(2) Fungsi Bangunan 
Gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dicantumkan dalam 

Persetujuan Bangunan 
Gedung. 

(3) Perubahan fungsi 

Bangunan Gedung 
harus mendapatkan 

Persetujuan Bangunan 

Gedung kembali dari 
Pemerintah Pusat. 

Berdasarkan 

ketentuan tersebut 
dampak perubahan 

yang dihasilkan yaitu 

dalam aspek  

Perubahan Konsep 
dan dampak 

kewenangan, bahwa 

perubahan konsep 
dari izin mendirikan 

bangunan menjadi 

persetujuan 
bangunan gedung, 

dan kewenangan 

persetujuan dari 
Pemerintah Daerah 

menjadi Pemerintah 

Pusat. 

2 Pasal 40 

 
(1) Dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung, pemilik 

bangunan gedung 
mempunyai hak: 

a. mendapatkan 

pengesahan dari 

Pemerintah Daerah 
atas rencana teknis 

bangunan gedung yang 

telah memenuhi 
persyaratan; 

Pasal 40 

 
(1) Dalam 

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung, 
Pemilik Bangunan 

Gedung mempunyai 

hak: 

a. mendapatkan 
pengesahan dari 

Pemerintah Pusat 

atas rencana teknis 
Bangunan Gedung 

Berdasarkan 

ketentuan tersebut 
dampak perubahan 

yang dihasilkan yaitu 

dalam aspek  
kewenangan, 

dampak prosedur 

pelayanan dan 

perizinan, dampak 
Perubahan Konsep. 

Bahwa perubahan 

kewenangan dari 
Pemerintah Daerah 
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b. melaksanakan 

pembangunan 

bangunan gedung 
sesuai dengan 

perizinan yang telah 

ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah; 

c. mendapatkan surat 

ketetapan bangunan 
gedung dan/atau 

lingkungan yang 

dilindungi dan 
dilestarikan dari 

Pemerintah Daerah; 

d. mendapatkan insentif 

sesuai dengan 
peraturan perundang-

undangan dari 

Pemerintah Daerah 
karena bangunannya 

ditetapkan sebagai 

bangunan yang harus 
dilindungi dan 

dilestarikan; 

e. mengubah fungsi 
bangunan setelah 

mendapat izin tertulis 

dari Pemerintah 

Daerah; 
f. mendapatkan ganti 

rugi sesuai dengan 

peraturan perundang-
undangan apabila 

bangunannya 

dibongkar oleh 
Pemerintah Daerah 

atau pihak lain yang 

bukan diakibatkan oleh 
kesalahannya. 

(2) Dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung, pemilik 

bangunan gedung 
mempunyai kewajiban: 

a. menyediakan rencana 

teknis bangunan 
gedung yang memenuhi 

persyaratan yang 

ditetapkan sesuai 
dengan fungsinya; 

b. memiliki izin 

mendirikan bangunan 
(IMB); 

c. melaksanakan 

pembangunan 

bangunan gedung 
sesuai dengan rencana 

teknis yang telah 

disahkan dan 
dilakukan dalam batas 

yang telah 

memenuhi 

persyaratan; 
b. melaksanakan 

pembangunan 

Bangunan Gedung 
sesuai dengan 

Persetujuan 

Bangunan Gedung 
yang telah 

ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat; 
c. mendapatkan 

surat ketetapan 

Bangunan Gedung 

dan/atau 
lingkungan yang 

dilindungi dan 

dilestarikan dari 
Pemerintah Pusat; 

d. mendapatkan 

insentif sesuai 
dengan ketentuan 

peraturan 

perundang-
undangan di 

bidang cagar 

budaya; 

e. mengubah fungsi 
Bangunan Gedung 

setelah mendapat 

Persetujuan 
Bangunan Gedung 

dari Pemerintah 

Pusat; dan 
f. mendapatkan ganti 

rugi sesuai dengan 

ketentuan 
peraturan 

perundang-

undangan dalam 

hal Bangunan 
Gedung dibongkar 

oleh Pemerintah 

Pusat bukan 
karena kesalahan 

Pemilik Bangunan 

Gedung. 
(2) Dalam 

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung, 
Pemilik Bangunan 

Gedung mempunyai 

kewajiban: 

a. menyediakan 
rencana teknis 

Bangunan Gedung 

yang memenuhi 
standar teknis 

menjadi Pemerintah 

Pusat, prosedur 

pelayanan 
mengalami 

perubahan pasca 

Penetapan UU Cipta 
Kerja dan mengalami 

perubahan konsep 

izin mendirikan 
bangunan (IMB) 

menjadi  Persetujuan 

Bangunan Gedung 
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waktu berlakunya izin 

mendirikan bangunan; 

d. meminta pengesahan 
dari Pemerintah 

Daerah atas perubahan 

rencana teknis 
bangunan gedung yang 

terjadi pada tahap 

pelaksanaan 
bangunan. 

Bangunan Gedung 

yang ditetapkan 

sesuai dengan 
fungsinya; 

b. memiliki 

Persetujuan 
Bangunan 

Gedung; 

c. melaksanakan 
pembangunan 

Bangunan Gedung 

sesuai dengan 
rencana teknis; 

d. mendapat 

pengesahan dari 

Pemerintah Pusat 
atas perubahan 

rencana teknis 

Bangunan Gedung 
yang terjadi pada 

tahap pelaksanaan 

bangunan; dan 
e. menggunakan 

penyedia jasa 

perencana, 
pelaksana, 

pengawas, dan 

Pengkaji Teknis 

yang memenuhi 
syarat sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan 
perundang-

undangan untuk 

melaksanakan 
pekerjaan terkait 

Bangunan Gedung. 

 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

Tabel 5.  

Dampak Perubahan UU Cipta kerja terhadap Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

No Undang-Undang Sebelum 

Perubahan 

Dampak Perubahan UU 

Cipta Kerja 

Analisis Dampak 

Perubahan 

1 Pasal 26 

 
(2) Gambar dan uraian 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menjadi dasar 
untuk menetapkan NPP, 

SHM sarusun atau SKBG 

sarusun, dan perjanjian 
pengikatan jual beli. 

(4) Gambar dan uraian 

sebagaimana dimaksud 

Pasal 26 

 
(2) Gambar dan uraian 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1) dibuat sebelum 

pelaksanaan 

pembangunan Rumah 
Susun. 

(3) Gambar dan uraian 

sebagaimana 

Berdasarkan 

ketentuan tersebut 
dampak perubahan 

yang dihasilkan yaitu 

dalam aspek   
Prosedur pelayanan 

dan  Perizinan, bahwa 

dalam UU yang lama 
memiliki dasar acuan 

untuk  menetapkan 

NPP, SHM sarusun 
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pada ayat (2) dituangkan 

dalam bentuk akta 

pemisahan yang disahkan 
oleh bupati/walikota. 

dimaksud pada ayat 

(2) dituangkan dalam 

bentuk akta 
pemisahan yang 

disahkan oleh 

bupati/wali kota 
sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, 

dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

atau SKBG sarusun, 

dan perjanjian 

pengikatan jual beli, 
pasca UU Cipta Kerja 

memiliki dasar 

acuan norma, 
standar, prosedur, 

dan kriteria yang 

ditetapkan 
pemerintah pusat 

2 Pasal 28 

 

Dalam melakukan 
pembangunan rumah susun, 

pelaku pembangunan harus 

memenuhi ketentuan 
administratif yang meliputi: 

a. status hak atas tanah; 

dan 

b. izin mendirikan 
bangunan (IMB). 

Pasal 28 

 

Dalam melakukan 
pembangunan Rumah 

Susun, Pelaku 

Pembangunan harus 
memenuhi ketentuan 

administratif yang 

meliputi: 

a. status hak atas 
tanah; dan 

b. Persetujuan 

Bangunan Gedung. 

perubahan pasca 

Penetapan UU Cipta 

Kerja dan mengalami 
perubahan konsep 

izin mendirikan 

bangunan (IMB) 
menjadi  Persetujuan 

Bangunan Gedung  

 

4.1.2 Desain Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang 

Ketenagakerjaan 

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengakibatkan 

perubahan yang cukup fundamental terhadap sektor ketenagakerjaan. 

Setidaknya, undang-undang ini mempengaruhi substansi dari 4 undang-

undang, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional; 

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial; dan  

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia. 

Dampak yang diberikan terhadap masing-masing undang-undang 

dapat berupa perubahan, penghapusan, atau penetapan pasal, ayat, angka, 

maupun huruf. Dari segi jumlah ketentuan yang terdampak pun tidak 

sedikit. Misalnya dalam aspek pengupahan yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
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menyisipkan 9 pasal baru, mengubah 4 pasal, dan menghapus 5 pasal. 

Metode omnibus yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 memang memungkinkan untuk melakukan perubahan dan merevisi 

beberapa peraturan hingga puluhan aturan.101 

Tiada undang-undang yang lahir tanpa tujuan. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 memiliki tujuan umum dan tujuan per masing-masing 

klaster. Tujuan umumnya yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan 

kegiatan berusaha; peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; 

kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan 

peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis. 

Sedangkan tujuan khusus dari klaster ketenagakerjaan yaitu penguatan 

perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan 

kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi. 

Tujuan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk diwujudkan 

karena membutuhkan kerja sama antar pihak untuk dapat mewujudkannya. 

Dalam klaster ketenagakerjaan setidaknya ada 3 pihak yang saling berkaitan 

dan berkepentingan. Pertama, pemerintah bertugas untuk menyusun 

regulasi ketenagakerjaan dan mengawasi pelaksanaannya, serta juga dapat 

berposisi sebagai pemberi kerja. Kedua, pelaku usaha atau pemberi kerja 

adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan usaha dan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan 

usahanya. Ketiga, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan atas hal itu 

berhak mendapatkan upah atau imbalan. 

Penelitian ini berfokus kepada hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. Semenjak memasuki era otonomi daerah, terdapat 

hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Hubungan kewenangan ini dapat berupa desentralisasi, dekonsentrasi, dan 

tugas pembantuan. Selain itu, dikenal juga pembagian urusan pemerintahan 

yang berupa urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, 

                                                     
101Ayu Nopitasari dan Yohanes Suwanto, 2022, Konsep Omnibus Law dalam 

Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum yang 
Baik, Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Vol. 1, No. 1, hlm. 101 
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dan urusan pemerintahan umum. Dua hal ini telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014.  

Jika dilihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja terdiri dari sub bidang terkait 

pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, 

hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan. Masing-masing  sub 

bidang tersebut dijabarkan lebih lanjut dan dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. Secara 

normatif, masing-masing tingkat pemerintah (pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah) memiliki urusan pemerintahannya tersendiri yang di 

mana kadangkala membutuhkan koordinasi dan kerja sama Hal ini yang 

menyebabkan adanya desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 

Hubungan yang telah dijelaskan di atas akan terus mengalami 

dinamika seiring dengan pembaharuan produk peraturan perundang-

undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah salah satu undang-

undang yang mempengaruhi dan merubah pola hubungan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Dalam klaster ketenagakerjaan, substansi yang 

terdampak adalah soal kewenangan gubernur dalam menetapkan upah 

minimum, eksistensi dewan pengupahan, dan prosedur penggunaan tenaga 

kerja asing. Perubahannya akan terlihat melalui tabel di bawah ini:  

Tabel 6.  

Dampak Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Bidang Ketenagakerjaan 

Aspek Bentuk 

Perubahan 

Sebelum UU 6/2023 UU 6/2023 

Kewenangan 

Gubernur 

dalam 
Menetapkan 

Upah 

Minimum  

Penambahan 

pasal di 

antara Pasal 
88 dan Pasal 

89 UU 

13/2003   

- Pasal 88C 

(1) Gubernur wajib 

menetapkan Upah 
minimum provinsi.  

(2) Gubernur dapat 

menetapkan Upah 
minimum 

kabupaten/kota. 

(3) Penetapan Upah 
minimum 

kabupaten/kota 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dalam 

hal hasil 

penghitungan Upah 
minimum 
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kabupaten/kota lebih 

tinggi dari Upah 

minimum provinsi.  
(4) Upah minimum 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) 

ditetapkan 

berdasarkan kondisi 
ekonomi dan 

Ketenagakerjaan.  

(5) Kondisi ekonomi dan 
Ketenagakerjaan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(41 menggunakan data 
yang bersumber dari 

lembaga yang 

berwenang di bidang 
statistik.  

(6) Dalam hal 

kabupaten/kota 
belum memiliki Upah 

minimum dan akan 

menetapkan Upah 
minimum, penetapan 

Upah minimum harus 

memenuhi syarat 

tertentu. 

Dewan 
Pengupahan 

Penghapusan 
Pasal 89 UU 

13/2003 dan 

Perubahan 

Pasal 98 UU 
13/2003 

Pasal 98 
(1) Untuk memberikan 

saran, pertimbangan, 

dan merumuskan 

kebijakan pengupahan 
yang akan ditetapkan 

oleh pemerintah, serta 

untuk pengembangan 
sistem pengupahan 

nasional dibentuk 

Dewan Pengupahan 
Nasional, Provinsi, dan 

Kabupaten/Kota.  

(2) Keanggotaan Dewan 
Pengupahan 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) terdiri 
dari unsur pemerintah, 

organisasi pengusaha, 

serikat pekerja/-serikat 

buruh, perguruan 
tinggi, dan pakar. (3) 

Keanggotaan Dewan 

Pengupahan tingkat 
Nasional diangkat dan 

diberhentikan oleh 

Presiden, sedangkan 
keanggotaan Dewan 

Pengupahan Provinsi, 

Kabupaten/Kota 

Pasal 98 
(1) Untuk memberikan 

saran dan 

pertimbangan kepada 

Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 

Daerah dalam 

perumusan kebijakan 
pengupahan serta 

pengembangan 

sistem pengupahan 
dibentuk dewan 

pengupahan.  

(2) Dewan pengupahan 
terdiri atas unsur 

pemerintah, organisasi 

Pengusaha, Serikat 
Pekerja/Serikat 

Buruh, pakar, dan 

akademisi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 

pembentukan, 

komposisi 
keanggotaan, tata cara 

pengangkatan dan 

pemberhentian 
keanggotaan, serta 

tugas dan tata kerja 

dewan pengupahan 
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diangkat dan 

diberhentikan oleh 

Gubernur/ 
Bupati/Walikota. (4) 

Ketentuan mengenai 

tata cara 
pembentukan, 

komposisi 

keanggotaan, tata cara 
pengangkatan dan 

pemberhentian 

keanggotaan, serta 
tugas dan tata kerja 

Dewan Pengupahan 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat 
(2), diatur dengan 

Keputusan Presiden. 

diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Prosedur 

Penggunaan 

Tenaga Kerja 
Asing 

Perubahan 

pada Pasal 42 

UU 13/2003 

Pasal 42 

(1) Setiap pemberi kerja 

yang mempekerjakan 
TKA wajib memiliki izin 

tertulis dari Menteri 

atau pejabat yang 
ditunjuk.  

(2) Pemberi kerja orang 

perseorangan dilarang 
mempekerjakan TKA.  

(3) Kewajiban memiliki izin 

sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), tidak 

berlaku bagi 

perwakilan negara 

asing yang 
mempergunakan TKA 

sebagai pegawai 

diplomatik dan 
konsuler. (4) TKA dapat 

dipekerjakan di 

Indonesia hanya dalam 
hubungan kerja untuk 

jabatan tertentu dan 

waktu tertentu. (5) 
Ketentuan mengenai 

jabatan tertentu dan 

waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) 

ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri. (6) 
TKA sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 

(4) yang masa kerjanya 
habis dan tidak dapat 

diperpanjang dapat 

digantikan oleh TKA 
lainnya. 

Pasal 42 

(1) Setiap Pemberi Kerja 

yang mempekerjakan 
tenaga kerja asing 

wajib memiliki 

rencana penggunaan 
tenaga kerja asing 

yang disahkan oleh 

Pemerintah Pusat.  
(2) Pemberi Kerja orang 

perseorangan dilarang 

mempekerjakan 
tenaga kerja asing. 
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1. Analisis Kewenangan Gubernur dalam Menetapkan Upah Minimum 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan upah sebagai 

pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah 

dikeluarkan untuk melakukan sesuatu. Dalam KBBI, upah juga bisa disebut 

sebagai gaji atau imbalan. Pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah juga dapat dimaknai 

sebagai salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehingga dapat hidup secara layak.102 

Pada mulanya, prosedur pengupahan di Indonesia berpedoman kepada 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya pada Bab X Bagian Kedua 

Pasal 88 sampai dengan Pasal 98. Melalui ketentuan itu, diatur bahwa pihak 

yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengupahan 

adalah pemerintah. Kebijakan pengupahan yang dimaksud meliputi:103 

a. upah minimum;  

b. upah kerja lembur; 

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;  

f. bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

                                                     
102Yetniwati, 2017, Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, Jurnal 

Mimbar Hukum Vol. 29, No. 1, hlm. 83 
103Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
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Indonesia menggunakan standar upah minimum dalam menetapkan 

jumlah upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Pasal 89 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa upah minimum 

ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan sektor 

pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Prinsip yang harus dipegang 

dalam penetapan upah minimum adalah pencapaian kebutuhan hidup layak 

bagi tenaga kerja. Di mana komponen kebutuhan hidup layak diatur melalui 

peraturan menteri. 

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan turut memperhatikan 

rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, proses penentuan 

upah minimum adalah sebagai berikut:  

Skema 2.  

Proses Penentuan Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 

 

Pasca diundangkannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 

ketentuan mengenai pengupahan mengalami perubahan. Indikasi 

perubahan ini terlihat dari perubahan (penambahan pasal, pengubahan 

pasal, dan penghapusan pasal) terhadap Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang di mana mengatur secara 
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khusus terkait pengupahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merubah 

ketentuan tersebut dengan: 

a. Menyisipkan 6 pasal di antara Pasal 88 dan Pasal 89, menyisipkan 2 

pasal di antara Pasal 90 dan Pasal 91, dan menyisipkan 1 pasal di antara 

Pasal 92 dan Pasal 93; 

b. Mengubah Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 98; dan 

c. Menghapus Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 96, Pasal 97. 

Dampak dari perubahan tersebut yang terkait dengan kewenangan 

gubernur adalah gubernur tidak lagi memiliki kewajiban menetapkan upah 

minimum kabupaten/kota. Pada mulanya, kewajiban ini tertulis dalam Pasal 

89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, “Upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur 

dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi 

dan/atau Bupati/Walikota”. Oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 

ketentuan tersebut dihapus. Kemudian, kewenangan gubernur dalam 

menetapkan upah minimum diatur dalam Pasal 88C ayat (1), (2), dan (3) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatakan 

bahwa: 

(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum 
provinsi.  

(2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum 

kabupaten/kota.  
(3) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dalam hal hasil penghitungan Upah minimum 

kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum 

provinsi. 

Terlihat dari konstruksi tiga ayat tersebut bahwa gubernur menetapkan 

upah minimum kabupaten/kota hanya ketika upah minimum 

kabupaten/kota lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Padahal, walaupun 

berada di satu provinsi yang sama, daerah kabupaten dan kota memiliki 

kondisi ekonomi berbeda-beda. Di beberapa daerah gubernur hanya 

menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Praktik demikian terjadi di 

Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur membuat keputusan tentang 

upah minimum kabupaten/kota melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur 
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Nomor 188/8889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur Tahun 2023. Berbeda dengan Provinsi Kalimantan Timur, 

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur hanya menetapkan upah minimum 

provinsi sebagai threshold upah minimum kabupaten/kota. Penetapan 

tersebut dapat dilihat di Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 

561/K.832/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2023. 

Perbedaan kebijakan dalam penetapan upah minimum ini berimplikasi 

kepada politik hukum pengupahan. Dengan konsep penetapan upah 

minimum seperti ini, sisi positifnya adalah penetapan upah minimum tidak 

dapat lagi dijadikan komoditas politik oleh kepala daerah yang hendak 

mengikuti Pilkada. Maksud dari menjadi komoditas politik adalah kepala 

daerah biasanya menaikkan upah minimum daerahnya supaya masyarakat 

memilih mereka pada Pilkada selanjutnya. Akan tetapi, sisi negatifnya adalah 

kabupaten/kota yang sebenarnya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi 

menjadi terhambat.  

2. Analisis Eksistensi Dewan Pengupahan 

Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat 

tripartit. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa dewan pengupahan beranggotakan pemerintah, 

organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan 

pakar. Dewan pengupahan berkedudukan di nasional (Dapenas) yang 

dibentuk oleh presiden, provinsi (Dapeprov) yang dibentuk oleh gubernur, 

dan kabupaten/kota (Dapekab/Dapeko) yang dibentuk oleh bupati/walikota.  

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 

pengaturan lebih lanjut mengenai dewan pengupahan terdapat di Keputusan 

Presiden Nomor 107 Tahun 2004. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa 

tugas dari Dewan Pengupahan adalah memberikan saran dan pertimbangan 

kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan 

pengembangan sistem pengupahan nasional. Di mana dalam menjalankan 

tugasnya, Dewan Pengupahan bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah 

maupun swasta dan pihak terkait lainnya. Salah satu contoh praktisnya 
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adalah dalam menetapkan upah minimum provinsi tahun 2023, Gubernur 

Jawa Barat turut memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi 

Jawa Barat Nomor 561/027/XI/Depeprov tanggal 23 November 2022 hal 

Rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2023.  

Keberadaan Dewan Pengupahan adalah penting dalam upaya 

mewujudkan tujuan negara (staatside) yakni memajukan kesejahteraan 

umum serta menghubungan kepentingan antar pihak yang berkepentingan. 

Keberadaan dewan pengupahan dapat mencegah hubungan yang timpang 

atau subordinatif antara tenaga kerja dengan pelaku usaha. Keluhan atau 

aspirasi dari tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan 

negosiasi atau perundingan dalam memutuskan jumlah upah104 dapat 

diakomodir atau diwakili oleh Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan juga 

dapat mengakomodir kepentingan dari serikat pekerja/serikat buruh yang 

jumlah tidak sedikit dan kadangkala terlibat konflik kepentingan antar 

sesamanya. 

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 

peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai Dewan Pengupahan adalah 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021. Ada perbedaan 

pengaturan antara Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021. Perbedaan yang 

dimaksud dapat dilihat di tabel di bawah ini: 

Tabel 7.  

Perbedaan Pengaturan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 dan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 

2004 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 13 Tahun 2021 

Pasal 2 

 

Dewan Pengupahan terdiri dari :  

a. Dewan Pengupahan Nasional yang 

selanjutnya disebut Depenas;  

b. Dewan Pengupahan Provinsi yang 

selanjutnya disebut Depeprov;  

Pasal 2 

 

(1) Dewan Pengupahan terdiri atas: 

a. Depenas; dan  

b. Depeprov.  

(2) Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk 

Depekab/Depeko. 

                                                     
104Ismi Pratiwi Podungge, 2020, Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya 

Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum), Jurnal Hukum Lex 

Generalis, Vol. 1, No. 2, hlm. 48 
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c. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota 

yang selanjutnya disebut 

Depekab/Depeko. 

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 dengan jelas 

menyebutkan bahwa Dewan Pengupahan terdiri dari Dewan Pengupahan 

Nasional (Depenas), Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov), dan Dewan 

Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko). Namun, Pasal 2 menyebut 

bahwa Dewan Pengupahan hanya terdiri dari Depenas dan Depeprov. 

Sedangkan Depekab/Depeko dibentuk apabila diperlukan saja. Artinya, 

peraturan yang terbaru ini secara tidak langsung menyatakan bahwa 

keberadaan Depekab/Depeko tidak urgen. Ketiadaan kewajiban bagi 

pemerintah kabupaten/kota dalam membentuk Depekab/Depeko 

mengakibatkan missing link dalam proses penetapan upah minimum. Proses 

penentuan upah minimum yang seharusnya bermula dari tingkat 

pemerintahan yang paling bawah  

Indikasi perubahan ini sebenarnya dapat dilihat dari penggunaan 

nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada mulanya, 

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggunakan nomenklatur 

“… dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota”. 

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah rumusan pasal 

tersebut menjadi “… dibentuk dewan pengupahan”. Penyebutan frasa Dewan 

Pengupahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pun sangat 

minim. Frasa Dewan Pengupahan hanya dapat ditemukan di dalam rumusan 

Pasal 98 yang terdiri dari 3 ayat. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2013 yang semula juga menyebut soal Dewan Pengupahan dihapus oleh 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

Dihapuskannya Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 

berimplikasi kepada ambiguitas kewajiban gubernur untuk memperhatikan 

rekomendasi Dewan Pengupahan dalam menentukan upah minimum. 

Padahal, pasal tersebut menjadi landasan utama bagi Dewan Pengupahan 

dalam menjalankan tugasnya yaitu memberi saran dan rekomendasi. Apabila 

pada praktiknya peran Dewan Pengupahan benar-benar dikerdilkan maka 

proses penentuan upah minimum menjadi tidak deliberatif dan aspiratif. 
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Bisa jadi eksistensi Dewan Pengupahan hanya menjadi “tukang stempel” atas 

rekomendasi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota 

setiap tahunnya supaya gubernur memiliki legitimasi.105 

3. Analisis Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak kepada persaingan 

usaha dalam lingkup nasional dan internasional. Dalam menghadapi kondisi 

seperti ini, pemberi kerja akan lebih memilih menggunakan tenaga kerja yang 

profesional dan telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Pada sisi lain, 

terkadang tenaga kerja lokal tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan 

oleh pemberi kerja sehingga penggunaan TKA menjadi tidak terhindarkan. 

Hubungan kausalitas ini dapat menjelaskan bahwa datangnya TKA tidak 

hanya disebabkan karena pengiriman tenaga kerja dari negara asal 

melainkan juga disebabkan oleh permintaan tenaga kerja dari negara yang 

dituju.106 Antisipasi dari pemerintah Indonesia untuk menghindari 

penggunaan TKA yang berlebihan dan TKA ilegal adalah dengan membuat 

produk hukum yang membatasi penggunaan TKA.  

Regulasi seperti itu dapat melindungi tenaga kerja lokal yang juga 

membutuhkan lapangan pekerjaan. Langkah-langkah ini juga merupakan 

upaya untuk memanifestasikan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. Ayat tersebut bermakna bahwa negara memiliki tanggung 

jawab untuk menyediakan sarana pendukung dalam mendapatkan 

pekerjaan bagi setiap warga negaranya, dengan cara menciptakan lapangan 

kerja seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya dalam rangka mengurangi 

jumlah pengangguran di Indonesia.107  

Produk hukum yang mengatur terkait penggunaan TKA terus 

mengalami dinamika. Peraturan perundang-undangan pertama yang yang 

                                                     
105Teri L. Caraway, Dkk, 2019, Politicizing The Minimum Wage: Wage Councils, Worker 

Mobilization, And Local Elections In Indonesia, Journal Politics & Society, Vol. 47, No. 2, hlm. 

251-276 
106Nevey Varida Ariani, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di 

Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.18, No1, 2018, hlm. 116 
107Riza Fauziah Djazuli, 2021, Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Indonesia, 

Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, hlm. 3 
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mengatur secara khusus tentang hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1958. Undang-undang tersebut kemudian dicabut dengan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1997. Memasuki masa reformasi, pengaturan tentang TKA 

diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penggunaan TKA 

terletak pada Bab VIII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya pada 

Pasal 42 sampai dengan Pasal 49.  

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan 

bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis 

(IMTA) dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Di sisi lain, terdapat larangan 

mempergunakan TKA bagi pemberi kerja orang perseorangan. Apabila dua 

ketentuan tersebut dilanggar maka pemberi kerja akan dijatuhi sanksi 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai ketentuan 

Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebabkan 

perubahan pada rumusan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2013. Dari yang semula pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari 

menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasca perubahan, pemberi kerja justru 

wajib memiliki rencana penggunaan TKA (RPTKA) yang disahkan oleh 

pemerintah pusat ketika hendak mempekerjakan TKA. RPTKA adalah 

rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu 

tertentu.108 RPTKA disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 109 

Perubahan ini sebenarnya sudah berlaku sejak berlakunya Peraturan 

Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Di mana Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 

20 Tahun 2018 menghapus penggunaan IMTA dan menggunakan RPTKA 

                                                     
108Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing 
109Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing 
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sebagai izin untuk mempekerjakan TKA.110 Ketentuan demikian tidak 

berlaku bagi:111 

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau 

pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; 

atau 

c. Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Keda pada jenis 

kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, 

Perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan 

penelitian untuk jangka waktu tertentu 

Selain wajib memiliki RPTKA, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mewajibkan pemberi 

kerja TKA untuk: 

a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja 

Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih 

keahlian dari TKA; 

b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja 

Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan 

kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan 

c. Memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya 

berakhir. 

Yang menjadi persoalan adalah IMTA dan RPTKA adalah dua hal yang 

berbeda, RPTKA merupakan syarat untuk mendapatkan izin sedangkan IMTA 

merupakan dokumen pelengkap dari suatu prosedur/proses administrasi 

bagi pemberi kerja yang ingin mempekerjakan TKA di Indonesia. Selain itu, 

dengan hanya dibutuhkannya RPTKA tanpa perlu memiliki IMTA akan 

mempermudah masuknya TKA ke Indonesia.112 Kemudahan ini akan 

                                                     
110Fithriatus Shalihah, 2021, Kajian Tentang Penghapusan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Prosiding 

Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara, hlm. 226 
111Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 
112Fithriatus Shalihah, 2021, Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 3, hlm. 
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berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia sebab 

semakin menipisnya kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Kondisi ini 

tentu kontradiktif dengan tujuan dari hukum ketenagakerjaan yaitu 

melindungi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. 

 

4.1.3 Desain Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang 

Kemudahan, Pelindungan, Serta Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah 

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan 

dampak bagi kebijakan dan regulasi di bidang kemudahan, pelindungan, 

serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Setidaknya terdapat 2 (dua) undang-undang yang terdampak dalam bidang 

ini yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Perubahan, 

penghapusan dan/atau penambahan pengaturan baru terhadap kedua 

undang-undang tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Analisis 

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di 

bidang koperasi dan UMKM pasca penetapan UU 6/2023 dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun koperasi bertujuan 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.113 Koperasi, 

baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha 

berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan 

                                                     
113Febrianto, Dita, Malicia Evendia, dan Ria Wierma Putri, 2022, Hukum Koperasi dan 

UMKM Pasca UU Cipta Kerja 
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makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 

tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.114 

Kondisi pandemi Covid-19 yang telah berdampak besar pada 

perekonomian, mengharuskan pemerintah termasuk pemerintah daerah 

mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka pecepatan pemulihan 

ekonomi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai bentuk 

kebijakan hukum oleh pemerintah pusat, membawa implikasi hukum 

yang menjadi jalan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah 

kebijakan hukum bagi pengembangan Koperasi.115 

Pemerintah daerah memiliki peran dan kewenangan dalam upaya 

mengembangkan Koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM sebagai salah 

satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan 

utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya 

sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi 

rakyat. Oleh karenanya, sangat diperlukan peran pemerintah daerah 

dalam mewujudkannya.116 

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 

terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk 

membangun wilayahnya sendiri. Daerah telah diberi kewenangan untuk 

membangun daerah serta memiliki kewenangan untuk membuat 

kebijakan perencanaan pembangunan beserta peraturan-perundang-

undangan yang mengaturnya, termasuk dalam Perlindungan Koperasi.117 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah 

Berdasarkan perspektif pelaku usaha UMKM, terdapat beberapa 

faktor yang menghambat perkembangan UMKM antara lain faktor 

                                                     
114Dasar Menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
115Ibid. 
116Ibid. 
117Ibid. 
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perizinan, permodalan, pengelolaan keuangan, dan sumber daya 

manusia.118 Ketidakpastian prosedur dan lemahnya koordinasi antar 

lembaga dalam perizinan UMKM menjadikan iklim usaha tidak kondusif 

sehingga mengakibatkan UMKM sulit untuk bersaing. Selain itu, pelaku 

UMKM selalu dihadapkan pada keterbatasan atas akses permodalan 

karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Meskipun dari segi kuantitas 

pelaku UMKM terus mengalami peningkatan, namun dari segi kualitas dan 

produktivitas justru cenderung mengalami stagnasi. Hal tersebut 

dilatarbelakangi oleh rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia,  

keterbatasan  dalam manajemen  keorganisasian,  penguasaan  teknologi,  

pemasaran  UMKM, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan dalam 

UMKM.  

Untuk mengatasi problematika yang dihadapi oleh pelaku UMKM 

tersebut, diperlukan keberpihakan dari pemerintah berupa kemudahan, 

pelindungan dan pemberdayaan pelaku UMKM. Beberapa terobosan 

kebijakan pemerintah dalam rangka menstimulasi perkembangan di 

bidang UMKM antara lain dapat diidentifikasi di dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai berikut: 

a. Penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem 

pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 87); 

b. Pembebasan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro dan pemberian 

keringanan biaya perizinan berusaha bagi usaha kecil (Pasal 87);  

c. Penyediaan pembiayaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

bagi usaha mikro dan kecil (Pasal 87); 

d. Pemberian hibah, pengusahaan bantuan luar negeri dan sumber 

pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat oleh pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah untuk usaha mikro dan kecil (Pasal 87); 

                                                     
118Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata, 2022, Analisis UU Cipta 

Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, hlm. 

905 



 

92 

 

e. Penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan UMKM yang 

terintegrasi sebagai basis data tunggal UMKM oleh pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah (Pasal 88); 

f. Pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster 

melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

pemangku kepentingan terkait (Pasal 89); 

g. Fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap kegiatan 

kemitraan usaha menengah, usaha besar dengan koperasi, usaha 

mikro, dan usaha kecil untuk meningkatkan kompetensi dan level 

usaha (Pasal 90); 

h. Penerbitan nomor induk berusaha (NIB) oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagai 

perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha (Pasal 91); 

i. Penyederhanaan administrasi perpajakan bagi usaha mikro dan kecil 

dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah (Pasal 

92); 

j. Kemudahan dan penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan 

hak kekayaan intelektual, kemudahan impor serta fasilitasi ekspor oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 94); 

k. Pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) untuk mendukung 

pendanaan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan dan 

pengembangan UMKM (Pasal 95); 

l. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi usaha mikro dan kecil 

(Pasal 96); 

m. Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 

mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa 

usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri 

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 

n. Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 

memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan 

sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan bagi usaha mikro 

dan kecil (Pasal 98); 
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o. Penyelenggaran inkubasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat (Pasal 99); 

p. Pendampingan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia 

usaha untuk mengakses pembiayaan alternatif UMKM pemula, 

pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintahan,  dana 

bergulir, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Pasal 102); 

q. Kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD 

dan/atau badan usaha swasta untuk mengalokasikan penyediaan 

tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan usaha mikro 

dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat 

perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur 

publik (Pasal 104); 

 

4.1.4 Desain Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang 

Kemudahan Berusaha 

Pasca penetapan UU 6/2023 mengimplikasikan perubahan terhadap 

regulasi dalam bidang kemudahan berusaha yang berdampak pada diubah, 

dihapus, atau ditetapkannya ketentuan baru dari 12 undang-undang. 

Diantara perubahan materi muatan tersebut terdapat ketentuan yang 

berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah (provinsi, 

kabupaten/kota). Berikut disajikan analisis perubahan ketentuan dalam 

bidang kemudahan berusaha yang berkaitan dengan pemerintahan daerah 

melalui kerangka matriks sebagai berikut: 

1. Identifikasi Dampak Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca 

UU Cipta Kerja Pada Aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas 

Pasal 109 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 7 Ayat (7) UU 

Perseroan Terbatas yang mengatur pengecualian atas ketentuan 

pendirian perseroan yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih 

yaitu untuk: a.) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau 

b.) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, 

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. 
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Namun dalam UU Cipta Kerja perubahan tersebut dilakukan 

dengan menambah badan usaha milik daerah sebagai objek pengecualian 

atas pendirian perseroan minimal oleh 2 (dua) orang. Perubahan 

ketentuan ini berdampak pada regulasi pendirian perseroan milik daerah 

(Perseroda) yang tidak harus melalui pendirian oleh 2 (dua) orang atau 

lebih. Artinya, Pemerintah Daerah dapat langsung mendirikan BUMD 

yang berbentuk perseroan. 

2. Identifikasi Dampak Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca 

UU Cipta Kerja Pada Aspek Pencabutan Staatsblad Tahun 1926 

Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang 

Undang-Undang Gangguan 

Undang-Undang Gangguan mengatur tentang penetapan izin 

gangguan terhadap usaha yang berpotensi menyebabkan gangguan baik 

dari aspek lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. 

Kewenangan penerbitan izin tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Gubernur khusus wilayah Provinsi DKI Jakarta, 

melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  

Pasal 110 UU Cipta Kerja telah mencabut peraturan tersebut 

sehingga Pemerintah Daerah (dalam hal ini Bupati/Walikota dan 

Gubernur khusus DKI Jakarta) tidak berwenang lagi menerbitkan izin 

gangguan kepada perseorangan atau badan yang ingin mendirikan usaha 

yang dapat menyebabkan gangguan. Penetapan izin gangguan oleh 

Pemerintah Daerah sebelumnya juga diatur dalam Permendagri No. 27 

Tahun 2009 jo. Permendagri No. 22 Tahun 2016 namun telah dicabut 

dengan Permendagri No. 19 Tahun 2017. Konsideran Permendagri 

tersebut beralaskan bahwa penetapan izin gangguan di daerah sudah 

tidak relevan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan 

berusaha (ease of doing business). 

Dengan kondisi tersebut, pencabutan terhadap Staatsblad Tahun 

1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang 

Undang-Undang Gangguan pada dasarnya tidak berimplikasi apapun 

terhadap pemerintah daerah. 
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3. Identifikasi Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca UU Cipta 

Kerja Pada Aspek UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah 

Selain mengubah ketentuan UU lain, UU Cipta Kerja juga 

menetapkan ketentuan baru terkait perpajakan dan retribusi daerah 

dalam rangka memudahkan kegiatan berusaha dengan mengacu pada UU 

No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Penegasan tersebut tersurat dalam Pasal 114 yang berbunyi: 

“Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi 

daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah.” 

Penetapan UU No. 1 Tahun 2022 merupakan bentuk 

penyempurnaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah dengan 

menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui 

hubungan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. UU 

tersebut dibangun dengan empat pilar utama, yaitu: 

1) Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya 

nasional yang efisien, 

2) Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan 

horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, 

3) Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta  

4) Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk 

penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga 

kesinambungan fiskal. 

Di samping melakukan restrukturisasi sistem perpajakan dan 

retribusi daerah dan penyempurnaan hubungan keuangan, UU No. 1 

Tahun 2022 juga menyediakan pengaturan pajak dan retribusi dalam 

rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi. 

Pasal 101 UU No. 1 Tahun 2022 mendelegasikan kewenangan 

kepada kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk dapat 

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang ada di daerahnya. 
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Insentif fiskal tersebut dapat berupa pengurangan, keringanan, dan 

pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau 

sanksinya. Pengaturan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) yang mengatur terkait 

pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;  

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, 

kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena 

adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau 

pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; 

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra 

mikro;  

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai 

program prioritas Daerah; dan/atau 

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program 

prioritas nasional. 

Keberadaan pengaturan mengenai insentif fiskal untuk pelaku 

usaha dalam UU HKPD dan PP KUPDRD tersebut, pada dasarnya turut 

melengkapi pengaturan sebelumnya yang telah ada pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Berinvestasi di Daerah. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah 

tersebut sebelumnya telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dalam 

rangka untuk menarik investasi ke daerah bisa memberikan insentif 

berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan 

retribusi daerah.119 

 

4.1.5 Desain Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang 

Dukungan Riset dan Inovasi 

                                                     
119Periksa Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang 

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah. 
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Implementasi Pemerintahan memerlukan reformasi dan inovasi di 

berbagai hal terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan 

publik Pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemerintah yang diberi 

izin oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

setempat baik dalam pelayanan esensial maupun dalam serta dalam 

pengembangan non-esensial , kita harus berhadapan dengan kedua belah 

menghadapkan Ketersediaan teknologi dan ketersediaannya sebagai sumber 

daya di setiap wilayah daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien 

sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan 

memberikan Peningkatan pelayanan masyarakat dapat dicapai melalui 

Inovasi Daerah mengacu pada segala bentuk inovasi Inovasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah daerah diharapkan dapat 

melakukan berbagai pengembangan melalui inovasi yang diharapkan antara 

sebagai berbagai pengelolaan pemerintahan inovasi, penyelenggaraan 

pelayanan lain dan pengembangan produk lokal berkualitas dan bernilai 

ekonomi pelayanan publik, dan pengembangan produk lokal yang 

berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi. 

Penerapan otonomi daerah memberikan pencapain yang besar dalam 

pembangunan daerah di Indonesia. Hal ini merupakan rangkain dari 

berkembangnya kehidupan berdemokrasi dalam suatu negara untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik dan responsif sebagai mewujudkan peran 

dari otonomi daerah itu sendiri. Adanya penerapan otonomi daerah dapat 

melahirkan kreativitas dan inovasi di daerah dalam memperkuat 

pembangunan ekonomi daerah dan mampu memberikan peluang yang besar 

dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah, sehingga setiap daerah 

memiliki kesempatan yang sama untuk berkreasi dan berinovasi dalam 

mewujudkan daya saing daerah yang lebih tinggi, tentu hal ini sejalan dengan 

prinsip Good Governance atau Pemerintahan yang baik untuk memberikan 

jaminan terhadap hak atas kreatifitas, persamaan di dalam hukum dan 

pemerintahan dan hak atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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yang diamanatkan oleh oleh Undang-Undang Dasar  Negara Republik 

Indonesia (selanjutnya disebut dengan UUD NRI) Tahun 1945.120  

Pemerintah Indonesia pada hakikatnya bertujuan melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, sebagaimana hal tersebut merupakan amanat yang ada di dalam 

paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

 Upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka dibentuklah Negara 

Republik Indonesia dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai pandangan 

hidup dan filosofi bangsa Indonesia yang terdiri dari Ketuhanan yang Maha 

Esa, kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila 

dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 

1945. Berikut penulis melakukan telaah dengan membuat skema 

Harmonisasi Peraturan tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dengan 

Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai berikut; 

                                                     
120Reynold Simandjuntak, 2016, Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, Jurnal De Jure, Vol. 7, No. 1, hlm. 57-
67 
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Skema 3.  

Harmonisasi Peraturan tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah 

dengan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

 
Sumber: Diolah Penulis 

 

Berdasarkan skema di atas, penulis menganalisis bahwa telah terdapat 

harmonisasi aspek pengaturan Penyelenggaraan Inovasi Daerah dengan 

Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dalam dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai warga 

bangsa kita meyakini bahwa hakikat terbentuknya Negara  Kesatuan 

Republik Indonesia merupakan anugerah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha 

Esa. Dalam konteks bernegara kita meyakini pula bahwa Manusia sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan menjalankan pesan-pesan kewahyuan sebagai 

pemimpin dan pengelolaan di muka bumi agar tercipta persatuan dan 

perdamaian yang sejati. 

Maka dari itu bernegara merupakan bagian dari fitrah manusia agar 

antara manusia yang satu dengan lainnya bersatu padu bergotong royong 

untuk mencapai tujuan bersama yaitu keadilan, kesetaraan, persamaan, 
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kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kendati demikian manakala 

terjadi perselisihan terhadap upaya penyelesaian dilakukan dengan arif dan 

bijaksana. Untuk mewujudkan nilai-nilai kerakyatan maka dibutuhkanlah 

kepemimpinan yang dilaksanakan secara hikmat kebijaksanaan dengan 

mengedepankan musyawarah untuk mufakat untuk merumuskan kebijakan 

Inovasi Daerah dimaksud menjadikan bangsa Indonesia pada umumnya dan 

Pemerintahan Daerah pada khususnya sebagai bangsa yang berkeadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Sehubungan dengan uraian diatas maka, Pemerintahan (di dalamnya 

terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) lahir sebagai 

instrumen untuk mencapai tujuan dari pada Negara yang diamanatkan oleh 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian maka di dalam praktek 

penyelenggaraan Negara melahirkan adanya dimensi komitmen Pemerintah 

Kota Mojokerto dalam implementasi Inovasi Daerah tidak terlepas dari 

pelaksanaan atas tanggung jawab sebagaimana dimaksud. 

Aspek yang terpenting sebenarnya dalam Inovasi Daerah adalah peran 

negara dalam menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang 

berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah 

satu tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai daerah 

otonom. Indikator kesejahteraan masyarakat tercermin antara lain dari 

peningkatan di bidang perekonomian maupun sosial budaya. Peningkatan di 

bidang tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek 

hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, 

potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan 

global. 

Ketentuan mengenai bidang inovasi merupakan salah satu muatan 

dalam ketentuan UU Cipta Kerja. Sebelum lahirnya UU Cipta Kerja, 

pemerintah telah mengatur masalah inovasi yang ada di daerah sebagaimana 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) pada pasal 386 ayat (1) yang 

berbunyi bahawa; 
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        “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan inovasi.” 

Berdasarkan pasal tersebut mengartikan bahwasannya Pemerintah 

daerah memiliki kewenangan dalam berinovasi. Tujuan dari Inovasi Daerah 

ini dalam rangka peningkatan kinerja, penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, Inovasi Daerah 

memiliki keberagaman versi dan mencakup segala bidang baik pelayanan 

publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi lainnya. Sehingga 

kebijakan mengenai inovasi tidak hanya menjadi wewenang Pemerintah 

Pusat namun juga Pemerintah Daerah. Selain UU 23 Tahun 2014 juga 

terdapat dukungan pengaturan yakni pada UU 11 Tahun 2019 tentang 

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (selanjutnya disebut UU 

Sisnasiptek) yang berbunyi :  

Pasal 34  

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib 
mengembangkan Invensi dan Inovasi.  

(2) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditujukan untuk:  

a. menjadi solusi permasalahan nasional; 
b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks 

teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan 

estetika; dan 
c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau 

proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.  
(3) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihasilkan dari:  
a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan 

Pengembangan; 

b. Alih Teknologi; 
c. rekayasa balik;  

d. intermediasi Teknologi.;  
e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

dan/atau 
f. Komersialisasi Teknologi.  

(4) Ketentuan mengenai Invensi dan Inovasi diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Tidak hanya itu saja ketentuan kewajiban Pemerintah Pusat dan 

Daerah dalam inovasi tertuang pada Pasal 36 yang menyebutkan bahwa; 

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib 

menggunakan hasil invensi dan Inovasi nasional.” 
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Berpijak mengenai hal tersebut, memang sejatinya sudah ada 

pengaturan dan andil dari Pemerintah Daerah untuk melakukan Inovasi. 

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah secara struktural Pemerintah 

Daerah berada pada koordinasi Pemerintah Pusat. Adanya kebijakan dari 

Pemerintah Pusat dalam memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap 

pelayanan masyarakat untuk mengatur daerahnya masing-masing melalui 

kegiatan Inovasi Daerah untuk diaplikasikasikan di era globalisasi saat ini.121 

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menempatkan peran dan 

kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melaksanakan riset, invensi 

dan inovasi yang tertuang pada pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa; 

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib 

mengembangkan Invensi dan Inovasi” 

Pengembangan invensi dan inovasi tidak hanya dilakukan di tingkat 

pusat saja, melainkan juga harus ditingkat daerah sebagai upaya 

memaksimalkan potensi kearifan lokal di setiap daerah guna menjadi solusi 

permasalahan di setiap daerah, menghasilkan nilai tambah dari produk 

dan/atau proses produksi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya.122  

 Adapun pengertian inovasi menurut Alan William dalam bukunya 

Creativity, Invention and Innovation sebagaimana dikutip Nana bahwa 

“Innovation can be described as the art of applying the new and the better, and 

more specifically the process by which entrepreneurs are catalyst for change 

by converting opportunities into marketable realities”,123 dengan demikian, 

inovasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana berawal dari 

hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang 

memiliki unsur kebaruan berupa produk, jasa dan yang lainnya serta dapat 

                                                     
121Doo-Rae Kim And Jong-Han Yoon, 2018, Decentralization, Government Capacity, And 

Environmental Policy Performance: A Cross-National Analysis, International Journal Of Public 

Administration, Vol. 41, No. 13, hlm. 158 
122Thomas B. Pepinsky And Maria M. Wihardja, 2011, Decentralization And Economic 

Performance In Indonesia, Journal Of East Asian Studies, Vol. 11, No. 3, hlm. 363 
123William dalam Nana Herdiana, 2013, Manajemen Bisnis Syariah Dan 

Kewirausahaan, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 209 
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membantu mengatasi berbagai masalah, hal ini dipaparkan pada skema 

pelaksanaan Inovasi Daerah sebagai berikut: 

Gambar 3. 

Proses Inisiatif Inovasi Daerah 

 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016 

Berdasarkan skema diatas menjelaskan tentang perkembangan dan 

implementasi inovasi yang dipengaruhi oleh aktor atau pelaku yang ada 

dalam sebuah komunitas (baik di tingkat perusahaan, daerah maupun 

negara) tersebut berperan. Upaya mensinergikan aktivitas yang sangat 

beragam dari berbagai aktor yang berperan dalam inovasi diperlukan adanya 

sistem, sistem tersebut disebut sistem inovasi. Sistem inovasi bisa terjadi 

dalam tataran mikro perusahaan (sistem inovasi sektor atau kluster 

industri),  tataran daerah (sistem Inovasi Daerah), maupun dalam tataran 

nasional (sistem inovasi nasional).124  

Secara perkembangannya sistem inovasi nasional sudah menjadi 

rencana nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, perencanaan tersebut untuk penguatan sistem 

inovasi nasional yang menjadi fokusan utama pemerintah dalam 

                                                     
124Tim BPPT, 2012, Naskah Akademik Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional, 

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Jakarta: BPPT. 
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mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan 

beradab.125  

Selain hal tersebut, terdapat peraturan turunan dari UU 23 tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah yang mencoba melengkapi mengenai 

pengaturan Inovasi Daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2017 Tentang Inovasi Daerah. Pada tahun 2020 keluarlah regulasi baru yang 

mengatur mengenai Inovasi yakni UU No 11 Tahun 2020 sampai dengan 

rezim UU Nomor 6 Tahun 2023 tepatnya pada BAB V KEWAJIBAN 

PELAYANAN UMUM, RISET, DAN INOVASI Pasal 121 Ketentuan Pasal 48 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 (Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

63741). Berikut disajikan tabel matriks identifikasi dampak hubungan pusat 

dan daerah pasca penetapan UU Cipta Kerja dalam bidang Inovasi Daerah,  

sebagaimana berikut: 

Tabel 8.  

Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja 

dalam Bidang Inovasi Daerah 

                                                     
125 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Dan 

Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintah, 2021, Naskah Akademik Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. 

No UU 11/2019 UU Cipta Kerja 
11/2020 

UU Cipta Kerja 
6/2023 

Dampak 

 Undang-undang 

Nomor 11 tahun 

2019 tentang sistem 

nasional ilmu 
pengetahuan dan 

teknologi pada 

pasal 48 ayat (2) 
yang berbunyi; 

“Badan riset dan 
inovasi nasional 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1) dibentuk 
oleh Presiden.” 

Pasal 48 ayat (2) 

diubah sehingga 

berbunyi; 

“Untuk 
menjalankan 
Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan, serta 
Invensi dan 
Inovasi yang 
terintegrasi di 
daerah, 
Pemerintah 

Daerah 

membentuk 

badan” 

Pasal 48 ayat (2) 

diubah sehingga 

berbunyi; 

“Untuk 
menjalankan 
Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan, serta 
Invensi dan 
Inovasi yang 
terintegrasi di 
daerah, 
Pemerintah 

Daerah 

membentuk 

badan” 

Inovasi dapat berupa 

ide, cara-cara ataupun 

objek yang 

dipersepsikan oleh 
seseorang sebagai 

sesuatu yang baru. 

Inovasi juga sering 
dugunakan untuk 

merujuk pada 

perubahan yang 
dirasakan sebagai hal 

yang baru oleh 

masyarakat yang 
mengalami. Namun 

demikian, dalam 

konteks pemasaran dan 
konteks perilaku 

konsumen inovasi 

dikaitkan dengan 
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produk atau jasa yang 

sifatnya baru. Baru 

untuk merujuk pada 
produk yang memang 

benar-benar belum 

pernah ada sebelumnya 
di pasar dan baru 

dalam arti ada hal yang 

berbeda yang 
merupakan 

penyempurnaan atau 

perbaikan dari produk 
sebelumnya yang 

pernah ditemui 

konsumen di pasar. 

Kata inovasi dapat 

diartikan sebagai 
“proses” atau “hasil” 

pengembangan dan 

atau pemanfaatan atau 
mobilisasi 

pengetahuan, 

keterampilan 
(termasuk 

keterampilan 

teknologis) dan 
pengalaman untuk 

menciptakan atau 

memperbaiki produk, 
proses yang dapat 

memberikan nilai yang 

lebih berarti. Menurut 

Rosenfeld dalam 
Sutarno,41 inovasi 

adalah transformasi 

pengetahuan kepada 
produk, proses dan jasa 

baru, tindakan 

menggunakan sesuatu 
yang baru. Namun 

menurut Fontana, 

inovasi adalah 
kesuksesan ekonomi 

dan sosial berkat 

diperkenalkannya cara 

baru atau kombinasi 
baru dari cara-cara 

lama dalam 

mentransformasi input 
menjadi output yang 

menciptakan 

perubahan besar dalam 
hubungan antara nilai 

guna dan harga yang 

ditawarkan kepada 
konsumen dan/atau 

pengguna, komunitas, 

sosietas dan 

lingkungan. 
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Berpijak pada amanat 

UU No 11 Tahun 2020 

sampai dengan rezim 
UU Nomor 6 Tahun 

2023 tepatnya pada 

BAB V KEWAJIBAN 
PELAYANAN UMUM, 

RISET, DAN INOVASI 

Pasal 121 yang 
mengubah ketentuan 

pada pasal pasal 48 

ayat (2) pada UU Sistem 
Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan 

Teknologi bahwa Untuk 
menjalankan Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan, serta 
Invensi dan Inovasi 
yang terintegrasi di 
daerah, Pemerintah 

Daerah membentuk 
badan. Impact 

pengaturan tersebut 

telah diatur dalam 
ketentuan pada 

Peraturan Presiden 

Nomor 78/2021 
Tentang Badan Riset 

dan Inovasi Nasional 

pada pasal 1 ayat (1) 
yang menyebutkan 

bahwa; 

“Badan Riset dan 
lnovasi Nasional yang 

selanlutnya disingkat 
BRIN adalah lembaga 
pemerintah yang 
berada di bawah dan 
bertanggung jawab 
kepada Presiden dalam 
menyelenggarakan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 

penerapai, serta lnvensi 
dan inovasi, 
penyelenggaraan 
ketenaganukliran, dan 
penyelenggaraan 
kealtariksaan 
yang terintegrasi.” 
Tidak hanya itu saja, 

ketentuan pada Badan 
Riset dan Inovasi 

Daerah (selanjutnya 

disebut dengan 
BRIDA) juga dimuat 



 

107 

 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat di runtutkan bahwa Bentuk 

implementasi dari pengembangan inovasi tersebut, Presiden Joko Widodo 

pada Perpres 78/2021 

pada pasal 1 ayat (3) 

yang menyebutkan 
bahwa  

““Badan Riset dan 
Inovasi Daerah yang 
selanjutnya disingkat 
BRIDA adalah 
perangkat daerah yang 
menyelenggarakan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, serta 
invensi dan inovasi 
yang terintegrasi di 
daerah.” 
Berdasarkan pasal 

tersebut, hal ini dapat 
diartikan bahwa 

Pemerintah Daerah 

dapat membentuk 
BRIDA untuk 

menjalankan fungsi 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 
yaitu dalam bidang 

penelitian dan 

pengembangan.  
Sehingga, terbentuknya 

BRIDA selaras dengan 

Perubahan pada UU 
6/2023 Tentang Cipta 

Kerja, pasal 48 ayat (2) 

yang memberikan 
penegasan bahwa 

Pemerintah Daerah 

memiliki kewenangan 

untuk menjalankan 
Penelitian, 

Pengembangan, 

Pengkajian dan 
Penerapan, serta 

Invensi dan Inovasi 

yang terintegrasi di 
daerah melalui 

membentuk badan 

riset dan Inovasi 
Daerah sebagai upaya 

untuk 

memaksimalkan 

potensi daerah itu 
sendiri. 
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membentuk Badan Riset Inovasi Nasional (selanjutnya disebut BRIN)126. 

Sedangkan aturan untuk membentuk Badan Riset Inovasi Daerah 

(selanjutnya disebut BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah127 yang 

termuat pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset 

dan Inovasi Nasional sebagaimana turunan pada UU No 11 Tahun yang 

pengaturannya sama dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023.  

Perubahan dari pasal yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) 

tersebut memberikan penegasan bahwa Pemerintah Daerah memiliki 

kewenangan untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan 

Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah melalui 

membentuk badan riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai upaya untuk 

memaksimalkan potensi daerah itu sendiri. 

Jika menilik kembali terdapat keterkaitan hubungan dari Pemerintah 

Pusat dan Daerah dalam dukungan riset dan inovasi melalui BRIN dan 

BRIDA untuk saling bersinergi satu sama lain, hal ini secara aturannya 

sudah termuat pada UU Sisnasiptek pada pasal 33 ayat (2) yang 

menyebutkan bahwa;  

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi 
dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi Teknologi, 
kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan 

kesiapan dan keunggulan daerah.” 

Tidak hanya itu, aturan turunan dari UU tersebut melalui Peraturan 

Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN juga menegaskan secara 

teknis pelaksanaannya kepada Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang 

termuat pada pasal 34 yang berbunyi bahwa; 

                                                     
126Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 

pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Badan Riset dan Inovasi Nasional yang 
selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, 
dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.” 

127Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 

pada Pasal 66 Ayat (1) yang menyebutkan Bahwa “BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.” 
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“Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai 
tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendahan penelitian, pengembangan, pengkajian, 
dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang 

dilaksanakan BRIDA” 

Selanjutnya, secara fungsi BRIN memiliki tanggung jawab untuk 

memantau pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi BRIDA.128 Sehingga diharapkan dari hubungan secara teknis antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menjadi penguatan yang besar dalam 

menciptakan inovasi yang berwawasan global demi pembangunan 

keberlanjutan.    Dampak regulasi dengan adanya UU Cipta Kerja selain 

dengan adanya  Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 juga ada 2 

peraturan lainnya sebagai regulasi penguatan dalam sektor inovasi daerah 

yakni  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang 

Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah 

yang dikeluarkan pada  tanggal  2 Mei 2023 dan Peraturan Badan Riset Dan 

Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi 

Di Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2023. 

 

4.1.6 Desain Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang 

Pengadaan Tanah 

Pasca penetapan UU No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja setidaknya 

mengubah 2 undang-undang pada klaster pengadaan tanah yakni Undang-

Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perubahan tersebut 

tidak menghapus ketentuan dalam peraturan lama, karena pada dasarnya 

hanya menambah dan merubah beberapa isi pasal saja, yang mana berkaitan 

dengan penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum, 

penambahan jangka waktu penetapan lokasi, Penitipan Ganti Kerugian, dan 

upaya percepatan pengadaan tanah yang berkaitan dengan proyek strategis 

                                                     
128Pasal 4 Huruf K pada Peraturan Presiden Nomot 78 Tahun 2021 Tentang Badan 

Riset Inovasi Nasional  
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nasional seperti penyelesaian status kawasan hutan, percepatan pengadaan 

tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, dan tanah aset. 

Dilakukannya perubahan tersebut agar memberikan kemudahan 

dalam proses pengadaan tanah, terdapat beberapa hal yang belum secara 

tegas diatur diantaranya yaitu penetapan lokasi yang diterbitkan oleh 

Gubernur, penyesuaian dengan tata ruang, izin pelepasan objek pengadaan 

tanah yang masuk ke kawasan hutan, tanah wakaf, Tanah Kas Desa (TKD), 

tanah aset instansi, serta pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional 

(PSN) yang belum termasuk jenis kepentingan umum, sehingga direvisi 

dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi meski memberi kemudahan 

dalam pengadaan lahan, perubahan tersebut juga memiliki dampak pada 

hubungan pusat dan daerah dalam ruang lingkup pengadaan tanah pasca 

penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut disajikan tabel matriks 

identifikasi dampak hubungan pusat dan daerah pasca penetapan UU Cipta 

Kerja dalam bidang Pengadaan Tanah. 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

Tabel 9. 

Dampak Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum 

No Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum 

Dampak Perubahan UU 
Cipta Kerja 

Analisis Dampak 
Perubahan 

1. Pasal 8 
Pihak yang Berhak dan pihak 

yang menguasai Objek 

Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum wajib 

mematuhi ketentuan dalam 

Undang-Undang ini. 

Pasal 8  
(1) Pihak yang Berhak dan 

pihak yang menguasai 

Objek Pengadaan 
Tanah untuk 

Kepentingan Umum 

wajib mematuhi 

ketentuan dalam 
Undang-Undang ini. 

(2) Dalam hal rencana 

Pengadaan Tanah, 
terdapat Objek 

Pengadaan Tanah yang 

masuk dalam kawasan 
hutan, tanah kas desa, 

tanah wakaf, tanah 

 
Berdasarkan 

ketentuan tersebut 

dampak perubahan 
yang dihasilkan 

yaitu dalam aspek 

regulasi dan 

kewenangan. 
Bahwa adanya 

penambahan 

ketentuan terkait 
objek pengadaan 

tanah yang masuk 

dalam kawasan 
hutan, tanah kas 

desa, tanah wakaf, 
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ulayat/tanah adat, 

dan/atau tanah aset 

Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik 

negara, atau badan 
usaha milik daerah, 

penyelesaian status 

tanahnya harus 
dilakukan sampai 

dengan penetapan 

lokasi. 
(3) Penyelesaian 

perubahan kawasan 

hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui 

mekanisme pelepasan 

kawasan hutan atau 
pinjam pakai kawasan 

hutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

di bidang kehutanan. 

(4) Perubahan Objek 
Pengadaan Tanah yang 

masuk dalam kawasan 

hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 
khususnya untuk 

proyek prioritas 

Pemerintah Pusat 
dilakukan melalui 

mekanisme:  

a. pelepasan kawasan 
hutan dalam hal 

Pengadaan Tanah 

dilakukan oleh 
Instansi; atau  

b. pelepasan kawasan 

hutan atau pinjam 

pakai kawasan 
hutan dalam hal 

Pengadaan Tanah 

dilakukan oleh 
swasta. 

tanah ulayat/tanah 

adat, dan/atau 

tanah aset 
Pemerintah Pusat, 

Pemerintah 

Daerah, badan 
usaha milik negara, 

atau badan usaha 

milik daerah. 
Mengenai objek di 

atas Pemerintah 

Daerah memiliki 
kewenangan  baik 

dalam hal perizinan 

maupun pada 

pelaksanaan 
penyelesaian status 

tanahnya. 

  

2. Pasal 10 

Tanah untuk Kepentingan 

Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) digunakan untuk 

pembangunan: 

a. pertahanan dan 
keamanan nasional; 

b. jalan umum, jalan tol, 

terowongan, jalur kereta 
api, stasiun kereta api, 

dan fasilitas operasi 

kereta api; 

Pasal 10 

Tanah untuk Kepentingan 

Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) digunakan untuk 

pembangunan: 

a. pertahanan dan 
keamanan nasional;  

b. jalan umum, jalan tol, 

terowongan, jalur 
kereta api, stasiun 

kereta api, dan fasilitas 

operasi kereta api;  

 

Dampak perubahan 

yang dihasilkan 

yaitu dalam aspek 
regulasi, 

kewenangan, dan 

prosedur 
pelayanan. Bahwa 

tanah yang 

dipergunakan 
dalam 

pembangunan 

untuk kepentingan 
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c. waduk, bendungan, 

bendung, irigasi, saluran 

air minum, saluran 
pembuangan air dan 

sanitasi, dan bangunan 

pengairan lainnya; 
d. pelabuhan, bandar udara, 

dan terminal; 

e. infrastruktur minyak, gas, 
dan panas bumi; 

f. pembangkit, transmisi, 

gardu, jaringan, dan 
distribusi tenaga listrik; 

g. jaringan telekomunikasi 

dan informatika 

Pemerintah; 
h. tempat pembuangan dan 

pengolahan sampah; 

i. rumah sakit 
Pemerintah/Pemerintah 

Daerah; 

j. fasilitas keselamatan 
umum; 

k. tempat pemakaman 

umum 
Pemerintah/Pemerintah 

Daerah; 

l. fasilitas sosial, fasilitas 

umum, dan ruang terbuka 
hijau publik; 

m. cagar alam dan cagar 

budaya; 

c. waduk, bendungan, 

bendurg, irigasi, 

saluran air dan 
sanitasi, dan 

bangunan pengairan 

lainnya;  
d. pelabuhan, bandar 

udara, dan terminal;  

e. infrastruktur minyak, 
gas, dan panas bumi;  

f. pembangkit, transmisi, 

gardu, jaringan, 
dan/atau distribusi 

tenaga listrik;  

g. jaringan 

telekomunikasi dan 
informatika 

pemerintah;  

h. tempat pembuangan 
dan pengolahan 

sampah;  

i. rumah sakit 
Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah;  

j. fasilitas keselamatan 
umum;  

k. permakaman umum 

Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah;  
l. fasilitas sosial, fasilitas 

umum, dan ruang 

terbuka hijau publik;  
m. cagar alam dan cagar 

budaya;  

n. kantor Pemerintah 
Pusat, Pemerintah 

Daerah, atau Desa;  

o. penataan permukiman 
kumuh perkotaan 

dan/atau konsolidasi 

tanah serta 

perumahan untuk 
masyarakat 

berpenghasilan rendah 

dengan status sewa 
termasuk untuk 

pembangunan rumah 

umum dan rumah 
khusus;  

p. prasarana pendidikan 

atau sekolah 
Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah;  

q. prasarana olahraga 

Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah;  

r. pasar umum dan 

lapangan parkir 
umum;  

umum mengalami 

penambahan 

kewenangan 
terhadap pelayanan 

penyelenggaraan 

pengadaan tanah 
khususnya pada 

Pemerintah Daerah. 

Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan 

Umum wajib 

diselenggarakan 
oleh Pemerintah 

dan tanahnya 

selanjutnya dimiliki 

Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah.  
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s. kawasan industri hulu 

dan hilir minyak dan 

gas yang diprakarsai 
dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, 
badan usaha milik 

negara, atau badan 

usaha milik daerah;  
t. kawasan ekonomi 

khusus yang 

diprakarsai dan/atau 
dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik 
negara, atau badan 

usaha milik daerah; 

u. kawasan industri yang 
diprakarsai dan/atau 

dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik 

negara, atau badan 
usaha milik daerah;  

v. kawasan pariwisata 

yang diprakarsai 

dan/atau dikuasai 
oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik 
negara, atau badan 

usaha milik daerah;  

w. kawasan ketahanan 
pangan yang 

diprakarsai dan/atau 

dikuasai oleh 
Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik 

negara, atau badan 
usaha milik daerah; 

dan  

x. kawasan 
pengembangair 

teknologi yang 

diprakarsai dan/atau 
dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, 
badan usaha milik 

negara, atau badan 

usaha milik daerah. 

3. Pasal 19 

1)  Konsultasi Publik 
rencana pembangunan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (3) 

Pasal 19 

1) Konsultasi Publik 
rencana pembangunan 

sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

 

Dampak perubahan 
yang dihasilkan 

yaitu dalam aspek 

regulasi, 
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dilaksanakan untuk 

mendapatkan 

kesepakatan lokasi 
rencana pembangunan 

dari:  

a. Pihak yang Berhak;  
b. pengelola barang milik 

negara/barang milik 

daerah; dan  
c. pengguna barang 

milik negara barang 

milik daerah.  
2) Konsultasi Publik 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan 

dengan melibatkan Pihak 
yang Berhak, pengelola 

barang milik 

negara/barang milik 
daerah, pengguna barang 

milik negara/barang milik 

daerah, dan masyarakat 
yang terkena dampak 

serta dilaksanakan di 

tempat rencana 
pembangunan untuk 

Kepentingan Umum atau 

di tempat yang disepakati.  

3) Pelibatan Pihak yang 
Berhak, pengelola barang 

milik negara/barang milik 

daerah, dan pengguna 
barang milik 

negara/barang milik 

daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilakukan melalui 

perwakilan dengan surat 
kuasa dari dan oleh Pihak 

yang Berhak, pengelola 

barang milik 

negara/barang milik 
daerah, dan pengguna 

barang milik negara 

barang milik daerah atas 
lokasi rencana 

pembangunan. 

4) Kesepakatan 
sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan 

dalam bentuk berita acara 
kesepakatan.  

5) Atas dasar kesepakatan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Instansi 
yang memerlukan tanah 

mengajukan permohonan 

penetapan lokasi kepada 
gubernur. 

18 ayat (3) 

dilaksanakan untuk 

mendapatkan 
kesepakatan lokasi 

rencana pembangunan 

dari Pihak yang 
Berhak. 

2) Konsultasi Publik 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan 

melibatkan Pihak yang 
Berhak dan 

masyarakat yang 

terkena dampak serta 

dilaksanakan di 
tempat rencana 

pembangunan 

Kepentingan Umum 
atau di tempat yang 

disepakati. 

3) Pelibatan Pihak yang 
Berhak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilakukan 
melalui perwakilan 

dengan surat kuasa 

dari dan oleh Pihak 

yang Berhak atas 
lokasi rencana 

pembangunan.  

4) Kesepakatan 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam 
bentuk berita acara 

kesepakatan. 

5) Atas dasar 
kesepakatan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(4), Instansi yang 
memerlukan tanah 

mengajukan 

permohonan 
penetapan lokasi 

kepada gubernur.  

6) Gubernur menetapkan 
lokasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) 

dalam waktu paling 
lama 14 (empat belas) 

hari kerja terhitung 

sejak diterimanya 

pengajuan 
permohonan 

penetapan oleh 

Instansi yang 
memerlukan tanah. 

kewenangan, dan 

kelembagaan. 

Bahwa hasil 
pendataan awal 

lokasi rencana 

pembangunan yang 
digunakan sebagai 

data untuk 

pelaksanaan 
konsultasi publik 

rencana 

pembangunan 
tersebut diperoleh 

kesepakatan 

dengan melibatkan 

instansi yang 
bersangkutan. 

Penambahan dalam 

regulasi tersebut 
memberikan efek 

langsung pada 

kewenangan baik 
Pemerintah Pusat 

maupun 

Pemerintah Daerah 
mengenai pelibatan 

serta perizinan 

dalam perolehan 

kesepakatan lokasi 
rencana 

Pembangunan.  
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6) Gubernur menetapkan 

lokasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) 
dalam waktu paling lama 

14 (empat belas) hari 

terhitung sejak 
diterimanya pengajuan 

permohonan penetapan 

oleh Instansi yang 
memerlukan tanah. 

7) Pihak yang Berhak, 

pengelola barang milik 
negara/barang milik 

daerah, dan pengguna 

barang milik negara 

barang milik daerah yang 
tidak menghadiri 

Konsultasi Publik setelah 

diundang 3 (tiga) kali 
secara patut dianggap 

menyetujui rencana 

pembangunan 
sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1).  

8) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Konsultasi 

Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 

4. - Pasal 19B  

Dalam hal Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan 
Umum yang luasnya 

kurang dari 5 (lima) 

hektare dilakukan 
langsung antara Pihak 

yang Berhak dan Instansi 

yang memerlukan tanah 
sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19A ayat (1), 

penetapan lokasi 
dilakukan oleh 

bupati/wali kota. 

 

Adanya 

penambahan pasal 
yang disisipkan 

diantara Pasal 19 

dan Pasal 20, 
dampak perubahan 

yang dihasilkan 

yaitu dalam aspek 
regulasi, 

kewenangan, dan 

kelembagaan. 
Bahwa Pemerintah 

Daerah dalam hal 

ini Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

memiliki 

kewenangan untuk 

menetapkan lokasi 
pengadaan tanah.  

5. Pasal 46 

1) Pelepasan Objek 

Pengadaan Tanah 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (1) 

dan ayat (2) tidak 

diberikan Ganti Kerugian, 
kecuali: 

Pasal 46 

1) Pelepasan Objek 

Pengadaan Tanah 

sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 

45 ayat (1) dan ayat (2) 

tidak diberikan Ganti 
Kerugian, kecuali:  

 

Berdasarkan 

ketentuan tersebut, 

dampak perubahan 
yang dihasilkan 

yaitu dalam aspek 

regulasi dan 
kewenangan. 
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a. Objek Pengadaan 

Tanah yang 

dipergunakan sesuai 
dengan tugas dan 

fungsi pemerintahan; 

b. Objek Pengadaan 
Tanah yang 

dimiliki/dikuasai oleh 

badan usaha milik 
negara/badan usaha 

milik daerah; 

dan/atau  
c. Objek Pengadaan 

Tanah kas desa. 

2) Ganti Kerugian atas Objek 

Pengadaan Tanah 
sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a 

diberikan dalam bentuk 
tanah dan/atau 

bangunan atau relokasi.  

3) Ganti Kerugian atas Objek 
Pengadaan Tanah 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b 
dapat diberikan dalam 

bentuk sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36.  

4) Ganti Kerugian atas Objek 
Pengadaan Tanah kas 

desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dapat diberikan 

dalam bentuk 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36.  

5) Nilai Ganti Kerugian 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) didasarkan atas 

hasil penilaian Ganti 

Kerugian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 

ayat (2).  

6) Nilai Ganti Kerugian atas 
Objek Pengadaan Tanah 

berupa harta benda wakaf 

ditentukan sama dengan 
nilai hasil penilaian 

Penilai atas harta benda 

wakaf yang diganti. 

a. Objek Pengadaan 

Tanah yang telah 

berdiri bangunan 
yang dipergunakan 

secara aktif untuk 

penyelenggaraan 
tugas 

pemerintahan;  

b. Objek Pengadaan 
Tanah yang 

dimiliki/dikuasai 

oleh Badan Usaha 
Milik 

Negara/Badan 

Usaha Milik 

Daerah; dan/atau  
c. Objek Pengadaan 

Tanah kas desa.  

2) Ganti Kerugian atas 
Objek Pengadaan 

Tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf c 

diberikan dalam 

bentuk tanah dan/ 
atau bangunan atau 

relokasi.  

3) Ganti Kerugian atas 

objek Pengadaan 
Tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dapat 
diberikan dalam 

bentuk sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 
36.  

4) Nilai Ganti Kerugian 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) 

didasarkan atas hasil 

penilaian Ganti 
Kerugian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

34 ayat (2). 

Bahwa pelepasan 

objek pengadaan 

tanah akan 
diberikan ganti 

kerugian apabila 

objek pengadaan 
tanah tersebut telah 

dipergunakan 

sesuai dengan tugas 
dan fungsi 

pemerintahan baik 

dalam hal ini 
Pemerintah Pusat 

maupun 

Pemerintah Daerah.   

 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan 
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Tabel 10. 

Dampak Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

No Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Dampak Perubahan UU 
Cipta Kerja 

Analisis Dampak 
Perubahan 

1. Pasal 44 
1) Lahan yang sudah 

ditetapkan sebagai 

Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 

dilindungi dan dilarang 

dialihfungsikan.  

2) Dalam hal untuk 
kepentingan umum 

dan/atau Proyek 

Strategis Nasional, 
Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 

dialihfungsikan dan 

dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan. 

3) Pengalihfungsian Lahan 
yang sudah ditetapkan 

sebagai Lahan 

Pertanian Pangan 
Berkelanjutan untuk 

kepentingan umum 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) hanya 

dapat dilakukan dengan 

syarat:  
a. dilakukan kajian 

kelayakan strategis;  

b. disusun rencana 

alih fungsi lahan;  
c. dibebaskan 

kepemilikan haknya 

dari pemilik; dan  
d. disediakan lahan 

pengganti terhadap 

Lahan Pertanian 
Pangan 

Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan. 
4) Dalam hal terjadi 

bencana sehingga 

pengalihan fungsi lahan 

untuk infrastruktur 

Pasal 44 
1) Lahan yang sudah 

ditetapkan sebagai 

Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan 

dilindungi dan dilarang 

dialihfungsikan.  

2) Dalam hal untuk 
kepentingan umum, 

Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat 

dialih fungsikan, dan 
dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-
undangan.  

3) Pengalihfungsian 

Lahan yang sudah 

ditetapkan sebagai 
Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan 

untuk kepentingan 
umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

hanya dapat dilakukan 
dengan syarat:  

a. dilakukan kajian 

kelayakan strategis;  
b. disusun rencana 

alih fungsi lahan;  

c. dibebaskan 

kepemilikan 
haknya dari 

pemilik; dan  

d. disediakan lahan 
pengganti terhadap 

Lahan Pertanian 

Pangan 
Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan.  

4) Dalam hal terjadi 
bencana sehingga 

pengalihan fungsi 

lahan untuk 

infrastruktur tidak 

 
Berdasarkan 

ketentuan tersebut 

dampak perubahan 
yang dihasilkan yaitu 

dalam aspek 

perubahan konsep. 

Bahwa lahan yang 
dipergunakan untuk 

kepentingan umum 

dan/atau Proyek 
Strategis Nasional, 

Lahan Pertanian 

Pangan 
Berkelanjutan dapat 

dialihfungsikan, 

dalam hal ini adanya 
konsep baru yang 

dimaksud yakni 

Proyek Strategis 

Nasional yang 
merupakan proyek 

dan/atau program 

yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah 

Pusat, Pemerintah 

Daerah, dan/atau 
Badan Usaha yang 

memiliki sifat 

strategis untuk 
pertumbuhan dan 

pemerataan 

pembangunan dalam 

rangka upaya 
penciptaan kerja dan 

peningkatan 

kesejahteraan 
masyarakat. 
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tidak dapat ditunda, 

persyaratan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a 

dan huruf b tidak 

diberlakukan.  
5) Penyediaan Lahan 

pengganti terhadap 

Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan untuk 

infrastruktur akibat 
bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan paling lama 

24 (dua puluh empat) 
bulan setelah alih fungsi 

dilakukan.  

6) Pembebasan 
kepemilikan hak atas 

tanah yang 

dialihfungsikan 
sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c 

dilakukan dengan 
pemberian ganti rugi 

sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

dapat ditunda, 

persyaratan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a 

dan huruf b tidak 

diberlakukan. 
5) Penyediaan lahan 

pengganti terhadap 

Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan 

yang dialihfungsikan 

untuk infrastruktur 
akibat bencana 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilakukan 

paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan 

setelah alih fungsi 

dilakukan. 
6) Pembebasan 

kepemilikan hak atas 

tanah yang 
dialihfungsikan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c 
dilakukan dengan 

pemberian ganti rugi 

sesuai dengan 

ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

3. Dampak Perubahan Terhadap Pertanahan 

Tabel 11.  

Dampak Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Pertanahan 

No Bagian Keempat 
Pertanahan 

Analisis Dampak Perubahan 

 Dampak Perubahan UU Cipta Kerja 

1. Pasal 137 
1) Sebagian kewenangan hak menguasai 

dari negara berupa tanah dapat 

diberikan hak pengelolaan kepada:  
a. instansi Pemerintah Pusat;  

b. Pemerintah Daerah;  

c. badan bank tanah;  
d. badan usaha milik negara/badan 

usaha milik daerah;  

e. badan hukum milik negara/daerah; 

atau  
f. badan hukum yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Pusat.  

2) Hak pengelolaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memberikan 

kewenangan untuk:  

a. menyusun rencana peruntukan, 
penggunaan, dan pemanfaatan 

 
Berdasarkan ketentuan tersebut 

dampak perubahan yang 

dihasilkan yaitu dalam aspek 
regulasi, kelembagaan dan 

kewenangan. Hak Pengelolaan 

merupakan hak menguasai dari 
negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegang 

Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan 
dapat berasal dari Tanah Negara 

dan Tanah Ulayat. Hak 

Pengelolaan di atas Tanah Negara 
diberikan sepanjang tugas pokok 

dan fungsinya langsung 

berhubungan dengan pengelolaan 
Tanah. Hak atas tanah di atas hak 

pengelolaan akan dilepaskan maka 
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tanah sesuai dengan rencana tata 

ruang;  

b. menggunakan dan memanfaatkan 
seluruh atau sebagian tanah hak 

pengelolaan untuk digunakan 

sendiri atau dikerjasamakan dengan 
pihak ketiga; dan  

c. menentukan tarif dan menerima 

uang pemasukan/ganti rugi 
dan/atau uang wajib tahunan dari 

pihak ketiga sesuai dengan 

perjanjian.  
3) Pemberian hak pengelolaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan atas tanah negara dengan 

keputusan pemberian hak di atas tanah 
negara.  

4) Hak pengelolaan dapat dilepaskan 

kepada pihak yang memenuhi syarat. 

pelepasan dibuat oleh dan 

dihadapan pejabat yang berwenang 

dan dilaporkan kepada Menteri. 
Hak pengelolaan juga dapat hapus 

haknya diakibatkan karena 

sebagai berikut: 
1. Dibatalkan haknya oleh 

Menteri karena: 

a. Cacat administrasi  

b. Putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap 
2. Dilepaskan secara sukarela 

oleh pemegang haknya; 

3. dilepaskan untuk kepentingan 
umum;  

4. Dicabut berdasarkan Undang-

Undang;  
5. Diberikan hak milik;  

6. Ditetapkan sebagai tanah 

terlantar; atau  
7. Ditetapkan sebagai tanah 

musnah. 

Dalam hal hapusnya hak 

pengelolaan menimbulkan akibat 
pada status objek tanah tersebut, 

sebagaimana hapusnya hak 

pengelolaan atas tanah negara 
mengakibatkan tanah tersebut 

menjadi tanah negara atau status 

haknya dijalankan sesuai dengan 
amar putusan pengadilan.  

Sebagaimana yang dimaksud di 

atas bahwa hapusnya hak 
pengelolaan atas tanah negara 

dilakukan penataan kembali 

penggunaan, pemanfaatan, dan 

pemilikan selanjutnya menjadi 
kewenangan Menteri. Dalam 

tatanan kelembagaan baik 

Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah memiliki 

kewenangan dalam hal hak 

pengelolaan, sehingga objek tanah 
yang sebelumnya menjadi 

kewenangan Menteri dapat 

diberikan hak pengelolaannya 
kepada Pemerintah Daerah. 

 

4.1.7 Desain Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang 

Kawasan Ekonomi 

Indonesia secara geografis terletak di jantung pertumbuhan ekonomi 

dunia dan tidak terlepas  dalam  dinamika  globalisasi. Konsep kesejahteraan 

dijabarkan pemerintah dengan menciptakan kawasan baru, yaitu melakukan 
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percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi 

diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk memberdayakan basis 

potensi kawasan yang dimiliki secara berkelanjutan, terpadu, serta 

kompetitif. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu mengakomodir 

pengaturan ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Namun, hadirnya 

undang-undang tersebut menimbulkan dampak bagi kebijakan dan regulasi 

di bidang kawasan ekonomi.  

Dalam hal ini, terdapat undang-undang yang terdampak dalam bidang 

ini yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kawasan Ekonomi 

Khusus. Lahirnya undang-undang tersebut, untuk mempercepat 

pembangunan sebuah kawasan dan menjaga  keseimbangan  kemajuan  

suatu  daerah  (sebagai  kesatuan  ekonomi  nasional). Namun, Perubahan, 

penghapusan dan/atau penambahan pengaturan baru terhadap undang-

undang tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Analisis 

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kawasan ekonomi pasca penetapan UU 6/2023 dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kawasan Ekonomi 

Khusus 

Dalam UU Cipta Kerja perubahan UU KEK termasuk dalam Bab IX 

klaster Kawasan Ekonomi, Bagian Kedua Pasal 150. Setidaknya, ada 3 

(tiga) peran keberadaan UU Cipta Kerja terhadap KEK, yakni minimalisasi 

kewenangan, resentralisasi perizinan, dan menyebabkan redefinisi KEK. 

Berlakunya UU Cipta Kerja yang mengubah dan mencabut sejumlah pasal 

dalam UU KEK memberikan dampak terhadap penerapan pengaturan 

dalam UU KEK. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan 

untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas 

tertentu. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan 

usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, 
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transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, 

dan bidang lain.  

Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya 

saing ekonomi pada level nasional melalui industri dan pariwisata bernilai 

tambah dan berantai nilai. Hingga saat ini terdapat KEK yang tersebar di 

seluruh Indonesia yakni KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK 

Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, KEK Arun Lhokseumawe, KEK 

Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Maloy Batuta Trans 

Kalimantan (MBTK), KEK Sorong, dan KEK Kendal, KEK Tanjung ApiApi, 

KEK Singhasari, KEK Likupang, KEK BAT (Batam Aero Technic), KEK 

Nongsa, KEK Lido, dan KEK Gresik. KEK membutuhkan dukungan dari 

pemerintah berupa regulasi yang memudahkan masuknya investasi, 

pembangunan infrastruktur kawasan, dan fasilitas pengurangan pajak 

agar investor tertarik masuk ke dalam KEK.  

Di sisi lain, terdapat pula KEK yang terancam untuk ditutup.  Hal 

ini karena pembangunan yang tidak optimal dan sampai saat ini belum 

ada ketentuan kerjasama terkait KEK dengan UMKM. Dalam konteks 

pembangunan, tidak hanya pemerintah pusat yang berperan namun juga 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga berperan dalam mendukung 

pelaksanaan kawasan ekonomi khusus. Oleh karena itu, perlu dikaji 

hubungan pemerintah pusat dan daerah pasca penetapan UU Cipta Kerja. 

Berikut matriks identifikasi dampak hubungan pusat dan daerah pasca 

penetapan UU Cipta Kerja dalam bidang ekonomi. 

Tabel 12.  

Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja 

terhadap Bidang Ekonomi 

No UU Existing UU Cipta Kerja Dampak 

1. Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 

2009 tentang 
Kawasan Ekonomi 

Khusus 

  
Pasal 5 

1) Pembentukan KEK 

diusulkan kepada 
Dewan Nasional oleh:  

a. Badan Usaha;  

Pasal 5 

 

1) Pembentukan KEK 
diusulkan kepada Dewan 

Nasional oleh:  

a. Badan Usaha; atau  
b. Pemerintah Daerah.  

2) Badan Usaha 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a 

terdiri atas: 

Diubahnya ketentuan 

usulan pengajuan 

memiliki dampak pada 
perubahan Regulasi dan 

kewenangan. Dalam hal 

ini pemerintah provinsi 
diperjelas dalam aturan 

memiliki kewenangan 

dalam pengusulan 
kawasan ekonomi khusus 

tanpa perlu adanya 
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b. pemerintah 

kabupaten/kota; atau  

c. pemerintah 
provinsi. 

2)Dalam hal usulan 

diajukan oleh Badan 
Usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, usulan 
disampaikan melalui 

pemerintah provinsi 

setelah memperoleh 
persetujuan 

pemerintah 

kabupaten/kota. 

3)Dalam hal usulan 
diajukan oleh 

pemerintah 

kabupaten/kota 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, usulan 
disampaikan melalui 

pemerintah provinsi. 

4)Dalam hal usulan 
diajukan oleh 

pemerintah provinsi 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, usulan 

disampaikan setelah 

mendapat 
persetujuan 

pemerintah 

kabupaten/kota. 

a. badan usaha milik 

negara;  

b. badan usaha milik 
daerah;  

c. koperasi;  

d. badan usaha swasta 
berbentuk perseroan 

terbatas; atau  

e. badan usaha patungan 
atau konsorsium.  

3) Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas:  

a. Pemerintah Daerah 

provinsi; atau  
b. Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota. 

persetujuan dari 

pemerintah 

kabupaten/kota. Badan 
usaha yang dihapuskan 

dalam Pasal 5 ayat (3) UU 

Cipta Kerja termuat 
dalam Pasal 10 UU Cipta 

Kerja dimana Setelah KEK 

ditetapkan Badan Usaha 
yang mengusulkan KEK 

ditetapkan sebagai 

pembangun dan pengelola 
KEK. 

2. Undang-undang  

Nomor 39 tahun 2009 
tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus  

pasal 8  
“Dalam hal tertentu, 

pemerintah dapat 

menetapkan suatu 
wilayah sebagai KEK 

tapa melalui proses 

pengusulan 
sebagaimana 

dimaksud dalam 

pasal 5.” 

Pasal 8a 

Pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah wajib 

mendukung KEK yang 

telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 7 dan pasal 

8. 
 

Penambahan ketentuan 

pada UU Cipta Kerja 
memiliki perubahan pada 

regulasi. Dimana dalam 

UU Cipta Kerja, 
pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah wajib 

mendukung kawasan 
ekonomi khusus yang 

sudah disetujui oleh 

pemerintah daerah dalam 
pasal 7 dan pasal 8 UU 

Cipta Kerja. Dampak lain 

di samping itu, karena 

badan usaha dapat 
mengusulkan dan 

pemerintah daerah setuju 

maka data dibentuk 
Kawasan Ekonomi 

Khusus namun tetap 

memerlukan persetujuan 
pemerintah daerah 
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4.1.8 Desain Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang 

Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional  

Ketentuan mengenai bidang investasi pemerintah pusat dan 

percepatan proyek strategis nasional merupakan norma baru yang 

diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja. Menyikapi hubungan pusat dan daerah, 

dalam hal Proyek Strategis Nasional, pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan bagi Proyek 

Strategis Nasional dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan 

keuangan negara dan kesinambungan fiskal. Sebagai upaya mewujudkan 

komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan proyek strategis 

nasional, pemerintah saat ini sedang gencar mendorong sinergitas antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini, telah ada 225 proyek 

strategis nasional, meskipun tidak seluruhnya telah memasuki tahap 

perencanaan.129 Dalam konteks pembangunan, tidak hanya pemerintah 

pusat yang berperan namun juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

juga berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan proyek 

strategis nasional agar memberikan dampak terhadap sektor lainnya di 

daerah. Sebab, menilik pada definisi proyek strategis nasional itu sendiri 

yakni proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah 

dan badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan 

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berikut disajikan tabel 

matriks identifikasi dampak hubungan pusat dan daerah pasca penetapan 

UU Cipta Kerja dalam bidang Proyek Strategis Nasional. 

Tabel 13. 

Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja 

terhadap Proyek Strategis Nasional  

No. UU 
Existing 

UU Cipta Kerja Dampak 

1. - Bagian Kedua 

Kemudahan Proyek Strategis 

Nasional 

 

Percepatan Proyek Strategis 

Nasional (PSN) merupakan salah 

satu upaya penciptaan kerja yang 

berorientasi pada kepentingan 

                                                     
129Sukarno W. Sumarto, Proyek Strategis Nasional (PSN), 

https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/proyek-strategis-nasional-psn diakses pada 

27 November 2023. 

https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN
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Pasal 173 

(1) Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 

berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat bertanggung jawab dalam 

menyediakan lahan dan 
Perizinan Berusaha bagi proyek 

strategis nasional dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik 

daerah. 

(2) Dalam hal pengadaan tanah 
belum dapat dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 

berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat, pengadaan tanah untuk 

proyek strategis nasional dapat 
dilakukan oleh Badan Usaha. 

(3) Pengadaan tanah untuk proyek 

strategis nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan prinsip 

kemampuan keuangan negara 
dan kesinambungan fiskal. 

(4) Dalam hal pengadaan tanah 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh Badan 

Usaha, mekanisme pengadaan 

tanah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai 

pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengadaan tanah dan Perizinan 

Berusaha bagi proyek strategis 
nasional diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

nasional. Terkait dengan 

hubungan pemerintah pusat dan 

daerah, dalam Pasal a quo 
memberikan dampak adanya 

pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dan daerah yang 
tercermin dalam Pasal 173 ayat (1). 

Ketentuan ini kemudian 

melahirkan peraturan pelaksana 
yang telah termaktub dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2021 tentang Kemudahan 

Proyek Strategis Nasional. Dalam 
PP ini menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan Proyek Strategis 

Nasional adalah proyek dan/atau 
program yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, dan/atau Badan Usaha 
yang memiliki sifat strategis untuk 

pertumbuhan dan pemerataan 

pembangunan dalam rangka 
upaya penciptaan kerja dan 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Sebagaimana Pasal 2 

ayat (2) PP a quo, Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, 

dan/atau Badan Usaha 

mendapatkan fasilitas Kemudahan 
Proyek Strategis Nasional yang 

lebih lanjut disebutkan dalam ayat 

(3) bahwa fasilitas kemudahan 
diberikan pada tahapan-tahapan 

berikut di mana dalam setiap 

tahapannya, menteri/kepala 
lembaga, gubernur, 

bupati/walikota, atau 

BUMN/badan usaha milik daerah 

memiliki tugas atau 
kewenangannya masing-masing :  

A. Perencanaan 

- Identifikasi Perizinan dan 
Non-Perizinan 

- Rencana Tata Ruang 

- Studi Lingkungan Hidup 

- Rencana Induk Sektor 

- Perencanaan Pembiayaan 

B. Penyiapan 

- Fasilitas Penyiapan Proyek 

- Pemanfaatan Bersama Aset 

BUMN 

C. Transaksi 

- Pengadaan Badan Usaha 

Pelaksana 

- Proyek Atas Prakarsa 
Pemerintah 

- Proyek Atas Prakarsa 

Badan Usaha 
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- Pemenuhan Pembiayaan 

D. Konstruksi 
E. Operasi dan pemeliharaan.  

 

Selain fasilitas Kemudahan pada 

tahapan, kementerian/lembaga 
dan Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional mendapatkan 
kemudahan pengadaan, yang 

meliputi: 

A. Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 

B. Panel Konsultan 

C. Panel Badan Usaha 
 

Menteri melakukan penetapan 

skema alternatif pembiayaan 

untuk proyek PSN yang dapat 
dilakukan melalui KPBU atau 

Kerja sama Pemerintah dan Badan 

Usaha. Kerja sama antara 
pemerintah dan Badan Usaha ini 

adalah dalam hal penyediaan 

infrastruktur untuk kepentingan 
umum dengan mengacu pada 

spesifikasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh menteri/kepala 
lembaga/kepala daerah/BUMN/ 

badan usaha milik daerah, yang 

sebagian atau seluruhnya 

menggunakan sumber daya Badan 
Usaha dengan memperhatikan 

pembagian risiko di antara para 

pihak. Adapun Penanggung Jawab 
Proyek Kerja sama (PJPK) adalah 

menteri/kepala lembaga, 

gubernur, bupati/walikota, atau 
BUMN/BUMD sebagai penyedia 

dan/atau penyelenggara 

infrastruktur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.  

4.1.9 Desain Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang 

Administrasi Pemerintahan 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah, 

menghapus dan/atau menetapkan peraturan baru dari beberapa bidang, 

telah menimbulkan berbagai dampak/pengaruh terhadap kehidupan 

Masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam bidang Administrasi 
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Pemerintahan khususnya yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah, 

sebagai salah satu klaster yang diatur dalam UU a quo, terdapat sejumlah 

perubahan baik dari aspek kewenangan, kelembagaan maupun regulasi. 

Perubahan tersebut berupa ketentuan baru serta ketentuan yang diubah 

dan/atau dihapus dari beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut 

disajikan analisis dampak perubahan dalam bidang Administrasi 

Pemerintahan terhadap Pemerintahan Daerah dalam kerangka matriks 

berikut:

1. Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja 

Pada Aspek Pasal 174 

Tabel 14. 

Dampak Hubungan Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU 

Cipta Kerja Pada Aspek Pasal 174 

No UU Cipta Kerja Analisis Dampak Perubahan 

1.  Pasal 174 

“Dengan berlakunya 

Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-

Undang ini, 

kewenangan menteri, 

kepala lembaga, atau 
Pemerintah Daerah 

yang telah ditetapkan 

dalam undang-undang 
untuk menjalankan 

atau membentuk 

peraturan perundang-
undangan harus 

dimaknai sebagai 

pelaksanaan 
kewenangan 

Presiden.” 

Berdasarkan norma baru ini, dampak perubahan terhadap 

Pemerintah Daerah adalah terkait dengan kewenangan. 

Pasal 174 secara tegas menegaskan peran Presiden sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintahan, sementara 

Pemerintah Daerah dianggap sebagai pelaksana yang 

menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Presiden. 

Tujuannya adalah mengatasi masalah tumpang tindih dan 
ketidakselarasan regulasi akibat ego sektoral yang muncul 

karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dengan aturan kewenangan ini, 
Presiden, sebagai sumber kewenangan, diharapkan dapat 

mereformasi pemberian kewenangan kepada Menteri, 

Lembaga, atau Pemerintah Daerah. 
Namun demikian, Pasal 174 yang tidak disertai dengan 

penjelasan memunculkan kekhawatiran terkait dengan 

potensi hilangnya desentralisasi dan justru mengarah pada 
kecenderungan resentralisasi. Penyelenggaraan 

pemerintahan akan lebih terpusat pada pemerintah pusat, 

sehingga administrasi pemerintahan akan lebih berfokus 

pada semangat sentralisasi dengan peningkatan 
kewenangan pemerintah pusat. 

 

2. Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja 

Pada Aspek Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan 
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Tabel 15. 

Dampak Hubungan Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU 

Cipta Kerja Pada Aspek Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan 

No Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

UU Cipta Kerja Analisis Dampak Perubahan 

1.  Pasal 24 

Pejabat Pemerintahan 
yang menggunakan 

Diskresi harus memenuhi 

syarat: 
a. sesuai dengan tujuan 

Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (2); 
b. tidak bertentangan 

dengan ketentuan 

peraturan 
perundang-

undangan; 

c. sesuai dengan AUPB; 
d. berdasarkan alasan-

alasan yang objektif;  

e. tidak menimbulkan 
Konflik Kepentingan; 

dan 

f. dilakukan dengan 

iktikad baik. 

Pasal 24 

Pejabat 
Pemerintahan yang 

menggunakan 

Diskresi harus 
memenuhi syarat: 

a. sesuai dengan 

tujuan Diskresi 

sebagaimana 
dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (2); 

b. sesuai dengan 
AUPB; 

c. berdasarkan 

alasan-alasan 
yang objektif; 

d. tidak 

menimbulkan 
Konflik 

Kepentingan; dan 

e. dilakukan 

dengan iktikad 
baik. 

Berdasarkan ketentuan tersebut 

dampak perubahan yang 
dihasilkan yaitu dalam aspek 

kewenangan. Perubahan yang 

diatur yakni penghapusan syarat 
“tidak bertentangan dengan 

undang-undang” sebagaimana 

pasal 24 huruf b Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

Apabila melihat konsep otonomi 
daerah yang dianut Indonesia, 

artinya Pemerintah Daerah 

memiliki keleluasaan secara 
mandiri untuk mengatur sendiri 

wilayahnya. Secara tidak 

langsung Pemerintah Daerah 
dibenarkan untuk menggunakan 

diskresi untuk menjalankan 

pemerintahan di daerahnya 

sekaligus menghindari pula 
stigma sentralistik pemerintahan 

yang menurut sejarah pernah 

terjadi di negara ini. 
Pengaturan baru diskresi dapat 

menunjang penerapan 

desentralisasi fiskal (sebagai 
bagian dari dianutnya konsep 

otonomi daerah) oleh pemerintah 

daerah, yang tidak lain guna 
mempercepat mengatasi 

permasalahan daerah. 

 

Salah satu pengaturan kebijakan yang mengalami perubahan 

pengaturan terkait syarat penggunaan diskresi. Syarat penggunaan diskresi 

yang sebelumnya diatur dalam pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan lalu 

diubah oleh pasal 175 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja.  

Namun tidak berselang lama setelah disahkan UU Cipta Kerja, MK 

mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 
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yang menyatakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Inkonstitusional Bersyarat dikarenakan cacat formil dan memerintahkan 

pemerintah dengan DPR memperbaiki UU Cipta kerja dalam jangka waktu 2 

(dua) tahun sejak diputus agar tetap berlaku. Lalu Undang Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sendiri masih berlaku namun Pemerintah 

dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana. Dan Apabila selama dua 

tahun tidak ada perbaikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta akan dicabut sepenuhnya.  

Pada akhirnya terbitlah Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di penghujung 2022 yang menjadi perbaikan 

sekaligus mencabut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Dan pada tanggal 27 Mei 2023, Perpu ditetapkan sebagai undang 

undang melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang Undang . 

Dalam perubahan peraturan diatas,  pada pengaturan penggunaan 

diskresi dalam klaster administrasi pemerintahan baik dalam UU 11/2020, 

Perpu Cipta Kerja,  maupun UU 6/2023 tidak mengalami perubahan sama 

sekali. Sehingga bisa dikatakan pengaturan penggunaan diskresi dari ketiga 

peraturan masih dianggap sama yaitu menghapus ketentuan “tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.130 Untuk 

lebih memperjelas hal tersebut, akan disajikan perubahan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 16. 

Perbandingan Pengaturan Syarat Penggunaan Diskresi 

UU Nomor 30/2014  

tentang 

Administrasi 
pemerintahan 

UU Nomor 11/2020 

tentang Cipta kerja 

Perpu Nomor 

2/2022 tentang 

Cipta Kerja 

UU Nomor 6/2023 

tentang Penetapan 

Perpu 2/2022 

Pasal 24 : 
a. sesuai dengan 

tujuan Diskresi 

sebagaimana 

Pasal 175 angka 2: 
a. sesuai dengan 

tujuan Diskresi 

sebagaimana 

Pasal 175 angka 2: 
a. sesuai dengan 

tujuan Diskresi 

sebagaimana 

Pasal 175 angka 2: 
a. sesuai dengan 

tujuan Diskresi 

sebagaimana 

                                                     
130Muhammad Nova Nurrohim, 2023, Implikasi Hukum Penghapusan Syarat Tidak 

Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan 
Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan,  Malang: Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 62 
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dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (2);  

b.  tidak 
bertentangan 

dengan ketentuan 

peraturan 
perundang-

undangan;  

c. sesuai dengan 
AUPB;  

d. berdasarkan 

alasan-alasan yang 
objektif;  

e. tidak 

menimbulkan 

Konflik 
Kepentingan; dan  

f. dilakukan dengan 

iktikad baik. 

dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (2);  

b. sesuai dengan 
AUPB;  

c. berdasarkan 

alasan-alasan yang 
objektif;  

d. tidak 

menimbulkan 
Konflik 

Kepentingan; dan  

e. dilakukan dengan 
iktikad baik. 

 

dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (2);  

b. sesuai dengan 
AUPB;  

c. berdasarkan 

alasan-alasan yang 
objektif;  

d. tidak 

menimbulkan 
Konflik 

Kepentingan; dan  

e. dilakukan dengan 
iktikad baik. 

 

dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (2);  

b. sesuai dengan 
AUPB;  

c. berdasarkan 

alasan-alasan yang 
objektif;  

d. tidak 

menimbulkan 
Konflik 

Kepentingan; dan  

e. dilakukan dengan 
iktikad baik. 

 

 

Dari tabel tersebut sudah terlihat jelas terjadi penghapusan syarat 

penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Syarat yang dihapus yaitu 

pada pasal 24 ayat (2) UU Administrasi  Pemerintahan poin b yang berbunyi 

“tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Tentu dari penghapusan syarat penggunaan diskresi oleh pejabat 

pemerintahan timbul pro-kontra. Dari sisi yang setuju, penghapusan syarat 

ini meningkatkan efisiensi birokrasi di Indonesia. Karena menurut Global 

Competitiveness Index  (GCI) pada tahun 2019 efisiensi birokrasi di Indonesia 

digambarkan menurun dari segi peringkat maupun skor. Sehingga dengan 

penghapusan ini bisa mereformasi regulasi dan meningkatkan efisiensi 

birokrasi karena sebelumnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

ternyata menjadi beban.  

Sedangkan dari sisi kontra, penghapusan ini menyebabkan perluasan 

terkait syarat penggunaan diskresi. Jika diperhatikan dengan seksama dari 

penghapusan syarat ini, menyebabkan perluasan pengaturan penggunaan 

diskresi. Hal ini karena dalam penggunaan diskresi oleh pejabat 

pemerintahan tidak lagi terikat pada ketentuan peraturan perundang 

undangan. Ketidakterikatan tersebut secara tidak langsung menyebabkan 

adanya perluasan ruang kebebasan bagi pejabat pemerintahan untuk 

melakukan suatu tindakan atau keputusan tanpa terikat lagi secara 

sepenuhnya oleh undang-undang. Sehingga membuka peluang bagi pejabat 
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pemerintahan yang menggunakan diskresi untuk menyalahgunakan 

wewenangnya secara sah karena dilindungi oleh hukum dalam pengaturan 

baru ini. 

3. Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja 

Pada Aspek Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Tabel 17. 

Dampak Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja 

Pada Aspek Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

N
o 

Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

UU Cipta Kerja Analisis Dampak 
Perubahan 

1.  Pasal 16 

(1) Pemerintah Pusat 

dalam 
menyelenggarakan 

urusan pemerintahan 

konkuren 
sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (3) 
berwenang untuk: 

a. menetapkan 

norma, standar, 

prosedur, dan 
kriteria dalam 

rangka 

penyelenggaraan 
Urusan 

Pemerintahan; 

dan 
b. melaksanakan 

pembinaan dan 

pengawasan 
terhadap 

penyelenggaraan 

Urusan 
Pemerintahan 

yang menjadi 

kewenangan 

Daerah. 
(2) Norma, standar, 

prosedur, dan kriteria 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(1) huruf a berupa 

ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Pusat 

dalam 
menyelenggarakan 

urusan pemerintahan 

konkuren sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (3) berwenang 

untuk: 
a. menetapkan 

norma, standar, 

prosedur, dan 

kriteria dalam 
rangka 

penyelenggaraan 

Urusan 
Pemerintahan; dan 

b. melaksanakan 

pembinaan dan 
pengawasan 

terhadap 

penyelenggaraan 
Urusan 

Pemerintahan yang 

menjadi 
kewenangan 

Daerah. 

(2) Penetapan norma, 

standar, prosedur, 
dan kriteria 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1) huruf a mengacu 

atau mengadopsi 

praktik yang baik 
(good practices). 

(3) Norma, standar, 

prosedur, dan kriteria 

Berdasarkan rumusan 

norma tersebut, dampak 

perubahan terhadap 
Pemerintah Daerah adalah 

terkait dengan 

kewenangan. Pasal 16 
menyatakan bahwa 

Pemerintah Pusat memiliki 

wewenang dalam 
mengelola urusan 

pemerintahan yang 

bersifat konkuren. 

Wewenang tersebut 
mencakup penentuan 

norma, standar, prosedur, 

dan kriteria untuk 
pelaksanaan urusan 

pemerintahan, serta 

melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 

Daerah. Penetapan norma 

dan standar ini mengacu 

pada praktik terbaik (good 
practices). 
Norma, standar, prosedur, 

dan kriteria ini diwujudkan 
dalam peraturan 

perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat sebagai 

aturan pelaksanaan dalam 

urusan pemerintahan 
konkuren yang menjadi 

kewenangan baik 

Pemerintah Pusat maupun 
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sebagai pedoman 

dalam 

penyelenggaraan 
urusan pemerintahan 

konkuren yang 

menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat dan 

yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
(3) Kewenangan 

Pemerintah Pusat 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh 

kementerian dan 

lembaga pemerintah 
nonkementerian. 

(4) Pelaksanaan 

kewenangan yang 
dilakukan oleh 

lembaga pemerintah 

nonkementerian 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(3) harus 
dikoordinasikan 

dengan kementerian 

terkait. 

(5) Penetapan norma, 
standar, prosedur, 

dan kriteria 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilakukan 

paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak 

peraturan pemerintah 

mengenai 
pelaksanaan urusan 

pemerintahan 

konkuren 

diundangkan. 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berbentuk 
ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 

sebagai aturan 

pelaksanaan dalam 
penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 

konkuren yang menjadi 
kewenangan 

Pemerintah Pusat dan 

yang menjadi 

kewenangan 
Pemerintah Daerah. 

(4) Pemerintah Pusat 

dapat mendelegasikan 
peraturan 

pelaksanaan norma, 

standar, prosedur, 
dan kriteria 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(3) kepada kepala 

daerah yang 

ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala 
Daerah. 

(5) Kewenangan 

Pemerintah Pusat 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dibantu oleh 
kementerian dan 

lembaga pemerintah 

nonkementerian. 
(6) Pelaksanaan 

kewenangan yang 

dilakukan oleh 

lembaga pemerintah 
nonkementerian 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) 
harus dikoordinasikan 

dengan kementerian 

terkait. 
(7) Penetapan norma, 

standar, prosedur, dan 

kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan 

paling lama 2 (dua) 

tahun terhitung sejak 
peraturan pemerintah 

mengenai pelaksanaan 

urusan pemerintahan 

Daerah. Pemerintah Pusat 

dapat mendelegasikan 

pembuatan peraturan 
pelaksanaan ini kepada 

kepala daerah melalui 

Peraturan Kepala Daerah. 
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konkuren 

diundangkan. 

2.  Pasal 251 

(1) Perda Provinsi dan 
peraturan gubernur 

yang bertentangan 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-
undangan yang lebih 

tinggi, kepentingan 

umum, dan/atau 
kesusilaan dibatalkan 

oleh Menteri. 

(2) Perda 
Kabupaten/Kota dan 

peraturan bupati/wali 

kota yang 
bertentangan dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, 

dan/atau kesusilaan 

dibatalkan oleh 
gubernur sebagai 

wakil Pemerintah 

Pusat. 
(3) Dalam hal gubernur 

sebagai wakil 

Pemerintah Pusat 
tidak membatalkan 

Perda 

Kabupaten/Kota 

dan/atau peraturan 
bupati/wali kota yang 

bertentangan dengan 

ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, 
dan/atau kesusilaan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(2), Menteri 

membatalkan Perda 

Kabupaten/Kota 
dan/atau peraturan 

bupati/wali kota. 

(4) Pembatalan Perda 

Provinsi dan 
peraturan gubernur 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan 

keputusan Menteri 

dan pembatalan Perda 
Kabupaten/Kota dan 

peraturan bupati/wali 

kota sebagaimana 

Pasal 251 

Agar tidak bertentangan 
dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan yang lebih 

tinggi, asas pembentukan 
peraturan perundang-

undangan yang baik, asas 

materi muatan peraturan 
perundang-undangan, dan 

putusan pengadilan, 

penyusunan Perda dan 
Perkada berkoordinasi 

dengan kementerian yang 

membidangi urusan 
pemerintahan dalam 

negeri dan melibatkan ahli 

dan/atau instansi vertikal 

di daerah yang 
menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang 

pembentukan peraturan 
perundang-undangan. 

Berdasarkan rumusan 

norma tersebut, dampak 
perubahan terhadap 

Pemerintah Daerah adalah 

terkait dengan regulasi dan 

kelembagaan. Pasal 
perubahan ini 

menyederhanakan Pasal 

251 yang sebelumnya 
terdiri dari 8 (delapan) Ayat 

menjadi 1 (satu) Pasal 

tanpa Ayat. Pasal ini 
disederhanakan dengan 

cara memerintahkan agar 

penyusunan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

berkoordinasi dengan 

Kementerian dan 
melibatkan ahli agar tidak 

bertentangan dengan asas-

asas yang dijelaskan pada 
Pasal 250. 
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dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan dengan 

keputusan gubernur 
sebagai wakil 

Pemerintah Pusat. 

(5) Paling lama 7 (tujuh) 
Hari setelah 

keputusan 

pembatalan 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(4), kepala daerah 
harus menghentikan 

pelaksanaan Perda 

dan selanjutnya 

DPRD bersama kepala 
daerah mencabut 

Perda dimaksud. 

(6) Paling lama 7 (tujuh) 
Hari setelah 

keputusan 

pembatalan 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(4), kepala daerah 
harus menghentikan 

pelaksanaan Perkada 

dan selanjutnya 

kepala daerah 
mencabut Perkada 

dimaksud. 

(7) Dalam hal 
penyelenggara 

Pemerintahan Daerah 

provinsi tidak dapat 
menerima keputusan 

pembatalan Perda 

Provinsi dan gubernur 
tidak dapat menerima 

keputusan 

pembatalan peraturan 

gubernur 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(4) dengan alasan 
yang dapat 

dibenarkan oleh 

ketentuan peraturan 
perundang-

undangan, gubernur 

dapat mengajukan 
keberatan kepada 

Presiden paling 

lambat 14 (empat 

belas) Hari sejak 
keputusan 

pembatalan Perda 

atau peraturan 
gubernur diterima. 
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(8) Dalam hal 

penyelenggara 

Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota tidak 

dapat menerima 

keputusan 
pembatalan Perda 

Kabupaten/Kota dan 

bupati/wali kota tidak 
dapat menerima 

keputusan 

pembatalan peraturan 
bupati/wali kota 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(4) dengan alasan 
yang dapat 

dibenarkan oleh 

ketentuan peraturan 
perundang-

undangan, 

bupati/wali kota 
dapat mengajukan 

keberatan kepada 

Menteri paling lambat 
14 (empat belas) Hari 

sejak keputusan 

pembatalan Perda 

Kabupaten/Kota atau 
peraturan bupati/wali 

kota diterima. 

3.  Pasal 252 

(1) Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah 
provinsi atau 

kabupaten/kota yang 

masih 
memberlakukan 

Perda yang dibatalkan 

oleh Menteri atau oleh 
gubernur sebagai 

wakil Pemerintah 

Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam 

Pasal 251 ayat (4), 

dikenai sanksi. 
(2) Sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. sanksi 
administratif; 

dan/atau 

b. sanksi 
penundaan 

evaluasi 

rancangan Perda; 
(3) Sanksi administratif 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

Pasal 252 

(1) Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah 
provinsi atau 

kabupaten/kota yang 

masih memberlakukan 
Perda yang tidak sesuai 

dengan ketentuan 

sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 

250 dikenai sanksi. 

(2) Sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

berupa sanksi 

administratif. 
(3) Sanksi administratif 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

dikenakan kepada 
kepala daerah dan 

anggota DPRD berupa 

tidak dibayarkan hak 
keuangan selama 3 

(tiga) bulan yang diatur 

dengan ketentuan 
peraturan perundang-

undangan. 

(4) Dihapus. 

Berdasarkan rumusan 

norma tersebut, dampak 

perubahan terhadap 
Pemerintah Daerah adalah 

terkait dengan aspek 

regulasi. Ketentuan 
tersebut menghapus satu 

sanksi terhadap 

Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

yang masih 
memberlakukan Peraturan 

Daerah yang tidak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 
250. Sanksi yang dihapus 

yaitu "Sanksi Penundaan 

Evaluasi Rancangan 

Perda" sehingga hanya ada 
Sanksi Administratif saja 

yang bisa dikenakan. 
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(2) huruf a dikenai 

kepada kepala Daerah 

dan anggota DPRD 
berupa tidak 

dibayarkan hak-hak 

keuangan yang diatur 
dalam ketentuan 

peraturan perundang-

undangan selama 3 
(tiga) bulan. 

(4) Sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(2) tidak diterapkan 

pada saat 

penyelenggara 

Pemerintahan Daerah 
masih mengajukan 

keberatan kepada 

Presiden untuk Perda 
Provinsi dan kepada 

Menteri untuk Perda 

Kabupaten/Kota. 
(5) Dalam hal 

penyelenggara 

Pemerintahan Daerah 
provinsi atau 

kabupaten/kota 

masih 

memberlakukan 
Perda mengenai pajak 

daerah dan/atau 

retribusi daerah yang 
dibatalkan oleh 

Menteri atau 

dibatalkan oleh 
gubernur sebagai 

wakil Pemerintah 

Pusat, dikenai sanksi 
penundaan atau 

pemotongan DAU 

dan/atau DBH bagi 

Daerah bersangkutan. 

4.  - 
(Norma Baru) 

Pasal 292A 
(1) Dalam hal 

penyederhanaan 

perizinan dan 
pelaksanaan Perizinan 

Berusaha oleh 

Pemerintah Daerah 

sebagaimana 
dimaksud dalam 

Undang-Undang ini 

menyebabkan 
berkurangnya 

pendapatan asli 

Daerah, Pemerintah 
Pusat memberikan 

dukungan insentif 

anggaran. 

Berdasarkan rumusan 
norma baru tersebut, 

dampak perubahan yang 

dihasilkan yaitu dalam 
aspek regulasi dan 

kewenangan. Apabila 

upaya penyederhanaan 

perizinan dan pelaksanaan 
izin usaha oleh Pemerintah 

Daerah, sebagaimana 

diatur dalam UU Cipta 
Kerja, mengakibatkan 

penurunan pendapatan 

asli daerah, Pemerintah 
Pusat akan memberikan 

dukungan anggaran 

insentif. Aturan mengenai 
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(2) Pemberian anggaran 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

pemberian anggaran ini 

dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah. 

5.  Pasal 349 

(1) Daerah dapat 

melakukan 
penyederhanaan jenis 

dan prosedur 

pelayanan publik 
untuk meningkatkan 

mutu pelayanan dan 

daya saing Daerah. 
(2) Penyederhanaan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan 

Perda. 

(3) Pemerintah Daerah 

dapat memanfaatkan 
teknologi informasi 

dan komunikasi 

dalam 
penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Pasal 349 

(1) Daerah dapat 

melakukan 
penyederhanaan jenis 

dan prosedur 

pelayanan publik 
untuk meningkatkan 

mutu pelayanan dan 

daya saing Daerah dan 
sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, 

dan kriteria, serta 
kebijakan Pemerintah 

Pusat. 

(2) Penyederhanaan 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan 

Perda. 
(3) Pemerintah Daerah 

dapat memanfaatkan 

teknologi informasi dan 
komunikasi dalam 

penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Berdasarkan tambahan 

ketentuan baru dalam 

norma tersebut, dampak 
perubahan yang 

dihasilkan yakni dalam 

aspek regulasi. Ketentuan 
tambahan tersebut 

menyebutkan bahwa 

pelaksanaan 
penyederhanaan jenis dan 

prosedur pelayanan publik 

harus sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 

kriteria dan kebijakan 

Pemerintah Pusat.  

6.  Pasal 350 

(1) Kepala daerah wajib 
memberikan 

pelayanan perizinan 

sesuai dengan 
ketentuan peraturan 

perundang-

undangan. 
(2) Dalam memberikan 

pelayanan perizinan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1) Daerah 

membentuk unit 

pelayanan terpadu 
satu pintu. 

(3) Pembentukan unit 

pelayanan terpadu 
satu pintu 

sebagaimana yang 

dimaksudkan pada 
ayat (2) berpedoman 

pada ketentuan 

peraturan perundang-

undangan. 
(4) Kepala daerah yang 

tidak memberikan 

pelayanan perizinan 
sebagaimana 

Pasal 350 

(1) Kepala daerah wajib 
memberikan pelayanan 

Perizinan Berusaha 

sesuai dengan 
ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

dan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 

yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam memberikan 
pelayanan Perizinan 

Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1), Daerah membentuk 

unit pelayanan terpadu 

satu pintu. 
(3) Pembentukan unit 

pelayanan terpadu satu 

pintu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 

berpedoman pada 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(4) Pelayanan Perizinan 

Berusaha 

sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

Berdasarkan rumusan 

norma tersebut, dampak 
perubahan yang 

dihasilkan yaitu dalam 

aspek regulasi. Selain 
tambahan ketentuan agar 

sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, kriteria 
dan kebijakan pemerintah 

pusat dalam pemberian 

pelayanan Perizinan 

berusaha, Kepala Daerah  
harus menggunakan 

sistem Perizinan Berusaha 

secara elektronik yang 
dikelola oleh Pemerintah 

Pusat. Pengembangan 

sistem Perizinan Berusaha 
elektronik dilakukan 

sesuai dengan standar  

yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat.  
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dimaksud pada ayat 

(1) dikenai sanksi 

administratif. 
(5) Sanksi administratif 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(4) berupa teguran 

tertulis kepada 

gubernur oleh Menteri 
dan kepada 

bupati/wali kota oleh 

gubernur sebagai 
wakil Pemerintah 

Pusat untuk 

pelanggaran yang 

bersifat administrasi. 
(6) Dalam hal teguran 

tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(5) telah disampaikan 

2 (dua) kali berturut-

turut dan tetap tidak 
dilaksanakan oleh 

kepala daerah, 

Menteri mengambil 
alih pemberian izin 

yang menjadi 

kewenangan gubernur 

dan gubernur sebagai 
wakil Pemerintah 

Pusat mengambil alih 

pemberian izin yang 
menjadi kewenangan 

bupati/wali kota. 

(1) wajib 

menggunakan sistem 

Perizinan Berusaha 
secara elektronik 

yang dikelola oleh 

Pemerintah Pusat. 
(5) Kepala daerah dapat 

mengembangkan 

sistem pendukung 
pelaksanaan sistem 

Perizinan Berusaha 

secara elektronik 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(4) yang terintegrasi 

sesuai dengan standar 
yang ditetapkan 

Pemerintah Pusat. 

(6) Kepala daerah yang 
tidak memberikan 

pelayanan Perizinan 

Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

dan penggunaan 

sistem Perizinan 
Berusaha secara 

elektronik 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(4) yang terintegrasi 

dikenai sanksi 

administratif; 
(7) Sanksi administratif 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) 
berupa teguran tertulis 

kepada gubernur oleh 

Menteri dan kepada 
bupati/wali kota oleh 

gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat 

untuk pelanggaran 
yang bersifat 

administratif. 

(8) Teguran tertulis 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(7) dapat diberikan 
oleh menteri atau 

kepala lembaga yang 

membina dan 
mengawasi Perizinan 

Berusaha sektor 

setelah berkoordinasi 

dengan Menteri. 
(9) Dalam hal teguran 

tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) 
dan ayat (8) telah 
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disampaikan 2 (dua) 

kali berturut-turut dan 

tetap tidak 
dilaksanakan oleh 

kepala daerah: 

a. menteri atau kepala 
lembaga yang 

membina dan 

mengawasi 
Perizinan Berusaha 

sektor mengambil 

alih pemberian 
Perizinan Berusaha 

yang menjadi 

kewenangan 

gubernur; atau  
b. gubernur sebagai 

wakil Pemerintah 

Pusat mengambil 
alih pemberian 

Perizinan Berusaha 

yang menjadi 
kewenangan 

bupati/wali kota. 

(10) Pengambilalihan 
pemberian Perizinan 

Berusaha oleh 

menteri atau kepala 

lembaga yang 
membina dan 

mengawasi Perizinan 

Berusaha sektor 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(9) huruf a dilakukan 
setelah 

berkoordinasi 

dengan Menteri.” 

7.  - 

(Norma Baru) 

Pasal 402A 

Pembagian urusan 
pemerintahan konkuren 

antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah 
provinsi serta Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

harus dibaca dan dimaknai 

Berdasarkan rumusan 

norma tersebut, dampak 
perubahan yang timbul 

yaitu dalam aspek regulasi 

dan kewenangan. Norma 
yang tercantum dalam 

Pasal 402A menegaskan 

bahwa pembagian urusan 
pemerintahan konkuren, 

yang merupakan dasar 

pelaksanaan otonomi 

daerah, harus 
diinterpretasikan sesuai 

dengan ketentuan yang 

diatur dalam UU/Perpu 
Cipta Kerja. Hal ini 

menjelaskan bahwa 

pelaksanaan sebagaimana 
diatur dalam UU Nomor 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 
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sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang 

ini.” 

harus memperhatikan 

intensi UU Cipta Kerja, 

seperti memahami bahwa 
kewenangan Pemerintah 

Daerah untuk 

membentuk/ menjalankan 
peraturan perundang-

undangan dimaknai 

sebagai pelaksanaan 
kewenangan Presiden 

ataupun ketentuan 

penerapan norma, standar, 
kriteria, dan prosedur 

berdasarkan pengaturan 

norma terbaru dalam Pasal 

16 sebagai standar baku 
dimana yang sebelumnya 

hanya berupa dasar atau 

arahan kini berubah 
menjadi suatu ketentuan 

pokok yang telah 

ditetapkan sehingga setiap 
pelaksanaan kewenangan 

konkuren harus sesuai 

dengan norma, standar, 
kriteria, dan prosedur yang 

telah ditetapkan 

Pemerintah Pusat. 
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4.2 Evaluasi Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

4.2.1 Evaluasi dan Kesiapan terhadap Pola Hubungan Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam Bidang Peningkatan Ekosistem Investasi dan 

Kegiatan Berusaha 

Dalam Aspek Evaluasi dan kesiapan Bidang Peningkatan Ekosistem 

Investasi dan Kegiatan Berusaha, tim menelaah beberapa sampel peraturan 

di Level Undang-Undang berkaitan dengan klaster Peningkatan Ekosistem 

Investasi dan Kegiatan Berusaha pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diantaranya: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

Evaluasi Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Penanaman Modal 

mengalami beberapa perubahan yaitu dalam aspek regulasi dan 

kewenangan. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi merupakan satu kesatuan baik ditingkat Pusat 

maupun Daerah. Serta adanya Penambahan program pembinaan dan 

pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam 

Pasal 13 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pelatihan sumber daya 

manusia dan akses pembiayaan. 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Evaluasi Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Penata Ruang mengalami 

beberapa perubahan yaitu dalam aspek kewenangan. Bahwa sebelumnya 

dilaksanakan oleh seorang menteri namun Pasca Penetapan Undang-

Undang Cipta Kerja dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 9 Undang-

Undang Cipta Kerja), dan Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja 

terkait  RTRW provinsi dan Kabupaten/kota harus mendapatkan 

persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. (Pasal 18 Undang-Undang 

Cipta Kerja). 
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Perubahan yang lain yaitu dalam aspek Prosedur pelayanan dan  

Perizinan, bahwa Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja 

dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan 

Ruang. (Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Cipta Kerja) serta 

mengalami penambahan terkait Prosedur Pelayanan dan Perizinan. (Pasal 

23 dan Pasal 26 Undang-Undang Cipta Kerja). 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Evaluasi Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Bangunan Gedung 

mengalami beberapa perubahan yaitu dalam aspek Perubahan Konsep, 

bahwa perubahan konsep dari izin mendirikan bangunan menjadi 

persetujuan bangunan gedung. (Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja). 

Perubahan yang lain yaitu dalam aspek kewenangan, bahwa yang 

semula kewenangan dari Pemerintah Daerah menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat. (Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja) dan mengalami 

perubahan dalam aspek Prosedur pelayanan dan perizinan. (Pasal 40 

Undang-Undang Cipta Kerja). 

Perubahan yang lain yaitu dalam aspek perubahan konsep, yang 

mana sebelumnya menggunakan izin mendirikan bangunan (IMB) 

menjadi persetujuan bangunan gedung. (Pasal 40 Undang-Undang Cipta 

Kerja). 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

Evaluasi Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Bangunan Gedung 

mengalami beberapa perubahan yaitu dalam aspek Prosedur pelayanan 

dan  Perizinan, bahwa dalam UU yang lama memiliki dasar acuan untuk  

menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian 

pengikatan jual beli, pasca UU Cipta Kerja memiliki dasar acuan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (Pasal 

26 Undang-Undang Cipta Kerja). 

Perubahan yang lain yaitu dalam aspek perubahan konsep, yang 

mana sebelumnya menggunakan izin mendirikan bangunan (IMB) 
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menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (Pasal 28 Undang-Undang 

Cipta Kerja). 

Terhadap kondisi-kondisi tersebut, maka didapati bahwa terdapat 

kebutuhan untuk melakukan evaluasi pada beberapa sektor pendukung 

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha:  

1. Perizinan 

2. Penyederhanaan 

3. Investasi & Penanaman Modal 

Pertama, terdapat titik urgensitas bahwa perlunya dilakukan 

penataan regulasi dan komitmen multi-instansi dalam upaya membangun 

“citra negara” di muka masyarakat, atau apa yang disebut oleh Migdal 

sebagai state image.131 Maka dapat dimengerti bila kemudian “kehadiran” 

negara dalam praktik kehidupan sehari-hari (state in practice) menjadi 

samar-samar, atau bahkan, dalam beberapa kasus, justru “absen”.132 

Menurut Migdal, bahwa state image adalah citra yang melekat pada 

negara, yakni sebagai pemegang otoritas, dan memiliki otonomi dalam 

mengatur dan mengontrol (rule and control) wilayah negara serta komunitas 

yang berada didalamnya (the ruled). Sedangkan state in practice, tidak lain 

adalah aktualisasi dari negara dalam kehidupan sehari-hari. Pada konteks 

inilah, keberadaan negara dapat diukur dan dirasakan. Bila aktualisasi 

negara dirasakan oleh masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa negara 

hadir dalam kehidupan sehari-hari, dan pada gilirannya state in practice 

akan congruence dengan state image. Sebaliknya, jika negara absen dari 

kehidupan masyarakat sehari-hari, maka sesungguhnya state in practice 

incongruence dengan state image. Bila ini berkelanjutan Maka yang terjadi 

adalah society without a state.133 

Salah satu pokok yang ingin difokuskan dalam desain representasi ini 

adalah menguatkan implementasi Pasal 96 Undang Nomor 12 Tahun 2011 

                                                     
131Syarif Hidayat dan A.M. Gismar, 2023, Citra Minus Kapasitas, dalam A.M. Gismar 

dan Syarif Hidayat (Editor), 2010, Reformasi Setengah Matang, Jakarta: PT. Mizan Publika, 

hlm. 3 
132Mohamad Rifan, 2023, Scrap Paper: Design “Representation In Ideas” In The 

Formulation Of Regional Legal Products,  Jember: Universitas Negeri Jember.  
133Joel S. Migdal, 2003, State In Society: Studying How States And Societies Transform 

And Constitute One Another, Cambridge University Press, hlm. 58 
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sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki 

banyak kelemahan.  

Deliniasi/garis sambung antara Meaningfull Participation melalui hak 

untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk 

dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk 

mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right 

to be explained) dikaitkan dengan Kebijakan yang ada justu mengarahkan 

penulis pada kelemahan terbesar tata kelola pemerintah di Indonesia, yaitu 

Pengelolaan Media dan Narasi Media dalam Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE). SPBE adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas 

dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis 

elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi 

sistem pemerintahan berbasis elektronik.134 Layanan SPBE dibangun melalui 

pengembangan layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna SPBE dan 

membuka ruang partisipasi masyarakat, sehingga pemerintah dapat hadir 

dalam melayani masyarakat hingga ke daerah yang terpencil, terluar, dan 

berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam 

penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya 

bagi masyarakat.135 

Adanya SPBE ini setidaknya menjadi jawaban bahwa amanat Pasal 96 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Namun 

justru dalam praktiknya, mengindikasikan bahwa kebijakan ini masih jauh 

dari kata mungkin untuk dilakukan. Sebagiamana hasil penulis menelaah 

                                                     
134Khaidarmansyah dan Ridwan Saifuddin, 2022, Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Provinsi Lampung, Derivatif : Jurnal Manajemen 

Vol. 16 No. 1, hlm. 88 
135Vina Dwiana Putri, Dkk, 2021, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) Pada Domain Aplikasi Di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan, JIPI (Jurnal Ilmiah 

Penelitian dan Pembelajaran Informatika, Vol. 06, No. 02, hlm. 381 
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implementasi SPBE yang berkaitan dengan sinkronisasi database e-Perda, 

Aksesibilitas Media Propemperda, Ketersediaan Media Elektronik, dan 

Aksesibilitas Progres serta dokumen Raperda. Ditemukan hasil sampel 

terhadap 1 (satu) Provinsi beserta Kabupaten dan Kota sebagai berikut: 

Tabel 18.  

Progres SPBE di Daerah Jawa Timur Berkaitan dengan Partisipasi dan 

Aksesibilitas Peraturan Daerah 

N
o 

Nama 
Daerah 

Sinkronis
asi 

Database  

E-Perda 

Aksesibili
tas Media 

& Wadah 

Aspirasi 

Nama Situs Dalam Jaringan Aksesibili
tas 

Propempe

rda dan 
Dokumen 

Raperda 

secara 

lengkap 

1.  Pemerinta
h Provinsi 

Jawa 

Timur 

Belum Ya  https://jdih.jatimprov.go.id Tidak 

2.  Kab. 

Bangkala
n 

Belum Tidak - Tidak 

3.  Kab. 
Banyuwa

ngi 

Belum Ya https://www.banyuwangikab.go.i
d 

Tidak 

4.  Kab. 

Blitar 

Belum Ya https://www.blitarkab.go.id Tidak 

5.  Kab. 

Bojonegor
o 

Belum Ya https://kabbojonegoro.jdih.jatim

prov.go.id 

Tidak 

6.  Kab. 
Bondowos

o 

Belum Ya https://jdih.bondowosokab.go.id Tidak 

7.  Kab. 

Gresik 

Belum Ya https://jdih.gresikkab.go.id/ Ya 

8.  Kab. 

Jember 

Belum Ya https://kabjember.jdih.jatimprov.

go.id 

Tidak 

9.  Kab. 

Jombang 

Belum Ya jdih.jombangkab.go.id Tidak 

10.  Kab. 

Kediri 

Belum Ya https://jdih.kedirikab.go.id Tidak 

11.  Kab. 
Lamonga

n 

Belum Ya http://jdih.lamongankab.go.id Tidak 

12.  Kab. 

Lumajang 

Belum Ya https://jdih.lumajangkab.go.id Tidak 

13.  Kab. 

Madiun 

Belum Ya http://jdih.madiunkab.go.id Tidak 

14.  Kab. 

Magetan 

Belum Ya https://jdih.magetan.go.id Tidak 

15.  Kab. 

Malang 

Belum Ya http://jdih.malangkab.go.id Tidak 

about:blank
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/semua.php?KWil=3526
https://www.banyuwangikab.go.id/media/anggaran/pdf/RANCANGAN_PERATURAN_DAERAH_TAHUN_2018.pdf
https://www.banyuwangikab.go.id/media/anggaran/pdf/RANCANGAN_PERATURAN_DAERAH_TAHUN_2018.pdf
https://www.blitarkab.go.id/2018/07/16/dprd-kabupaten-blitar-tetapkan-5-perda/
https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?page_id=839
https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?page_id=839
https://kabjember.jdih.jatimprov.go.id/
https://kabjember.jdih.jatimprov.go.id/
http://jdih.jombangkab.go.id/2018/11/14/pembahasan-raperda-perubahan-tentang-bpd-dan-pilkades/
https://jdih.lumajangkab.go.id/main/downloadfile/aGpr
http://jdih.madiunkab.go.id/
https://jdih.magetan.go.id/
http://jdih.malangkab.go.id/
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16.  Kab. 

Mojokerto 

Belum Ya https://kabmojokerto.jdih.jatimp

rov.go.id 

Tidak 

17.  Kab. 

Nganjuk 

Belum Ya http://kabnganjuk.jdih.jatimprov

.go.id 

Tidak 

18.  Kab. 

Ngawi 

Belum Ya http://hukum.ngawikab.go.id Tidak 

19.  Kab. 

Pacitan 

Belum Ya https://kabpacitan.jdih.jatimprov

.go.id 

Tidak 

20.  Kab. 
Pamekasa

n 

Belum Ya https://kabpamekasan.jdih.jatim
prov.go.id 

Tidak 

21.  Kab. 

Pasuruan 

Belum Ya https://jdih.pasuruankab.go.id Ya 

22.  Kab. 

Ponorogo 

Belum Ya https://jdih.ponorogo.go.id Tidak 

23.  Kab. 

Proboling
go 

Belum Ya https://jdih.probolinggokab.go.id Tidak 

24.  Kab. 
Sampang 

Belum Ya http://jdih.sampangkab.go.id Tidak 

25.  Kab. 
Sidoarjo 

Belum Ya http://sjdih.sidoarjokab.go.id Tidak 

26.  Kab. 

Situbondo 

Belum Ya https://jdih.situbondokab.go.id/

home 

Tidak 

27.  Kab. 

Sumenep 

Belum Ya https://jdih.sumenepkab.go.id Tidak 

28.  Kab. 

Trenggale

k 

Belum Ya https://jdih.trenggalekkab.go.id Tidak 

29.  Kab. 
Tuban 

Belum Ya https://jdih.tubankab.go.id Tidak 

30.  Kab. 
Tulungag

ung 

Belum Ya jdih.tulungagung.go.id Tidak 

31.  Kota Batu Belum Ya https://jdih.batukota.go.id Tidak 

32.  Kota 

Blitar 

Belum Ya https://jdih.blitarkota.go.id Tidak 

33.  Kota 

Kediri 

Belum Ya https://jdih.kedirikota.go.id Ya 

34.  Kota 

Madiun 

Belum Ya http://jdih.madiunkota.go.id/ Ya 

35.  Kota 

Malang 

Belum Ya https://hukum.malangkota.go.id Tidak 

36.  Kota 

Mojokerto 

Belum Ya  https://jdih.mojokertokota.go.id Tidak 

37.  Kota 
Pasuruan 

Belum Ya https://jdih.pasuruankota.go.id/j
dih/ 

Tidak 

38.  Kota 
Proboling

go 

Belum Ya kotaprobolinggo.jdih.jatimprov.go.
id 

Tidak 

39.  Kota 

Surabaya 

Belum Ya https://jdih.surabaya.go.id Ya 

Sumber: bahan hukum sekunder, diolah 2023 

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan bahwa belum ada Daerah di 

Provinsi Jawa Timur yang melakukan sinkronisasi Database pada aplikasi E-

https://kabmojokerto.jdih.jatimprov.go.id/
https://kabmojokerto.jdih.jatimprov.go.id/
http://kabnganjuk.jdih.jatimprov.go.id/
http://kabnganjuk.jdih.jatimprov.go.id/
http://hukum.ngawikab.go.id/
https://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id/
https://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id/
https://kabpamekasan.jdih.jatimprov.go.id/
https://kabpamekasan.jdih.jatimprov.go.id/
https://jdih.probolinggokab.go.id/
http://sjdih.sidoarjokab.go.id/
https://jdih.batukota.go.id/
https://jdih.blitarkota.go.id/
https://jdih.kedirikota.go.id/
https://hukum.malangkota.go.id/
https://jdih.surabaya.go.id/


 

146 

 

Perda, dan hanya 12,9% daerah di Jawa timur yang memiliki Aksesibilitas 

Propemperda dan Dokumen Raperda secara Aktif. Kondisi ini secara jelas 

tidak hanya terjadi diskoneksi terhadap muatan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun 

juga peraturan turunannya atau peraturan yang berkaitan lainnya, termasuk 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 4 bahwa untuk 

meningkatkan Partisipasi Masyarakat pemerintah daerah mengembangkan 

sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan 

kesiapan daerah. 

Kedua, Desain dokumen perencanaan yang inkonsisten pada 

beberapa sektor pendukung Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan 

Berusaha.  Misal dalam Pembangunan kepariwisataan (RIPPARDA) dan 

Rencana Tata Ruang (RTRW) merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional. Oleh karena itu, RIPPAR atau RTRW tersebut harus merujuk 

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang 

tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 untuk menciptakan sinkronisasi 

dan harmonisasi agar tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Jangka 

waktu target pembangunan nasional dalam RPJP Nasional untuk periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

Hal ini juga berlaku pada RPJP Daerah yang terhitung sejak tahun 2005-

2025. Kurun waktu RPJP Daerah menyesuaikan dengan kurun waktu RPJP 

Nasional.136 Dalam Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2007 menyebutkan, “RPJP 

Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, 

misi, dan arah RPJP Daerah.” RPJP Daerah dalam sektor kepariwisataan 

diimplementasikan melalui Peraturan Daerah tentang RIPP Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. Adapun RPJP Nasional menjadi acuan RPJP daerah 

                                                     
136Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025. 
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bukan bermaksud untuk membatasi wewenang daerah dalam otonomi 

daerah, melainkan agar terdapat acuan peraturan yang jelas, sinergi, dan 

keterkaitan setiap pembangunan daerah yang didasarkan atas kewenangan 

otonomi yang dimiliki. Akan tetapi, terdapat RIPP Daerah Provinsi yang tidak 

menyesuaikan jangka waktu pembangunan nasional yang tercantum dalam 

RPJP Nasional yakni 2005-2025. Seharusnya penyusunan RIPP Daerah 

Provinsi maupun RIPP Daerah Kabupaten/Kota menyesuaikan RPJP 

Nasional yang berlaku paling lama pada tahun 2025. Seperti contoh pada 

tabel berikut:137 

Tabel 19. 

Disharmonisasi Dokumen RTRW 

No Perda 

Provinsi/Kab/Kota 

Jangka 

Waktu 

RTRW 

Tahun 

Pergantian 

Kepala 
Daerah 

Sebelum 

dibentuknya 
RTRW 

Terdapat Visi/ Misi/ Program 

tentang RTRW 

Sebelum 

Pergantian 

Pasca 

Pergantian 

1 Perda Prov Jawa 
Timur Nomor 5 

Tahun 2012  

2011-
2031 

2009   - 2009, ada. 
program ke 24. 

kebijakan tata 

ruang wilayah 

2 Perda Prov Bali 

Nomor 2 Tahun 2023 

2023-

2043 

2018 2013, tidak 

ada 

2018, ada 

tentang menata 
wilayah 

3 Perda Prov 

Kalimantan Tengah 

Nomor 5 Tahun 2015 

2015-

2035 

2015 2010. ada 

tentang rtrw 

2017, ada 

terkait 

peningkatan 

kualitas 
perencanaan 

tata ruang 

wilayah  

4 Perda Provinsi Jambi 
Nomor 10 Tahun 

2013  

2013-
2033 

2010 - 2021, ada 
terkait 

kebijakan dan 

strategi 

penataan ruang 
wilayah 

provinsi. 

5 Perda Kota Gorontalo 

Nomor 9 Tahun 2019 

2019-

2039 

2019 2014, tidak 

ada 

2019,  

berpedoman 

pada rtrw 

6 Perda Kabupaten 
Ciamis Nomor 6 

Tahun 2023 

2023-
2043 

2019 2014, tidak 
ada 

2019, 
berpedoman 

pada RTRW 

                                                     
137Mohamad Rifan dan Hilmi Inaya Fikriya, 2020, Disharmonized The Implementation 

Period of Regional Tourism Development Plan In Indonesia (The Implementation Of Government 
Regulation Number 50 Year 2011 Concerning Tourism Development Master Plan), Jurnal 

Kepariwisataan Indonesia, Vol. 14, No. 2, hlm. 141 
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7 Perda Prov Jawa 

Tengah Nomor 16 

Tahun 2019 

2009-

2029 

2018 2013 

Ada RTRW 

2018, ada, 

penataan ruang 

8 Perda Kota 
Balikpapan Nomor 12 

Tahun 2012 

2012-
2032 

2011 2006, ada 
RTRW 

2011, ada 
dengan 

berpedoman 

pada rtrw 

9 Perda Kota Surakarta 

Nomor 4 Tahun 2021 

2021-

2041 

2021 2016, ada 

berpedoman 
terhadap 

RTRW 

2021 ada, misi 

ke tiga yakni 
Mewujudkan 

tata ruang dan 

infrastruktur 
kota yang 

mendukung 

pemajuan 

kebudayaan 
dan pariwisata 

berkelanjutan. 

 

Tabel 20.  

Disharmonisasi Dokumen RDTR 

No Perda/Pergub 
Provinsi/Kab/Kota 

Jangka 
Waktu 

RDTR 

Tahun 
Pergantian 

Kepala Daerah 

Sebelum 
dibentuknya 

RDTR 

Program tentang RDTR  

Sebelum 
Pergantian 

Pasca 
Pergantian 

1 Perda kota 

Surabaya Nomor 8 

Tahun 2018 

2018-

2038 

2016 - Ada. 2016  

rencana rinci 

tata ruang kota 
berupa Rencana 

Detail Tata 

Ruang Kota 
(RDTRK) yang 

juga 

memuat 
pedoman 

peraturan 

zonasi serta 

Rencana Tata 
Ruang Kawasan 

Strategis. 

Program PUPR 

2 Perda Kabupaten 
Malang Nomor 4 

Tahun 2020  

2020-
2040 

2019 2014. ada 
dengan adanya 

perda No. 

5/2014 

2019. ada 

3 Perda Kota Bandung 

Nomor 10 Tahun 
2015 

2015-

2035 

2013 - 2018. ada 
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Tabel 21.  

Disharmonisasi Dokumen RIPPAR 

No Perda 

Provinsi/Kab/Kota 

Jangka 

Waktu 

RIPPAR

DA 

Tahun 

Pergantian 

Kepala Daerah 

Sebelum 
dibentuknya 

RIPPAR 

Terdapat Visi/ Misi/ Program 

tentang Pariwisata  

Sebelum 

Pergantian 

Pasca 

Pergantian 

1 Perda Prov Jawa 

Timur Nomor 6 

Tahun 2017  

2017-

2032 

2013 2008 

Tidak ada 

2013 

Ada, Misi 

keenam bidang 
perdagangan, 

pariwisata dan 

investasi 

2 Perda Prov Bali 
Nomor 10 Tahun 

2015 

2015-
2029 

2013 2008 
Ada, daerah 

tujuan wisata 

yang handal 

2013 
Ada, pariwisata 

 

3 Perda Prov 

Kalimantan Tengah 
Nomor 2 Tahun 

2013 

2013-

2028 

2010 2005 

Tidak ada 
 

2010 

Ada, Pertanian, 
industry, 

pariwisata, 

pertambangan, 

perdagangan 
dan jasa 

4 Perda Prov 

Kalimantan Barat 

Nomor 3 Tahun 
2018 

2017-

2032 

2018 2013 

Tidak ada 

 

2018 

Ada, 

Infrastuktur, 
pariwisata, , 

kesehatan, 

pertanian  

5 Perda Prov Nusa 

Tenggara Barat 
Nomor 7 Tahun 

2013 

2013-

2028 

2013 2008 

Ada, 
pariwisata, 

kesehatan 

2013 

Ada, 
Infrastuktur, 

pariwisata,  

6 Perda Prov Sulawesi 

Selatan Nomor 2 

Tahun 2015 

2015-

2030 

2013 2008 

Tidak ada  

2013 

Ada, Ketertiban, 

infrastuktur, 
pariwisata 

7 Perda Provinsi Jambi 
Nomor 7 Tahun 

2018 

2016-
2031 

2018 2016 
Tidak ada 

2018 
Ada, Pariwisata, 

infrastuktur, 

pertanian 

8 Perda Kota 

Gorontalo Nomor 11 
Tahun 2016 

2016-

2026 

2014 - 2014 

Ada, Pariwisata, 
infrastuktur, 

UMKM, 

reformasi 
birokrasi 

9 Perda Kabupaten 

Lampung Timur 

Nomor 3 Tahun 

2016 

2016-

2030 

2015 2012 

Tidak ada 

2015 

Ada, pariwista 

10 Perda Kabupaten 
Ciamis Nomor 16 

Tahun 2016 

2017-
2027 

2014 2009 
- 

2014 
Ada, pariwisata 
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11 Perda Prov Jawa 

Tengah Nomor 10 

Tahun 2012 

2012-

2027 

2008 2007 

- 

2008 

Ada, Pariwisata, 

Reformasi 
birokrasi, 

pendidikan 

12 Perda  Prov Sulawesi 

Tenggara 5 Tahun 

2016 

2016-

2031 

2013 2008 

Tidak ada 

2013 

Ada, Pariwisata, 

infrastruktur 

13 Perda Kota 
Balikpapan Nomor 7 

Tahun 2016 

2016-
2026 

2016 2011 
- 

2016 
Ada, Pariwisata, 

pendidikan, 

budaya 

14 Perda Kota 

Surakarta Nomor 13 
Tahun 2016 

2016-

2026 

2016 2012 

Tidak ada 

2016 

Ada, Pariwisata, 
pendidikan 

kesehatan 

 

Tabel di atas menunjukkan ketidaksinkronan jangka waktu 

pembangunan pariwisata yang terdapat di daerah-daerah provinsi maupun 

kabupaten/kota terhadap RPJPN. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

peraturan perundang-undangan terdapat jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. Sesuai hierarki tersebut, maka Perda Provinsi dan Perda 

Kabupaten/Kota harus menyesuaikan tingkat perundang-undangan di 

atasnya berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori. Kondisi ini 

diperburuk dengan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan 

Hidup (RPPLH) yang dalam skala Nasional hanya dapat terakses 2 (dua) 

Provinsi, diantaranya:  

Tabel 22.  

Disharmonisasi Dokumen RPPLH 

No Perda 
Provinsi/Kab/Kota 

Jangka 
Waktu 

RPPLH 

Tahun 
Pergantian 

Kepala Daerah 

Sebelum 

dibentuknya 
RPPLH 

Perencanaan Program 
tentang Lingkungan Hidup  

Sebelum Pergantian Pasc
a 

Perg

anti
an 

1 Perda Prov Bali 
Nomor 1 Tahun 

2017 

- 2013 Belum ada 2017
, ada 

RPP

LH 
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2 Perda Prov Sulawesi 

Selatan Nomor 3 

Tahun 2014 

- 2013  2013

, ada 

Perli
ndu

ngan 

dan 
Peng

elola

an 
Ling

kung

an 
Hidu

p 

 

Ketiga, dampaknya, terdapat beberapa catatan realisasi di Provinsi 

Jawa Timur, diantaranya:  

1. Pemprov Jatim Februari 2023 (3 Bulan Pasca Penetapan UU CK) 

meluncurkan Inisiasi Kolaborasi dan Inovasi (IKI) Investasi Jatim dan 

Jatim Online Single Submission Goes Android  Operating System (JOSS 

GANDOS). 

2. Total Investasi di Jawa Timur: 

Tabel 23.  

Jumlah Investasi Provinsi Jawa Timur 

No. Tahun Jumlah Investasi 

1 2017 Rp45.044 

2 2018 Rp33.333 

3 2019 Rp45.452 

4 2020 Rp55.660 

5 2021 Rp52.552 

6 2022 Rp65.355 

Sumber: BPS, 2023 
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Bagan 2. 

Perkembangan Investasi di Provinsi Jawa Timur 2017-2022 

 

Sumber: BPS, 2023 

Sehingga, berdasarkan pada pembahasan diatas terdapat Catatan-

catatan dalam rangka evaluasi dan penilaian Desain Hubungan Pemerintah 

Pusat dan Daerah dalam Bidang Peningkatan Ekosistem Investasi dan 

Kegiatan Berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diantaranya 

adalah: 

1. Kebutuhan muatan SPBE baik berbentuk: Aplikasi, Database, 

Infrastruktur. 

2. Kondisi Eksisting: Dari 38 Kabupaten/Kota hanya 11 Kab/Kota yang 

membentuk regulasi Arsitektur SPBE Pemda yang ditetapkan dalam 

Peraturan Kepala Daerah. sedangkan Arsitektur SPBE Pusat sampai 

2024. 

3. Dalam hal perizinan dan penyederhanaan, pada Permendagri 138/2017 

Penyelenggaraan PTSP, Memberikan kewenangan “Penyederhanaan” 

melalui Paket Pararel Perizinan dan Merger/Penyatuan Perizinan. Hingga 

tahun 2023, tidak terdata dan butuh konfirmasi beberapa Dinas terkait 

bagaimana bentuk dari Paket Pararel Perizinan dan Merger/Penyatuan 

Perizinan. 

4. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha akan bermuara 

pada:  

Rp0

Rp10.000

Rp20.000

Rp30.000

Rp40.000

Rp50.000

Rp60.000

Rp70.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jumlah Investasi
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1. RUPM; 

2. RDTR; 

3. Rencana Strategis Promosi Investasi; 

4. Peta Investasi; dan 

5. Profil Investasi. 

5. Sehingga berdasarkan pada beberapa pertimbangan diatas, peningkatan 

ini membutuhkan kematangan desain perencanaan bidang tata ruang, 

lingkungan hidup, dan bangunan gedung. Hingga tahun 2023, tercatat 

masih banyak problem dalam RTRW, RDTR, RIPPAR, RIPPLH, dan lain 

sebagainya. 

  

4.2.2 Evaluasi dan Kesiapan terhadap Pola Hubungan Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 banyak 

mengubah ketentuan terkait dengan ketenagakerjaan, dalam konteks 

hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang Ketenagakerjaan, 

menurut tim penyusun pembagian urusan bidang ketenagakerjaan yang 

diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah menjadi tidak relevan lagi dan perlu disesuaikan. Karena 

beberapa kewenangan Pemerintah Kota dan Kabupaten secara perlahan 

diambil oleh Pemerintah Pusat meskipun tidak secara tegas. 

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor tujuan 

utamanya dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Harapan dengan 

adanya kemudahan investasi diharapkan juga berdampak pada penambahan 

dan perluasan lapangan pekerjaan, yang tentunya hal ini tidak dapat 

dilepaskan dari pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Dalam konteks 

hubungan pemerintah pusat dan daerah, kebijakan pemerintah pusat untuk 

menambah dan memperluas lapangan kerja juga tentu berdampak pada 

langkah untuk memastikan pemenuhan hak hak pekerja. Karena sangat 

disayangkan apabila pekerjaan yang didapatkan namun tidak sebanding 

dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Sehingga konteks 

pengawasan dan pelayanan ketenagakerjaan di tingkat daerah baik 
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kabupaten/kota maupun provinsi, tetap merupakan bagian yang tidak bisa 

ditinggalkan. 

Pengawasan yang merupakan langkah dalam memastikan pemenuhan 

hak-hak dasar pekerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan merupakan 

salah satu yang harus diperkuat. Dengan mudahnya investasi masuk, juga 

akan memperbesar peluang atau potensi pelanggaran norma 

ketenagakerjaan. Penguatan koordinasi dan pendataan merupakan salah 

satu langkah yang bisa untuk menunjang dan memastikan pemenuhan hak-

hak pekerja. Sehingga koordinasi dan pendataan tersebut dapat menunjang 

Pengawasan preventif dan edukatif melalui Lembaga Kerjasama tripartit 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran stakeholder 

ketenagakerjaan dalam pemenuhan norma-norma ketenagakerjaan. 

 

4.2.3 Evaluasi dan Kesiapan terhadap Pola Hubungan Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam Bidang Kemudahan, Pelindungan, Serta 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Perubahan kebijakan di bidang koperasi dan UMKM pasca penetapan 

UU Nomor 6 Tahun 2023 menuntut pemerintah daerah untuk melakukan 

penyesuaian dalam tataran praktis dan implementasi di berbagai aspek 

antara lain kewenangan, kelembagaan, perizinan, konsep, serta regulasi 

sebagaimana penjabaran berikut ini: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

a. Kewenangan 

Secara teknis pemerintah melakukan harmonisasi Peraturan 

perundang-undangan berkaitan dengan kemudahan melakukan 

aktivitas perkoperasian, ketentuan tersebut diatur pada satu ketentuan 

yang komprehensif. Ketentuan tersebut kemudian diatur di PP No. 7 

Tahun 2021. Berdasarkan kewenangan yang diatur di Peraturan 

pemerintah ini meliputi : 

1) Pemerintah memberikan status badan hukum kepada koperasi; 

2) Memberikan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok 

masyarakat yang akan membentuk Koperasi; 
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3) Pemerintah melalui kementerian dan dinas memfasilitasi 

kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota koperasi; 

4) Pemerintah menerapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh 

diusahakan Koperasi; 

5) Pemerintah melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi 

darurat tertentu; dan 

6) Pemerintah melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada 

Koperasi dalam beberapa beragam bidang-bidang lainnya yang dapat 

diusahakan oleh koperasi. 

b. Kelembagaan 

Secara kelembagaan, untuk memberikan penguatan kepada 

Perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

terdapat ketentuan Pembentukan Lembaga Gerakan Koperasi, lembaga 

ini merupakan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah 

untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa 

aspirasi Koperasi. Meskipun telah ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023, ketentuan ini tidak dicabut sehingga masih 

berlaku. Adanya Lembaga Gerakan Koperasi bertujuan untuk : 

1) Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi; 

2) Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat; 

3) Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat; 

dan 

4) Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi 

dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun 

internasional. 

c. Prosedur Layanan dan Perizinan 

Pelaksanaan perkoperasian tidak bisa dilakukan secara 

serampangan, diperlukan tahap-tahap yang dilalui agar terjadinya 

keteraturan di dalamnya. Hal mendasar adalah bagaimana 

pembentukan Koperasi itu sendiri. Sebelumnya, pada Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 untuk membentuk suatu Koperasi Primer 

memerlukan 20 orang sedangkan setelah ditetapkannya Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 kemudian berkurang hanya menjadi 9 

orang saja.  

Pemerintah memiliki peran penting pada tahapan pendirian begitu 

pula pembubarannya, diperlukan serangkaian prosedur yang harus 

dipenuhi agar koperasi tersebut bisa dibubarkan dengan baik. Perlu 

diperhatikan pemerintah memberikan layanan-layanan agar terciptanya 

iklim usaha koperasi yang baik melalui tiga pasal dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63. Yang 

pada intinya melakukan pembinaan dalam rangka menciptakan dan 

mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan 

pemasyarakatan Koperasi, memberikan bimbingan dan kemudahan 

kepada Koperasi, dan pemberian perlindungan kepada Koperasi. 

d. Perubahan Konsep 

Tercatat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023, ada beberapa perubahan konsep atas perkoperasian itu sendiri, 

perubahan-perubahan itu meliputi: 

Tabel 24.  

Dampak Perubahan UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

UU 25/1992 UU 6/2023 jo. PP 7/2021 

Pasal 6 
(1) Koperasi Primer dibentuk oleh 

sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.  

(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi. 

Pasal 6 
(1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 

oleh 9 (sembilan) orang.  

(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling 
sedikit 3 (tiga) Koperasi. 

Pasal 21 Perangkat organisasi Koperasi 
terdiri dari:  

a. Rapat Anggota;  

b. Pengurus;  
c. Pengawas. 

Pasal 21  
(1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri 

atas:  

a. Rapat Anggota;  
b. Pengurus; dan  

c. Pengawas.  

(2) Selain memiliki perangkat organisasi 
Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Koperasi yang menjalankan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah wajib 

memiliki dewan pengawas syariah. 

 Pasal 22  
(1) Rapat Anggota merupakan pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.  

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota 
yang pelaksanaannya diatur dalam 

Anggaran Dasar. 

Pasal 22  
(1) Rapat Anggota merupakan pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.  

(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang 

pelaksanaanya diatur dalam Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga. (3) Rapat 

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2) dapat dilakukan secara daring dan/atau 

luring.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat 
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 43  

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang 
berkaitan langsung dengan kepentingan 

anggota untuk meningkatkan usaha dan 

kesejahteraan anggota.  
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan 

Koperasi dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
bukan anggota Koperasi.  

(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha 

dan berperan utama di segala bidang 
kehidupan ekonomi rakyat. 

Pasal 43  

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang 
berkaitan langsung dengan kepentingan 

anggota untuk meningkatkan usaha dan 

kesejahteraan anggota.  
(2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat  

(1) dapat dilaksanakan secara tunggal 
usaha atau serba usaha.  

(3) Kelebihan kemampuan pelayanan 

Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang bukan anggota 

Koperasi dalam rangka menarik masyarakat 

menjadi anggota Koperasi.  

(4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha 
dan berperan utama di segala bidang 

kehidupan ekonomi ralryat.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kegiatan usaha Koperasi diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Ketentuan Baru Pasal 44A  

(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah.  
(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas 

syariah.  
(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (Z) terdiri atas 1 (satu) 

orang atau lebih yang memahami syariah 
dan diangkat oleh Rapat Anggota.  

(4) Dewan pengawas syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bertugas 
memberikan nasihat dan saran kepada 

Pengurus serta mengawasi kegiatan 

Koperasi agar sesuai dengan prinsip 

syariah. 

 

e. Regulasi 

Sebagai tindak lanjut terhadap perubahan regulasi di tingkat pusat, 

pemerintah daerah perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap 

produk hukum daerah baik berupa peraturan daerah atau peraturan 

kepala daerah di bidang koperasi yang masih mengacu pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

disharmoni/konflik antara peraturan perundang-undangan yang satu 

dengan yang lainnya secara vertikal. Apalagi dalam tata urutan 



 

158 

 

peraturan perundang-undangan Indonesia, secara hirarkis peraturan 

daerah menempati posisi yang paling rendah sehingga tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah 

a. Kewenangan 

Kebijakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha 

mikro, kecil, dan menengah perlu dikoordinasikan dan dikendalikan 

secara terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain menteri 

koperasi dan UKM, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non 

kementerian, gubernur, bupati/walikota, dunia usaha, dan masyarakat. 

Berdasarkan PP 7/2021, dalam pemberian kemudahan, 

pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, 

gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memiliki 

tugas:  

1) menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan 

kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang 

kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah; 

2) menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan 

kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam 

program daerah provinsi dan kabupaten/kota; 

3) menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan 

kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan di daerah provinsi dan 

kabupaten/kota; 

4) menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah 

provinsi dan kabupaten/kota dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; 

5) menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, 

pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi 

dan kabupaten/kota; 
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6) mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya 

manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah provinsi 

kabupaten/kota; dan 

7) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

b. Kelembagaan 

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan 

UMKM yang berdaya saing adalah dengan mengimplementasikan 

pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster 

melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

pemangku kepentingan terkait. Pada dasarnya pengelolaan terpadu 

sebagaimana dimaksud telah dilakukan melalui pembentukan Pusat 

Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-

KUMKM). PLUT-KUMKM merupakan program yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka memberikan jasa 

layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan KUMKM. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 

2013, Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan program dan 

kegiatan PLUT-KUMKM kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan 

dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan dan anggaran tugas 

pembantuan di provinsi/kabupaten/kota. 

Saat ini keberadaan PLUT-KUMKM masih belum merata di seluruh 

wilayah Indonesia. Oleh karena itu pembentukannya harus terus 

didorong secara merata agar mampu mengakselerasi pertumbuhan dan 

perkembangan UMKM. Selain itu, menurut Wibowo, keberadaan 

pengelolaan terpadu ini mendorong sinergitas seluruh program 

pemberdayaan UMKM di bawah kendali PLUT. Untuk itu, struktur 

kelembagaan PLUT maupun struktur hierarki dari pusat ke daerah perlu 

dilakukan penguatan agar tercipta struktur organisasi yang benar-

benar menjawab hambatan/tantangan yang dialami secara empiris oleh 

pelaku UMKM di lapangan. Penguatan kelembagaan juga harus sejalan 

dengan pembagian tugas dan kewenangan menyesuaikan tugas dan 
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fungsi kementerian/lembaga atau organisasi pemerintah daerah di 

bidang UMKM.138 

Keberadaan PLUT KUMKM di setiap daerah diharapkan dapat 

menjadi wadah layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha, 

tempat inkubasi bisnis, coworking space, sarana pelatihan teknis dan 

pemasaran produk UMKM binaan serta memberikan layanan perizinan 

dan sertifikasi pelaku UMKM.   

c. Prosedur Layanan dan/atau Perizinan 

Kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan paling sedikit 40% 

(empat puluh persen) produk/jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi 

dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa 

pemerintah sebagaimana yang diatur dalam UU 6/2023 merupakan 

sebuah langkah afirmatif yang ditempuh oleh pemerintah untuk 

memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar 

dapat memasarkan produk usahanya secara luas.  

Pada tahun 2022, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Percepatan Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  (P3DN)  

dan  Produk  Usaha  Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka 

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan    Indonesia    pada    

Pelaksanaan    Pengadaan    Barang/Jasa  Pemerintah menetapkan  

pencapaian  target belanja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  

dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  

2022  paling  sedikit  Rp  400.000.000.000.000,00 (empat  ratus triliun 

rupiah)  untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha  

Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi. 

Dukungan kebijakan pemerintah tersebut diharapkan mampu 

menstimulasi keterlibatan UMKM dalam proses pengadaan barang 

dan/jasa pemerintah sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan pelaku UMKM. Namun demikian, dalam praktiknya 

kebijakan tersebut masih belum memberikan dampak maksimal. 

                                                     
138 Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, 2022, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal 

Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara, Vol. 7, No. 1, hlm. 89 
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Berdasarkan data LKPP tahun 2022, hanya 150.339 produk UMKM yang 

telah tercantum dalam e-catalogue, padahal pemerintah sendiri telah 

menargetkan setidaknya 1 (satu) juta produk UMKM yang masuk di 

dalamnya.139   

Upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif pelaku UMKM 

sebagai penyedia barang/jasa pemerintah secara elektronik masih 

dihadapkan oleh beberapa tantangan yang tidak ringan. Tantangan 

tersebut antara lain, pertama, masih kurangnya pemahaman pelaku 

UMKM terkait prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan 

pemerintahan serta berbagai macam persyaratan dan kualifikasi yang 

harus dipenuhi. Kedua, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki 

literasi digital yang cukup serta tidak menguasai penggunaan teknologi 

informasi. Ketiga, produk barang/jasa yang dihasilkan oleh pelaku 

UMKM belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang 

dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa.140 Oleh karena diperlukan 

peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi, pendampingan, dan 

pembinaan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat berperan 

serta dalam e-catalogue. 

d. Perubahan Konsep 

Terdapat perbedaan konsep yang fundamental antara Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 dalam menentukan kriteria UMKM. Berdasarkan ketentuan yang 

dahulu, kriteria UMKM secara sederhana ditentukan berdasarkan 

nominal kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan 

dalam ketentuan terbaru kriteria UMKM jauh lebih kompleks. Selain 

ditentukan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan, 

untuk kepentingan tertentu kriteria UMKM dapat ditentukan 

berdasarkan omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, insentif dan 

disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, 

                                                     
139Ibid., hlm. 92. 

140PKN STAN, Modul UMKM: UMK dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 
https://penerbitan.pknstan.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/umkm-4.pdf, diakses 

pada 27 November 2023. 

https://penerbitan.pknstan.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/umkm-4.pdf
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atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria sektor usaha hal ini 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2021. 

Berikut adalah perbandingan kriteria UMKM berdasarkan UU 

20/2013 dan UU 6/2023. 

Tabel 25. 

Perbandingan Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

No Skala 

Usaha 

Kriteria UU 20/2008 UU 6/2023 jo. PP 

7/2021 

1 Mikro Kekayaan 
Bersih/Modal 

Usaha 

paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha 

paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha 

  Hasil 
Penjualan 

Tahunan 

paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling 
banyak 

Rp2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah) 

2 Kecil Kekayaan 

Bersih/Modal 

Usaha 

lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling 

banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha 

lebih dari 

Rpl.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) 

sampai dengan paling 

banyak 
Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha 

  Hasil 
Penjualan 

Tahunan 

lebih dari 
Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus 

juta rupiah) 

lebih dari 
Rp2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah) 

sampai dengan paling 
banyak 

Rp15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah) 

3 Menengah Kekayaan 

Bersih/Modal 

Usaha 

lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha 

lebih dari 

Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) 

sampai dengan paling 

banyak Rp 
10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha 

  Hasil 
Penjualan 

Tahunan 

lebih dari 
Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus 

juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar 
rupiah) 

lebih dari 
Rp15.000.000.000,O0 

(lima belas miliar rupiah) 

sampai dengan paling 
banyak 

Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar 
rupiah) 
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Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa terjadi peningkatan 

drastis terkait nominal kriteria modal usaha dan hasil penjualan 

tahunan UMKM dalam UU 6/2023. Peningkatan yang sangat signifikan 

ini menjadikan semua usaha yang semula berskala kecil menjadi usaha 

mikro dan sebagian besar usaha yang semula berskala menengah 

menjadi usaha kecil. Menurut Sugiyanto, perubahan kriteria tersebut 

akan berdampak pada semakin tidak efektifnya intervensi kebijakan 

pemerintah dalam pengembangan UMKM terutama usaha mikro. 

Kebijakan, sasaran, dan program pemerintah menjadi tidak fokus, 

tumpang tindih serta alokasi anggaran pendampingan UMKM menjadi 

tidak efisien. Pelaksanaan program menjadi tidak efektif, outcome 

rendah dan bahkan tidak terukur.141 Sebagai akibatnya, kesempatan 

usaha mikro untuk naik level akan semakin sulit sebab rentang 

segmentasi antara pelaku UMKM semakin besar. 

e. Regulasi 

Sebagai tindak lanjut terhadap perubahan regulasi di tingkat pusat, 

pemerintah daerah perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap 

produk hukum daerah baik berupa peraturan daerah atau peraturan 

kepala daerah di bidang UMKM yang masih mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

disharmoni/konflik antara peraturan perundang-undangan yang satu 

dengan yang lainnya secara vertikal. Apalagi dalam tata urutan 

peraturan perundang-undangan Indonesia, secara hierarkis peraturan 

daerah menempati posisi yang paling rendah sehingga tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 

 

4.2.4 Evaluasi dan Kesiapan terhadap Pola Hubungan Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam Bidang Kemudahan Berusaha 

                                                     
141F. X. Sugiyanto, Mendefinisi Ulang Usaha Mikro Dan Kecil, 

https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/14/mendefinisi-ulang-usaha-mikro-dan-

kecil, diakses pada 27 November 2023 

https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/14/mendefinisi-ulang-usaha-mikro-dan-kecil
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/14/mendefinisi-ulang-usaha-mikro-dan-kecil
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UU No. 6 Tahun 2023 mengimplikasikan perubahan yang masif bagi 

sistem ketatanegaraan Indonesia terutama berkaitan dengan hubungan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Daerah yang berperan 

sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tugas pelayanan 

publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharuskan 

melakukan upaya evaluasi dan penyesuaian terhadap seluruh kebijakan 

pemerintah pusat. Evaluasi ini diharapkan agar terjadi keterpaduan dan 

keselarasan antara peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat 

maupun di daerah sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi 

masyarakat terutama pelaku usaha. Beberapa poin evaluasi tersebut akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

a. Perubahan Kewenangan 

Pada dasarnya, tidak terdapat perubahan dalam sisi kewenangan 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan adanya perubahan 

terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas ini. Karena memang terkait ketentuan Perseroan Terbatas dari 

awal merupakan domain dari pemerintah pusat dalam pengaturan dan 

juga terkait ketentuan perizinannya. 

b. Perubahan Kelembagaan 

Tidak terdapat perubahan kelembagaan bagi daerah dengan 

perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas ini. Karena tidak memiliki kewenangan terkait pengaturan 

Perseroan Terbatas, secara otomatis, Pemerintah Daerah juga tidak 

memiliki kelembagaan yang terkait dengan pengaturan Perseroan 

Terbatas, kewenangan daerah hanya terkait dengan kegiatan Perseroan 

Terbatas, sementara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas lebih banyak mengatur aspek pendirian dari 

Perseroan Terbatas. 

c. Perubahan Prosedur Pelayanan/Perizinan 

Prosedur Pelayanan memiliki potensi untuk dilakukan penyesuaian 

mengingat terkait dengan keberadaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum berupa perseroan. 
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Dengan kondisi tersebut, maka perlu penyesuaian di daerah, mengingat 

selama ini, terutama untuk usaha mikro, dikelola secara informal tanpa 

memiliki badan hukum atau badan usaha sehingga bentuk perizinan 

dan hal lain terkait juga dilakukan tanpa melalui prosedur dalam OSS 

sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kemampuan dan 

memberikan bagi usaha mikro.  

Sedangkan pada sisi perizinan tidak ada perubahan yang terjadi, 

karena keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini pada 

dasarnya justru melengkapi ketentuan perizinan dalam OSS yang lebih 

dahulu ada, utamanya terkait regulasi tentang Perusahaan 

Perseorangan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang sebelumnya tidak 

dikenal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Perubahan Regulasi 

Perubahan Regulasi yang ada dalam UU Cipta Kerja ini yang terkait 

dengan Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan respon atas 

peraturan perundang-undangan yang lebih dahulu ada, yakni terkait 

dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Usaha Mikro dan 

Usaha Kecil, serta pengaturan terkait Badan Usaha Milik Daerah yang 

merubah bentuk BUMD menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) dan 

Perusahaan Umum Daerah (Perumda)142. 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa: 

(1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang 

seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak 
terbagi atas saham. 

(2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD 

yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya 
terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling 

sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 

dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. 

Dalam rumusan tersebut, terlihat bahwasannya saat Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD tersebut 

diberlakukan, pada dasarnya konsep tersebut bertentangan dengan 

                                                     
142Vide Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha 

Milik Daerah. 
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ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengingat 

ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya 

tidak mengecualikan BUMD sebagai Perusahaan yang dapat didirikan 

oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena ketentuan dasar dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas adalah Perseroan didirikan oleh 2 (dua) 

orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa 

Indonesia143, dengan pengecualian untuk Persero yang seluruh 

sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa 

efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang Pasar Modal144. 

e. Perubahan Konsep 

Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja memuat 

beberapa perubahan konsep yang fundamental terutama syarat 

pendirian perseroan dan ketentuan terkait modal dasar untuk 

mendirikan suatu perseroan. Dalam UU Cipta Kerja, setiap orang 

dimungkinkan mendirikan sebuah perseroan yang berbentuk Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil. 

Khusus perseroan yang berbentuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

dimungkinkan untuk didirikan hanya melalui 1 (satu) orang. Selain itu, 

dengan mendirikan perseroan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

akan mendapatkan keringanan biaya pendirian perseroan sebagai 

badan hukum. 

Modal dasar perseroan pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja menjadi 

tanpa nominal tertentu dan diserahkan sepenuhnya kepada keputusan 

pendiri perseroan. Namun Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 

mengatur lebih lanjut bahwa pendiri harus menempatkan dan 

menyetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 

seluruh modal dasar yang ditetapkan. 

                                                     
143Vide Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. 
144Vide Pasal 7 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas 
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2. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 

Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan 

a. Perubahan Kewenangan 

Tidak ada Perubahan dalam hal kewenangan, karena kewenangan 

daerah untuk memberi izin gangguan pada dasarnya sudah tidak ada 

semenjak diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di 

Daerah. 

b. Perubahan Kelembagaan 

Tidak terdapat perubahan kelembagaan bagi daerah dengan 

Pencabutan Staatsblad ini 

c. Perubahan Prosedur Pelayanan/Perizinan 

Tidak terdapat perubahan pelayanan atau perizinan, mengingat 

dasar hukum pelayanan pemberian izin gangguan, yakni Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di 

Daerah telah terlebih dahulu dicabut pada tahun 2017 dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. sehingga, Masyarakat 

tidak lagi memiliki kewajiban untuk memiliki Izin Gangguan Ketika 
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ingin melakukan usaha dan beberapa kegiatan lain yang mensyaratkan 

izin gangguan semenjak saat itu. 

d. Perubahan Regulasi 

Pencabutan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad 

Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan menjadi 

bagian dari penghapusan ketentuan izin gangguan di Indonesia, yang 

mana pada prakteknya sebenarnya sudah tidak lagi diwajibkan bagi 

Masyarakat semenjak 2017. 

e. Perubahan Konsep 

Dengan tidak adanya izin gangguan, maka pelaksanaan perizinan 

untuk berusaha dan kegiatan lain dapat lebih mudah, karena 

keberadaan izin gangguan pada masa lalu justru menghambat laju 

kegiatan usaha karena membutuhkan persetujuan yang cenderung 

Panjang, mulai dari tetangga, di sisi lain kondisi ini juga sering 

memunculkan konflik horizontal di Masyarakat karena adanya syarat 

persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha yang seringkali tidak 

mudah mendapatkannya. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

a. Perubahan Kewenangan 

Undang-Undang Cipta Kerja ini pada dasarnya tidak merubah 

kewenangan apapun yang dimiliki oleh daerah dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

b. Perubahan Kelembagaan 

Undang-Undang Cipta Kerja ini pada dasarnya tidak merubah 

kelembagaan apapun yang dimiliki oleh daerah dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

c. Perubahan Prosedur Pelayanan/Perizinan 

Tidak terdapat Perubahan pada Prosedur Pelayanan atau Perizinan. 

d. Perubahan Regulasi 
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Undang-Undang Cipta Kerja semakin menegaskan keberadaan UU 

HKPD, sehingga ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini 

bersifat penguatan terhadap keberadaan UU HKPD yang secara tidak 

langsung termasuk dalam ketentuan yang terkait dalam rangka 

harmonisasi ketentuan perpajakan pusat dan daerah. 

e. Perubahan Konsep 

Konsep perpajakan di Indonesia, khususnya terkait dengan Pajak 

Daerah pada dasarnya kini bergerak pada 2 (dua) hal, yang pertama 

terkait dengan penguatan kemampuan daerah dalam memungut pajak, 

yang kedua terkait dengan pemberian kemudahan berusaha dan/atau 

berinvestasi di daerah. Keberadaan UU Cipta Kerja mencoba 

menguatkan Langkah tersebut dengan Upaya harmonisasi dan 

sinkronisasi peraturan yang ada. 

 

4.2.5 Evaluasi dan Kesiapan terhadap Pola Hubungan Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam Bidang Dukungan Riset dan Inovasi 

Regulasi secara langsung mempengaruhi proses inovasi, sementara 

inovasi dan perubahan teknis memiliki dampak signifikan terhadap regulasi. 

Keberhasilan dapat dicapai melalui upaya reformasi regulasi dengan 

memperhitungkan keterkaitan antara regulasi dan inovasi. Regulasi ekonomi 

(economic regulation) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pasar 

dalam mengirimkan barang dan jasa yang mempengaruhi proses inovasi. 

Regulasi sosial (social regulation) melindungi lingkungan dan keselamatan 

dan kesehatan masyarakat luas—desainnya dapat mendorong atau 

menghambat inovasi. Regulasi administratif (administrative regulation) 

mengatur fungsi praktis masyarakat dan sektor swasta—mengatur beberapa 

kondisi dasar untuk kemajuan teknologi.145 Reformasi regulasi diarahkan 

untuk memastikan bahwa regulasi ini benar sepenuhnya responsif terhadap 

perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknis yang mengelilinginya. Banyak 

reformasi didorong oleh perkembangan teknologi yang telah mengubah biaya 

                                                     
145Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Regulatory 

Reform And Innovation, https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf, diakses pada 29 

November 2023, hlm. 3 

https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
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pokok dan struktur kompetitif dalam industri mulai dari telekomunikasi, 

perbankan hingga bioteknologi. Pada saat yang sama, reformasi regulasi 

adalah stimulus yang kuat untuk inovasi.146 

 Reformasi peningkatan daya saing di sektor manufaktur dan jasa 

penting untuk pengembangan dan difusi teknologi baru, seperti internet, 

mesin teller otomatis dan pemindai optik di supermarket. Desain ulang 

pendekatan untuk regulasi lingkungan, keselamatan, dan kesehatan telah 

meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam mengembangkan solusi 

inovatif untuk masalah sosial dengan penekanan pada pencegahan dan 

bukan hanya pengawasan. Simplifikasi regulasi telah mengurangi beban 

kumulatif pada bisnis, membebaskan sumber daya untuk penelitian dan 

pengembangan teknologi.  

Reformasi regulasi ini telah meluncurkan putaran baru perubahan 

teknis, efek samping yang tak terduga, dan dampak teknologi yang berbeda 

mengenai perlunya dilakukan perubahan regulasi dengan memperhitungkan 

keterkaitan antara regulasi dan inovasi. Regulasi ekonomi (economic 

regulation) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pasar dalam 

mengirimkan barang dan jasa yang mempengaruhi proses inovasi. Regulasi 

sosial (social regulation) melindungi lingkungan dan keselamatan dan 

kesehatan masyarakat luas—desainnya dapat mendorong atau menghambat 

inovasi. Regulasi administratif (administrative regulation) mengatur fungsi 

praktis masyarakat dan sektor swasta—mengatur beberapa kondisi dasar 

untuk kemajuan teknologi.147 

Reformasi regulasi diarahkan untuk memastikan bahwa regulasi ini 

benar sepenuhnya responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, 

dan teknis yang mengelilinginya. Banyak reformasi didorong oleh 

perkembangan teknologi yang telah mengubah biaya pokok dan struktur 

kompetitif dalam industri mulai dari telekomunikasi, perbankan hingga 

bioteknologi. Pada saat yang sama, reformasi regulasi adalah stimulus yang 

kuat untuk inovasi. Reformasi peningkatan daya saing di sektor manufaktur 

                                                     
146Ibid. 
147Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, 

https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/baleg-rj-20200605-101034-4986.pdf, diakses 

pada 29 November 2023. 

https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf
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dan jasa penting untuk pengembangan dan difusi teknologi baru, seperti 

internet, mesin teller otomatis dan pemindai optik di supermarket. Desain 

ulang pendekatan untuk regulasi lingkungan, keselamatan, dan kesehatan 

telah meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam mengembangkan solusi 

inovatif untuk masalah sosial dengan penekanan pada pencegahan dan 

bukan hanya pengawasan. Simplifikasi regulasi telah mengurangi beban 

kumulatif pada bisnis, membebaskan sumber daya untuk penelitian dan 

pengembangan teknologi. Reformasi regulasi ini telah meluncurkan putaran 

baru perubahan teknis, efek samping yang tak terduga, dan dampak 

teknologi yang berbeda mengenai perlunya dilakukan perubahan regulasi.148  

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan 

Inovasi, meninjau kembali pada UU Pemda, kewenangan terhadap siapa yang 

terlibat dalam riset dan inovasi daerah sudah termuat pada pasal 388 ayat 

(1) yang menyebutkan bahwa; 

“Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota 
DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota 

masyarakat.” 

Melalui isi pasal tersebut di dalam UU Pemda juga disebutkan secara 

rigit siapa saja yang diperbolehkan untuk melakukan inisiatif inovasi dari 

anggota DPRD,149 Aparatur sipil negara,150 Perangkat Daerah, dan anggota 

masyarakat151 yang disertai dengan prosedur dan metode penyelenggaran 

Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 

(selanjutnya disebut Perkada) di setiap daerah Indonesia.   

 Sementara itu, kewenangan dari Pemerintah pusat itu sendiri 

berdasarkan UU Pemda pada pasal 388 ayat (9) yang menyebutkan bahwa;  

                                                     
148Ibid. 
149Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 388 ayat 

(2) yang berbunyi bahwa “Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam 
rapat paripurna.” 

150Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 388 ayat 
(4) yang berbunyi bahwa “Usulan inovasi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan perangkat 

daerah dan menjadi inovasi perangkat daerah.” 
151Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 388 Ayat 

(5) yang berbunyi bahwa “Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.” 
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“Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.” 

Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat 

memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap inovasi yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam memberikan penilaian 

terhadap inovasi daerah pemerintah Pusat juga harus melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penilaian inovasi tersebut, 

artinya terjalin hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam 

koordinasi terkait tugas dan kewenangan yang dimilikinya.  

Selanjutnya terkait siapa yang terlibat dalam kewenangan Pemerintah 

Pusat dalam memberikan penilaian dilakukan oleh lembaga yang berkaitan 

dengan penelitian dan pengembangan riset dan inovasi152 yakni Kementerian 

Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan yang 

merupakan serta adanya pembinaan, pemberian fasilitas, dan pengawasan 

yang dilakukan oleh BRIN yang merupakan lembaga pengintegrasian 

kegiatan riset dan inovasi nasional. Harapannya dengan adanya sinergitas 

kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah ini bisa membangun inovasi 

yang sesuai dengan pembangunan nasional dan keberlanjutan. 

 Penjelasan Kewenangan pemerintah Daerah untuk berinovasi juga 

dijelaskan pada UU Sisnasiptek yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat 

dan Daerah memiliki kewajiban dalam mengembangkan153 dan 

menggunakan hasil154 invensi dan inovasi, artinya Pemerintah Pusat dan 

Daerah memiliki kewenangan untuk menciptakan invensi dan inovasi untuk 

mengelola tata daerahnya sendiri dan bisa mewujudkan prinsip 

pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat.  

                                                     
152Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 388 Ayat 

(10) yang berbunyi bahwa “Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pemerintah pusat memanfaatkan lembaga yang 
berkaitan dengan penelitian dan pengembangan” 

153Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
154Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 
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 Selain itu, mengamati perubahan pada UU Sisnasiptek akibat dampak 

dari UU Cipta Kerja yakni mengacu pada kewenangan. Disebutkan pada UU 

Cipta Kerja tersebut pada pasal 121 merubah ketentuan kewenangan 

terhadap pembentukan BRIDA pada pasal 48 ayat (2) Sisnasiptek yang 

menyebutkan bahwa upaya untuk menjalankan kegiatan riset dan inovasi 

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk badan BRIDA 

dalam pembentukan BRIDA sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi 

daerah itu sendiri. Adapun turunan dari UU tersebut juga menjelaskan 

tentang kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam penjelasan rigitnya 

termuat pada PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dan Perpres 

Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN terhadap kewenangan pembentukan 

BRIDA. Selama 3 Tahun ini pembentukan BRIDA saat ini sedang digencar-

gencarkan, sehingga keluarlah 2 pengaturan mengenai pembentukan BRIDA 

di daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 

Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi 

Daerah yang dikeluarkan pada  tanggal  2 Mei 2023 dan Peraturan Badan 

Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset 

Dan Inovasi Di Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2023. 

Evaluasi Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Inovasi mengalami beberapa 

perubahan yaitu dalam aspek yakni : 

1. Aspek Konsep, yang mana dahulu merupakan salah satu sub urusan 

pada Pemerintahan Daerah dan bukan menjadi urusan utama karena 

tidak masuk dalam urusan pemerintah secara konkuren. Saat ini 

pemerintah daerah harus lebih konsen dan memprioritaskan urusan 

inovasi daerah. 

2. Aspek Kelembagaan, dengan adanya ketentuan UU Cipta Kerja serta 

regulasi lainnya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset 

Dan Inovasi Daerah dan Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional 

Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah 

harus mendirikan Lembaga baik yang bersifat mandiri (BRIDA) atau 
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dilekatkan pada Organisasi dalam Pemerintah Daerah yang berdekatan 

urusannya yakni Bappeda (Bapperida). 

3. Aspek Pengawasan, dengan adanya UU Cipta Kerja yang dahulu 

pengawasan hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, saat ini ditambah 

dengan pengawasan dari Gubernur, Dirjen Otonomi, dan BRIN.  

4. Aspek Prosedural, dengan adanya UU Cipta Kerja dan turunnya 

memberikan mekanisme tata cara pengajuan inovasi daerah sampai 

dengan aspek pengawasan. 

Mengingat mengenai hal tersebut diatas, harus dibandingkan dengan 

kesiapan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap lahirnya Undang-Undang 

Ciptaker yang baru ini, perlu dilakukan evaluasi untuk memahami dan 

menganalisis kondisi hukum yang ada berkaitan dengan riset dan Inovasi 

Daerah. Adanya analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

terkait riset dan inovasi yang dilakukan untuk menggambarkan sinkronisasi 

dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari 

perubahan UU Cipta Kerja yang dilihat secara substansi atau materi muatan 

setiap peraturan perundang-undangan. Meninjau kembali dari lahirnya UU 

Cipta Kerja berdampak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berikut 

beberapa evaluasi dan kesiapan dari Pemerintah Daerah diantaranya 

meliputi; 

a. Kelembagaan 

Memahami secara historisnya bahwa Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, saat ini sudah dicabut digantikan 

dengan UU Cipta Kerja yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023, secara materi muatannya tidak mengalami perubahan, kedua dari 

UU tersebut sama-sama melakukan perubahan ketentuan pada UU 

Sisnasiptek pada Pasal 48 tentang kewenangan Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pembentukan badan riset atau BRIDA. Berdasarkan UU 

tersebut secara aturan turunan teknisnya melalui Perpres Nomor 78 

Tahun 2021 Tentang BRIN pada pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan 

bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan 

pertimbangan dari BRIN dengan tujuan yang dimuat di PP Nomor 38 
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Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah pasal 2 ayat (1) yang disebutkan 

untuk meningkatkan kinerja dari setiap Pemerintah Daerah di Indonesia. 

Hal ini dipaparkan pada skema pelaksanaan proses awal mula 

terbentuknya kelembagaan dari BRIDA sebagai berikut: 

Gambar 4.  

Proses Awal Mula Terbentuknya BRIDA 

 
 

Sumber: Diolah Penulis, 2023 

Berdasarkan skema pembentukan lembaga BRIDA tersebut, dapat 

diartikan bahwa BRIDA menjadi suatu pembaharuan secara fundamental 

bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai inovasi daerah 

dengan adanya kepastian terhadap naungan lembaga yang bisa menjadi 

wadah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsional Pemerintah 

Daerah yang sudah diamanatkan dalam berbagai Peraturan Perundang-

Undangan terkait riset dan inovasi yang berlaku. Adapun pembentukan 

BRIDA telah termuat pada Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN 

pasal 66 ayat (2)  yang menyebutkan bahwa; 

“Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang perencanaan pembangunan daerah atau 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang penelitian dan 

pengembangan daerah.” 
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Selain itu, BRIDA juga mempunyai tugas yang termuat pada Pasal 

67 yang menyebutkan bahwa;155 

“BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 

invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan 
berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana 
untuk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan 
pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang 

berpedoman pada nilai Pancasila.” 

Hadirnya kelembagaan BRIDA yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada bantuan dari tingkat pusat. 

Upaya dalam melakukan pembantuan dengan cepat Pemerintah Pusat 

mengeluarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 

Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Jika 

mengacu pada Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN, disebutkan 

bahwa BRIN memiliki fungsi untuk melakukan pemantauan, 

pengendalian, evaluasi,156 pembinaan secara teknis157 terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA merupakan fungsi dari BRIN melalui 

Deputi Bidang Riset dan Inovasi  Daerah yang meliputi;158 a) fasilitasi 

yaitu melakukan pemberdayaan BRIDA, penguatan kapasitas BRIDA; dan 

bimbingan teknis kepada BRIDA; b) Konsultasi yaitu untuk mendapatkan 

petunjuk, pertimbanga, dan/atau pendapat terhadap permasalahan 

penyelenggaraan riset dan inovasi daerah; c) Penelitian dan 

pengembangan yaitu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas 

kebijakan, penciptaan kebijakan berbasis bukti, regulasi, dan program 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan d) Pendidikan dan Pelatihan 

yaitu untuk pendayagunaan dan pemanfaatan invensi dan inovasi di 

setiap daerah Indonesia. 

                                                     
155Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional  
156Pasal 4 Huruf K Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset 

Inovasi Nasional 
157Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional 

Pada Pasal 57 yang menyebutkan bahwa “BRIN Melakukan Pembinaan Teknis Terhadap 
Brida” 

158 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata 

Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. 
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Pembentukan BRIDA merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah saat ini, sehingga untuk 

memberikan pedoman pembentukan BRIDA maka keluarlah Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, 

Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah yang 

dikeluarkan pada  tanggal  2 Mei 2023 dan Peraturan Badan Riset Dan 

Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan 

Inovasi Di Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2023. 

Berdasarkan pada pengaturan tersebut terdapat 2 bentuk Lembaga 

mengenai Inovasi yakni pembentukan Lembaga secara Mandiri yang 

disebut dengan BRIDA atau Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan 

dengan BAPPEDA dengan cara penggabungan, sehingga Penggabungan 

tersebut diberikan Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu 

BAPPERIDA.  

Mekanisme mengenai pembentukan BRIDA/BAPPERIDA 

membutuhkan tahapan tertentu, yang Tahap pertama adalah 

mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Pertimbangan tersebut berupa 

konsultasi aspek teknis meliputi: 

a. sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;  

b. kesiapan regulasi; dan  

c. kondisi penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota.  

Tahap Kedua, Kemudian dalam proses memberikan pertimbangan BRIN 

berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 

Setelah hal tersebut, keluarlah surat pertimbangan yang disampaikan 

kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. 

Tahap Ketiga, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perangkat Daerah berdasarkan hasil pertimbangan pada Tahapan Kedua. 

Proses penyusunan sampai dengan penetapan menjadi Peraturan Daerah 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Dapat diketahui bahwa 

Peraturan Daerah merupakan produk antara Eksekutif dan Legislatif 

serta perlu dilakukan Harmonisasi dengan Kemenkumham dan Fasilitasi 



 

178 

 

Biro Provinsi. Dapat membutuhkan waktu kembali jika yang terjadi 

adalah saat ini Kepala Daerahnya merupakan seorang PJ Kepala Daerah, 

sehingga membutuhkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu oleh 

Pemerintah Pusat. 

Tahap Keempat, Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 

mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari BRIDA/BAPPERIDA. 

Tahap Kelima, Penyusunan Anggaran yang perlu dilakukan sesuai 

mekanisme keuangan daerah.  

Berkolerasi dengan hal tersebut diatas mengenai pembentukan 

BRIDA, yakni sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 78 Tahun 2021 

Tentang BRIN, per saat ini yakni pada Bulan Juni 2023 Pemerintah 

Daerah yang sudah melakukan pembentukan BRIDA hanya 51 

Pemerintah Daerah yang terdiri dari 9 Provinsi dan 42 Kabupaten/ kota. 

Sementara itu, terdapat 262 Pemerintah Daerah sudah mengajukan 

pertimbangan pembentukan BRIDA kepada BRIN. Jika menghitung 

jumlah Pemerintah Daerah seluruh Indonesia saat ini terdapat 552 

Pemerintah Daerah yang terdiri dari 38 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 

Kota, artinya ketika diperhitungkan ada sekitar 52% atau sebanyak 239 

Pemerintah Daerah yang belum melakukan pengajuan 

BRIDA/BAPPERIDA. 159 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diartikan bahwasannya 

kesiapan Pemerintah Daerah terhadap pembentukan BRIDA/BAPPERIDA 

belum siap 100%, hal ini dikarenakan secara proses pembentukan BRIDA 

sangat lama dan anggaran dana yang dikeluarkan juga cukup besar. 

Sehingga BRIN harus melakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsinya 

dalam pembentukan BRIDA. Saat ini bentuk hasil evaluasi yang 

dilakukan adalah Kemendagri mengeluarkan surat edaran pembentukan 

BRIDA yang dilengkapi dengan penambahan substansi Pembinaan teknis 

yang disiapkan oleh BRIN bagi daerah yang belum mengajukan BRIDA.  

                                                     
159Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN Ajak 262 Pemerintah Daerah Bentuk BRIDA, 

https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida, diakses 

pada 27 November 2023  

https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
https://brin.go.id/news/113016/brin-ajak-262-pemerintah-daerah-bentuk-brida
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang 

Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi 

Daerah yang dikeluarkan pada  tanggal  2 Mei 2023 dan Peraturan Badan 

Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset 

Dan Inovasi Di Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2023 

diharapkannya dengan pemberian waktu 1 tahun sudah terbentuk 

BRIDA/BAPPERIDA di setiap daerah. Harapannya sinergitas dari dua 

lembaga tersebut mampu menyelesaikan permasalahan terkait 

pembentukan BRIDA di setiap daerah untuk bisa menjalankan tugas dan 

fungsi dengan baik sesuai Peraturan Presiden No 78 Tahun 2021 Tentang 

BRIN itu sendiri.  

b. Dukungan Anggaran dan Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Evaluasi dan kesiapan Pemerintah Daerah selanjutnya yakni 

dukungan anggaran dan peningkatan Sumber Daya Manusia (selanjutnya 

disebut SDM), menurut penjelasan umum UU Sisnasiptek menyebutkan 

bahwa pokok-pokok penting untuk penyelenggaraan Sisnasiptek yang 

penulis potret adalah SDM dan Pendanaan sebagai bagian penting dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan 

BRIDA di setiap daerah Indonesia, berikut beberapa permasalahan dari 

kedua topik tersebut diantaranya meliputi; 

1) Dukungan anggaran 

Upaya membentuk BRIDA merupakan pembaharuan baru bagi 

Pemerintah Daerah dalam mengembangkan invensi dan inovasi di 

daerah. Harapannya kehadiran BRIDA mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kolaborator untuk memecahkan 

permasalahan berbasis riset. Namun, untuk membentuk BRIDA 

dibutuhkan pertimbangan dari selain SDM, pertimbangan yang paling 

krusial adalah anggaran. Menurut Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 

Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN menyebutkan bahwa;  

(2) “Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.” 
(3) “Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayal (2), pendanaan pelaksanaan tugas dan 

fungsi BRIN dan BRIDA dapat berasal dari sumber lain 
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yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

Berdasarkan bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa 

Pendanaan terhadap BRIDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (selanjutya APBD) dan berasal dari sumber lain yang 

sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan.  

Meninjau dukungan anggaran inovasi daerah dalam APBD salah 

satunya juga mengarah pada sarana dan prasarana yang harus 

dilakukan untuk mendapatkan alokasi anggaran. Namun, yang 

menjadi masalah saat ini tingkat daerah adalah ketersediaan anggaran, 

pasalnya ketika membentuk BRIDA anggaran yang dikeluarkan pada 

biaya operasional yang terbilang tidak sedikit. Sehingga, butuh 

dukungan anggaran inovasi daerah melalui APBD meliputi anggaran 

tersedia pada kegiatan penerapan, anggaran tersedia pada kegiatan uji 

coba inovasi daerah, dan anggaran tersedia pada kegiatan inisiasi 

inovasi daerah. Pertanyaannya adalah, apakah jumlah anggaran 

Pemerintah Daerah mampu memenuhi kebutuhan Inovasi yang tidak 

sedikit? Hal ini merupakan suatu PR besar pada rezim saat ini.  

Selanjutnya, meninjau dari sumber anggaran kedua yakni 

berasal dari dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan peraturan-peraturan. Salah satunya yang bisa 

diikuti Pemerintah Daerah yakni dengan kegiatan ajang Innovative 

Government Award (selanjutnya disebut IGA) yang diselenggarakan oleh 

Kemendagri melalui Badang Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya 

disebut Litbang). Kegiatan IGA merupakan kegiatan wajib yang 

dilakukan setiap tahunnya untuk menjalankan kewajiban Pemerintah 

Pusat dan Daerah untuk mengembangkan invensi dan inovasi sesuai 

dengan UU Sisnasiptek. Tidak hanya itu saja, adanya kegiatan IGA ini 

juga melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat yang tertuang pada 

UU Pemda dalam memberikan penilaian kepada inovasi daerah,160 bagi 

                                                     
160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 388 ayat 

(10) yang berbunyi bahwa “Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang 
berkaitan dengan penelitian dan pengembangan” 
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daerah yang terpilih sebagai daerah terinovatif akan mendapatkan 

Dana Insentif Daerah (selanjutnya disebut DID) di bidang inovasi 

daerah yang nantinya dapat menambah pemasukan dari setiap daerah 

untuk mengembangkan lebih baik inovasi yang diciptakan. 

Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam ajang IGA merupakan 

bentuk implementasi fungsi BRIDA dan juga angin segar dalam bidang 

anggaran. Berdasarkan Litbang Kemendagri setiap tahunnya 

keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam berpartisipasi pada kegiatan 

IGA terus meningkat begitupun dengan jumlah inovasi daerah sejak 

tahun 2018-2022, hal ini penulis rangkum berdasarkan gambar 

sebagai berikut: 

Gambar 5. 

Peta Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Ajang Kegiatan IGA oleh 

Kemendagri 2018-2019 

 

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, 2022 

 Berdasarkan peta tersebut menunjukkan perbandingan dari 

setiap tahunnya, meskipun setiap tahunnya keikutsertaan Pemerintah 

Daerah dalam berpartisipasi IGA semakin meningkat begitupun dengan 

inovasi daerah yang terus bertambah. Namun, berdasarkan Surat 

Keputusan (selanjutnya disebut SK) Kemendagri Tentang Hasil Indeks 
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Inovasi Daerah (selanjutnya disebut IID) yang dikeluarkan oleh terbagi 

menjadi kategori Provinsi, Kabupaten, dan Kota, secara hasil inovasi 

yang dibuat oleh Pemerintah Daerah masih perlu ditingkatkan. Contoh 

yang bisa kita amati seksama yakni perbandingan dari SK IID tahun 

2021 dan tahun 2022 yang telah mengalami jumah peningkatan besar 

dalam berpartisipasi pada ajang IGA, sebagaimana tampilan data 

sebagai berikut; 

Tabel 26. 

Hasil Indeks IID Keputusan Kemendagri Tahun 2021 

No Kategori Predikat Jumlah 

1. Provinsi Sangat Inovatif 8 Provinsi 

2. Provinsi Inovatif 22 Provinsi 

3. Provinsi Kurang Inovatif 4 Provinsi 

4. Kabupaten  Sangat Inovatif 17 Kabupaten 

5. Kabupaten Inovatif 234 Kabupaten 

6. Kabupaten Kurang Inovatif 158 Kabupaten 

7. Kabupaten Tidak Dapat Dinilai 23 Kabupaten 

8. Kota Sangat Inovatif 12 Kota 

9. Kota Inovatif 60 Kota 

10. Kota Kurang Inovatif 21 Kota 

  

Berdasarkan hasil gambar peta yang dijelaskan diatas 

bahwasannya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mengikuti ajang 

IGA tahun 2021 sebanyak 519 Pemerintah Daerah dan 25. 124 Inovasi 

Daerah. Jika mengamati SK IID Tahun 2021 menunjukkan bahwa 

inovasi yang mendapatkan penilaian predikat sebanyak 559 

Pemerintah Daerah dengan kategori Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 

Namun, dari banyaknya inovasi sejumlah 25.124 hanya terdapat 37 

inovasi predikat sangat inovatif, 316 inovasi predikat inovatif, jika 

ditotal kelayakan inovasi dari kedua predikat terbaik tersebut sebanyak 

353 inovasi. Sedangkan terdapat 183 inovasi predikat kurang inovatif 

dan 23 inovasi yang tidak bisa dinilai, artinya terdapat 206 inovasi yang 
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harus ditingkatkan kembali inovasi tersebut. Selanjutnya yakni Hasil 

Indeks IID tahun 2022. 

Tabel 27. 

Hasil Indeks IID Keputusan Kemendagri Tahun 2022 

No Kategori Predikat Jumlah 

1. Provinsi Sangat Inovatif 9 Provinsi 

2. Provinsi Inovatif 24 Provinsi 

3. Provinsi Kurang Inovatif 1 Provinsi 

4. Kabupaten  Sangat Inovatif 23 Kabupaten 

5. Kabupaten Inovatif 267 Kabupaten 

6. Kabupaten Kurang Inovatif 115 Kabupaten 

7. Kabupaten Tidak Dapat Dinilai 31 Kabupaten 

8. Kota Sangat Inovatif 12 Kota 

9. Kota Inovatif 74 Kota 

10. Kota Kurang Inovatif 6 Kota 

11. Kota Tidak Dapat Dinilai 1 Kota 

 

Berdasarkan hasil gambar peta yang dijelaskan diatas 

bahwasannya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mengikuti ajang 

IGA tahun 2022 sebanyak 510 Pemerintah Daerah dan 26.900 Inovasi 

Daerah. Secara angka inovasi daerah sangat bertambah dari pada 

tahun 2021, namun secara keterlibatan Pemerintah Daerah turun. Jika 

mengamati SK IID Tahun 2021 menunjukkan bahwa inovasi yang 

mendapatkan penilaian predikat sebanyak 563 Pemerintah Daerah 

dengan kategori Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Namun, dari 

banyaknya inovasi sejumlah 26.900 hanya terdapat 44 inovasi predikat 

sangat inovatif, 365 inovasi predikat inovatif, jika ditotal kelayakan 

inovasi dari kedua predikat terbaik tersebut sebanyak 409 inovasi. 

Sedangkan terdapat 122 inovasi predikat kurang inovatif dan 32 inovasi 

yang tidak bisa dinilai, artinya terdapat 154 inovasi yang harus 

ditingkatkan kembali inovasi tersebut. 

Mengamati dari kedua hasil indeks tersebut, terjadi peningkatan 

setiap tahunnya baik secara keterlibatan Pemerintah Daerah, inovasi 

daerah, maupun predikat dari penilaiannya, namun bertambahnya 

aspek tersebut ternyata melihat hasil IDD tidak menjamin kreativitas 

dari inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasalnya dari ribuan 

inovasi yang mendapatkan predikat terbaik masih terbilang sedikit, 

karena belum mencapai 50% dari inovasi daerah yang didaftarkan pada 
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ajang IGA. Tidak hanya itu saja, masih ada beberapa Pemerintah 

Daerah yang tidak mengikuti ajang IGA, salah satu faktornya adalah 

anggaran. Sehingga upaya peningkatan terhadap kreativitas inovasi 

daerah dan keterlibatan semua Pemerintah Daerah di Indonesia adalah 

dengan pemerataan pemberian dukungan dana kepada Pemerintah 

Daerah disertai dengan pembinaan terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pembuatan inovasi dan 

pembentuk BRIDA di Indonesia.  

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia  

Berdasarkan paparan diatas, disebutkan bahwa BRIDA 

merupakan lembaga yang mampu menciptakan inovasi sebagai 

perbaikan dalam sistem kerja, pelayanan kepada masyarakat, dan 

perbaikan manajemen pada tataran struktural Pemerintah Daerah itu 

sendiri. Upaya mencapai program inovasi yang sudah direncanakan 

terdapat faktor yang mempengaruhi yakni pengelolaan SDM yang baik. 

Upaya peningkatan dan pengendalian SDM menjadi tugas dari Deputi 

Bidang SDM yang termuat pada Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang 

BRIN pasal 22 yang menyebutkan bahwa; 

“Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan 
kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, 

serta pengawasan dan pengendalian sumber daya 

manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.” 

  Berdasarkan bunyi pasal tersebut menunjukkan urgensi 

dari pengendalian SDM dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Penjelasan tentang SDM ilmu pengetahuan dan teknologi 

dijelaskan secara rigid di UU Sisnasiptek, dimana SDM mendapatkan 

pembinaan161 dan pelindungan dalam melaksanakan penelitian, 

                                                     
161 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi Pasal 83 Ayat (2) Menyebutkan Bahwa “Pembinaan sumber daya ilmu 
pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dilakukan 

melalui: a. sertifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi; b. insentif 
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, yang menghasilkan invensi dan/atau 
inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. peningkatan sarana dan prasarana ilmu 
pengetahuan dan teknologi.” 
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pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. 

Tidak hanya itu saja, SDM berhak memperoleh kemudahan dalam 

menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  162 

SDM ini sangatlah penting dalam roda organisasi Pemerintah 

Daerah, berdasarkan Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional 

Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah 

telah mengatur mengenai SDM yang menjalankan fungsi riset dan 

inovasi di daerah baik dalam bentuk BRIDA ataupun BAPPERDA. 

Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi terhadap BRIDA : 

Bagan 3. 

Struktur Organisasi BRIDA 

 

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 

Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan 

Inovasi Daerah 

Berdasarkan pada gambar tersebut diatas, dengan pembentukan 

BRIDA secara langsung pemerintah daerah harus memenuhi SDM yang 

memenuhi jabatan diatas tersebut. Sedangkan konsepsi Bapperida 

diwadahi paling banyak 2 (dua) kelompok Jabatan Fungsional 

(selanjutnya disebut JF) yang pengelompokannya dan ditentukan 

sebagai berikut:  

                                                     
162 Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
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(1) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan 

pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dikepalai pejabat 

administrator, dan membawahi kelompok JF;  

(2) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan 

pengendalian Invensi dan Inovasi di daerah dilaksanakan oleh 

kelompok JF. 

Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi 

dalam 1 (satu) bidang, dengan nomenklatur bidang riset dan Inovasi 

daerah, dikepalai pejabat administrator dan membawahi kelompok JF. 

Menilik pada kebutuhan SDM yang telah ditetapkan hal tersebut diatas, 

dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi SDM yang 

ada di BRIDA/BAPPERDA tersebut.  Sehingga, ini menjadi kesiapan 

Pemerintah Daerah untuk memenuhi target tersebut dengan jangka 

waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat.  

Meninjau kembali amanat Perpres tentang BRIN, menyebukan 

bahwa tugas dari BRIN untuk menyelenggarakan fungsi salah satunya 

adalah pengawasan dan pengendalian SDM ilmu pengetahuan dan 

teknologi.163 Ketentuan fungsi BRIN ini untuk membantu fungsi dari 

BRIDA itu sendiri, dimana tugas dan fungsinya sangat banyak sekali, 

namun secara evaluasi masih minimnya SDM ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berkualitas tingkat pusat dan daerah. Adanya Aparatur 

Sipil Negara (selanjutnya ASN saat ini, secara jumlah ASN di Indonesia 

masih sedikit dan sebagian ASN pun sudah pensiun, sehingga 

keterbatasan dari SDM berdampak pada kesiapan Pemerintah Pusat 

dan Daerah terhadap SDM ilmu pengetahuan dan teknologi masih 

minim.  Hal ini dibuktikan secara konkrit bahwa masih terdapat 52% 

                                                     
163 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Daerah, 

pada Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa “Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, 
manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendahan sumber daya manusia rlmu 
pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi,  fasilitasi riset dan inovasi, dan 
pemanfaatan riset dan inovasi” 
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atau sebanyak 239 Pemerintah Daerah yang belum melakukan 

pengajuan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Pusat 

dan Daerah perlu mengadakan program-program strategis guna 

menambah SDM yang berkualitas serta adanya pembinaan dan 

pengembangan, khususnya di tingkat daerah dalam menjalankan 

fungsi dari BRIDA itu sendiri. Tidak hanya itu saja, perlu memasifkan 

pengawasan dan evaluasi ditingkat pusat untuk memastikan program 

inovasi disetiap daerah bisa berjalan sesuai dengan program kerja dan 

memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Sehingga ukuran kesiapan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap 

dukungan riset dan inovasi bisa lebih baik lagi untuk pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia.  

c. Pengawasan  

Evaluasi dan kesiapan Pemerintah Daerah selanjutnya yakni 

Pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan BRIDA. 

Meninjau secara sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

hubungan desentralisasi yang harus dibangun salah satunya adalah 

pengawasan, karena Pemerintah Pusat sebagai koordinator dari 

Pemerintah Daerah. Berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 

Tentang BRIN, salah satu fungsi BRIN adalah menyelenggarakan 

pengawasan. 164 Upaya pembinaan dan pengawasan terhadap 

BRIDA/BAPPERIDA dilakukan oleh tiga lembaga yakni BRIN, 

Kemendagri melalui dirjen Otda, dan Gubernur. 

Adapun pembagiannya adalah pengawasan umum terhadap 

BRIDA Provinsi dilakukan oleh Kemendagri melalui Inspektur Jenderal, 

sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis BRIDA Provinsi 

dilakukan oleh BRIN melalui Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah. 

Tidak hanya itu saja, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat juga 

ikut andil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan BRIDA di 

                                                     
164 Pasal 4 huruf f yang menyebutkan bahwa “Pengawasan dan pengendalian 

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, 
penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh 
dan berkelanjutan” 
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tingkat Kabupaten/Kota.165 Namun, melihat secara realita yang terjadi 

pembentukan BRIDA hanya 51 Pemerintah Daerah dan terdapat 262 

Pemerintah Daerah sudah mengajukan pertimbangan pembentukan 

BRIDA kepada BRIN. Artinya BRIN sudah melakukan pembinaan dan 

pengawasan teknis sebanyak 313 Pemerintah Daerah. Sedangkan 

masih ada 239 Pemerintah Daerah yang belum melakukan pengajuan 

BRIDA, hal ini menjadi pertanyaan terhadap pengoptimalan 

pengawasan teknis terhadap BRIDA yang dilakukan BRIN, Kemendagri, 

dan Gubernur yang ditunjuk oleh BRIN untuk memberikan 

pengawasan kepada pembentukan BRIDA.  

Evaluasi pengawasan menjadi aspek penting untuk melihat 

kesiapan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan daerah terkait riset dan inovasi melalui pembentukan 

BRIDA. Tidak hanya itu saja, pengawasan menjadi aspek penting juga 

untuk BRIN dalam menyelenggarakan fungsi yang sudah diamanatkan 

Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN. Sehingga, lembaga BRIN 

perlu meningkatkan kembali kinerja pengawasan yang dilakukan 

terhadap BRIDA maupun kepada stakeholder yang memiliki tanggung 

jawab terhadap pengawasan BRIDA, harapannya kegiatan pengawasan 

tidak hanya diawasi saja namun perlu ada dorongan serta bimbingan 

supaya Pemerintah Daerah segera melakukan pembentukan BRIDA di 

setiap daerah Indonesia. 

 

4.2.6 Evaluasi dan Kesiapan terhadap Pola Hubungan Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam Bidang Pengadaan Tanah 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

Dalam perubahan UU Cipta Kerja hanya mengubah dan 

menambahkan beberapa pasal sehingga selain perubahan tersebut UU 

No. 2 Tahun 2012 tetap berlaku. Terdapat 6 garis besar perubahan 

                                                     
165Badan Riset dan Inovasi Nasional, Urgensi Pembentukan Brida Tingkatkan 

Pelayanan Publik, https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-

tingkatkan-pelayanan-publik, diakses pada tanggal 10 November 2023  

https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
https://www.brin.go.id/news/113799/urgensi-pembentukan-brida-tingkatkan-pelayanan-publik
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yang berdampak pada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dalam ruang lingkup pengadaan tanah diantaranya sebagai 

berikut:  

1) Penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum. 

Persoalan yang sangat krusial mengenai pengaturan dan 

mekanisme pengadaan tanah diantaranya yaitu pemerintah 

menambahkan kepentingan investor tambang, pariwisata dan 

kawasan ekonomi khusus ke dalam kategori pembangunan 

infrastruktur untuk kepentingan umum dengan tujuan agar proses 

pengadaan tanah semakin mudah. 

2) Upaya percepatan pengadaan tanah seperti penyelesaian status 

kawasan hutan.  

3) Percepatan pengadaan tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah 

wakaf, tanah asset.  

4) Melibatkan lembaga pertanahan dalam membantu penyusunan 

dokumen perencanaan pengadaan tanah.  

5) Penambahan jangka waktu penetapan lokasi  

6) Penitipan ganti kerugian 

Pengadaan tanah tidak dapat dilihat hanya sebatas proses 

penyediaan tanah bagi pembangunan proyek infrastruktur semata, 

namun harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan 

lingkungan pada lokasi dan masyarakat terdampak. UU Cipta Kerja 

berpotensi sangat nyata untuk menimbulkan kerusakan lingkungan 

hidup dan konflik agraria. 

Dalam mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah 

diselenggarakan melalui 4 tahapan yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan 

melibatkan para pemangku dan pengampu kepentingan. 

diantaranya yaitu instansi yang memerlukan tanah dan 

kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pertanahan sesuai ketentuan perundang-

undangan.  
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Pada tahap perencanaan ini terdapat perbedaan antara UU No. 2 

Tahun 2012 dan UU Cipta Kerja, yakni : 

Tabel 28. 

Perbedaan Tahap Perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 dan UU Cipta Kerja 

No. UU No. 2 Tahun 2012 UU Cipta Kerja 

1. Belum diatur Penambahan 3 poin pada rencana tata 
ruang: 

1. Rencana tata ruang pulau 

2. Kawasan strategis nasional 
3.  Detail tata ruang 

2. Belum diatur Jangka waktu dokumen perencanaan 
pengadaan tanah selama 2 tahun  

 

b. Persiapan 

Dalam tahap persiapan Gubernur membentuk tim persiapan dalam 

waktu paling lama 5 (lima) hari sejak dokumen perencanaan 

pengadaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur, yang 

beranggotakan Bupati/Walikota, Perangkat daerah Provinsi terkait, 

Instansi yang memerlukan tanah, Instansi pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan dan apabila 

dianggap perlu dapat melibatkan instansi lainnya. Tim persiapan 

memiliki tugas sebagai berikut:  

1) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;  

2) melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;  

3) melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;  

4) menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;  

5) mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk 

kepentingan umum; dan  

6) melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang 

ditugaskan oleh gubernur. 

c. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan setelah penetapan 

lokasi oleh Gubernur. Pelaksanaan pengadaan tanah 

diselenggarakan oleh menteri dan dilakukan oleh kepala kantor 
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wilayah selaku ketua pengadaan tanah Unit Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota.  

Pengadaan Tanah berdasarkan penetapan lokasi instansi yang 

membutuhkan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah 

kepada lembaga pertanahan. Adapun kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan pengadaan tanah meliputi:  

1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah.  

2) Penilaian Ganti Kerugian.  

3) Pemberian ganti kerugian.  

4) Pelepasan hak atas tanah 

d. Penyerahan hasil 

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan 

tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data 

pengadaan tanah paling lama 14 hari kerja sejak pelepasan hak 

objek pengadaan tanah dengan berita acara. 

Kemudahan dalam proses pengadaan tanah terutama yang 

berkaitan dengan proyek strategis nasional yang sedang direalisasikan 

oleh pemerintah saat ini guna mengejar peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan meratanya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. 

Selain itu perubahan lainnya juga berdampak pada Pemegang 

hak atas tanah, pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja terdapat 

kebijakan mengenai penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri yang 

ditambahkannya jangka waktu 14 hari bagi pengadilan untuk 

menerima penetapan ganti kerugian.  Bentuk pemberian ganti 

kerugian dapat berupa uang; tanah pengganti; pemukiman kembali; 

kepemilikan saham; dan bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. 

Selain itu, diaturnya kebijakan terkait tenggang waktu 

penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian di pengadilan 

negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum bertujuan agar pengaturan pengadaan tanah menjadi lebih 
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pasti dan untuk mempercepat proses pengadaan tanah. Namun, 

adanya tenggang waktu berakibat pada keterbatasan dalam 

bermusyawarah untuk memperoleh suatu keputusan yang adil. 

Padahal pengadaan tanah itu sendiri dilakukan atas dasar sukarela. 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Dalam perubahan UU Cipta Kerja telah mengubah sebanyak 2 

pasal dari UU No. 41 Tahun 2009 sehingga selain perubahan tersebut 

UU No. 41 Tahun 2009 tetap berlaku. Pada dasarnya perubahan 

tersebut untuk memperluas pengecualian tujuan pengalihan fungsi 

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan.  

Pengecualian yang dimaksud yakni pengalihan fungsi Lahan 

yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

diperbolehkan hanya untuk kepentingan umum, diperluas juga untuk 

kepentingan Proyek Strategis Nasional sehingga jenis lahan pertanian 

pangan diperbolehkan untuk dialihfungsikan dengan alasan 

dipergunakan untuk kepentingan umum dan/atau diperuntukan pada 

Proyek Strategis Nasional. 

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan 

lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber 

pekerjaan dan penghidupan yang layak, adanya perubahan regulasi 

atas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam UU 

Cipta Kerja justru akan semakin memperburuk nasib petani.  

Penerapannya akan semakin didegradasi dan alih fungsi lahan 

pertanian pada pelaksanaanya akan semakin difasilitasi dalam klaster 

pengadaan tanah UU Cipta Kerja sehingga alih fungsi lahan pertanian 

merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan 

pangan dan berimplikasi terhadap produksi pangan, serta 

kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang 

kehidupannya bergantung pada lahannya. Oleh karena itu, 

pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan 
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lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk 

mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. 

UU No. 41 Tahun 2009 merupakan salah satu kebijakan 

pemerintah dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian di 

Indonesia dan mempunyai tujuan yakni sebagai berikut: 

1) untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan; 

2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan; 

3) mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; 

4) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; 

5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan 

Masyarakat;  

6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; 

7) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang 

layak; 

8) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan  

9) mewujudkan revitalisasi pertanian. 

Perubahan UU No. 41 Tahun 2009 dalam UU Cipta Kerja 

merupakan sebuah kondisi yang dipaksakan, substansi yang ada di 

dalam UU Cipta Kerja memberikan dampak yang sangat luar biasa 

terhadap jumlah lahan pertanian yang menyokong kebutuhan pangan 

masyarakat serta memberikan dampak bagi nasib petani di Indonesia. 

Berbagai kemudahan diberikan dalam rangka alih fungsi lahan untuk 

kepentingan umum terhadap lahan yang sudah ditetapkan sebagai 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah dengan menghapus 4 

syarat utama seperti adanya kajian kelayakan strategis, penyusunan 

rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari 

pemilik serta disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian 

Berkelanjutan yang dialihfungsikan. 

 

4.2.7 Evaluasi dan Kesiapan terhadap Pola Hubungan Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam Bidang Kawasan Ekonomi 
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Perubahan kebijakan di bidang kawasan ekonomi khusus pasca 

penetapan UU Nomor 6 Tahun 2023 menuntut pemerintah daerah untuk 

melakukan penyesuaian dalam tataran praktis dan implementasi di berbagai 

aspek antara lain kewenangan, kelembagaan, perizinan, konsep, serta 

regulasi sebagaimana penjabaran berikut ini: 

1. Perubahan Konsep 

Pasca penetapan UU Cipta Kerja menimbulkan perubahan regulasi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah 

daerah yang diatur dalam UU HKPD dan UU Cipta Kerja. Dalam hal ni, 

pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif 

pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong 

perkembangan investasi di daerah. Kawasan Ekonomi Khusus yang 

selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan 

untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas 

tertentu. Dalam undang-undang kawasan ekonomi khusus, konsep KEK 

terdiri atas satu atau beberapa Zona: 

a. pengolahan ekspor;  

b. logistik;  

c. industri;  

d. pengembangan teknologi;  

e. pariwisata;  

f. energi; dan/atau 

g. ekonomi lain. 

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan 

bagi pekerja. Dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, 

kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha 

maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam 

KEK.  

Sedangkan dalam undang-undang cipta kerja kegiatan usaha di 

KEK terdiri atas produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, 

pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, energi 
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dan/atau ekonomi lain. Pelaksanaan kegiatan usaha Pendidikan 

berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.  

Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, terdapat bidang kegiatan usaha 

KEK baru yaitu kegiatan usaha pada sektor kesehatan. Pelaksanaan 

kegiatan usaha kesehatan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan ekonomi lain ditetapkan oleh 

Dewan Nasional. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan 

perumahan bagi pekerja. Pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan sesuai 

dengan zonasi di KEK. Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha 

mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun 

sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. 

Tabel 29. 

Perbandingan Usulan KEK 

UU KEK UU Cipta Kerja 

Pasal 5 
1) Pembentukan KEK diusulkan kepada 

Dewan Nasional oleh:  

a. Badan Usaha;  

b. pemerintah kabupaten/kota; atau  
c. pemerintah provinsi. 

2)Dalam hal usulan diajukan oleh Badan 

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, usulan disampaikan melalui 

pemerintah provinsi setelah memperoleh 

persetujuan pemerintah kabupaten/kota. 
3)Dalam hal usulan diajukan oleh 

pemerintah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan 
disampaikan melalui pemerintah provinsi. 

4)Dalam hal usulan diajukan oleh 

pemerintah provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan 
disampaikan setelah mendapat 

persetujuan pemerintah kabupaten/kota. 

Pasal 5 
1) Pembentukan KEK diusulkan kepada 

Dewan Nasional oleh: a. Badan Usaha; 

atau b. Pemerintah Daerah. 2) Badan 

Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. badan usaha milik negara;  

b. badan usaha milik daerah;  
c. koperasi;  

d. badan usaha swasta berbentuk 

perseroan terbatas; atau  
e. badan usaha patungan atau 

konsorsium.  

3) Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas:  

a. Pemerintah Daerah provinsi; atau  

b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa diubahnya ketentuan 

usulan pengajuan memiliki dampak pada perubahan Regulasi dan 

kewenangan. Dalam hal ini pemerintah provinsi diperjelas dalam aturan 

memiliki kewenangan dalam pengusulan kawasan ekonomi khusus tanpa 

perlu adanya persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota. Badan usaha 

yang dihapuskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Cipta Kerja termuat dalam 

Pasal 10 UU Cipta Kerja dimana Setelah KEK ditetapkan Badan Usaha 
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yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola 

KEK.  

e. Kewenangan dan Kelembagaan 

Dalam penyelenggaraan KEK, dibentuk lembaga penyelenggara KEK 

yang terdiri atas Dewan Nasional di tingkat pusat dan Dewan Kawasan di 

tingkat provinsi. Dewan Nasional membentuk Administrator KEK di setiap 

KEK untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian 

operasionalisasi KEK. Kegiatan usaha di KEK dilakukan oleh Badan 

Usaha dan Pelaku Usaha. 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki susunan kelembagaan 

tersendiri. Pasca terbitnya UU Cipta Kerja memberikan penguatan 

kelembagaan administrator dan sistem pelayanan Investasi. Kemudian, 

administrator kawasan ekonomi khusus tidak lagi dibentuk oleh dewan 

kawasan tetapi langsung dibawah koordinasi dewan nasional. Kemudian, 

Status sekretariat dewan nasional menjadi sekretariat jenderal dewan 

nasional sebagai upaya penguatan koordinasi lintas sektoral dan 

pemerintah daerah.  

Dalam Pasal 19, 21 dan 23 yang mengatur tentang Dewan Kawasan 

dan Administrator terdapat potensi disharmoni dalam pengaturan tugas 

Dewan Kawasan terutama berkaitan dengan penetapan langkah strategis 

penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK, 

menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap 

akhir tahun dan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan 

strategis. Disharmoni terjadi dengan ketentuan yang mengatur tentang 

kedudukan Administrator yang tidak lagi berada di bawah Dewan 

Kawasan. 

Namun, terbitnya UU Cipta Kerja memberikan dampak bagi 

pemerintah daerah karena KEK menghapus ketentuan tentang komposisi 

anggota Dewan Kawasan yang sebelumnya diatur terdiri atas Gubernur, 

Wakil Ketua yaitu Bupati/Walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah 

di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah 

kabupaten/kota. 

f. Prosedur Layanan dan/atau Perizinan 
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Layanan fasilitas KEK diatur dalam beberapa regulasi yakni 

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Ekonomi Khusus, dan Peraturan Menteri sektoral lainnya 

(Ketenagakerjaan; Pertanahan; Keimigrasian, Perdagangan) yaitu:  

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 28 Tahun 2021 tentang 

Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di KEK  

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 33/PMK.010/2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 237/PMK.010/2020 

tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada KEK.  

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 

10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur Kriteria dan 

Persyaratan Kegiatan Usaha Pendidikan di KEK.  

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 

tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.  

5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan 

Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di 

Kawasan Ekonomi Khusus.  

6. Peraturan Dewan Nasional KEK No. 1 Tahun 2021 tentang Kegiatan 

Utama KEK. 

Fasilitas yang diberikan pada KEK ditujukan untuk meningkatkan 

daya saing agar lebih diminati oleh penanam modal. Fasilitas tersebut 

terdiri atas fasilitas fiskal, yang berupa perpajakan, kepabeanan dan 

cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, dan fasilitas non fiskal, yang 

berupa fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan 

ketenagakerjaan, serta fasilitas dan kemudahan lain yang dapat 

diberikan pada Zona di dalam KEK, yang akan diatur oleh instansi 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, memberikan dampak dalam 

penyederhanaan prosedur pengusulan dengan memangkas prosedur 

pengusulan berjenjang dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota ke 

Pemerintah Daerah provinsi, tetapi tanpa menghilangkan syarat 

dukungan dari Pemerintah Daerah. Dengan perubahan ini diharapkan 
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proses pengusulan KEK dapat lebih singkat. Selain itu juga dibuka 

peluang pembentukan KEK yang mencakup lebih dari satu provinsi serta 

dilakukan pengaturan transisi perubahan dari KPBPB menjadi KEK. 

Selain itu, Percepatan perizinan KEK menggunakan sistem Online 

Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu 

dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko). Setelah pengesahan UU 

Cipta Kerja, pelayanan perizinan menjadi 2 jam untuk investasi yang 

berlokasi di Kawasan Industri (KI), KEK, Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Untuk risiko tinggi di KI, KEK, KPBPB, dan PSN proses perizinan 2 jam 

dengan izin terbit dahulu baru pemenuhan persyaratan. Namun hingga 

saat ini belum ada penerapan jalur khusus perizinan di KEK di Sistem 

OSS RBA dan belum adanya SOP pelaksanaan penerbitan seluruh 

perizinan oleh Administrator. 

g. Regulasi 

UU Cipta Kerja mengubah kedudukan administrator yang 

sebelumnya merupakan bagian dari Dewan Kawasan menjadi di bawah 

Dewan Nasional. Pembentukan Dewan Kawasan diubah menjadi opsional 

dan dapat dilakukan penggabungan untuk KEK yang mencakup lebih dari 

satu provinsi. Selain itu UU Cipta Kerja menghapus ketentuan tentang 

komposisi anggota Dewan Kawasan yang sebelumnya diatur terdiri atas 

Gubernur, Wakil Ketua yaitu Bupati/Walikota, dan anggota, yaitu unsur 

Pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah 

kabupaten/kota. 

Terdapat disharmonisasi pada Perka BKPM No. 4 Tahun 2021 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Pasal 81 ayat (1) menyebutkan 

bahwa Pelaku Usaha yang mengajukan Fasilitas Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf d perlu menyampaikan komitmen rencana kerjasama 

pelaksanaan kegiatan usaha dengan Pelaku Usaha UMK-M dan/atau 

pengusaha nasional di daerah melalui Sistem OSS. Terkait hal tersebut 



 

199 

 

PMK yang mengatur fasilitas Tax Holiday, Tax Allowance dan KEK sama 

sekali tidak mengatur persyaratan kerjasama dengan UMKM.166 

Regulasi terkait kawasan ekonomi belum lengkap, namun 

implementasi saat ini masih bertahap disempurnakan. Hal ini dapat 

dilihat dari belum ada koordinasi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah pasca terbentuknya kawasan ekonomi khusus. 

Kemudian, belum ada koordinasi titik terang pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca terbentuknya 

kawasan ekonomi khusus. 

Tabel 30. 

Perbandingan Pemberian Perizinan KEK 

UU KEK UU Cipta Kerja 

Pasal 23 
(1) Administrator KEK bertugas: a. 

melaksanakan pemberian izin usaha dan 

izin lain yang diperlukan bagi Pelaku 
Usaha yang mendirikan, menjalankan, 

dan mengembangkan usaha di KEK; b. 

melakukan pengawasan dan 
pengendalian operasionalisasi KEK; dan  

c. menyampaikan laporan 

operasionalisasi KEK secara berkala dan 
insidental kepada Dewan Kawasan. (2) 

Pelaksanaan pemberian izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan melalui pelayanan 
terpadu satu pintu. 

Pasal 23 
(1) Administrator bertugas 

menyelenggarakan: a. Perizinan Berusaha 

dan perizinan lainnya yang diperlukan 
oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha;  

b. pelayanan non perizinan yang 

diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku 
Usaha; dan  

c. pengawasan dan pengendalian 

operasionalisasi KEK. 

Sebagai tindak lanjut terhadap perubahan regulasi di tingkat pusat, 

pemerintah daerah perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap 

produk hukum daerah baik berupa peraturan daerah atau peraturan 

kepala daerah di bidang ekonomi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

disharmoni/konflik antara peraturan perundang-undangan yang satu 

dengan yang lainnya secara vertikal. Apalagi dalam tata urutan peraturan 

perundang-undangan Indonesia, secara hierarkis peraturan daerah 

menempati posisi yang paling rendah sehingga tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.  

 

                                                     
166Dwi Setyobudi (Kepala Seksi Peraturan PPH Badan II Ditjen Pajak). Makalah 

disampaikan pada kegiatan FGD POKJA Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait KEK yang 

diselenggarakan pada 16 November 2021 bertempat di BPHN. 
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4.2.8 Evaluasi dan Kesiapan terhadap Pola Hubungan Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam Bidang Investasi Pemerintah Pusat dan 

Percepatan Proyek Strategis Nasional 

Ditetapkannya UU Cipta Kerja turut berdampak pada beberapa aspek 

dalam sektor pembangunan di Indonesia seperti pengadaan tanah, perizinan, 

hingga penyelenggaraan penataan ruang. Sebelumnya, terkait kebijakan tata 

ruang yang memiliki proses birokrasi perizinan pemanfaatan ruang yang 

berbelit-belit dianggap sebagai penghambat dalam pelaksanaan 

pembangunan, terutama dalam rangka percepatan proyek strategis nasional. 

Hadirnya UU Cipta Kerja dikatakan sebagai solusi terhadap problematika 

tersebut sehingga dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku 

usaha untuk memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Di masa 

pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat beberapa regulasi terkait dengan 

Proyek Strategis Nasional yang dijabarkan dalam Tabel berikut: 

Tabel 31. 

Daftar Regulasi Proyek Strategis Nasional di Masa Pemerintahan 

Jokowi 

No. Regulasi Tentang 

1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2021 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 2021 

Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2021 

Penyelenggaraan Kehutanan 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 2021 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi 
Khusus 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2021 

Kemudahan Proyek Strategis Nasional 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2021 

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata 

Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau 

Hak Atas Tanah 

7 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 

2016 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 

2020 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional 

8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

2016 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional 

9 Peraturan Menteri Keuangan No. 

21/PMK. 06/2017 

Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah 

Bagi Proyek Strategis Nasional dan 
Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah 

Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara 

(BLU LMAN) 
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10 Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 

2021 sebagaimana terakhir kali 
diubah dengan Permenko No. 7 

Tahun 2023 

Perubahan Daftar Proyek Strategis 

Nasional  

Sumber: Diolah Penulis 

Isu yang terjadi dalam konteks diaturnya percepatan proyek strategis 

nasional berdampak pada penataan ruang di daerah. Untuk memahami 

masalah yang terjadi pasca penetapan UU Cipta Kerja ini, penting juga untuk 

memahami terlebih dahulu kedudukan pemerintah daerah dalam kerangka 

negara kesatuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah sejatinya dilatarbelakangi oleh isu bahwa kuatnya kesan 

negara federal, sebab pemerintah pusat mengabaikan potensi-potensi yang 

dimiliki oleh daerah. Oleh karenanya, lahirlah apa yang kemudian dikatakan 

sebagai otonomi daerah di mana daerah diberikan kewenangan yang besar 

untuk mengelola daerahnya.  

Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dalam hal hubungan pusat dan daerah, memang tidak 

dapat dipungkiri terjadi permasalahan dalam implementasi otonomi daerah. 

Hal ini dapat dilihat dari konstruksi hubungan pusat dan daerah di mana 

adanya ketidakjelasan model pembagian kewenangan antar tingkat 

pemerintahan. Ketidakjelasan model pembagian kewenangan ini 

direfleksikan menjadi 2 (dua) hal.167 Pertama, terjadinya tumpang tindih 

kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam sektor-

sektor yang bersifat profit. Kedua, terjadinya kekosongan kewenangan dalam 

sektor-sektor yang bersifat pembiayaan. Dua hal tersebut menggambarkan 

bahwa hubungan pusat dan daerah di atas berasal dari upaya mereduksi 

pasal-pasal yang mengatur prinsip residu kekuasaan dengan peraturan-

peraturan lain yang setingkat atau dengan peraturan lain yang lebih 

rendah.168 

                                                     
167Mukmin Zakie, 2023, Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan 

Ruang Proyek Strategis Nasional, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia, Vol. 1, No. 3, hlm. 113. 

168Ibid. 
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Menilik kembali pada proyek strategis nasional, yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang penataan 

ruang antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang 

a. Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, 

dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota dilakukan secara 

berjenjang dan komplementer. 

b. Rencana Umum Tata Ruang berupa RTRW Nasional, RTRW Provinsi, 

RTRW Kab dan Kota. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah 

a. Pemerintah Pusat: Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional. 

Pelaksanaan kerja sama penataan ruang antarnegara. 

b. Pemerintah Daerah Provinsi: Penyelenggaraan penataan ruang Daerah 

Provinsi. 

c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Penyelenggaraan penataan 

ruang Daerah Kabupaten/Kota. 

Hubungan antara pengadaan tanah dan penataan ruang dapat dilihat 

dari dua peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertera dalam 

Tabel berikut: 

Tabel 32.  

Hubungan antara Pengadaan Tanah dan Penataan Ruang 

No. Undang-Undang Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum 

Pasal 7 ayat (1) 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Umum diselenggarakan sesuai dengan: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah; 
b. Rencana Pembangunan 

Nasional/Daerah; 

c. Rencana Strategis; dan 
d. Rencana Kerja setiap Instansi yang 

memerlukan tanah. 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum 

Pasal 4 ayat (1) huruf a 

Setiap instansi yang memerlukan tanah 

bagi pembangunan untuk kepentingan 
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umum membuat rencana pengadaan 

tanah yang didasarkan pada: 

a. rencana tata ruang; dan 
b. prioritas pembangunan yang 

tercantum dalam: 

1. rencana pembangunan jangka 
menengah; 

2. rencana strategis; dan/atau 

3. rencana kerja 
pemerintah/Instansi yang 

memerlukan tanah. 

  Pasal 5 

Rencana tata ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 
didasarkan atas: 

a. RTRW Nasional 

b. RTRW Pulau/Kepulauan 
c. RTRW Kawasan Strategis Nasional 

d. RTRW Provinsi 

e. RTRW Kab/Kota; dan/atau  

f. Rencana Detail Tata Ruang. 

  Pasal 129 
(1) Pengadaan tanah untuk Proyek 

Strategis Nasional, pelaksanaan 

pelaksanaannya diprioritaskan 
dengan tahapan Pengadaan Tanah 

bagi pembangunan untuk 

Kepentingan Umum. 

(2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional 
belum dimuat dalam rencana tata 

ruang, Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang diberikan 
dalam bentuk rekomendasi 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang oleh Menteri. 

 

Beberapa problematika yang terjadi dalam ruang lingkup kewenangan 

pusat dan daerah pada tataran penataan ruang Proyek Strategis Nasional 

(PSN), yakni sebagai berikut:169 

1. UU Nomor 26/2007 memuat norma yang salah satunya menyebutkan 

bagaimana mengatur penggunaan ruang baik di tingkat pusat maupun 

daerah; 

2. Dalam konteks Proyeks Strategis Nasional, ketentuan terkait tata ruang 

dapat disimpangi untuk memudahkan pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional; 

3. Regulasi terkait tata ruang dapat diubah dan disesuaikan dengan 

kepentingan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 

                                                     
169Ibid., hlm. 115. 
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4. Terdapat sentralisasi dalam aspek tata ruang, sebab meskipun Peraturan 

Daerah mengenai RTRW belum mengatur terkait Proyek Strategis 

Nasional, Rekomendasi KKPR tetap dapat diberikan demi memudahkan 

pelaksanaannya. 

Berdasarkan kajian di atas, kewenangan Pemerintah Daerah di bidang 

penataan ruang menurut UU Pemda dan UU Penataan Ruang menjadi hilang 

dalam hal melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Meskipun kegiatan 

tidak direncanakan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, apabila 

pemerintah membutuhkan tanah untuk Proyek Strategis Nasional, aspek 

prinsip legalitas norma penataan ruang dinegasikan dengan penerbitan 

RKKPR. Hal tersebut menunjukkan adanya resentralisasi dalam pengaturan 

penataan ruang, terutama dalam hal Proyek Strategis Nasional yang tidak 

seluruhnya didanai oleh APBN dan APBD, melainkan juga didanai oleh pihak 

swasta melalui investasi. Sebab, sebelumnya ketentuan perizinan diatur 

menurut kewenangan masing-masing oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Kendala-kendala lainnya yang dihadapi di daerah sering ditemukan 

pada proses perizinan, pembebasan lahan, hingga aspek pembiayaan. Komite 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada tahun 2022 

melaporkan bahwa dari 208 proyek, 31 proyek diantaranya terkendala 

perizinan, yang meliputi: belum terbitnya perpanjangan penetapan lokasi, 

terlambatnya penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan 

masih menunggu review dan persetujuan Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup (AMDAL).170 Selain itu, KPIPP pada tahun 2022 juga 

melaporkan terdapat permasalahan pada 41 proyek yang berkaitan dengan 

pengadaan tanah yakni terkait dengan belum selesainya proses pembebasan 

tanah, belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan, pengadaan tanah 

karakteristik khusus dan adanya sengketa lahan.171 Kemudian, dari aspek 

pembiayaan, realisasi pengadaan tanah yang seringkali mundur dari jadwal 

menyebabkan kebutuhan dana untuk pembebasan lahan untuk proyek 

strategis nasional menjadi sangat besar. Guna mengatasi hal tersebut, 

                                                     
170Candra Fajri Ananda, Pemerataan Melalui Proyek Strategis Nasional, 

https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/, diakses pada 28 
November 2023. 

171Ibid.  

https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/
https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/
https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/
https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/
https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/
https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/
https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/
https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/
https://feb.ub.ac.id/pemerataan-melalui-proyek-strategis-nasional/
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pemerintah kemudian menetapkan kebijakan dengan memindahkan alokasi 

belanja modal pengadaan tanah menjadi pembiayaan investasi pemerintah 

yang langsung dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Keuangan.172 

Selanjutnya, berbicara mengenai peran pemerintah daerah di bidang 

kehutanan dalam konteks UU Cipta Kerja, secara garis besar UU Cipta Kerja 

di bidang kehutanan dapat dikatakan juga mengkerdilkan peran pemerintah 

daerah. peran pemerintah daerah sebatas menentukan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria (NSPK) bersama Pemerintah Pusat dan 

menjalankannya hanya sebatas terkait dengan implementasi perlindungan 

hutan. Hadirnya UU Cipta kerja berdampak pada terjadinya divergensi dalam 

memposisikan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terkait KPH itu 

sendiri, KPH merupakan lembaga pemerintah daerah. Pemerintah Pusat 

berpandangan bahwa UU Cipta Kerja tidak mengurangi peran KPH sebagai 

unit terkecil pengelola hutan, akan tetapi Pemerintah Daerah berpandangan 

sebaliknya.173 Padahal, pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah 

menjadi penting apabila dikaitkan dengan penggunaan potensi untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Memang apabila kita melihat secara normatif, isu dari UU Cipta Kerja 

di bidang kehutanan memberikan kemudahan untuk investasi. Akan tetapi 

di saat yang bersamaan, UU ini juga berpotensi mempertajam ketimpangan, 

memperburuk tata kelola, dan melemahkan perlindungan hutan. Di lain sisi, 

dilakukannya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian tidak 

hanya berdasarkan alasan atas kepentingan umum, tetapi juga didasarkan 

alasan untuk keperluan tujuan percepatan Proyek Strategis Nasional. 

Sehingga, tingginya alih fungsi lahan seakan-akan dapat “dimaklumi” 

dengan tujuan percepatan Proyek Strategis Nasional. Sebagaimana diketahui 

bersama, pemberian norma baru mengenai Proyek Strategis Nasional dalam 

UU Cipta Kerja dapat dikatakan bahwa pemerintah hanya 

                                                     
172Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Percepat Pembangunan 

Infrastruktur, Pemerintah Luncurkan Skema Pendanaan BLU LMAN, 

https://ekon.go.id/unduh/publikasi/2073/percepat-pembangunan-infrastruktur-

pemerintah-luncurkan-skema-pendanaan-blu-lman, diakses Pada 28 November 2023. 
173Hariadi Kartodihardjo, 6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja, 

https://www.forestdigest.com/detail/2086/revisi-uu-cipta-kerja Diakses Pada 30 November 

2023. 
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mempertimbangkan aspek ekonomi dalam setiap pembangunan, sedangkan 

pada aspek lain seperti aspek sosial dan lingkungan kurang menjadi 

perhatian.  

Terdapat suatu kewajiban dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya 

mengatur hal penting untuk dilakukan oleh kepala daerah yaitu kewajiban 

untuk menjalankan program strategis nasional. Akan tetapi, berangkat dari 

Pasal 68 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

seorang Kepala daerah dan/atau Wakil kepala daerah dapat diberhentikan 

sebagai Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala daerah apabila tidak 

melaksanakan program strategis nasional.174  

Secara teoritik Program Strategis Nasional (PSN) merupakan sebuah 

rangkaian proyek-proyek yang akan dilaksanakan secara kolaboratif bagi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mewujudkan kebutuhan 

dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.175 Proyek-proyek yang 

sekiranya akan dilaksanakan seperti proyek pembangunan infrastruktur 

jalan tol; proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota; proyek kereta 

api dalam kota; proyek revitalisasi bandara; pembangunan bandara baru; 

program satu juta rumah; pembangunan kilang minyak; proyek pipa gas; 

proyek energi asal sampah; program penyiapan infrastruktur air minum; 

proyek penyediaan sistem air limbah komunal; pembangunan tanggul 

penahan banjir; pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan 

ekonomi khusus; proyek pariwisata; proyek pembangunan smelter; dan 

proyek pertanian dan kelautan. Program Strategis Nasional dalam 

implementasinya di dukung dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) melahirkan suatu 

gagasan yang berimplikasi pada harmonisasinya Rencana Pembangunan 

                                                     
174Bagas Bagus Sadewo, 2022, Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala 

Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Ditinjau Dari Perspektif 

Negara Demokrasi, Malang: Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, hlm 2-4 
175Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Program Strategis 

Nasional (PSN), https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/proyek-strategis-nasional-

psn, Diakses Pada 05 November 2022 
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membahas 

setidaknya 2 (dua) hal yaitu, mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat 

dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 juga 

menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). 

Dengan demikian, keterkaitan antara RPJMD dan RPJMN memiliki tujuan 

strategis untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar 

dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah. Maka 

dari itu, RPJMD akan berpedoman pada tujuan strategis dari RPJPN dan 

RPJMN terutama dalam hal pembangunan nasional.   

Program Strategis Nasional (PSN) dimulai dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, sebagai tahapan ketiga dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah 

ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan 

tujuan pembentukan Negara dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Undang-

Undang No. 17 Tahun 2007 tersebut, RPJMN 2015-2019 sekaligus adalah 

penjabaran dari Visi, Misi dan Agenda (NawaCita) pada rezim Presiden Joko 

Widodo, dimana salah satu masalah dan tantangan pokok yang dihadapi 

perekonomian Indonesia adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur 

untuk mendukung kemajuan ekonomi. Kini, di helatan periode kedua dari 

rezim Presiden Joko Widodo Program Strategis Nasional masih diberlakukan 

serta diarahkan dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menitikberatkan tujuan 

peningkatan infrastruktur demi konektivitas nasional, penyediaan 

infrastruktur dasar seperti air minum serta pembuatan sanitasi, 

pembangunan infrastruktur kelistrikan, program penjagaan ketahanan air, 

pangan, energi dan pengembangan sistem transportasi massal perkotaan.176 

                                                     
176 Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Rencana Pemerintah Jangka Menengah 

Nasional 2015-2019. www.bappenas.go.id. hlm. 89 diakses pada 10 November 2023 
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Sedangkan, dari perspektif regulasi berdasarkan Perpres Nomor 109 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional 

adalah proyek dan/atau program Pemerintah Pusat, terlibat juga secara 

kolaboratif Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang dalam hal 

meningkatkan pertumbuhan dan suatu pemerataan dinilai memiliki sifat 

yang strategis, semata demi tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan pembangunan daerah. Berdasarkan Perpres a quo terdapat setidaknya 

12 sektor yang menjadi fokus dalam percepatan diantaranya: 

Tabel 33.  

Program Strategis Nasional Perpres No 3 Tahun 2016 

No. Sektor PSN Contoh Proyek 

1. Sektor Jalan dan Jembatan - Jalan Tol Serang–Panimbang (Provinsi 

Banten) 

- Pembangunan Fly Over dari dan menuju 
Terminal Teluk Lamong (Provinsi Jawa 

Timur) 

2. Sektor Pelabuhan - Pelabuhan Likupang (Provinsi Sulawesi 

Utara) 

3. Sektor Bandar Udara - Bandar Udara Kediri (Provinsi Jawa 

Timur) 

4. Sektor Kereta - Kereta Api Akses Bandar Udara Baru 
Yogyakarta Kulon Progo (Provinsi D.I 

Yogyakarta) 

5. Sektor Kawasan - Kawasan Industri Ketapang (Provinsi 

Kalimantan Barat) 

- Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-

Api (Provinsi Sumatera Selatan) 

6. Sektor Perumahan - Pembangunan Rumah Susun (Provinsi 

DKI Jakarta) 

7. Sektor Bendungan dan Irigasi - Bendungan Bener (Provinsi Jawa Tengah) 

- Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah 
Irigasi Lematang (Provinsi Sumatera 

Selatan) 

8. Sektor Air Bersih dan Sanitasi - Proyek Sistem Pengadaan Air Minum 

(SPAM) di Semarang Barat (Provinsi Jawa 
Tengah) 

9. Sektor Tanggul Pantai - Tanggul Pantai (Provinsi DKI Jakarta, 

Jawa Barat dan Banten) 

10. Sektor Energi - Kilang Minyak Bontang (Provinsi 

Kalimantan Timur) 

11. Sektor Teknologi - Percepatan Pembangunan Technopark 

(Nasional) 

12. Sektor Pendidikan - Pembangunan Kampus Universitas Islam 
Internasional Indonesia (Provinsi Jawa 

Barat) 
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Pentingnya program strategis nasional dalam misi mengejar 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meratanya pembangunan untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh kepala daerah. Terhadap kepala daerah yang tidak 

mampu menjalankan program strategis nasional berdasarkan peraturan 

perundang-undangan pemerintahan daerah akan didapati sanksi untuk 

mendisiplinkan kepala daerah agar pelaksanaan program strategis nasional 

dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bagi kepala daerah yang tidak 

melaksanakan program strategis nasional maka dapat dikenakan sanksi 

administratif yang dijatuhkan secara bertahap, tahapan tersebut bermula 

dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian 

jabatan kepala daerah langsung oleh Presiden. 

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan, acapkali tidak 

dijalankan secara partisipatif. Tahap perencanaan, penganggaran, 

implementasi hingga proses monitoring evaluasi seringkali belum 

mencerminkan adanya partisipasi masyarakat sebagai yang terdampak atau 

yang menerima manfaat pembangunan itu sendiri. Sejatinya, masyarakat 

juga perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak 

seharusnya hanya menerima sosialisasi terhadap keputusan dan/atau 

pelaksanaan proyek yang ada. Pelaksanaan kebijakan pembangunan, 

terutama dalam hal percepatan proyek strategis nasional, membutuhkan 

kelembagaan yang memiliki kewenangan yang kuat, terkoordinasi, dan 

dikelola dalam kerangka tata kelola yang baik. Pembangunan yang mumpuni 

sejatinya tidak hanya didominasi oleh peran pemerintah dan swasta saja, 

namun juga ada peran masyarakat di dalamnya. 

Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilakukan 

sejak tahapan awal, yakni pada tahap perencanaan pembangunan. 

Keterlibatan daerah perlu ditingkatkan, sehingga kesinambungan proyek-

proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan masyarakat di daerah-

daerah sampai ke pelosok terpencil juga dapat merasakan manfaat dari 

pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sinergitas dan kolaborasi antar sektor 

beserta dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, 



 

210 

 

diharapkan menjadi kunci dalam mendorong percepatan proyek strategis 

nasional sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 

 

4.2.9 Evaluasi dan Kesiapan terhadap Pola Hubungan Pemerintah Pusat 

dan Daerah dalam Bidang Administrasi Pemerintahan 

Ketentuan Administrasi Pemerintahan secara khusus diatur di dalam 

BAB XI UU Cipta Kerja yang di dalamnya diatur Pasal 174 mengenai 

kewenangan, Pasal 175 yang merubah sebagian Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 176 yang 

merubah sebagian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pasal 174 menegaskan kedudukan Presiden sebagai 

pemegang kekuasaan pemerintahan, sementara Pemerintah Daerah 

dianggap sebagai pelaksana yang menjalankan kewenangan yang diberikan 

oleh Presiden. Pengaturan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah 

tumpang tindih dan ketidakselarasan regulasi akibat ego sektoral yang 

muncul karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Perubahan yang diatur dalam Pasal 175 yakni 

penghapusan syarat “tidak bertentangan dengan undang-undang” 

sebagaimana pasal 24 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan syarat diskresi yang dihapus 

dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan dianggap mengakibatkan 

ketidakefektifan. Ketentuan tersebut mempersempit ruang gerak pejabat 

pemerintahan untuk melakukan tindakan-tindakan misalnya dalam 

perizinan investasi. Secara umum, perubahan yang ada pada pasal 176 

Angka 1, Angka 3, Angka 6, Angka 8, Angka 9, Angka 10 dimaksudkan untuk 

reformasi penataan kewenangan, norma, standar, prosedur dan kriteria 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Reformasi yang 

dimaksud yaitu agar kewenangan, norma, standar, prosedur dan kriteria 

tidak hanya dijadikan sebagai pedoman melainkan akan menjadi aturan 

pelaksanaan yang nantinya dapat didelegasikan oleh Pemerintah Pusat 

kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan 

wewenang penetapan NSPK tidak lagi dilaksanakan melainkan hanya 

dibantu oleh kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. 
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Berikut dipaparkan analisis evaluasi dan kesiapan terhadap pola hubungan 

pemerintah pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan 

pasca UU Cipta Kerja dari aspek kewenangan, kelembagaan dan regulasi: 

1. Pasal 174 (Ketentuan Baru) 

Pasal 174 UU Cipta Kerja menyatakan “dengan berlakunya Undang-

Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah 

Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan 

atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai 

sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden”. Pengaturan terkait 

kewenangan Presiden dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 174 yang tidak 

disertai penjelasan ini, menimbulkan kekhawatiran akan potensi 

hilangnya desentralisasi dan justru mengarah pada kecenderungan 

resentralisasi. Apabila melihat pada draft Rancangan Undang-Undang 

Cipta Kerja, ketentuan mengenai kewenangan ini awalnya terdiri dari dari 

tiga pasal.177 Pasal pertama menetapkan Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan dan mengatur hubungannya dengan 

kementerian atau pemerintah daerah. Terdapat empat pokok pikiran, 

yaitu Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; Presiden 

RI berwenang melaksanakan urusan pemerintahan yang biasanya 

dilakukan oleh Menteri dan Pemerintahan Daerah; tujuannya adalah 

mempercepat pelayanan publik/perizinan; dan pelaksanaan urusan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).178 Meskipun berbasis pada Pasal 

4 UUD NRI 1945, legalitas pasal ini perlu ditempatkan dalam konteks 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengakui hubungan antara 

Negara/Pusat dan Daerah yang memiliki otonomi. Pengakuan 

konstitusional terhadap Daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 18, 18 

A, dan 18 B UUD NRI 1945, menegaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, termasuk asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 174 dinilai mengesampingkan kedudukan dan kewenangan Daerah, 

mereduksi hubungan antara "Negara dan Daerah" menjadi "Presiden 

                                                     
177Pasal 162, 163, 164 RUU Cipta Kerja Versi Bulan Februari 2020. 
178Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Administrasi Pemerintahan 

Dalam RUU Cipta Kerja Nota Pengantar (Background Note) dan Daftar Inventarisasi Masalah 
(DIM), hlm. 9-13, https://www.kppod.org/, diakses pada 28 November 2023 

https://www.kppod.org/
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dengan Pemerintahan Daerah," padahal Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum otonom, bukan "bawahan" Presiden. 

Pasal kedua menjelaskan bagaimana Presiden, sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan, melaksanakan Undang-undang dengan 

membentuk peraturan pelaksanaan atau mendelegasikan kewenangan 

pembentukan peraturan tersebut kepada kementerian, lembaga, atau 

pemerintah daerah. Meskipun Pasal ini menegaskan bahwa Presiden 

dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan perundang-

undangan, penegasan kekuasaan ini dalam RUU Cipta Kerja tidak 

terdapat dalam formasi ketatanegaraan RI. Pusat dan Daerah, sebagai dua 

kesatuan masyarakat hukum yang berbeda, memiliki kewenangan 

masing-masing dalam menjalankan urusan pemerintahan, termasuk 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks 

ketatanegaraan, Negara dapat menyerahkan sebagian urusan 

pemerintahan kepada Daerah yang berotonomi, sementara Pemerintah 

Pusat berperan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap 

Pemerintahan Daerah agar otonomi Daerah tetap berada dalam batas 

kedaulatan Negara. Oleh karena itu, Presiden tidak dapat mendelegasikan 

kewenangan pelaksanaan urusan dan pembentukan peraturan kepada 

Daerah, karena pendelegasian wewenang hanya dapat dilakukan kepada 

staf/pembantu dalam suatu instansi atau entitas pemerintahan. Daerah, 

sebagai entitas hukum yang berbeda dari Pemerintah Pusat, memiliki 

penyelenggara pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, dan 

kedudukan serta kewenangannya dijamin oleh konstitusi (Pasal 18, 18 A, 

dan 18B UUD 1945). 

Pasal ketiga menjelaskan bahwa kewenangan Menteri, kepala 

Lembaga, atau Pemerintah Daerah untuk membentuk atau menjalankan 

peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 174, 

harus dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan yang berasal dari 

Presiden. Naskah Akademik UU Cipta Kerja menyatakan bahwa 

penyelenggaraan ketentuan ini dilatarbelakangi oleh masalah obesitas 

regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron, disebabkan oleh 

ego sektoral yang dipicu oleh keberadaan UU 23/2014. Dengan adanya 
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ketentuan mengenai kewenangan ini, diharapkan Presiden sebagai 

sumber kewenangan dapat mereformasi pemberian kewenangan kepada 

Menteri, Lembaga, atau pemerintah daerah untuk mengatasi 

permasalahan tersebut.179 

Keinginan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan obesitas 

regulasi yang telah menimbulkan kesulitan implementatif, terutama 

terkait investasi perlu diapresiasi. Penguatan kewenangan Presiden, 

khususnya dalam percepatan pelayanan perizinan, diarahkan untuk 

mempercepat peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Meskipun demikian, pendekatan ini tampaknya mengesampingkan esensi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabaikan prinsip Otonomi 

Daerah yang diatur oleh UUD NRI 1945. Pembuat kebijakan menganggap 

sentralisasi kewenangan perizinan di pemerintah pusat sebagai langkah 

tepat untuk meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, 

namun, hal ini berpotensi mengubah konsep otonomi daerah sehingga 

daerah kehilangan sebagian kewenangannya untuk mengelola dan 

memajukan wilayahnya sendiri. 

Dalam perspektif negara kesatuan, otonomi daerah dipandang 

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara dalam menciptakan 

persatuan bangsa yang demokratis. Sebagai bagian dari strategi mencapai 

tujuan negara, kebijakan otonomi daerah dirancang untuk meningkatkan 

pelayanan publik, mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih 

demokratis, dan memperkuat kapasitas masyarakat. Selain itu, otonomi 

daerah diharapkan dapat meningkatkan sensitivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk mencapai hal ini, diperlukan 

kombinasi efektif antara visi yang jelas dan kepemimpinan kuat dari 

pemerintah pusat, bersinergi dengan keleluasaan pemerintah daerah 

dalam berinovasi. Secara holistik, desentralisasi diyakini mendorong 

peningkatan kualitas tata kelola, terutama melalui partisipasi 

masyarakat, pembangunan sosial, orientasi pemerintah, dan manajemen 

                                                     
179Ibid. 
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perekonomian.180 Studi di Filipina, seperti hasil dari studi Balir, 

menunjukkan bahwa pemerintahan yang terdesentralisasi secara 

demokratis memberikan dampak positif terhadap kualitas pemerintahan. 

Ini mencakup reorientasi pemerintah dari sistem otoritarian dan 

terkontrol menjadi sistem yang demokratis dan pelayanan-oriented. 

Pendekatan ini berbeda dengan kekuasaan yang terpusat atau 

sentralistik. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat dianggap sebagai 

bukti sejarah dari penolakan rakyat terhadap pemerintahan yang bersifat 

sentralistik. 

Desentralisasi dianggap sebagai pilihan terbaik karena dapat 

mengatasi masalah kesenjangan yang signifikan antara pusat dan daerah, 

buruknya pelayanan publik, dan tingginya tingkat kemiskinan.181 Prinsip 

desentralisasi menekankan pentingnya memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

yang telah diserahkan kepadanya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 

Meskipun dalam negara kesatuan sumber kewenangan untuk 

mengatur ada pada pemerintah pusat, desentralisasi menuntut 

penghormatan terhadap hak pemerintah daerah untuk mengatur urusan 

yang telah diberikan kepadanya. Dengan menarik semua kewenangan 

mengatur dan melaksanakan peraturan perundang-undangan bagi 

daerah sebagai pelaksanaan kewenangan presiden, ada kekhawatiran 

akan munculnya sentralisasi kembali. 

Idealnya, Pemerintah Pusat seharusnya tetap memiliki instrumen 

untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah. Namun, 

pengawasan ini seharusnya tidak bersifat intervensi seperti yang terjadi 

                                                     
180Babooa S, 2008, Public Participation in The Making and Imlementation of Policy in 

Maritius Reference to Port Louis Local Government, Doctoral Dissertation, University Of South 
Africa, South Africa, hlm. 346 

181Lihat; Rondinelli, Dennis A, 1983, Implementing Decentralization Programmes In Asia: 
A Comparative Analysis: Summary, Public Administration & Development (Pre-1986), Vol. 3, 
No. 3, Abi/Inform Global, hlm. 186. Rondinelli menjelaskan bahwa desentralisasi Di 

Indonesia menyebabkan pergeseran tujuan pembangunan yang sebelumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan nasional menjadi pemerataan kesejahteraan sehingga ada 
peningkatan kesejahteraan lokal melalui distribusi kesejahteraan yang seimbang antara 

pemerintah dan pemerintah daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat. 
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pada masa lalu, melainkan lebih sebagai bimbingan agar Peraturan 

Daerah yang dibentuk selalu sejalan dengan tujuan diberikannya otonomi 

luas.182 Penting bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk 

menjelaskan lebih lanjut aspek-aspek ini dalam peraturan pelaksanaan 

guna memastikan bahwa desentralisasi tetap berjalan seiring dengan 

tujuan memberikan otonomi kepada daerah. 

2. Pasal 175 (Perubahan dalam UU 30/2014) 

Melalui Pasal 175 angka 2 UU Cipta Kerja, terjadi perubahan dalam 

syarat penggunaan diskresi dengan menghilangkan ketentuan "tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Alasan 

di balik perubahan ini adalah keyakinan bahwa syarat tersebut membuat 

pelaksanaan diskresi oleh Presiden menjadi tidak efektif. Perubahan ini 

mencerminkan perluasan makna diskresi yang sebelumnya diatur dalam 

UU Administrasi Pemerintahan, memberikan lebih banyak ruang bagi 

pejabat pemerintah untuk bertindak tanpa harus sepenuhnya terikat 

pada undang-undang, selama bertujuan untuk kepentingan umum. 

Perluasan konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja bertujuan untuk 

memperluas ruang gerak pejabat pemerintah dalam mengeluarkan 

diskresi, potensial menciptakan terobosan hukum baru, dan mendukung 

percepatan investasi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, perlu dipahami 

bahwa pempersempitan kewenangan diskresi dapat menghambat 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sementara kelonggaran 

yang berlebihan dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan 

tindakan melawan hukum, seperti korupsi.183 Oleh karena itu, perluasan 

konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja dianggap sebagai pedang bermata 

dua, dengan potensi meningkatkan iklim investasi namun juga membawa 

risiko penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah. 

                                                     
182Enny Nurbaningsih, Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah 

Dalam Peraturan Daerah, Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya, Disertasi, Program 

Dokter Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, hlm. 195. 
183 Benny Rawan, 2011, Diskresi Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi 

Dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas, Jurnal Mimbar, Vol. 27, No. 2, hlm. 143-

149. 
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Perluasan konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja menuai kritik di 

masyarakat karena dianggap terlalu luas, menimbulkan kekhawatiran 

terhadap dampak negatif dalam penyelenggaraan administrasi 

pemerintah. Meskipun konsep diskresi pada dasarnya hadir untuk 

melengkapi asas legalitas, di mana tindakan pejabat pemerintahan harus 

didasarkan pada hukum, implementasinya sulit mengakomodir semua 

permasalahan kompleks dalam masyarakat. Oleh karena itu, diskresi 

dianggap sebagai elemen yang memberikan kebebasan dalam 

penyelenggaraan administrasi pemerintah.184 

Meskipun demikian, penting diingatkan bahwa pelaksanaan 

diskresi harus tetap didasarkan pada hukum, sesuai dengan pandangan 

Sjachran Basah. Pasca-perubahan konsep diskresi, muncul potensi 

terbentuknya diskresi yang inkonstitusional karena mencakup UUD NRI 

1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Penghapusan syarat "tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" dapat 

membuka peluang terbitnya diskresi yang bertentangan dengan 

konstitusi, melanggar AUPB, dan meningkatkan risiko pelanggaran asas 

kepastian hukum serta penyalahgunaan kekuasaan. 

Problematika lainnya termasuk kurangnya peningkatan 

pengawasan terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan 

setelah perluasan konsep dalam UU Cipta Kerja. Hal ini berpotensi 

meningkatkan risiko penyalahgunaan diskresi dalam tindak pidana, 

khususnya korupsi. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemberian 

kebebasan dalam penggunaan diskresi dan peningkatan pengawasan 

terhadap pejabat pemerintahan dianggap krusial untuk menghindari 

penyalahgunaan diskresi. 

Di sisi lain, penting untuk melihat juga sisi manfaat atau aspek 

positif dari pengaturan baru mengenai diskresi ini. Dalam konteks 

Indonesia yang menganut konsep Otonomi Daerah, di mana Pemerintah 

Daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri, 

penggunaan diskresi dapat mendukung desentralisasi fiskal oleh 

                                                     
184Lutfil Ansori, 2017, Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis, Vol. 2, No. 1, hlm. 135-150. 
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pemerintah daerah. Hal ini membantu Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan pemerintahan di wilayahnya secara mandiri, menghindari 

stigma sentralistik yang pernah terjadi dalam sejarah negara ini.185 

Implikasi dari penghapusan salah satu syarat penggunaan diskresi 

perlu dilihat dari dua sisi. Di sisi negatif, terdapat potensi terbentuknya 

Keputusan Tata Usaha Negara yang menghilangkan prinsip Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, seperti asas kepastian dan asas tidak 

menyalahgunakan kewenangan. Namun, di sisi positif, pengaturan baru 

mengenai diskresi dianggap dapat mendukung penerapan desentralisasi 

fiskal oleh pemerintah daerah, terutama dalam mengatasi permasalahan 

daerah, khususnya dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, 

melalui kebijakan yang bersifat responsif. 

Dalam mengimplementasikan diskresi, pejabat pemerintah sebagai 

pelaksana fungsi administrasi pemerintahan sebaiknya lebih 

mengutamakan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan. 

Akibat dari pengaturan baru ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat 

untuk melakukan kerja sama dan pengetatan pengawasan, baik secara 

preventif terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah atau 

badan pemerintahan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. 

3. Pasal 176 (Perubahan dalam UU 23/2014) 

Perubahan norma dalam Pasal 176 UU Cipta Kerja berdampak pada 

Pemerintah Daerah terutama terkait kewenangan, regulasi, dan 

kelembagaan. Pasal 16 memberikan wewenang kepada Pemerintah Pusat 

untuk mengelola urusan pemerintahan konkuren, termasuk penetapan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Peraturan 

pelaksanaan ini dapat didelegasikan kepada kepala daerah. Perubahan 

Pasal 251 menyederhanakan regulasi terkait penyusunan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan melibatkan koordinasi 

                                                     
185Janitra Syena Narindra, dan Budi Ispriyarso, 2022, Analisis Penghapusan Syarat 

Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan Diskresi 
Pada Omnibus Law Cipta Kerja, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 3, hlm. 

418-432 
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dengan Kementerian. Sanksi tertentu terhadap pelanggaran aturan 

dihapus, hanya menyisakan sanksi administratif. 

Selanjutnya, perubahan juga terkait dengan penyederhanaan 

perizinan dan pelaksanaan izin usaha oleh Pemerintah Daerah. Jika 

terjadi penurunan pendapatan daerah akibat upaya penyederhanaan, 

Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan anggaran insentif sesuai 

dengan aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah. Adanya 

tambahan ketentuan baru menegaskan bahwa penyederhanaan 

pelayanan publik harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria, 

dan kebijakan Pemerintah Pusat. Penerapan sistem Perizinan Berusaha 

secara elektronik juga diwajibkan. 

Norma Pasal 402A menegaskan bahwa pembagian urusan 

pemerintahan konkuren harus diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan 

UU Cipta Kerja. Ini mengubah tata cara pelaksanaan otonomi daerah 

dengan memastikan bahwa kewenangan daerah harus sesuai dengan 

norma dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Perubahan ini 

diarahkan pada reformasi penataan kewenangan, norma, standar, 

prosedur, dan kriteria, dengan niat agar hal-hal tersebut menjadi aturan 

pelaksanaan yang dapat didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada 

Kepala Daerah. Meskipun masih ada ruang bagi daerah, ada indikasi arah 

sentralisasi dalam UU Cipta Kerja, dengan pembagian urusan konkuren 

yang mengarah pada pemindahan sejumlah kewenangan dari daerah ke 

pusat. 

Otonomi daerah yang terbentuk dalam konteks negara kesatuan 

pada dasarnya bukanlah otonomi dalam arti yang seluas-luasnya. 

Sebaliknya, ini merupakan otonomi yang kewenangannya terbatas atau 

dibatasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam hubungan 

antara pusat dan pemerintah daerah, Hariyanto, mengutip Colin Mas 

Andrew, menyoroti beberapa faktor yang dapat mengganggu dan merusak 

keserasian hubungan tersebut. Pertama, terdapat kesenjangan dan 

perbedaan antara sistem hubungan pusat dan daerah yang telah 

ditetapkan secara formal dan kenyataan dalam pelaksanaannya. Kedua, 

beberapa daerah masih merasakan perlakuan yang tidak adil dari 
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pemerintah pusat. Ketiga, tingkat kemampuan pusat untuk memberikan 

subsidi kepada daerah semakin rendah.186 

Ni'matul Huda menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah melibatkan aspek kewenangan, keuangan, pengawasan, 

serta cara penyusunan dan penyelenggaraan organisasi pemerintahan 

daerah. Dalam pelaksanaannya, hubungan ini harus dilakukan secara 

adil, selaras, dan memperhatikan kekhususan serta keberagaman daerah. 

Pengaturannya juga harus mengikuti Undang-Undang. Meskipun tidak 

ada ukuran pasti mengenai hubungan yang adil dan selaras, prinsip ini 

menegaskan bahwa daerah berhak mendapatkan secara wajar segala 

sumber daya untuk mencapai pemerintahan daerah yang mandiri dan 

kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.187 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cenderung 

sentralistik, seperti yang diatur dalam UU Cipta Kerja, terdapat potensi 

konflik atau sengketa antara Pemerintah Pusat dan Daerah akibat 

benturan kepentingan. Perubahan kewenangan dan pembagian urusan 

memiliki dampak pada perubahan pembagian keuangan daerah, dengan 

perubahan keuangan mengikuti peralihan kewenangan dan penambahan 

urusan. Desentralisasi menjadi cara bagi sebuah rezim atau negara untuk 

menciptakan sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis, 

karena sebagian kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah lokal 

daerah agar dapat terlibat aktif dalam merespon hal-hal yang erat 

kaitannya dengan kehidupan rakyat di daerah.188 

Efek samping UU Cipta Kerja mempengaruhi berbagai aspek yang 

diatur dalam Pasal 176 tentang perubahan atas beberapa pasal dalam UU 

Pemda. Konsekuensi logis dianutnya Negara Kesatuan yakni segala 

sesuatu urusan menjadi urusan pemerintahan pusat yang menjadikan 

                                                     
186Hariyanto, 2020, Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 

Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Volksgeist, Vol. 3, No. 2, hlm. 

100. 
187Ni’matul Huda, Dinamika Hubungan Pusat & Daerah Dan Gagasan Penguatannya, 3 

Februari 2021, disampaikan Pada Munas APHTN-HAN. 
188Ibid. 
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beberapa urusan konkuren, yang mana sewaktu-waktu bisa diambil alih 

oleh pusat demi terwujudnya tujuan nasional.189 

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah cenderung 

mengalami fluktuasi yang bersesuaian dengan berlakunya aturan atau 

undang-undang yang mengaturnya. Fluktuasi tersebut dapat berada 

dalam konteks sentralisasi, desentralisasi, atau upaya mencapai 

keseimbangan antara keduanya. Penyesuaian ini dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan pada periode berlakunya undang-undang yang 

mengaturnya. Jika pendekatan sentralistik tidak memberikan 

keuntungan yang memadai, maka perubahan aturan selanjutnya 

kemungkinan akan menuju desentralisasi, dan sebaliknya. Fenomena ini 

mencerminkan bahwa belum ditemukan format aturan yang ideal dan 

menguntungkan bagi masyarakat dalam mengelola kewenangan antara 

pemerintah pusat dan daerah.190 

UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya membawa dampak 

yang cukup signifikan terhadap kewenangan daerah, menjadikan daerah 

hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat yang tertera dalam UU tersebut. 

Kemandirian dalam melaksanakan otonomi sesuai dengan amanat UUD 

NRI Tahun 1945 tampaknya terhambat, dengan UU Cipta Kerja yang 

cenderung menyempitkan ruang otonomi dan mengarah pada 

pemerintahan yang lebih sentralistik. Pentingnya memahami hubungan 

antara pusat dan daerah sejalan dengan ketentuan Pasal 18 UUD NRI 

Tahun 1945 perlu ditekankan. Urusan pemerintahan daerah bukanlah 

hasil delegasi kewenangan dari Presiden, melainkan sebagai atribusi yang 

diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penting untuk 

mengembalikan ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip konstitusi.  

                                                     
189Muhammad Mirza Habibie, 2023, Politik Hukum Pasal 176 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Prospek Terhadap Hubungan Antara Pusat Dan 
Daerah, Jurnal Idea Hukum, Vol. 9 No. 1, hlm. 55-68 

190Dudung Abdullah, 2016, Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, 

Positum, Vol. 1 No. 1, hlm. 102 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dalam kajian akademik ini 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Bahwa perkembangan konfigurasi hubungan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang menunjukkan adanya karakteristik resentralisasi dalam bingkai 

hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (baik pada 

tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota). Kondisi itu bisa dilihat dari hasil 

analisis per sektoral meliputi:  

a. sektor peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pada 

sektor ini ketentuan UU Cipta Kerja memberikan kemudahan investasi 

yang begitu luas, hanya saja patut dipertanyakan jaminan dan 

kepastiannya dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun dari 

luar negeri. Kemudahan yang diberikan tidak diiringi adanya jaminan 

keberlanjutan investasi. Beberapa ketentuan perijinan dilakukan 

penghapusan meliputi ijin lokasi dan ijin pemanfaatan ruang yang 

diganti dengan kesesuaian penggunaan ruang, penghapusan izin 

lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, IMB dan SLF menjadi 

PBG dan SLF serta penerapan RBA pada 18 Sektor. Pada satu sisi 

penerapan OSS yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan 

berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat 

pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan 

berusaha mudah, cepat dan terintegrasi perlu dilakukan monitoring 

dan evaluasi karena dalam ranah implementasi seringkali 

meninggalkan beban konflik sosial di Daerah yang justeru beban 

tersebut melekat pada institusi pemerintahan di Daerah.       

b. sektor ketenagakerjaan, pada sektor ini konfigurasi serta 

permasalahan krusial terletak pada Pertama, dihapuskannya frasa 
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“kebutuhan hidup layak” sebagai rujukan penghitungan upah 

minimum yang berdampak pada bergesernya konsep perlindungan 

pengupahan secara luas. Kedua, dihapuskannya pembatasan jenis 

pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (outsourcing). Ketiga, 

pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha ke 

pekerja tanpa didahului dengan perundingan. Keempat, lemahnya 

kontrol negara terhadap hubungan kerja. Pada aspek ini Perangkat 

Daerah Provinsi, kabupaten/Kota yang membidangi urusan 

Ketenagakerjaan tentu harus merumuskan ruang adaptasi bagi 

pergerakan dan aspirasi tenaga kerja di Daerah untuk memastikan 

kondusifitas iklim investasi.  

c. sektor kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan 

usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada ketentuan UU Cipta Kerja 

menekankan adanya basis data dan pengelolaan terpadu usaha mikro 

dan kecil dimana kewenangan untuk melakukan koordinasi dan 

evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Upaya sentralisasi ini tidak sesuai 

dengan asas desentralisasi yang dianut dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia.  

d. sektor kemudahan berusaha, Pada sektor ini tentu Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah menjamin adanya aspek kemudahan berusaha 

melalui insentif fiskal yang tentunya dalam pelaksanaanya perlu 

disinkronisasikan dengan paket pelayanan perizinan sehingga secara 

simultan dapat memacu pertumbuhan investasi.  

e. sektor dukungan riset dan inovasi, Pada klister ini dukungan riset dan 

inovasi tidak memberikan angin segar terhadap pelaksanaan riset dan 

inovasi. Keberadaan Lembaga riset perguruan tinggi, swasta, asing dan 

pembentukan wadah riset terintegratif dalam Badan Riset dan Inovasi 

Nasional (BRIN) belum memberikan dampak positif bagi kemajuan riset 

dan inovasi. Amanat untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi 

Daerah (BRIDA) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota belum 

didukung dengan adanya pranata kelembagaan, sumber daya manusia 

serta anggaran yang memadai sehingga secara strategis daya dukung 
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riset dan inovasi belum mampu mendukung pelaksanaan 

Pembangunan Nasional-Daerah secara nyata.  

f. sektor bidang pengadaan tanah, penyusunan pengaturan pertanahan 

dilandasi skenario besar untuk membuka peluang investasi melalui 

perolehan tanah yang relatif mudah untuk pelaku usaha. 

g. sektor kawasan ekonomi, tidak termuat penegasan pengusulan 

kawasan ekonomi khusus tanpa perlu adanya persetujuan dari 

pemerintah kabupaten/kota dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja 

memberikan dampak bagi pemerintah daerah karena KEK menghapus 

ketentuan tentang komposisi anggota Dewan Kawasan yang 

sebelumnya diatur terdiri atas Gubernur, Wakil Ketua yaitu 

Bupati/Walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di provinsi, 

unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota. 

Belum ada penerapan jalur khusus perizinan di KEK di Sistem OSS 

RBA dan belum adanya SOP pelaksanaan penerbitan seluruh perizinan 

oleh Administrator dan KEK sama sekali tidak mengatur persyaratan 

kerjasama dengan UMKM. 

h. sektor investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis 

nasional, pada aspek ini terdapat suatu kewajiban dalam Pasal 67 

huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang di dalamnya mengatur hal penting untuk dilakukan oleh 

kepala daerah yaitu kewajiban untuk menjalankan program strategis 

nasional. Akan tetapi, berangkat dari Pasal 68 Undang-Undang 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Kepala daerah 

dan/atau Wakil kepala daerah dapat diberhentikan sebagai Kepala 

daerah dan/atau Wakil Kepala daerah apabila tidak melaksanakan 

program strategis nasional. 

i. sektor administrasi pemerintahan, pada pengaturan penggunaan 

diskresi dalam klaster administrasi pemerintahan baik dalam UU 

11/2020, Perpu Cipta Kerja,  maupun UU 6/2023 tidak mengalami 

perubahan sama sekali. Sehingga bisa dikatakan pengaturan 

penggunaan diskresi dari ketiga peraturan masih dianggap sama yaitu 

menghapus ketentuan “tidak bertentangan dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan”. Penghapusan syarat ini dipandang 

akan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi di Indonesia. Karena 

menurut efisiensi birokrasi di Indonesia digambarkan menurun dari 

segi peringkat maupun skor. Sehingga dengan penghapusan ini bisa 

mereformasi regulasi dan meningkatkan efisiensi birokrasi karena 

sebelumnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata 

menjadi beban. 

2) Bahwa evaluasi dan pola kesiapan bagi adaptasi terhadap hubungan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diundangkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang meliputi Pertama aspek kewenangan dimana 

pada saat kewenangan penyelenggaraan urusan itu diimplementasikan 

dan apabila terdapat ketidakmampuan maka akan terbuka ruang bagi 

pemerintah Pusat untuk mengambil alihnya. Pada dimensi ini tentu 

karakter resentralisasi sangat kuat dalam bingkai Negara Kesatuan. 

Kedua regulasi pasca penetapan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentu 

melahirkan ketentuan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang secara berkelanjutan 

akan berimplikasi pada penerapannya di Daerah baik melalui Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Ketiga, aspek kelembagaan juga 

menjadi faktor terdampak salah satu nya adalah kelembagaan OSS yang 

terintegrasi yang dalam ranah empiris masih meninggalkan beban 

persoalan sosial dan/atau konflik sosial. Keempat aspek perubahan 

konsep dan nomenklatur perizinan menjadi persetujuan juga 

membutuhkan ruang adaptasi untuk memastikan dalam operasionalisasi 

bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

5.2 Saran/Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam kajian akademik ini 

direkomendasikan sebagai berikut: 
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1) Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Biro Pengkajian Konstitusi 

menyampaikan laporan hasil pengkajian kepada Presiden melalui 

Kementerian Negara yang membidangi untuk melakukan monitoring dan 

sosialisasi atas implementasi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023.  

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Biro Pengkajian Konstitusi 

menyampaikan laporan hasil pengkajian kepada Presiden melalui 

Kementerian Negara yang membidangi untuk membangun ruang 

koordinasi dan adaptasi melalui pembentukan kelompok kerja pada 

tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi penataan aturan 

pelaksanaan di level Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan 

Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk 

memastikan kesiapan Pusat dan Daerah mengingat UU merupakan 

produk hukum yang memiliki sifat mengikat secara umum. 

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Biro Pengkajian Konstitusi 

merumuskan poin rekomendasi pengkajian sistem ketatanegaraan 

hubungan pusat dan daerah mengingat dalam aspek implementasi dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia karakteristik resentralisasi 

menguat yang notabene-nya makna Otonomi Daerah yang memiliki 

semangat sekaligus cita-cita pemerataan kesejahteraan, kemandirian dan 

daya saing sebagaimana amanat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tereduksi.  
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